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Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah(DPRD) Kabupaten Banjar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-
PPAS APBD) Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah
untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023.




Berdasarkan hal tersebut diatas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah
tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 yang meliputi
rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA.2023, Perubahan Prioritas
belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan
Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun
dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Martapura, 7 Agustus 2023
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BAB |

PENDAHULUAN

11.  Latar Belakang
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah disebutkan untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan
Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (P-PPAS), Kepala Daerah harus menyampaikan KUPA dan P-PPAS tersebut kepada
DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen
tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang
bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUPA dan P-PPAS dalam proses penyusunan
rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 akan lebih
efektif. P-PPAS disusun dengan tahapan :

1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

2) Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang
disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja
Pemerintah Pusat setiap tahun;

3) Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-

masing program dan kegiatan.

Skala Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 disusun mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 yang secara bersamaan disusun juga

Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026.
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Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS)
dimaksudkan untuk memformulasikan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD. Formulasi dimaksud juga diarahkan untuk
menetapkan pagu tertinggi untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Sesuai dengan makna dari keberadaan P-PPAS tersebut di atas, diharapkan terjadi satu
rangkaian yang saling terkait antara perencanaan yang telah dirumuskan pada dokumen
perencanaan dengan tahap awal penganggaran yang dilaksanakan melalui formulasi
kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran serta disusun mengacu pada
rumusan yang dimuat dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Banjar Tahun 2023. untuk kemudian menjadi dasar

dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2.  Tujuan
Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,

penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2023

bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;

2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2023 menurut
Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator

dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.
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1.3.  Dasar Hukum
Ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan materi Kebijakan Umum

Perubahan APBD Tahun 2023, secara berurutan adalah meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-
undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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10.

1.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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20.

2.

22.

23.

24.

25.

26.

1.4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781)

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan
Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2022 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susuan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 08);
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2022 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024).

Sistematika Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sistematika Penyusunan P-PPAS sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan yang memuat mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan
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Penyusunan P-PPAS Tahun Anggaran 2023, Dasar Hukum serta Sistematika
Penyusunan.

BAB II. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berisikan
tentang perubahan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah

BAB III. Prioritas Belanja Daerah, memuat prioritas pembangunan yang telah
ditetapkan dalam perubahan RKPD tahun 2023 yang harus dibiayai oleh
daerah.

BAB IV. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan
Program/Kegiatan, memuat uraian perubahan Plafon anggaran berdasarkan
Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB V. Rencana Pembiayaan Daerah.

BAB VI. Penutup.
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BAB Il
PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya menggiatkan berbagai langkah untuk
meningkatkan perolehan pendapatan. Upaya peningkatan pendapatan daerah dimaksud,
tentu saja tetap memperhatikan kondisi perkembangan ekonomi di masyarakat. Hal ini
dimaksudkan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat semakin memperkuat ekonomi daerah
bukannya menjadi kontra produktif yang berakibat menambah beban bagi kegiatan
perekonomian di masyarakat.

Untuk  meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar
menggiatkan pada upaya mengoptimalkan peningkatan sumber-sumber dana pembangunan,
baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah termasuk peningkatan dari Bagi hasil dari
BUMD optimalisasi BLUD termasuk juga sumber pendapatan yang berasal dari APBN dan
Provinsi, terutama yang berasal dari Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah pusat.

Melalui upaya peningkatan pendapatan daerah ini akan semakin meningkat alokasi
dana yang diberikan ke Kabupaten Banjar, selain itu pula diharapkan akan semakin banyak
program kegiatan yang turut mendapat alokasi pembiayaan dari pemerintah pusat dan
provinsi dilaksanakan di Kabupaten Banjar. Masuknya berbagai program dan kegiatan
tersebut tentunya akan semakin memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan memperkuat
kemampuan daerah, terutama memberikan kekuatan pembiayaan daerah dalam
meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur.

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam
Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, maka target Pendapatan Daerah

yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan
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Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan

pinjaman daerah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2. 1. Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode Uraian Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang)

4 PENDAPATAM DAERAH
4.1 PENDAPATAM ASLI DAERAH (PAD) 250.300.000.000 250.300.000.000 0
4.1.01 | Pajak Daerah 95037929649 95037929 645 0
4.1.02 | Retribusi Daerah 8.385.320.000 8263062975 (122.257.025)
4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 22 498.156.214 18.241.180.591 (4.256.995.623)
4.1.04 | Lain=lain PAD yang Sah 124378594137 128.757 B46 785 4.379.252.648
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.907.783.203.428 | 1.907.783.203.428 0
4201 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.784 552 925,590 1.784 552925 590 0
4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah 123.230.277.838 123.230.277.838 0
4.3 LAIM-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.036.000.000 3.036.000.000 0
4301 | Pendapatan Hibah 3.036.000.000 3.036.000.000 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.161.119.203.428 | 2.161.119.203.428 0

6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAMN PEMBIAYAAN 111.943.617.224 363.419.641.283 251.476.024.059
6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 111943617224 363419641283 251.476.024.059
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 111.943.617.224 363.419.641.283 251.476.024.059
JUMLAH PENERIMAAM DAERAH 2.273.062.820.652 | 2.524.538.844.711 251.476.024.059

sebesar Rp2.161.119.203.428 Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa,
diproyeksikan sesuai dengan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian
Keuangan. Untuk Penerimaan Pembiayaan, diperoleh dari SILPA tahun sebelumnya sebesar

Rp363.419.641.283 Dari penjelasan tabel diatas dapat diketahui jumlah penerimaan daerah

Secara kumulatif pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan

tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp2.524.538.844.711.
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BAB IlI
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan Prioritas pembangunan daerah dalam perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023. Selain
itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian
prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Penyusunan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah tahun 2023 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Banjar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Banjar tahun 2021 — 2026 yang saat ini masih dalam tahap
penyusunan. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar
tahun 2023 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional
yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan
dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-
2026 maka telah dirumuskan kegiatan prioritas tahun 2023. Kegiatan prioritas tersebut
dilandaskan pada Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023, Arah
Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dan Isu
Strategis Kabupaten Banjar di Kabupaten Banjar. Prioritas Belanja Pemerintah Kabupaten
Banjar yang tertuang dalam perubahan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (P-PPAS)
Tahun 2023 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap

Prioritas Pembangunan Nasional;
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2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi:dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada perubahan RKPD Tahun 2023.
Adapun sinergitas program dimaksud sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana pada
lampiran dokumen ini:
Lampiran |.  Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional
Lampiran Il Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas
Pembangunan Provinsi
Lampiran Il Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah
Lampiran IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
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BAB IV
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN

41.  Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dipertegas lagi dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, belanja daerah digunakan untuk
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri
atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut
diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang
ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan
harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja
daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan
urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga
satuan regional.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
a) pendidikan,
b) kesehatan,

c) pekerjaan umum dan penataan ruang,

d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
f)  sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
a) tenaga kerja,

b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

C) pangan,
d) pertanahan,
e) lingkungan hidup,
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f)  administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
g) pemberdayaan masyarakat dan desa,
h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
i) perhubungan,
j)  komunikasi dan informatika,
k) koperasi, usaha kecil, dan menengah,
) penanaman modal,
m) kepemudaan dan olahraga,
) statistik,
) persandian,
p) kebudayaan,
) perpustakaan, dan

) kearsipan.

3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

QD

) kelautan dan perikanan,

O

) pariwisata,

@

) pertanian,

o

) kehutanan,
)

D

energi dan sumber daya mineral,
f) perdagangan,
g) perindustrian, dan
h) transmigrasi.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
a) Sekretariat Daerah
b) Sekretariat DPRD

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
a) Keuangan

b) Kepegawaian

@)

) Pendidikan dan pelatihan

o

) Penelitian dan pengembangan
)

e) Penghubung

f) Pengelolaan perbatasan

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah
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7. Unsur Kewilayahan

Kecamatan

8. Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

Program dan kegiatan Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum
Perubahan APBD Tahun 2023 yang akan dibahas dan disepakati antara Pemerintah
Kabupaten Banjar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, perubahan
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD dan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan

dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada

Tabel 4. 1 dan Tabel 4. 2 berikut :

Tabel 4. 1. Rekapitulasi Perubahan Plafon Anggaran Sementara
Berdasarkan SKPD Tahun 2023

Pagu APBD Tahun 2023
No Perangkat Daerah Bertambah/(kurang)
APBD-Murni Perubahan APBD
1 Dinas Pendidikan 625.265.522.367 656.636.412.133 31.370.889.766
2 Dinas Kesehatan 249.046.218.656 263.996.783.020 14.950.564.364
3 Puskesmas Martapura 1 4.238.884.000 5.157.131.782 918.247.782
4 Puskesmas Martapura 2 2.041.443.255 2.201.119.189 159.675.934
5 Puskesmas Martapura Timur 1.981.024.800 2.192.779.484 211.754.684
6 Puskesmas Martapura Barat 1.981.603.058 2.100.315.531 118.712.473
7 Puskesmas Astambul 2.664.009.300 2.657.150.773 -6.858.527
8 Puskesmas Mataraman 1.703.082.932 1.816.010.948 112.928.016
9 Puskesmas Simpang Empat 1 1.238.111.500 1.412.118.558 174.007.058
10 Puskesmas Simpang Empat 2 1.314.688.600 1.511.073.028 196.384.428
11 Puskesmas Sambung Makmur 1.281.032.900 1.423.140.249 142.107.349
12 Puskesmas Pengaron 1.918.510.380 2.489.945.536 571.435.156
13 Puskesmas Sungai Pinang 1.487.364.000 1.652.341.958 164.977.958
14 Puskesmas Paramasan 1.072.335.399 1.131.785.156 59.449.757
15 Puskesmas Sungai Tabuk 1 2.272.311.285 2.441.620.994 169.309.709
16 Puskesmas Sungai Tabuk 2 1.301.276.300 1.379.462.400 78.186.100
17 Puskesmas Sungai Tabuk 3 1.209.274.172 1.355.458.407 146.184.235
18 Puskesmas Gambut 2.750.090.705 2.852.450.446 102.359.741
19 Puskesmas Kertak Hanyar 2.307.101.558 2.367.162.399 60.060.841
20 Puskesmas Tatah Makmur 1.166.151.188 1.481.533.087 315.381.899
21 Puskesmas Aluh Aluh 3.078.278.699 2.811.580.948 -266.697.751
22 Puskesmas Beruntung Baru 1.504.654.800 1.652.556.757 147.901.957
23 Puskesmas Karang Intan 1 1.343.158.100 1.519.580.306 176.422.206
24 Puskesmas Karang Intan 2 1.486.917.600 1.793.882.578 306.964.978
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25 Puskesmas Aranio 1.946.120.761 2.054.993.317 108.872.556
26 Puskesmas Telaga Bauntung 984.417.750 1.175.540.680 191.122.930
27 Laboratorium Kesehatan Daerah 600.999.898 600.999.898 0
28 Instalasi Farmasi Kabupaten 628.375.000 628.375.000 0
29 Puskesmas Cintapuri Darussalam 1.219.449.542 1.252.124.942 32.675.400
30 Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha 162.690.113.443 176.923.311.989 14.233.198.546
3p | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 256.768.396.342 |  299.348.181.337 42.579.784.995
Pertanahan
32 E:‘galfu:eg;“nm:i';i'; Rakyat, Kawasan Permukiman dan 59.354.929.629 76.489.836.879 17.134.907.250
33 IL:]'::: :ggfelolaa” sampah dan Air Limbah _ BLUD 5.280.997.500 8.366.297.670 3.085.300.170
34 Satuan Polisi Pamong Praja 11.347.035.191 12.823.696.358 1.476.661.167
35 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan 6.839.547.086 7.128.990.754 289.443.668
36 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.821.711.286 9.283.287.081 2.461.575.795
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
37 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 29.258.813.101 30.046.241.460 787.428.359
Keluarga Berencana
38 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 6.598.988.825 7.405.735.976 806.747.151
39 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 10.525.753.772 10.751.422.766 225.668.994
40 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 8.508.770.911 8.844.374.992 335.604.081
41 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 154.072.040.141 166.516.185.913 12.444.145.772
42 Dinas Perhubungan 9.365.444.571 13.516.468.532 4.151.023.961
43 E;r;::n'(;;“numkag Dan Informatika, Statistik Dan 14.252.708.465 17.527.631.920 3.274.923.455
44 Eeie?zz g::gear:Si' Usaha Mikro, Perindustrian dan 14.115.274.541 14.898.108.482 782.833.941
45 SD;?SSP?:tT”ama” Modal dan Pelayanan Terpadu 9.089.830.171 12.157.861.372 3.068.031.201
46 E;r;i;i'::g“dayaa“’ Kepemudaan, Olah Raga dan 18.034.597.836 24.766.816.389 6.732.218.553
47 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 5.147.181.007 5.340.406.170 193.225.163
48 Dinas Pertanian 38.329.554.136 39.369.248.339 1.039.694.203
49 Sekretariat Daerah 49.668.885.445 58.018.819.037 8.349.933.592
50 Sekretariat DPRD 68.918.419.745 80.092.041.032 11.173.621.287
51 EZ:ZEJ:;‘E“;:22?2:;?::;5:”3” Daerah, 12.815.527.482 13.911.197.630 1.095.670.148
52 g:‘:i;‘hpe”gem'aan Keuangan, Pendapatandan Aset | ;194 505549 | 278.198.628.633 8.004.423.084
53 g:s:”MK::igi:‘"aia“ dan Pengembangan Sumber 13.466.375.134 16.476.322.863 3.009.947.729
54 Inspektorat Daerah 11.584.860.032 13.292.825.148 1.707.965.116
55 Kecamatan Kertak Hanyar 4.457.757.055 4.778.265.721 320.508.666
56 Kelurahan Manarap Lama 312.921.600 512.921.600 200.000.000
57 Kelurahan Kertak Hanyar | 325.330.050 525.330.050 200.000.000
58 Kelurahan Mandar Sari 311.218.550 511.218.550 200.000.000
59 Kecamatan Astambul 2.474.470.851 2.582.470.851 108.000.000
60 Kecamatan Gambut 5.575.503.758 5.728.307.434 152.803.676
61 Kelurahan Gambut 400.000.000 600.000.000 200.000.000
62 Kelurahan Gambut Barat 350.000.000 550.000.000 200.000.000
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63 Kecamatan Karang Intan 2.830.595.747 3.035.554.557 204.958.810
64 Kecamatan Martapura 8.521.448.453 9.105.313.559 583.865.106
65 Kelurahan Sungai Paring 346.547.000 546.547.000 200.000.000
66 Kelurahan Murung Keraton 346.405.000 546.405.000 200.000.000
67 Kelurahan Jawa 350.833.000 550.833.000 200.000.000
68 Kelurahan Keraton 497.345.740 697.345.740 200.000.000
69 Kelurahan Sekumpul 372.766.000 572.766.000 200.000.000
70 Kelurahan Tanjung Rema Darat 346.864.913 546.864.913 200.000.000
71 Kelurahan Pasayangan 346.379.000 546.379.000 200.000.000
72 Kecamatan Aranio 2.137.835.983 2.576.560.063 438.724.080
73 Kecamatan Sungai Tabuk 2.992.493.558 3.512.338.736 519.845.178
74 Kelurahan Sungai Lulut 419.573.100 619.573.100 200.000.000
75 Kecamatan Aluh-Aluh 1.748.004.926 2.387.675.021 639.670.095
76 Kecamatan Mataraman 2.486.583.377 2.616.792.746 130.209.369
77 Kecamatan Simpang Empat 2.057.768.666 2.204.830.422 147.061.756
78 Kecamatan Pengaron 2.456.442.906 2.605.292.906 148.850.000
79 Kecamatan Sungai Pinang 1.906.499.033 2.227.724.650 321.225.617
80 Kecamatan Beruntung Baru 2.304.664.242 2.462.434.091 157.769.849
81 Kecamatan Martapura Barat 2.290.794.271 2.511.824.579 221.030.308
82 Kecamatan Sambung Makmur 2.033.128.299 2.163.298.443 130.170.144
83 Kecamatan Martapura Timur 2.677.243.743 3.044.092.937 366.849.194
84 Kecamatan Paramasan 2.017.107.276 2.654.522.507 637.415.231
85 Kecamatan Tatah Makmur 2.256.493.182 2.436.728.532 180.235.350
86 Kecamatan Telaga Bauntung 2.132.808.378 2.257.098.986 124.290.608
87 Kecamatan Cinta Puri Darussalam 2.156.547.380 2.285.281.161 128.733.781
88 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 13.440.075.769 44.746.884.630 31.306.808.861

Jumlah | 2.249.762.820.652 | 2.488.488.844.711 238.726.024.059

Sumber : TAPD Kab. Banjar

Lebih rincian perubahan belanja SKPD dijabarkan melalui program, kegiatan dan sub

kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 4.2 Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan

Plafon Anggaran

Sebelum

Sesudah

Ket

2

3

4

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

625.265.522.367

656.636.412.133

1.01.0.00.0.00.01.0000

Dinas Pendidikan

625.265.522.367

656.636.412.133

1.01.0.00.0.00.01.0000

Dinas Pendidikan

625.265.522.367

656.636.412.133

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.01.01 KABUPATEN/KOTA 481.464.265.554 | 501.123.205.586
1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.838.400 45.838.400
1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.250.600 5.250.600
1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.000.000 7.000.000
1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.500.000 6.500.000
1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.500.000 6.500.000
1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6.500.000 6.500.000
101.012.01.06 Eic;c;r;iain:;;)céan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 12.710.500 12.710.500
1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.377.300 1.377.300

1.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

469.451.334.326

488.458.697.358

1.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

469.119.040.826

488.082.031.358

1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 289.583.000 333.955.500
1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.398.500 8.398.500
1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 24.208.000 24.208.000
101.01.2.02.07 E:r(;rssi:;se‘indg;:;nyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 10.104.000 10.104.000
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 113.362.000 113.362.000
1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 63.362.000 63.362.000
1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 50.000.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.016.727.280 1.203.065.880
1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.262.000 37.262.000
1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.590.000 14.590.000
1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.765.180 82.765.180
1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 87.510.100 97.971.700
1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 29.000.000 59.790.000
1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 765.600.000 910.687.000
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 117.075.000 2.203.086.000
1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 117.075.000 2.203.086.000

1.01.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

9.806.395.348

7.260.775.348

1.01.01.2.08.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

297.993.598

297.993.598

1.01.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9.508.401.750

6.962.781.750

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

1.01.01.2.09 913.533.200 1.838.380.600
Daerah

101.01.2.09.01 Penyediaan Ja}sa Pemeliharaan, Blayg Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 38.990.000 38.990.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

101.01.2.09.02 Penyediaan Jfasa Pemellh‘araan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 134.790.000 134.790.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 42.900.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 739.753.200 1.621.700.600

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

143.705.384.013

155.417.333.747
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 78.397.593.063 | 80.786.335.079

1.01.02.2.01.02

Penambahan Ruang Kelas Baru

1.281.745.880

1.509.029.880

1.01.02.2.01.03

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

456.860.000

511.189.999

1.01.02.2.01.04

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

875.050.000

920.324.999

1.01.02.2.01.05

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

1.121.730.000

1.196.433.748

1.01.02.2.01.06

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

2.283.570.693

2.333.373.192

1.01.02.2.01.07

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

1.137.541.950

1.137.541.950

1.01.02.2.01.08

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

15.412.729.964

16.488.779.594

1.01.02.2.01.09

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

1.575.198.400

1.634.961.399

1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 881.473.782 926.748.781
1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 942.952.645 988.227.644
1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 770.188.140 770.188.140
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah 302.530.000 502.450.000

1.01.02.2.01.16

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

1.750.000.000

1.952.930.000

1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 819.098.100 812.390.600

1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 546.244.300 546.244.300

101.02.2.01.27 Penggnjbangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan 815759400 2 303.759.400
Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 823.946.800 852.281.800

1.01.02.2.01.29

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

42.691.950.000

41.413.722.896

1.01.02.2.01.30

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

1.125.540.000

1.125.540.000

1.01.02.2.01.31

Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

2.783.483.009

2.860.216.757

1.01.02.2.02

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

24.428.377.679

33.281.245.597

1.01.02.2.02.02

Penambahan Ruang Kelas Baru

1.962.650.000

8.647.180.000

1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 465.730.000 498.820.000
1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 139.302.500 138.877.500
1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 15.000.000
1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium 397.030.000 479.760.000
1.01.02.2.02.10 Pembangunan Fasilitas Parkir 572.245.750 558.955.750
1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 877.264.240 915.494.240
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 781.695.000 839.805.000
1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 352.350.000 375.340.000
1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 10.000.000
1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 649.467.500 680.647.500
1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 326.025.000 386.025.000
1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 349.095.939 340.735.939
1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 224.492.500 261.142.500
1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah 83.860.000 97.955.000
1.01.02.2.02.26 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 176.828.000 199.185.000
1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 63.285.000 135.891.000
1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 589.631.550 589.631.550
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 453.008.300 453.008.300
1.01.02.2.02.40 EEES;T@TS:&ES;Azennedrjg;khd:erl;er::ga Kependidikan pada Satuan 578.010.200 970.010.200
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 159.366.200 104.873.200
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 14.957.040.000 16.311.907.918
1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 270.000.000 261.000.000
1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 0 10.000.000

1.01.02.2.03

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

14.572.816.591

14.990.212.391

1.01.02.2.03.01

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

1.425.152.426

1.456.585.426

1.01.02.2.03.02

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

1.275.394.315

1.366.936.315

1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 99.998.750 167.553.750
1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD 101.290.000 101.615.000
1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 150.000.000 349.999.800
1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 251.980.000 270.756.000
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 297.196.000 297.196.000
101.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan 325 084.600 325 084.600

Pendidikan PAUD

1.01.02.2.03.17

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

1.160.856.500

1.168.621.500

1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 9.367.590.000 9.367.590.000
1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 118.274.000 118.274.000
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 26.306.596.680 | 26.359.540.680
1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan 573.705.000 727.730.000
1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 372.674.780 374.254.780
1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan 125.000.000 126.955.000
1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan 100.000.000 101.955.000
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 4.480.064.900 4.431.793.900

1.01.02.2.04.16

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

11.948.652.000

11.890.352.000

1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 8.706.500.000 8.706.500.000

1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 34.695.000 34.695.000

1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 34.695.000 34.695.000

1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 34.695.000 34.695.000

1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 61.177.800 61.177.800
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.04.2.01 bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 61.177.800 61.177.800
Nonformal/Kesetaraan

101.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan 25.683.400 25.683.400

Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1.02

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

458.456.999.581

492.032.329.360

1.02.0.00.0.00.01.0000

Dinas Kesehatan

295.766.886.138

315.109.017.371

1.02.0.00.0.00.01.0000

Dinas Kesehatan

249.046.218.656

263.996.783.020

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.02.01 KABUPATEN/KOTA 146.592.939.085 | 146.393.120.634
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 490.364.735 276.140.000
1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.528.700 186.478.700
1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.378.500 15.568.500
1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 461.457.535 74.092.800

1.02.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

132.623.654.076

131.613.160.703

1.02.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

131.869.324.076

130.314.830.703

1.02.01.2.02.03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

720.060.000

1.198.560.000
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102.01.2.02.07 gzz:si:;saindgzplﬁnyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 34.270.000 99.770.000
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 116.161.500 116.161.500
1.02.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 16.161.500 16.161.500
1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 100.000.000
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 850.421.000 1.308.771.300
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.934.000 10.434.000
1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 162.241.000 186.091.300
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.246.000 42.246.000
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 650.000.000 1.070.000.000
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 53.485.800 260.469.800
102.01.2.07.11 E:ilgn?(:aan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 53.485.800 260,469 800
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.220.460.000 | 11.220.460.000
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000 8.000.000
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 274.910.000 274.910.000
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.937.550.000 10.937.550.000

1.02.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

1.238.391.974

1.597.957.331

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

102.01.2.09.01 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.921.300 33.921.300
102.01.2.09.02 Penyediaan Jf'asa Pemellhéraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 292,996,674 462.996.674
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 875.784.000 971.144.000
102.01.2.09.10 Pemel|haraaq/Rehab|I|taS| Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 35.690.000 129.895.357
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 100.698.719.871 | 113.699.657.086
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 66.395.295.545 | 63.973.584.325

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas 19.050.000.000 17.289.548.280
1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 888.295.200 1.558.374.400
1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 731.905.200 667.981.600
1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 118.776.000 120.356.000
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 7.004.529.000 7.370.712.500
102.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 28.818.009.000 29.118.009.000
Kesehatan
1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 150.000.000 40.950.000
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 6.307.976.580 5.967.389.580

1.02.02.2.01.17

Pengadaan Bahan Habis Pakai

3.242.003.565

1.647.561.965

1.02.02.2.01.18

Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

53.801.000

53.801.000

1.02.02.2.01.19

Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

30.000.000

138.900.000

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 34.135.344.726 | 49.352.011.261
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 999.042.300 680.660.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 402.750.000 145.000.000
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 138.803.100 13.303.100
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 217.663.100 23.731.100

Hal.20



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran
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1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 146.841.000 146.841.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 577.240.800 612.032.400
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 65.473.500 41.001.500
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 11.700.000 11.700.000
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 69.411.000 55.191.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 26.112.000 26.112.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 35.180.000 756.180.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 407.589.750 587.589.750
102.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 42.849.800 42.849.800

Biasa (KLB)

1.02.02.2.02.15

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

3.596.580.076

3.914.291.776

1.02.02.2.02.16

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

64.979.700

114.340.700

1.02.02.2.02.17

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1.057.123.900

1.027.123.900

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.124.003.000 551.100.000

102.02.2.02.19 Pengelolf’aa}n Pelayfanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, 59,949 800 1.999.800
dan Tradisional Lainnya

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 326.909.400 204.377.400

102.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa 0 36.390.000
(ODMK)

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 56.390.000 20.000.000

102.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis 848.825.200 1.048.825.200
Kesehatan

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 805.035.800 1.173.813.535

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 21.871.664.000 36.809.290.700

1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.164.907.500 958.925.600

102.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu 0 174.021.000
(SPGDT)

1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 18.320.000 18.320.000

1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0 137.000.000

1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 111.767.800 111.767.800

1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 23.399.800 23.399.800

1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 88.368.000 88.368.000

1.02.02.2.04 P_enerbntan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 56.311.800 262.293.700
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 38.112.000 244.093.900

1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 18.199.800 18.199.800
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1.02.03 KESEHATAN 800.531.200 2.204.731.200
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

1.02.03.2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 24.908.000 339.740.000

1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 24.908.000 339.740.000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya

1.02.03.2.03 Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 775.623.200 1.864.991.200
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya

102.03.2.03.01 Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 775623.200 1864.991.200

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN 694.203.500 578.626.500
MINUMAN

1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan 659.396.000 578.626.500

Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
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1 2 3 4 4

Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin

102.04.2.03.01 Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi 659.396.000 >78626.500
oleh Industri Rumah Tangga

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 259.825.000 1.120.647.600
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta

1.02.05.2.01 Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 59.825.000 59.825.000

102.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 59825000 59825000
Pemberdayaan Masyarakat

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah 100.000.000 100.000.000
Kabupaten/Kota

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 100.000.000 100.000.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya

1.02.05.2.03 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 960.822.600
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya

1.02.05.2.03.01 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 100.000.000 960822600

1.02.0.00.0.00.01.0001 | Puskesmas Martapura 1 4.238.884.000 5.157.131.782
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 4.238.884.000 5.072.681.782

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 52.952.000 52.952.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 12.132.000 12.132.000

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 40.820.000 40.820.000

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 4.185.932.000 | 5.019.729.782
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 28.175.000 132.675.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 18.000.000 4.900.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 109.200.000 109.200.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 400.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 33.000.000 15.000.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 21.600.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 51.600.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 27.200.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 544.700.000 470.700.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 23.615.000 23.225.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.400.000 35.400.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 48.931.000 31.321.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 73.800.000 57.250.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 27.600.000 6.000.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 369.950.000 216.200.000
102.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 15.900.000 15.900.000

Laboratorium Rujukan/Nasional

1.02.02.2.02.33

Operasional Pelayanan Puskesmas

2.835.411.000

3.755.158.782

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi

102.02.2.02.36 dan Pemberian Obat Massal) 0 2400000
1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 43.200.000
1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0 400.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0 84.450.000
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 84.450.000
102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 0 84.450.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0002

Puskesmas Martapura 2

2.041.443.255

2.201.119.189

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 2.030.893.255 2.188.819.189

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 183.419.755 189.238.505
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 62.635.250 64.614.000

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 77.920.000 81.760.000

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 36.000.000 36.000.000

102.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 6.864.505 6.864.505

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 1.847.473.500 1.999.580.684
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 66.430.000 57.650.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.600.000 2.600.000
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2.450.000 2.000.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 33.000.000 37.450.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 10.450.000 13.600.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 1.400.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 16.900.000 38.500.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 16.800.000
102.02.2.02.13 gtiaarlge(llgll_;e)m Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 2.000.000 2.000.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 303.915.000 310.095.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 32.092.000 32.092.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8.600.000 8.600.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 54.956.800 52.156.800
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3.200.000 26.400.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 216.668.000 138.018.000

1.02.02.2.02.33

Operasional Pelayanan Puskesmas

1.094.211.700

1.248.068.884

1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 12.150.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 10.550.000 12.300.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya

1.02.05.2.03 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.550.000 12.300.000

102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 10.550.000 12.300.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0003

Puskesmas Martapura Timur

1.981.024.800

2.192.779.484

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 1.957.424.800 2.181.579.484

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 32.170.000 84.360.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 7.170.000 7.170.000

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 25.000.000 77.190.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.925.254.800 2.097.219.484
Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 71.285.000 114.525.000
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 44.000.000 14.000.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 31.600.000 34.150.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 10.800.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 42.900.000 12.900.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 6.300.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 8.000.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 15.000.000
o| 12000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 311.345.000 322.405.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 9.140.000 9.140.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 13.450.000 13.450.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 19.067.400 25.067.400
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 87.850.000 5.400.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 4.100.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 118.379.600 187.529.600
102.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 0 1.950.000

Laboratorium Rujukan/Nasional

1.02.02.2.02.33

Operasional Pelayanan Puskesmas

1.144.837.800

1.305.802.484

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi

10202.2.02.36 dan Pemberian Obat Massal) 0 2.200.000

1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 3.300.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 23.600.000 11.200.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya

1.02.05.2.03 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23.600.000 11.200.000

102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 3.600.000 11.200.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0004

Puskesmas Martapura Barat

1.981.603.058

2.100.315.531

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 1.981.603.058 2.067.570.531

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 29.315.000 29.315.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 22.373.000 22.373.000

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 6.942.000 6.942.000

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 1.952.288.058 2.038.255.531
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 21.440.000 115.950.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 16.380.000 5.390.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 56.000.000 56.000.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.710.000 3.710.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 15.120.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 9.800.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 19.600.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 351.705.000 273.575.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.250.000 280.000

Hal.24



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 9.940.000 9.940.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 51.255.000 33.120.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14.140.000 9.800.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 23.520.000 8.400.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 110.170.000 164.420.000
102.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 3,000,000 3,000,000

Laboratorium Rujukan/Nasional

1.02.02.2.02.33

Operasional Pelayanan Puskesmas

1.180.238.058

1.298.950.531

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi

102.02.2.02.36 dan Pemberian Obat Massal) 0 980.000

1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 7.700.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0 32.745.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya

1.02.05.2.03 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 32.745.000

102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 0 32.745.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0005

Puskesmas Astambul

2.664.009.300

2.657.150.773

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 2.664.009.300 2.634.540.773

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 9.120.000 9.120.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 9.120.000 9.120.000

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 2.654.889.300 | 2.625.420.773
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 81.685.000 174.085.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 118.800.000 20.160.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 76.790.000 26.390.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 53.060.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 72.160.000 16.720.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 32.130.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 9.240.000
1020220214 Aot Bencans dontas Berporens Bemeans e o| 4200000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 344.595.000 354.195.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 6.440.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 20.180.000 20.180.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 55.815.000 26.765.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 60.350.000 5.320.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 1.540.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 184.220.000 234.480.000
102.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 0 5 400.000

Laboratorium Rujukan/Nasional

1.02.02.2.02.33

Operasional Pelayanan Puskesmas

1.632.734.300

1.625.875.773

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi

102.02.2.02.36 dan Pemberian Obat Massal) 0 3080000
1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 6.160.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0 22.610.000
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 22.610.000
102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 0 2,610,000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0006

Puskesmas Mataraman

1.703.082.932

1.816.010.948

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 1.696.132.932 1.810.010.948

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 71.134.000 81.134.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 26.780.000 26.780.000

102.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 37.700.000 47.700.000
Kesehatan

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 6.654.000 6.654.000

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 1.624.998.932 1.728.876.948
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 61.320.000 167.440.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 94.780.000 700.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 41.230.000 41.230.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 13.160.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 4.200.000 4.200.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 7.280.000 2.800.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 10.920.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 249.315.000 261.025.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.660.000 6.660.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 13.160.000 15.460.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 69.980.000 1.760.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 4.480.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 153.000.000 193.060.000
102.02.2.02.28 E:Eg?ar?::ilj;d;ur}uPlgr:gi,\rlian;?;nzlpesimen Penyakit Potensial KLB ke 0 750.000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 890.613.932 993.541.948
102.02.2.02.36 :jn;/:;tgjks)ie/:\;v:I(;(siz:d’\fansl';lc;ak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 0 420,000
1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 10.920.000
1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0 350.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6.950.000 6.000.000
102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 6.950.000 6.000.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0007

Puskesmas Simpang Empat 1

1.238.111.500

1.412.118.558

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 1.238.111.500 1.400.898.558
1.02.02.2.01 ::":v’;e:ai:g'a':T:;':Z;P;;;’;ap"aatzn'(;(s:;ata" untuk UKM dan UKP 41.354.000 78.526.687
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21.930.000 28.166.750
1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.424.000 5.424.000
1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 14.000.000 44.935.937
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
1.02.02.2.02 ;::‘r’::izz;::Z:’::/':(E::ehata" untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.196.757.500 | 1.322.371.871
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 54.920.000 63.050.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 79.090.000 77.290.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 19.200.000 17.760.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 4.800.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 36.480.000 44.160.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 6.400.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 6.720.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 7.200.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 222.400.000 242.490.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5.852.000 4.320.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.310.000 10.310.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 21.331.000 14.863.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 47.870.000 5.380.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 11.200.000 4.800.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 88.820.000 83.760.000
102.02.2.02.28 E:gg:\ar?::ilj;d;ur}uizzg/i,\rlian;a;niresimen Penyakit Potensial KLB ke 0 3.150.000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 586.204.500 723.038.871
102.02.2.02.36 :jn;/:;t;gr:ks)ieﬁ\;v:Igsﬁd’\i:ansl';lc;ak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 0 960.000
1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 1.920.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0 11.220.000
oaaszos | rersembangan o plkcnan ey Keseatn erumr o o azoom
102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 0 11.220.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0008

Puskesmas Simpang Empat 2

1.314.688.600

1.511.073.028

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 1.280.548.600 1.498.503.028

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 51.638.000 51.638.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 47.120.000 47.120.000

102.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 4518.000 4518.000

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 1.228.910.600 1.446.865.028
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 46.280.000 87.160.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 62.600.000 6.300.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 10.080.000 8.160.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.280.000 640.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 17.280.000 19.760.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.840.000 3.840.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.880.000 3.840.000
| rsromo
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 166.230.000 189.810.000
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 10.075.200 3.840.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7.500.000 7.500.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 29.320.000 55.535.200
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 13.440.000 18.880.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 2.080.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 72.730.000 70.640.000
102.02.2.02.28 f:ggfar?:riilj;d;u?uPl(earEi,;i;T;?;nzFesimen Penyakit Potensial KLB ke 0 1,800,000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 759.975.400 957.079.828
102.02.2.02.36 Ln::;t;gi?;ieﬁ\::Igsiatdhfansz;?)ak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 0 1440000
1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 3.200.000
1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0 3.440.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 34.140.000 12.570.000
102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 34.140.000 12.570.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0009 | Puskesmas Sambung Makmur

1.281.032.900

1.423.140.249

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 1.269.402.900 1.414.390.249

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 6.112.000 6.112.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

102.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 6.112.000 6.112.000

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 1.263.290.900 1.408.278.249
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 32.960.000 75.200.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 16.540.000 42.660.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 56.240.000 49.520.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 14.400.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0 20.160.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 9.600.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 13.440.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 7.040.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 290.555.000 260.666.200
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 29.102.500 29.102.500
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 53.153.600 29.502.400
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 33.920.000 5.100.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 2.880.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 144.520.000 94.600.000
102.02.2.02.28 E:Sg:?:riiljr:]d;ur}uie;gii,\rlian;a;nilpesimen Penyakit Potensial KLB ke 0 7500.000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 588.959.800 731.067.149
102.02.2.02.36 :jn;/:;t;gr:ks)ieﬁ\;v:I(;(siz:d’\i:ansl';lc;ak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 0 480,000
1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 4.800.000
1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0 10.560.000
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 11.630.000 8.750.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11.630.000 8.750.000
102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 11.630.000 8.750.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0010

Puskesmas Pengaron

1.918.510.380

2.489.945.536

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 1.314.927.980 | 2.477.640.536
1.02.02.2.01 ::":v’;e':’ai:g'a':T:;':Z;P;;Z’;ap"aatzn'(;(s:;ata" untuk UKM dan UKP 27.544.000 27.544.000
1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 19.240.000 19.240.000
102.02.2.01.20 E:Sr’ir:;!:aprslzr;;tgtri]anizthae;;iaIa Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 8.304.000 8.304.000
1.02.02.2.02 :‘::{::i;:E::Zta::/':(zte:ehata" untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.287.383.980 | 2.450.096.536
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 92.150.000 167.120.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 114.220.000 48.960.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 31.360.000 24.000.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 11.760.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 12.060.000 12.060.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.840.000 3.840.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 18.720.000 15.520.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 6.400.000
o| oo
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 308.358.000 382.292.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 16.740.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 21.920.000 16.320.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 6.886.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 32.400.000 6.140.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 1.920.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 226.285.000 175.900.000
102.02.2.02.28 Esggraar?fri:j:qd;ur}uPlgr:gi,\rliEr:;ia;nzresimen Penyakit Potensial KLB ke 0 3.600.000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 412.630.980 1.529.678.536
102.02.2.02.36 Ln::;t;gij;ie/r\i\;vsI(;(siz:d'\i:ans;l'aitl:l)ak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 0 1.440.000
1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 3.200.000
1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0 1.920.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 57.970.000 12.305.000
loamszes | e e e " o resosom
102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 0 12.305.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0011

Puskesmas Sungai Pinang

1.487.364.000

1.652.341.958

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1.487.364.000

1.635.006.958

1.02.02.2.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

52.777.800

52.777.800
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 45.157.800 45.157.800
102.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 7620.000 7620.000

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 1.434.586.200 1.582.229.158
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 92.250.000 94.550.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 40.000.000 112.800.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 26.400.000 15.600.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 15.600.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 55.710.000 12.510.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 10.400.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 13.000.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 9.900.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 339.245.000 332.009.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 7.199.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 15.910.000 15.910.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 26.087.000 9.624.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 7.200.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 12.300.000 1.900.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 215.835.000 151.300.000
102.02.2.02.28 EsggraaT:riilj:qd;ur}uPlgrBi,:liEr:;?;nzfesimen Penyakit Potensial KLB ke 2 700,000 2 700,000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 585.849.200 750.827.158
102.02.2.02.36 Ln::;t;gij;ie/r\i\;vsI(;(siz:d'\i:anssTaitl:l)ak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 2 400,000 2 400,000
1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 5.000.000
1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0 11.800.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0 17.335.000
lammzes e e e e " o rmassom
102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 0 17.335.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0012

Puskesmas Paramasan

1.072.335.399

1.131.785.156

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 1.059.735.399 1.126.085.156

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 20.140.000 20.140.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 6.250.000 6.250.000

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 13.890.000 13.890.000

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 1.039.595.399 1.105.945.156
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 51.600.000 76.910.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 46.800.000 12.600.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 32.700.000 32.700.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 3.600.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0 21.600.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 4.800.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 25.200.000
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
102.02.2.02.14 Pel.ﬁgelolaan Pelayanan Kesehatan bégl Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan 0 1500.000
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 253.350.000 287.080.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 8.980.000 10.180.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 22.800.000 14.700.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 51.840.000 12.600.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 22.950.000 12.000.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 154.500.000 118.050.000
102.02.2.02.28 PengamblAIan darT Penglrlmf'm Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 0 1200.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 394.075.399 455.325.156
102.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 0 900.000
dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0 15.000.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12.600.000 5.700.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.600.000 5.700.000
102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 12.600.000 5.700.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0013

Puskesmas Sungai Tabuk 1

2.272.311.285

2.441.620.994

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 2.265.511.285 2.434.820.994
1.02.02.2.01 ;:U:::;:Z’;:‘i:;':‘r:;":;ifp':’t:n'(/‘:(s:;ata" untuk UKM dan UKP 26.014.000 26.014.000
1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 18.610.000 18.610.000
102.02.2.01.20 'F:’aesrmiwlii!zaPrealaa;aF:;tri]nK(izghB;:;aIa Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 7.404.000 7 404,000
1.02.02.2.02 ;:';‘r’::iz;::::::/':(E::"hata" untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 2.239.497.285 | 2.408.806.994
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 46.160.000 37.520.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 44.640.000 112.080.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 14.960.000 69.840.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 3.840.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0 10.920.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 18.720.000 14.080.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 4.320.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 6.160.000
1020220214 Aot Bencans e berporens Bemeans o st o 2sm0m
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 283.534.000 319.614.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 18.660.000 960.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 13.200.000 13.200.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 49.550.000 56.330.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 29.850.000 10.740.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 4.640.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 277.740.000 141.180.000
102.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 0 5.850.000

Laboratorium Rujukan/Nasional

1.02.02.2.02.33

Operasional Pelayanan Puskesmas

1.419.743.285

1.589.052.994
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
102.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 0 1200000
dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 4.400.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6.800.000 6.800.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.800.000 6.800.000
102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 6.800.000 6.800.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0014

Puskesmas Sungai Tabuk 2

1.301.276.300

1.379.462.400

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 1.292.526.300 1.370.712.400

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 17.620.000 22.730.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 8.330.000 8.330.000

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.650.000 8.760.000

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 5.640.000 5.640.000

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 1.274.906.300 1.347.982.400
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 46.200.000 98.820.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 11.520.000 450.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 60.080.000 60.080.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 5.760.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 26.860.000 26.860.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 17.280.000 17.280.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 13.440.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 271.860.000 236.730.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 960.000 960.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 29.102.500 29.102.500
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 27.314.000 27.314.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 4.080.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 2.880.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 143.960.000 104.320.000
102.02.2.02.28 f:ggfar?:riilj;d;ur}quear:si,;ian:;niresimen Penyakit Potensial KLB ke 7500000 7500000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 615.379.800 688.605.900
102.02.2.02.36 Ln;/:;t;gﬁzgﬁ\;v:Igsiid’\i/laanssT;(li)ak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 480,000 480,000
1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 4.800.000
1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0 18.520.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 8.750.000 8.750.000
102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 8.750.000 8.750.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0015

Puskesmas Sungai Tabuk 3

1.209.274.172

1.355.458.407

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1.209.274.172

1.344.698.407

1.02.02.2.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

16.635.000

39.652.000
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 11.169.000 34.186.000
102.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 5 466.000 5 466.000

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 1.192.639.172 1.305.046.407
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 54.560.000 69.900.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 18.560.000 36.350.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 28.000.000 20.800.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 14.560.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 11.520.000 11.520.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 15.360.000 15.360.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 1.560.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 11.520.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 253.950.000 251.280.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3.270.000 3.270.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 22.560.000 22.560.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 21.060.000 13.740.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 9.240.000 11.520.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 3.840.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 149.260.000 100.380.000
102.02.2.02.28 E:Eg?ar?::ilj;d;ur}quear;gii,\rlian;?;nzlpesimen Penyakit Potensial KLB ke 0 1200.000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 584.199.172 707.366.407
102.02.2.02.36 :jn;/:;t;gr:ks)ie/:\;v:I(;(siz:d;ansl';lc;ak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 640.000 640.000
1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 7.680.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0 10.760.000
loaasaos | e e e " o ta7s000
o oo
1.02.0.00.0.00.01.0016 | Puskesmas Gambut 2.750.090.705 2.852.450.446

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 2.722.275.705 2.812.035.446

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 8.861.505 8.861.505
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 8.861.505 8.861.505

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 2.713.414.200 | 2.803.173.941
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 67.670.000 75.630.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 23.150.000 12.390.000
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 13.440.000 2.800.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 35.280.000 35.280.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 15.960.000 29.400.000
102.02.2.02.13 Eiearlge(llgll_;e)m Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 12.600.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 433.479.500 433.479.500
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 2.100.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 25.060.000 25.060.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 39.030.000 24.330.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 85.970.000 49.190.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 9.030.000 9.030.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 188.090.000 211.610.000
102.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 0 1500.000

Laboratorium Rujukan/Nasional

1.02.02.2.02.33

Operasional Pelayanan Puskesmas

1.753.734.700

1.856.094.441

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi

102.02.2.02.36 dan Pemberian Obat Massal) 0 1680.000

1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 21.000.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 27.815.000 40.415.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya

1.02.05.2.03 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 27.815.000 40.415.000

102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 7.815.000 40.415.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0017 | Puskesmas Kertak Hanyar

2.307.101.558

2.367.162.399

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 2.286.731.558 2.346.792.399

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 53.399.060 59.199.060
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 45.999.060 51.799.060

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 7.400.000 7.400.000

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 2.233.332.498 2.287.593.339
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 51.500.000 49.750.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 85.575.000 83.825.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 89.040.000 17.220.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 53.760.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 32.760.000 32.760.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 1.400.000
o omoou
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 310.993.828 312.813.828
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.820.000 1.820.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 19.600.000 19.600.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 14.350.000 38.640.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 22.330.000 15.330.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 23.150.000 23.150.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 169.180.000 125.780.000

1.02.02.2.02.33

Operasional Pelayanan Puskesmas

1.408.483.670

1.462.744.511

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi

102.02.2.02.36 dan Pemberian Obat Massal) 0 8.960.000
1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 33.040.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 20.370.000 20.370.000
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 20.370.000 20.370.000

Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
Bimbi Tekni isi P Pelak:
1.02.05.2.03.01 imbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 20.370.000 20.370.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0018

Puskesmas Tatah Makmur

1.166.151.188

1.481.533.087

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 1.164.471.188 1.465.048.087

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 4.764.000 4.764.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

102.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 4764.000 4764.000

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 1.159.707.188 1.460.284.087
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 133.040.000 41.930.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 154.060.000 59.180.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 34.580.000 18.970.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.820.000 1.820.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 12.180.000 9.240.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 5.740.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2.100.000 191.450.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 13.390.000 13.390.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7.350.000 7.350.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 28.458.500 13.653.500
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 21.920.000 2.100.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 2.940.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 98.840.000 137.620.000
102.02.2.02.28 E:gg:zar?:riiljr:]d;u?quear:]g/i’:liEr:;ia;niresimen Penyakit Potensial KLB ke 0 2.950.000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 631.388.688 946.770.587
102.02.2.02.36 Idn;/:sl;t‘ie%?;ie,:\;v:Icl)(beid’\i:anssT;T;ak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi 15.820.000 1820000
1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 2.100.000
1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0 1.260.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.680.000 16.485.000
1.02.0.00.0.00.01.0019 | Puskesmas Aluh Aluh 3.078.278.699 2.811.580.948

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 3.078.278.699 2.779.120.948

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 196.572.265 160.057.865
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 87.585.000 61.553.000

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 98.693.196 88.210.796

102.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 10.294.069 10.294.069

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 2.881.706.434 | 2.619.063.083
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 87.550.000 195.150.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 54.100.000 9.800.000

Hal.35
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Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 37.700.000 43.700.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 26.400.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 4.800.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 67.200.000 53.100.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 464.527.472 390.327.472
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 32.980.000 32.980.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 40.514.900 14.914.900
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 18.000.000 11.900.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 3.800.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 253.760.000 223.500.000
102.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 0 1500.000

Laboratorium Rujukan/Nasional

1.02.02.2.02.33

Operasional Pelayanan Puskesmas

1.825.374.062

1.595.190.711

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi

102.02.2.02.36 dan Pemberian Obat Massal) 0 1:200.000

1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 10.800.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0 32.460.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya

1.02.05.2.03 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 32.460.000

102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 0 32.460.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0020

Puskesmas Beruntung Baru

1.504.654.800

1.652.556.757

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 1.482.574.800 1.639.056.757

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 76.369.000 108.386.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 70.957.000 102.974.000

102.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 5.412.000 5.412.000

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 1.406.205.800 1.530.670.757
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 66.470.000 86.160.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 14.620.000 27.580.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 38.080.000 14.080.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 31.680.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 36.480.000 13.440.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 11.840.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 4.800.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 2.880.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 219.330.000 227.640.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 16.930.000 16.930.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 30.770.000 26.720.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6.400.000 2.160.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 11.840.000 3.840.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 122.330.000 112.800.000
102.02.2.02.28 E:gg?aT:riiljrr;d;ur}uPlgr:]g/i':lig?;nzresimen Penyakit Potensial KLB ke 0 3.120.000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 825.115.800 941.000.757

Hal.36
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Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
102.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 0 800.000
dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 3.200.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 22.080.000 13.500.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 22.080.000 13.500.000
102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 22,080,000 13.500.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0021

Puskesmas Karang Intan 1

1.343.158.100

1.519.580.306

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 1.343.158.100 1.510.885.306

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 13.190.000 13.190.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 7.840.000 7.840.000

102.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 0 5 350,000

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 1.329.968.100 1.497.695.306
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 50.885.000 51.425.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 74.950.000 36.980.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 51.200.000 48.000.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 6.560.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 27.885.000 7.085.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 6.960.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 5.200.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 8.000.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 212.135.000 276.525.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 14.145.000 12.780.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 9.015.000 6.600.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 4.125.000 5.490.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16.030.000 2.560.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 8.400.000 1.440.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 85.360.000 110.400.000
102.02.2.02.28 f:ggfan;:riilj;d;ur}quear:]g/i,;ian:;nzresimen Penyakit Potensial KLB ke 0 2550000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 731.598.100 908.020.306
102.02.2.02.36 Idn;/:;tei}gi?ks)ieﬁ\;v:Igsiid’\i/laanssT:Ii)ak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 0 1.040.000
1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0 80.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0 8.695.000
lammae e e e e " o sessom
102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 0 8.695.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0022

Puskesmas Karang Intan 2

1.486.917.600

1.793.882.578

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1.486.917.600

1.769.602.578

1.02.02.2.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

31.688.000

31.688.000
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 25.790.000 25.790.000
102.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 5 898.000 5 898.000

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 1.455.229.600 1.737.914.578
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 32.010.000 81.760.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 7.360.000 1.500.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 28.400.000 22.800.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.920.000 6.560.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 15.770.000 15.770.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 4.800.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 41.600.000 14.400.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 8.320.000
of  emoou
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 221.620.000 230.290.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 10.512.000 1.440.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 17.220.000 17.220.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 25.070.000 28.862.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 99.920.000 5.840.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 2.080.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 94.360.000 167.520.000
102.02.2.02.28 f:ggfar?:riilj;d;u?uPl(earBi,;i;T;?;nzFesimen Penyakit Potensial KLB ke 0 7500000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 794.527.600 1.101.492.578
102.02.2.02.36 Ln::;t;gi?;ieﬁ\::Igsiatd;ansz;?)ak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 0 400,000
1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 14.400.000
1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0 2.080.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0 24.280.000
loagszos | fensembmon des e Upays Keshatn Bermbe D o auzs00m
102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 0 24.280.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0023

Puskesmas Aranio

1.946.120.761

2.054.993.317

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 1.931.695.761 2.040.568.317

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 28.033.700 26.863.921
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 16.670.000 15.500.000

102.02.2.01.20 Pemgllharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 0 11.363.921
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.903.662.061 2.013.704.396
Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 89.400.000 87.100.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 182.340.121 50.800.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 87.300.000 87.300.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 53.000.000 2.400.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0 56.880.000
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 26.100.000 16.800.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 24.000.000 21.600.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 7.200.000 7.200.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 456.360.300 632.400.200
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 24.900.000 8.000.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.135.000 35.135.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 56.880.000 28.900.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 83.300.000 11.400.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 9.300.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 79.600.000 150.900.000
102.02.2.02.28 E:gg:\ar?::ilj;d;ur}quear:]g/i,\rlian;?;nzlpesimen Penyakit Potensial KLB ke 0 6.000.000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 670.146.640 780.189.196
102.02.2.02.36 :jnav:;tégr:;ie/:\;v:I(;(siz:d;ans;l'aitlj)ak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 0 1.000.000
1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 2.400.000
1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0 18.000.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 14.425.000 14.425.000
loz0sas | oo dasbelskeanan U et Sersumber Do o raszsono
10205203 Cesehaton Bersumber Deya Masyarmat OB 0|  1a4zmo00
1.02.0.00.0.00.01.0024 | Puskesmas Telaga Bauntung 984.417.750 1.175.540.680
1.02.02 :ESOE(:_'R;XNP;“IAES':X::&:PAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 976.617.750 1.162.040.680
1.02.02.2.01 ::":v‘;e':’::;';:T:;';tr:shpl(e;;‘:.ap';zn'(lf(s:;ata" untuk UKM dan UKP 178.778.750 215.514.750
1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 121.219.500 157.955.500
1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 53.217.250 53.217.250
102.02.2.01.20 lF:’aesr?”ti!:a;:lzr;;it;an;ighB;;iaIa Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 4342.000 4342.000
1.02.02.2.02 ;:Z‘::zila(:;::::::/':(5::‘“'“"'" untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 797.839.000 |  946.525.930
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 39.000.000 50.850.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 33.600.000 55.300.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 23.600.000 6.000.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 21.600.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0 2.750.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 4.000.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 12.400.000
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 3.200.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 166.790.000 192.990.000
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 8.050.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.600.000 3.600.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 62.628.000 40.028.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 59.450.000 4.800.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 1.100.000
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 96.650.000 69.400.000

102.02.2.02.28 Pengambl'lan dan' Penglrlmtan Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 0 1.050.000
Laboratorium Rujukan/Nasional

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 300.921.000 455.307.930

102.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 0 2000000
dan Pemberian Obat Massal)

1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 2.200.000

1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0 9.900.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.800.000 13.500.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya

1.02.05.2.03 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.800.000 13.500.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya

102.05.2.03.01 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7:800.000 13.500.000

1.02.0.00.0.00.01.0025 | Laboratorium Kesehatan Daerah 600.999.898 600.999.898
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 600.999.898 600.999.898

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 600.999.898 600.999.898
Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 600.999.898 600.999.898

1.02.0.00.0.00.01.0026 | Instalasi Farmasi Kabupaten 628.375.000 628.375.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 628.375.000 628.375.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 628.375.000 628.375.000
Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 628.375.000 628.375.000

1.02.0.00.0.00.01.0027

Puskesmas Cintapuri Darussalam

1.219.449.542

1.252.124.942

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 1.211.209.542 1.214.484.942

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 41.724.000 41.724.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 36.030.000 36.030.000

102.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 5 694.000 5 694.000

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 1.169.485.542 1.172.760.942
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 52.160.000 56.040.000
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 20.160.000 3.260.000
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 13.040.000 13.040.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 8.320.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 63.360.000 38.160.000
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.840.000 3.840.000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 9.040.000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 275.295.000 292.805.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 9.865.000 9.865.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 33.070.000 31.250.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2.890.000 3.360.000
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 1.760.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 125.000.000 126.430.000
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 0 3.400.000
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
Laboratorium Rujukan/Nasional
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 538.315.542 570.990.942
102.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 1.200.000 1.200.000
dan Pemberian Obat Massal)
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 8.240.000 37.640.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8.240.000 37.640.000
102.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 8.240.000 37.640.000

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.02.0000

Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

162.690.113.443

176.923.311.989

1.02.0.00.0.00.02.0000

Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

162.690.113.443

176.923.311.989

1.02.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

149.270.642.719

164.423.031.694

KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.886.000 60.886.000
1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.886.000 27.886.000
102.01.2.01.06 Eic;c;r;i;n:;ipdDan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi 9.000.000 9.000.000
1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.000.000 24.000.000
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 58.028.488.969 | 58.776.562.694
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 57.865.950.969 58.599.674.694
1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 153.798.000 168.148.000
102.01.2.02.07 gzz:si:;saindgzplgenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 8.740.000 8.740.000
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 932.624.000 1.072.624.000
1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.000.000 12.000.000
1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 920.624.000 1.060.624.000

1.02.01.2.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.530.243.750

2.158.359.000

1.02.01.2.06.02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.530.243.750

2.158.359.000

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.718.400.000 3.910.900.000

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.718.400.000 3.910.900.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 85.000.000.000 | 98.443.700.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 85.000.000.000 98.443.700.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 12.419.470.724 | 11.500.280.295

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 11.718.493.424 | 11.060.832.995
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 400.000.000 400.000.000

1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit 37.550.000 62.550.000

1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 4.320.705.000 3.034.136.000

102.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 6.960.238.424 7.564.146.995
Kesehatan

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 524.977.500 263.447.500
Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 40.859.500 40.859.500

1.02.02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan 91.574.000 91.574.000

1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 392.544.000 131.014.000

1.02.02.2.04 P.enerbltan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 175.999.800 175.999.800
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 175.999.800 175.999.800
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1.02.03

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN

1.000.000.000

1.000.000.000

1.02.03.2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.000.000.000

1.000.000.000

1.02.03.2.02.02

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1.000.000.000

1.000.000.000

1.03

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

256.035.115.042

298.371.252.037

1.03.2.10.0.00.01.0000

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

256.035.115.042

298.371.252.037

1.03.2.10.0.00.01.0000

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

256.035.115.042

298.371.252.037

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.03.01 KABUPATEN/KOTA 14.723.391.369 | 18.882.992.614
1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.287.400 26.287.400
1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.719.100 6.719.100
1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.784.800 8.784.800
1.03.012.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 10.783.500 10.783.500

Kinerja SKPD

1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.145.216.258 8.338.947.893
1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.960.279.758 8.172.251.393
1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 168.420.000 150.180.000
1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.538.500 9.538.500
103.01.2.02.07 Ezr?]r:!:;zindgzplﬁnyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 3.280.000 3.280.000
1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.698.000 3.698.000
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000
1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000 40.000.000

1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.059.827.046 5.742.522.800
1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.966.700 21.275.500
1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 920.448.750 4.149.708.000
1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 160.470.500 165.270.500
1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.564.800 31.564.800
1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000 25.000.000
1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000 5.000.000
1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 903.376.296 1.344.704.000

1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.332.439.000 3.326.875.200
1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.675.000 3.675.000
1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.614.000 237.900.200
1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.128.150.000 3.085.300.000

1.03.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

1.119.621.665

1.408.359.321

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

103.01.2.09.01 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.997.424 34.997.424
1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 74.220.000 74.220.000
1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 114.296.482 120.927.763
1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 275.156.550 445.386.478

1.03.02

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

9.949.268.163

11.890.018.163
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1.03.02.2.01

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5.493.678.163

6.218.548.163

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk

103.02.2.01.01 Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 209.100.000 211.000.000
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk

1.03.02.2.01.03 Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman 258.794.663 259.594.663
Pantai

103.02.2.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan 10.240.000 11.040.000

Kabupaten/Kota

1.03.02.2.01.10

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

2.256.061.000

2.258.011.000

1.03.02.2.01.46

Normalisasi/Restorasi Sungai

2.247.026.500

2.116.436.500

1.03.02.2.01.65

Operasi dan Pemeliharaan Sungai

312.456.000

1.162.466.000

1.03.02.2.02

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

4.455.590.000

5.671.470.000

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk

1.03.02.2.02.01 S 205.400.000 205.400.000
Konstruksi Irigasi dan Rawa

1.03.02.2.02.03 Pembangunan Bendung Irigasi 837.790.000 1.496.880.000

1.03.02.2.02.23 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa 3.412.400.000 3.969.190.000

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN

1.03.03 AIR MINUM 21.987.236.801 | 24.463.431.581
1.03.03.2.01 :f';g‘:'r:':z:3:;‘:':3;21:“9“ Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |, o5 536,801 | 24.463.431.581
1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 14.429.764.195 16.905.958.975
1.03.03.2.01.08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 2.012.000.000 2.012.000.000
1.03.03.2.01.12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM 443.867.711 443.867.711

1.03.03.2.01.19

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

5.101.604.895

5.101.604.895

1.03.05

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

12.510.013.981

12.828.317.381

1.03.05.2.01

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam
Daerah Kabupaten/Kota

12.510.013.981

12.828.317.381

1.03.05.2.01.06

Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

11.196.513.981

11.507.717.381

Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem

1.03.05.2.01.08 Pengelolaan Air Limbah Domestik 705.550.000 712.650.000
1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 251.500.000 251.500.000
1.03.05.2.01.13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 356.450.000 356.450.000
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 11.340.977.200 | 12.936.944.564
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung 11.340.977.200 | 12.936.944.564

Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.05

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

8.528.089.100

9.101.176.464

1.03.06.2.01.06

Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan

0

791.750.000

1.03.06.2.01.07

Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

1.228.930.000

1.460.060.000

1.03.06.2.01.09

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

1.583.958.100

1.583.958.100

1.03.07

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

14.603.719.216

14.431.877.221

1.03.07.2.01

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota

14.603.719.216

14.431.877.221

1.03.07.2.01.01

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

5.205.097.436

6.361.826.838

1.03.07.2.01.02

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

9.398.621.780

8.070.050.383

1.03.08

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

764.707.266

956.707.266
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Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
1.03.08.2.01 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi 764.707.266 956.707.266
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik
1.03.08.2.01.01 Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan 724.707.266 916.707.266
Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 23.833.414.768 | 23.289.078.188
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah 23.833.414.768 | 23.289.078.188

Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan

103.09.2.01.01 Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 492.650.000 904.450.000
1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 6.072.085.488 8.152.305.240
1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 17.268.679.280 14.232.322.948

1.03.10

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

145.550.268.878

177.848.177.759

1.03.10.2.01

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

145.550.268.878

177.848.177.759

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan

103.10.2.01.01 serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 3.929.640.000 9.925.375.000
1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 922.800.000 922.800.000
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan 2.984.813.959 5.426.915.920
1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 36.881.006.600 | 46.796.386.600
1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 39.297.274.668 52.318.935.828
1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan 3.672.915.700 7.836.965.700
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 9.370.228.643 9.125.521.403
1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 19.734.190.000 19.734.190.000
1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan 2.440.300.000 858.050.000
1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan 6.718.200.000 7.472.692.500

1.03.10.2.01.19

Pemeliharaan Rutin Jembatan

1.907.192.290

1.687.192.290

1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 9.367.007.018 9.367.007.018

1.03.10.2.01.27 Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung 8.324.700.000 6.376.145.500

1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 269.696.000 341.286.000

1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 168.625.000 168.625.000

1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 103.989.000 103.989.000

1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 64.636.000 64.636.000

1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah 9.224.100 9.224.100
Kabupaten/Kota

1.03.11.2.02.06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 3.580.000 3.580.000

103.11.2.02.07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan 5 644.100 5 644.100
Peralatan

1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Te.rtlb Penyelenggaraan dan Tertib 91.846.900 163.436.900
Pemanfaatan Jasa Konstruksi

103.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tgrtlb Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib 86.284.600 157 874.600
Pemanfaatan Jasa Konstruksi

103.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Te-rtlb Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib 5562300 5562300
Pemanfaatan Jasa Konstruksi

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 502.421.400 502.421.300
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata

1.03.12.2.01 Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 406.449.800 406.449.800

103.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan 264.800.000 264.800.000

Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
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1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 106.649.800 106.649.800
103.12.2.01.04 ;z:sgsam Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan 35.000.000 35.000.000
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 95.971.600 95.971.500
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan 58.699.100 58.699.100
Pembangunan Daerah
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang 37.272.500 37.272.400
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN 23.113.805.051 | 33.286.462.087

PERMUKIMAN

1.04.2.11.0.00.01.0000

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

23.113.805.051

33.286.462.087

1.04.2.11.0.00.01.0000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 23.113.805.051 | 33.286.462.087

1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 488.974.160 509.524.160

1.04.02.2.01 Pendata‘an Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 67.447.200 67.447.200
Relokasi Program Kabupaten/Kota

104.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi 67.447 200 67.447 200
Program Kabupaten/Kota

1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi 326.996.700 326.996.700
Program Kabupaten/Kota

1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 326.996.700 326.996.700

1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 94.530.260 115.080.260

104.02.2.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Komltmeﬂ Penerb!tan Izin Pembangunan dan 33.912.800 33.912.800
Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik

1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan 60.617.460 81.167.460

Perumahan

1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.644.572.292 3.971.054.622
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

1.04.03.2.02 dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 377.443.000 377.443.000

1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 186.833.000 186.833.000

104.03.2.02.02 Penyusunan Rencang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan 160.610.000 160.610.000
Kumuh dan Permukiman Kumuh

104.03.2.02.04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman 30.000.000 30.000.000

Kumuh

1.04.03.2.03

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (Sepuluh) Ha

2.267.129.292

3.593.611.622

1.04.03.2.03.01

Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)
Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh

336.880.000

106.880.000

1.04.03.2.03.04

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

6.650.000

6.650.000

1.04.03.2.03.06

Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh

1.923.599.292

3.480.081.622

1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 557.854.500 510.253.050
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah 557.854.500 510.253.050
Kabupaten/Kota
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan
1.04.04.2.01.01 Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh 456.054.500 456.054.500
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat
1.04.04.2.01.03 yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan 101.800.000 54.198.550
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1.04.05 :’:SC:J();RAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM 19.422.404.099 | 28.295.630.255
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 19.422.404.099 | 28.295.630.255

1.04.05.2.01.02

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian

3.501.673.999

8.338.624.355
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104.05.2.01.03 Ko'o.rd|na5| dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 12.131.600 12.131.600
Utilitas Umum Perumahan
1.04.05.2.01.04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang 55.000.000 55.000.000
1.04.05.2.01.05 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman 15.853.598.500 19.889.874.300

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

1.05 UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 25.008.293.563 | 29.235.974.193
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja 11.347.035.191 | 12.823.696.358
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja 11.347.035.191 | 12.823.696.358

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.05.01 KABUPATEN/KOTA 10.590.509.791 | 11.524.430.358
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.293.300 24.293.300
1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.659.800 6.659.800
1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.634.100 4.634.100
1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.521.700 3.521.700
105.01.2.01.06 Eic:;rrjiain:;;ggan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 9.477.700 9.477.700
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.487.056.899 5.536.132.066
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.391.518.299 5.440.593.466
1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 90.480.000 90.480.000
1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.058.600 5.058.600
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 672.269.000 888.307.400
1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.186.000 3.186.000
1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.190.000 75.848.400
1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.984.800 35.984.800
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.903.200 20.903.200
1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.250.000 2.250.000
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 555.755.000 750.135.000

1.05.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.721.238.428

3.699.158.428

1.05.01.2.08.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

127.038.428

127.038.428

1.05.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3.594.200.000

3.572.120.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

1.05.01.2.09 685.652.164 1.376.539.164
Daerah

105.01.2.09.01 Penyediaan Ja'sa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 38.990.000 525.296.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

105.01.2.09.02 Penyediaan Jfasa Pemellh‘araan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 419.800.000 524.181.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.190.000 47.190.000

105.01.2.09.11 Pemel|haraan/Reh§b|I|taS| Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 179.672.164 279872164
atau Bangunan Lainnya

1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 756.525.400 1.299.266.000

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 632.899.100 1.175.643.700
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi

1.05.02.2.01.01 Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, 392.768.500 626.448.500
Pengamanan, dan Pengawalan
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan

1.05.02.2.01.02 Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan 5.562.000 5.562.000
Kerusuhan Massa

105.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan 194.467.700 413.047.700

Ketertiban Umum

Hal.46
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Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
1.05.02.2.01.05 Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa 33.150.000 123.634.600
Hak Asasi Manusia
1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 450.900 450.900
105.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan 6.500.000 6.500.000
Perkada
1.05.02.2.02 :2rt1aegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali 123.626.300 123.622.300
1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 25.105.900 60.861.900
105.02.2.02.02 Pengawasan Ata.s Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan 546.900 5.946.900
Peraturan Bupati/Wali Kota
105.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali 97.973.500 56.813.500

Kota

1.05.0.00.0.00.02.0000

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

6.839.547.086

7.128.990.754

1.05.0.00.0.00.02.0000

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

6.839.547.086

7.128.990.754

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.05.01 KABUPATEN/KOTA 6.280.661.586 | 6.570.105.254
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.379.000 17.029.000
1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.970.200 11.870.200
1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.408.800 5.158.800

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.494.005.821 2.679.963.239
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.439.766.021 2.602.743.439
1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 54.239.800 77.219.800
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 338.610.000 338.610.000
1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 264.610.000 264.610.000
1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 74.000.000 74.000.000
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 405.781.742 398.781.742
1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.778.500 13.778.500
1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.680.442 39.680.442
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.347.800 14.347.800
1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.500.000 4.500.000
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 333.475.000 326.475.000
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 327.037.773 330.832.773
1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 117.526.000 117.526.000
1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 209.511.773 213.306.773

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.138.952.750 2.181.994.000

1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 105.352.750 140.694.000

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.033.600.000 2.041.300.000

1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 549.894.500 622.894.500
Daerah

105.01.2.09.01 Penyediaan Ja}sa Pemeliharaan, Blayg Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 73.370.000 73.370.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.05.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 270.912.500 270.912.500

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.740.000 14.740.000

1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 190.872.000 263.872.000
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN

1.05.04 KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 558.885.500 558.885.500

1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan 174.166.500 174.166.500

Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
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Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4

1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 15.094.500 15.094.500
1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 49.072.000 49.072.000
1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 85.000.000 85.000.000

Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar
1.05.04.2.01.09 Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 25.000.000 25.000.000

Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 71.750.000 71.750.000
1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 34.625.000 34.625.000
1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 37.125.000 37.125.000
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 301.900.000 301.900.000
1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 59.000.000 59.000.000
1.05.04.2.05 :’Ie:I)Y(IebI:ES;;:I:::nM(:?E::i Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi 11.069.000 11.069.000
1.05.04.2.05.01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang 11.069.000 11.069.000

Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia

1.05.0.00.0.00.04.0000

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6.821.711.286

9.283.287.081

1.05.0.00.0.00.04.0000

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6.821.711.286

9.283.287.081

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.05.01 KABUPATEN/KOTA 5.178.831.185 5.856.477.180
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.786.600 16.147.500
1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.429.000 2.429.000
1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.557.000 2.557.000
1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.671.000 1.671.000
1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.448.000 3.448.000
1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.139.000 1.139.000
1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.542.600 4.903.500

1.05.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.778.727.543

3.196.338.538

1.05.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.696.256.543

3.107.067.538

1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 71.400.000 78.200.000
1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.071.000 3.071.000
105.01.2.02.07 Ezarssi:;zindgzpl’;nyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 8.000.000 8.000.000
1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.403.000 5.403.000
1.05.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.053.000 2.053.000
1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.510.000 1.510.000
1.05.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.840.000 1.840.000
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000
1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 50.000.000
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 296.606.242 451.904.342
1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 72.013.000 67.079.000
1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44.101.242 44.101.242
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.992.000 14.992.000
1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.500.000 3.250.000
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 160.000.000 322.482.100
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.639.000 34.875.000
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Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 23.639.000 34.875.000

1.05.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.488.234.800

1.459.644.800

1.05.01.2.08.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

109.734.800

98.544.800

1.05.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.378.500.000

1.361.100.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

1.05.01.2.09 520.434.000 642.164.000
Daerah

105.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Blayg Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 38.990.000 38.990.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

105.01.2.09.02 Penyediaan Jf'asa Pemellhéraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 406.445.000 456.695.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.000.000 65.000.000

1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9.999.000 81.479.000

1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.642.880.101 3.426.809.901
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 135.902.500 135.902.500
105.03.2.01.02 i:;'jgzat:n/'fo'ra“?Flzfj'e:;%gacjnﬁn Edukasi (KIE) Rawan Bencana 135.902.500 135.902.500
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 403.327.900 623.882.700
1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 78.679.500 78.679.500
1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 94.956.400 240.215.200
1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 229.692.000 229.692.000
1.05.03.2.02.12 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 75.296.000
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 985.480.101 2.562.605.101
1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 485.560.100 2.062.685.100
1.05.03.2.03.04 E:E)L/S:Iaitaeanr}t;)?aistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 499,920,001 499,920,001
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 118.169.600 104.419.600
105.03.2.04.03 E:rbjzs:tr::/aKr;ttzr Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 67.177.600 67.177.600
1.05.03.2.04.06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 50.992.000 37.242.000

1.06

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

15.141.101.701

15.765.290.560

1.06.2.08.2.14.01.0000

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

15.141.101.701

15.765.290.560

1.06.2.08.2.14.01.0000

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

15.141.101.701

15.765.290.560

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.06.01 KABUPATEN/KOTA 10.568.432.501 | 11.204.593.860
1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.000.000 22.000.000
1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000
1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.500.000 2.500.000
1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.500.000 2.500.000
106.012.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 7.000.000 7.000.000

Kinerja SKPD

1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.682.112.967 5.774.598.826
1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.551.311.667 5.643.797.526
1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 124.140.000 124.140.000
1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.661.300 1.661.300
106.012.02.07 gzg:si?;saindsalzplﬁnyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 5.000.000 5.000.000
1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 30.000.000
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 30.000.000

1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.632.967.015 2.014.852.515
1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.965.000 5.965.000
1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 271.898.000 503.183.500
1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.552.015 69.552.015
1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.752.000 3.752.000
1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.000.000 12.000.000

1.06.01.2.06.09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.269.800.000

1.420.400.000

1.06.01.2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

217.560.000

217.560.000

1.06.01.2.07.02

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

217.560.000

217.560.000

1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.618.406.600 2.676.606.600

1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.239.600 1.239.600

1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 140.207.000 140.207.000

1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.476.960.000 2.535.160.000

1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 395.385.919 468.975.919
Daerah

106.01.2.09.01 Penyediaan Ja'sa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 38.990.000 38.990.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

106.01.2.09.02 Penyediaan Jfasa Pemellh‘araan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 183.120.000 183.120.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.460.000 18.460.000

1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 149.865.919 223.455.919

1.06.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 4.950.000 4.950.000

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 938.310.900 948.310.900

1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 18.320.000 18.320.000

1.06.02.2.01.01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 18.320.000 18.320.000

1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 919.990.900 929.990.900
Kabupaten/Kota

106.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan 650.962.300 650.962.300
Kabupaten/Kota

1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 198.000.000 198.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan 71.028.600 81.028.600
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 586.107.300 563.639.300
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak

1.06.04.2.01 Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 321.746.400 321.746.400
Panti Sosial

1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan 158.990.000 158.990.000

1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 20.012.000 20.012.000

1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 35.895.000 35.895.000

1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 19.161.400 19.161.400
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas

1.06.04.2.01.06 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis 12.516.000 12.516.000
dan Masyarakat

1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan 45.172.000 45.172.000

1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan 30.000.000 30.000.000

1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 264.360.900 241.892.900

Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
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1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan 83.612.500 61.144.500
1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan 18.000.000 18.000.000
1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang 5.078.700 5.078.700
1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 139.589.700 139.589.700
1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan 18.080.000 18.080.000

1.06.05

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

2.709.851.000

2.713.351.000

1.06.05.2.01

Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

1.290.275.000

1.290.275.000

1.06.05.2.01.03

Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

1.290.275.000

1.290.275.000

1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.419.576.000 1.423.076.000
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 189.780.000
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 246.500.000 210.220.000
1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 737.193.000 737.193.000
1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 285.883.000 285.883.000
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 338.400.000 335.395.500
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 300.000.000 296.995.500
1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan 300.000.000 296.995.500
1.06.06.2.02 :::;c(:Ir:eanzgzl;a:ant::;(:te;dayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan 38.400.000 38.400.000
1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 19.040.000 19.040.000
1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 19.360.000 19.360.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.548.988.825 7.260.399.976
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 6.548.988.825 7.260.399.976

2.07.3.32.0.00.01.0000

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

6.548.988.825

7.260.399.976

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.07.01 KABUPATEN/KOTA 5.067.262.625 5.864.983.776
2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.834.500 47.337.800
2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.359.200 8.862.500
2.07.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.913.800 3.913.800
2.07.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.913.800 3.913.800
2.07.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.028.000 3.528.000
2.07.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.028.000 3.528.000
507.012.01.06 E;c;rsgnsaéiagan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 9.696.800 12.696.800
2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.894.900 10.894.900

2.07.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3.503.028.300

3.557.171.651

2.07.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3.389.168.400

3.443.311.751

2.07.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 85.260.000 85.260.000
2.07.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 18.899.800 18.899.800
2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.700.100 9.700.100
2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000
2.07.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 50.000.000
2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 464.650.975 520.071.475
2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.940.000 10.825.500
2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.358.750 134.963.750
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2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.956.125 30.886.125
2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.196.100 25.196.100
2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000
2.07.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000 10.000.000
2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.000.000 307.000.000
2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 486.606.000
2.07.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 486.606.000
2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 759.534.850 722.034.850
2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64.999.850 59.999.850
2.07.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.700.000 30.700.000
2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 663.835.000 631.335.000
2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 243.214.000 481.762.000
Daerah
2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 101.084.000 339.632.000
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 35.820.000 35.820.000
2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 35.820.000 35.820.000
2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 35.820.000 35.820.000

2.07.03

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1.126.520.500

1.044.110.500

2.07.03.2.01

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

1.100.000.000

1.017.590.000

2.07.03.2.01.01

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
berdasarkan Klaster Kompetensi

1.100.000.000

1.017.590.000

2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 26.520.500 26.520.500
2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 26.520.500 26.520.500
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 165.788.800 161.888.800
2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 37.240.800 37.240.800
2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja 11.693.000 11.693.000
2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 25.547.800 25.547.800
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 102.540.000 98.640.000
2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 5.890.000 5.890.000
2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 12.719.000 8.819.000
2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja 83.931.000 83.931.000
2.07.04.2.04 ::g:i‘;:e":/':(:::' (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah 26.008.000 26.008.000
507.04.2.04.01 F;hr;lilr;/gpl?;:gaP:/lliigcrj::Ig:goia;r;irc()'rpn’\ﬁstensi Calon Pekerja Migran Indonesia 26,008,000 26,008,000
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 153.596.900 153.596.900
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
2.07.05.2.01 Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) 49.597.900 49.597.900
Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 42.597.900 42.597.900
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok 103.999.000 103.999.000

Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
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Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
2.07.05.2.02.02 Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah 66.000.000 66.000.000
Kabupaten/Kota
207.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas 37.999 000 37.999 000

Kesejahteraan Pekerja

2.08

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.268.950.700

2.268.950.700

1.06.2.08.2.14.01.0000

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.268.950.700

2.268.950.700

1.06.2.08.2.14.01.0000

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.268.950.700

2.268.950.700

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN

2.08.02 PEREMPUAN 1.912.852.800 1.912.852.800

2.08.02.2.01 Pelemt_)agaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga 25.260.800 25.260.800
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 25.260.800 25.260.800

2.08.02.2.02 Pemberdaya}an ?erempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi 10.963.200 10.963.200
pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

508.02.2.02.01 Sosialisasi Pgmngkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial 10.963.200 10.963.200
dan Ekonomi

2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 1.876.628.800 1.876.628.800
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

5.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan 1.876.628.800 1.876.628.800
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 32.489.000 32.489.000

2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah 15.689.000 15.689.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan

2.08.03.2.01.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 15.689.000 15.689.000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban

2.08.03.2.02 Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 16.800.000 16.800.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan

2.08.03.2.02.02 Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 16.800.000 16.800.000

2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 140.101.100 140.101.100
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender

2.08.04.2.01 (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 69.418.100 69.418.100

208.04.2.01.02 Pela.ksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak 69.418.100 69.418.100
bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan

2.08.04.2.02 Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah 70.683.000 70.683.000
Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan

2.0804.2.02.02 Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70683.000 70683.000

2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 11.999.800 11.999.800
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak

2.08.05.2.01 Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11.999.800 11.999.800

2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 11.999.800 11.999.800

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 141.014.000 141.014.000

2.08.06.2.01 Pelefnbagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan 141.014.000 141.014.000
Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga

2.08.06.2.01.01 Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan 12.800.000 12.800.000
Kabupaten/Kota

2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan 128.214.000 128.214.000
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Kabupaten/Kota
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 30.494.000 30.494.000
2.08.07.2.01 P'encegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak 12.644.000 12.644.000
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 12.644.000 12.644.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
2.08.07.2.02 yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 17.850.000 17.850.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang
2.08.07.2.02.02 Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 17:850.000 17:850.000
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 9.678.490.472 9.928.071.756
2.09.3.25.0.00.01.0000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 9.678.490.472 9.928.071.756
2.09.3.25.0.00.01.0000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 9.678.490.472 9.928.071.756

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.09.01 KABUPATEN/KOTA 8.451.086.032 8.826.508.307
2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.536.300 39.397.500
509.012.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 60.536.300 39.397.500

Kinerja SKPD

2.09.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5.968.385.263

6.068.219.337

2.09.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5.850.293.963

5.945.128.237

2.09.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 108.420.000 108.420.000
2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.703.300 4.703.300
2.09.01.2.02.07 gzr?]r:;:;saindsalzplaljenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 4.968.000 9.967.800
2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000
2.09.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 50.000.000
2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 336.486.485 599.243.470
2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.222.485 25.222.485
2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.514.000 30.514.000
2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 280.750.000 543.506.985

2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.418.937.984 1.381.088.000
2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.190.000 6.190.000
2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 118.648.984 128.649.000

2.09.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.294.099.000

1.246.249.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

2.09.01.2.09 616.740.000 688.560.000
Daerah

509.012.09.01 Penyediaan Ja}sa Pemeliharaan, Blayq Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 38.990.000 38.990.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jgsa Pemellh?raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 414.610.000 410.970.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.660.000 32.660.000

2.09.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 9.760.000 9.760.000

509.012.09.11 Pemel|haraan/Reh§b|I|taS| Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 120.720.000 196.180.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK

2.09.02 KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 254.875.800 250.182.800

2.09.02.2.01 Penye.d|aan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan 254.875.800 250.182.800
sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 30.209.000 27.010.000

2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 224.666.800 223.172.800
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PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN

2.09.03 MASYARAKAT 814.592.300 718.592.300
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai

2.09.03.2.01 dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi 266.255.800 170.255.800
Pasokan dan Harga Pangan

2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 12.110.000 8.518.000

2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 59.834.000 49.634.000

2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 141.547.000 95.089.000

2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 52.764.800 17.014.800

2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 314.251.000 314.251.000

2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 13.951.000 13.951.000

2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 300.300.000 300.300.000

2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Targ';e‘t Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai 234.085.500 234.085.500
dengan Angka Kecukupan Gizi

2.09.03.2.04.02 Pembe.rdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan 177.119.500 177119.500
Berbasis Sumber Daya Lokal

5.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita 56.966.000 56.966.000
per Tahun

2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 75.352.400 52.284.400

2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 27.659.500 11.579.500

509.042.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan 7.659.500 11.579.500
Pangan

2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 47.692.900 40.704.900
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada

2.09.04.2.02.02 Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 47692900 40.704.900

2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 82.583.940 80.503.949

2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 82.583.940 80.503.949
Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 34.799.940 34.799.940

2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 20.850.000 20.224.900

509.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah 12.999.500 12.009.500
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan

2.09.05.2.01.05 Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 13.934.500 13.469.609

2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 733.281.300 976.929.300

1.03.2.10.0.00.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 733.281.300 976.929.300

1.03.2.10.0.00.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 733.281.300 976.929.300

2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 135.371.100 135.371.100

2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 135.371.100 135.371.100

210.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah 13.513.100 13.513.100
Kabupaten/Kota

510.042.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah 121.858.000 121.858.000
Kabupaten/Kota
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM

2.10.06 TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 10.000.000 10.000.000
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian

2.10.06.2.01 Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah 10.000.000 10.000.000
Kabupaten/Kota

510.06.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 10.000.000 10.000.000
1 (Satu) Kabupaten/Kota

2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 565.000.000 808.648.000
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2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah 565.000.000 808.648.000
2.10.09.2.01.02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara 565.000.000 808.648.000
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 22.910.200 22.910.200
2.10.10.2.01 :‘:’;ﬂﬁ::::/"l(z'a‘ah yang Hamparannya dalam satu Daerah 22.910.200 22.910.200
2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 12.910.200 12.910.200
2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000

2.1

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

41.522.122.078

51.569.672.462

1.04.2.11.0.00.01.0000

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

36.241.124.578

43.203.374.792

1.04.2.11.0.00.01.0000

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

36.241.124.578

43.203.374.792

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.11.01 KABUPATEN/KOTA 14.350.471.039 | 15.311.556.144
2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.058.100 32.251.200
2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000 4.600.500
2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000 2.000.000
2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.999.900 1.999.900
2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.100 1.744.500
2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.100 2.000.100
511.012.01.06 E;()ersgn:;Lgan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1999 800 1.848.000
2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.058.200 18.058.200
2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.967.043.151 9.063.824.273

2.11.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

8.785.343.151

8.882.124.473

2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 156.360.000 151.410.000
2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.001.000 8.887.000
211.012.02.07 g:z:si:;saind;z:;nyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 8.356.000 10.356.000
2.11.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 9.983.000 11.046.800
2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 70.000.000
2.11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000 70.000.000

2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.279.705.068 1.581.648.611
2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.997.000 4.997.000
2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 313.411.385 345.109.385
2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.999.550 4.999.550
2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.995.000 16.995.000
2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.499.800 19.108.200
2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000 5.000.000
2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.010.000 12.275.000
2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 921.792.333 1.173.164.476
2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 482.522.940
2.11.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 482.522.940

2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.238.158.700 3.328.343.100
2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000
2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 266.708.700 316.693.100
2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.969.450.000 3.009.650.000
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2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 805.506.020 752.966.020
Daerah

511.012.09.01 Penyediaan Ja-sa Pemeliharaan, Blayg Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 41.719.300 41.719.300
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

211.012.09.02 Penyediaan J.asa Pemellhéraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 497.192.000 491.192.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.570.000 60.570.000

2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 212.024.720 159.484.720

2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 315.499.900 515.499.900

2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 115.499.900 115.499.900
Kabupaten/Kota

2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 115.499.900 115.499.900

2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 200.000.000 400.000.000
Kabupaten/Kota

2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 0 200.000.000

2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 200.000.000 200.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN

2.11.03 LINGKUNGAN HIDUP 857.423.280 779.022.879

2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 781.796.480 703.396.379
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran

2.11.03.2.01.01 Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 326.994.560 234.594.479
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah

2.11.03.2.01.02 Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 64.906.140 64.906.140

2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 389.895.780 403.895.760

2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 44.252.800 46.016.500
Kabupaten/Kota

511.03.2.02.01 Pgmberlan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 44.252 800 46.016.500
Hidup pada Masyarakat

2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 31.374.000 29.610.000
Kabupaten/Kota

2.11.03.2.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi 31.374.000 29.610.000

2.11.04

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

3.474.387.672

4.474.543.172

2.11.04.2.01

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

3.474.387.672

4.474.543.172

2.11.04.2.01.02

Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

39.998.672

39.998.672

2.11.04.2.01.04

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3.304.401.000

4.363.856.000

2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 99.999.000 40.699.500

511.042.01.06 Pengembangan Kapa5|t§s Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan 9.989.000 9.989.000
Keanekaragaman Hayati
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

211.05 DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 142.353.730 142.353.730

2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 142.353.730 142.353.730
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3

2.11.05.2.01.01 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 77.503.730 77.503.730
Elektronik

511.05.2.01.02 VerlflkaS|ALapangan untuk Memastlkah Pemenuhan Persyaratan Administrasi 64.850.000 64.850.000
dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN

2.11.06 LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 78.406.820 78.406.820
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang

2.11.06.2.01 Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 78.406.820 78.406.820

Kabupaten/Kota
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511.06.2.01.01 E?)TLGSI Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin 12.759.900 12.759.900
2.11.06.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 40.000.000 40.000.000
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH
2.11.06.2.01.03 yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 9:527.000 9:527.000
211.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan 16.119.920 16.119.920
Rencana PPLH
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.11.07 (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 33.865.000 33.865.000
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak
2.11.07.2.01 MHA yang Terkait dengan PPLH 33.865.000 33.865.000
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan
Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak
2.11.07.201.01 Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan 33.865.000 33.865.000
PPLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
2.11.08 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 130.000.000 117.500.000
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan
2.11.08.2.01 Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 130.000.000 117.500.000
2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 130.000.000 117.500.000
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 31.430.000 18.929.800
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan
2.11.10.2.01 Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 31.430.000 18.929.800
2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 10.000.000 9.999.800
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian
2.11.10.2.01.02 Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau 21.430.000 8.930.000

Melalui Pengadilan

2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 16.827.287.137 | 21.731.697.347

2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 16.827.287.137 | 21.731.697.347
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan,

2.11.11.2.01.03 Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA 15.342.597.100 14.322.325.900
Kabupaten/Kota

2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 67.845.000 468.116.500

2.11.11.2.01.07

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

1.416.845.037

6.941.254.947

2.11.0.00.0.00.01.0000 | UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau 5.280.997.500 8.366.297.670
1.04.2.11.0.00.01.0001 | UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau 5.280.997.500 8.366.297.670
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5.280.997.500 | 8.366.297.670
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 5.280.997.500 8.366.297.670

2.11.11.2.01.02

Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan
Pemanfaatan Kembali

981.000.000

981.000.000

2.11.11.2.01.03

Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

3.875.876.500

4.596.176.670

2.11.11.2.01.07

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

424.121.000

2.789.121.000

2.12

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

8.508.770.911

8.844.374.992

2.12.0.00.0.00.01.0000

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

8.508.770.911

8.844.374.992

2.12.0.00.0.00.01.0000

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

8.508.770.911

8.844.374.992

2.12.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

8.015.528.811

8.323.632.892

2.12.01.2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

50.464.200

50.464.200
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2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 37.364.200 37.364.200
2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.100.000 13.100.000

2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.707.563.661 3.774.322.742
2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.591.376.661 3.657.035.742
2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 107.862.000 108.962.000
2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.330.200 3.330.200
212.01.2.02.07 g:z:si:;saind;zplﬁnyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 4.994.800 4.994.800
2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000
2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000 40.000.000

2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.562.583.950 1.731.538.950
2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.783.000 5.783.000
2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 826.982.550 850.032.550
2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.114.900 48.114.900
2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.603.500 65.603.500
2.12.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.900.000 5.900.000
2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 610.200.000 756.105.000

2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.173.345.000 2.172.735.000

2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.565.000 8.565.000

2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 199.300.000 149.790.000

2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.965.480.000 2.014.380.000

2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 481.572.000 554.572.000
Daerah

512.012.09.01 Penyediaan Ja}sa Pemeliharaan, Blayq Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 38.990.000 38.990.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

212.01.2.09.02 Penyediaan Jgsa Pemellh?raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 297 660.000 297 660.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 55.062.000 128.062.000

212.012.0911 Pemel|haraan/Reh.ab|I|taS| Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 89.860.000 89.860.000
atau Bangunan Lainnya

2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 66.410.000 66.410.000

2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 66.410.000 66.410.000

2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 56.410.000 56.410.000

2.12.02.2.01.07 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 10.000.000 10.000.000

2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 119.092.700 129.092.700

2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 119.092.700 129.092.700

5120320101 Peﬁcaﬁatan, Pgnatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan 10.809.800 10.809.800
Peristiwa Penting

2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 108.282.900 118.282.900

2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 307.739.400 325.239.400

2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian 48.212.000 48.212.000
Database Kependudukan

2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 48.212.000 48.212.000

2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 52.491.500 52.491.500
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,

2.12.04.2.02.01 Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan 52.491.500 52.491.500
Informasi Administrasi Kependudukan

2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 207.035.900 224.535.900
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1 2 3 4 4
2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 193.665.900 211.165.900
2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 13.370.000 13.370.000
213 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 154.072.040.141 | 166.516.185.913

DESA

2.13.0.00.0.00.01.0000

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

154.072.040.141

166.516.185.913

2.13.0.00.0.00.01.0000

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

154.072.040.141

166.516.185.913

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.13.01 KABUPATEN/KOTA 6.141.653.563 6.553.811.663
2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.707.000 37.707.000
2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.707.000 17.707.000
2.13.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 5.000.000
2.13.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000 5.000.000
513.012.01.06 E:)noer;;nsaéipgan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 5.000.000 5.000.000
2.13.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000
2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.876.369.897 3.901.369.897

2.13.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3.696.021.197

3.721.021.197

2.13.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 152.400.000 152.400.000
2.13.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.810.500 9.810.500
513.012.02.07 E:r?}r:!:;zindgzplﬁnyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 18.138.200 18.138.200
2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 933.642.286 1.381.622.266
2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.454.000 10.454.000
2.13.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.085.386 10.085.386
2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.559.500 23.559.500
2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.722.400 25.722.400
2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 863.821.000 1.311.800.980
2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 80.377.000
2.13.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 80.377.000
2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 960.457.480 838.634.500
2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 264.507.480 194.204.500
2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 695.950.000 644.430.000
2.13.01.2.09 :Zr:realli‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 333.476.900 314.101.000
2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.430.000 24.430.000
513.012.09.10 g:r:;lji::rr]af;ﬁs;abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 68.376.000 68.376.000
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 299.436.000 246.991.000
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 299.436.000 246.991.000
2.13.02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 299.436.000 246.991.000
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 229.112.000 241.239.000
2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 229.112.000 241.239.000
2.13.03.2.01.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 37.112.500 46.112.500
2.13.03.2.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 36.791.000 36.791.000
2.13.03.2.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 155.208.500 158.335.500
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1 2 3 4 4
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 145.036.995.178 | 156.704.086.850
2.13.04.2.01 PembiE\aan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 145.036.995.178 | 156.704.086.850
Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 642.424.600 609.962.500
2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 142.889.274.578 | 154.080.180.850
2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 410.388.300 993.164.800
513.042.01.08 Ezr:abinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar 199.103.400 174.930.400
2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 88.000.000 88.000.000
2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 112.544.600 69.344.600
2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 252.499.800 252.499.800
2.13.04.2.01.15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 209.287.400 211.457.400
2.13.04.2.01.16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 27.500.000 40.500.000
2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 205.972.500 184.046.500

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA

2.13.05 ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.364.843.400 2.770.057.400
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.364.843.400 2.770.057.400

serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.13.05.2.01.02

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2.160.963.500

2.569.373.500

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa

2130520105 dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 90.664.000 87.468.000
2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 58.215.900 58.215.900
2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 55.000.000 55.000.000
214 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 11.848.760.700 | 12.012.000.200

KELUARGA BERENCANA

1.06.2.08.2.14.01.0000

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

11.848.760.700

12.012.000.200

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

1.06.2.08.2.14.01.0000 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11.848.760.700 | 12.012.000.200

2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 58.353.200 131.592.700
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi

2.14.02.2.01 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian 8.681.200 81.920.700
Kuantitas Penduduk
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan

2.14.02.2.01.09 Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur 8.681.200 81.920.700
Nonformal dan Informal

2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 49.672.000 49.672.000
Kabupaten/Kota

214.02.2.02.08 Member?tuk Rumah Data K'ependudulfan di Kampung KB untuk Memperkuat 9.672.000 9.672.000
Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain

2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 40.000.000 40.000.000

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 6.576.089.700 6.666.089.700
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

2.14.03.2.01 Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 376.307.800 466.307.800

14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan 9.570.800 9.570.800
Budaya Lokal

2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 322.200.000 322.200.000

514.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik 44.537.000 134.537.000

serta Media Luar Ruang
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2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 4.039.492.600 4.039.492.600
2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 2.517.492.600 2.517.492.600

2.14.03.2.02.04

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

1.522.000.000

1.522.000.000

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi

214.03.2.03 serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 491.789.300 491.789.300
5 14.03.2.03.03 Z\e/lrxpg)katan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 487,289,300 487,289,300
214.03.2.03.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan 4500000 4500000

MKJP

2.14.03.2.04

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

1.668.500.000

1.668.500.000

2.14.03.2.04.03

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

1.668.500.000

1.668.500.000

2.14.04

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

(KS)

5.214.317.800

5.214.317.800

2.14.04.2.01

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

5.214.317.800

5.214.317.800

2.14.04.2.01.03

Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

272.717.800

272.717.800

2.14.04.2.01.05

Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

4.941.600.000

4.941.600.000

2.15

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

9.365.444.571

13.516.468.532

2.15.0.00.0.00.01.0000

Dinas Perhubungan

9.365.444.571

13.516.468.532

2.15.0.00.0.00.01.0000

Dinas Perhubungan

9.365.444.571

13.516.468.532

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.15.01 KABUPATEN/KOTA 5.920.489.282 6.794.833.928
2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.569.000 33.569.000
2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.549.000 7.549.000
2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 11.146.000 11.146.000
515.012.01.06 E%ng;n;;;;gan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4.870.000 4.870.000
2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.004.000 10.004.000

2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.696.304.984 4.758.713.323
2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.594.845.984 4.657.254.323
2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 95.060.000 95.060.000
2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.399.000 6.399.000
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000
2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000 30.000.000
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 174.301.950 224.301.950
2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.875.500 3.875.500
2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.233.450 19.233.450
2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.418.000 9.418.000
2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.800.000 3.800.000
2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.975.000 187.975.000
2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 71.781.440 729.087.440
2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 657.306.000
2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 71.781.440 71.781.440
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2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 580.727.000 580.727.000
2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 104.927.000 104.927.000
2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 475.800.000 475.800.000
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 333.804.908 438.435.215

Daerah
515.012.09.01 Penyediaan Ja‘sa Pemeliharaan, Blaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 38.990.000 38.990.000

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
515.01.2.09.02 Penyediaan J.asa Pemellhgraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 251 298.908 71298 885

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.620.000 28.620.000
2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.896.000 99.526.330

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2.15.02 (LLAJ) 2.741.451.189 5.991.317.704
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 239.870.200 399.436.715
2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 71.000.000 71.000.000
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 99.374.500 253.289.015
2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 49.999.900 49.999.900
2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 19.495.800 25.147.800
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 258.833.025 258.833.025
2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 206.107.900 206.107.900
2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 52.725.125 52.725.125
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 9.268.000 41.268.000
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 845.470.664 885.470.664
2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 198.500.000 198.500.000
2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 566.610.664 606.610.664
2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 80.360.000 80.360.000
2.15.02.2.06 ::t::::::;l(l;llt::‘najemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 598.993.500 3.344.293.500
215.02.2.06.01 E:rgzt;:tr;nggemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 504.321.000 510.321.000
215.02.2.06.03 Llfilitgilj:ridnagnazc;zilzlri]sziij'La;I;seil;;i’r;aManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 30.000.000 30.000.000
2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 4.997.500 4.997.500
2.15.02.2.07 ::r::;l;jt::r}lz)atsail Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan 20.000.000 20.000.000
2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 5.000.000 5.000.000
2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin 15.000.000 15.000.000
2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 561.922.500 829.922.500
515.02.2.08.05 Ezlrzlzsair:;a:]nlbl\:;iilizir,]ﬁti;jz(n;jan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan 561.922 500 829922 500
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan
2.15.02.2.14.01 Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan 140.399.300 140.399.300

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
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Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan

2150221402 Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota >1.694.000 11.694.000
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani

2.15.02.2.16 Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah 15.000.000 60.000.000
Kabupaten/Kota
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan

2.15.022.16.01 Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 60.000.000

2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 703.504.100 730.316.900
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

2.15.03.2.03 Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia 16.516.400 40.329.200
atau Badan Usaha
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan
Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan

2.15.03.2.03.01 Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 4.996.400 28.809.200
dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha

515.03.2.03.02 Penyelenggaraan Angkutan Sungai df?n Danau Sesuai dengan Domisili Orang 11.520.000 11.520.000
Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.15.03.2.13 Pembangunan da.n Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian 686.987.700 689.987.700
Pelabuhan Sungai dan Danau

515.03.2.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian 32.499.900 32.499.900
Pelabuhan Sungai dan Danau

2.15.03.2.13.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 627.487.800 627.487.800

2.15.03.2.13.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau 27.000.000 30.000.000

2.16

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

14.031.382.525

17.306.305.980

2.16.2.20.2.21.04.0000

Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian

14.031.382.525

17.306.305.980

2.16.2.20.2.21.04.0000

Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian

14.031.382.525

17.306.305.980

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.16.01 KABUPATEN/KOTA 7.427.298.422 8.389.519.233
2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.271.800 60.283.700
2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21.421.900 13.620.000
2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 16.556.200 11.182.000
2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.800.000 1.325.000
2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.816.600 4.259.600
2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 8.677.200 3.397.200
516.012.01.06 E:)r]()erg;nsaé;)gan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 16.872.600 15.372.600
2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.127.300 11.127.300

2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.007.531.446 4.032.028.101
2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.868.903.946 3.921.068.601
2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 114.120.000 96.120.000
2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12.037.500 12.625.500
516.012.02.07 E:r?}rssi:;saindgzplﬁnyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 12.470.000 2214.000
2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000
2.16.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.000.000 3.000.000
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000
2.16.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000 40.000.000
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 621.873.474 1.288.790.450
2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.011.000 10.011.000
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Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.448.000 137.811.580
2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.942.024 34.176.024
2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.872.450 24.872.450
2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.000.000 13.000.000
2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 493.600.000 1.068.919.396

2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.203.451.702 2.203.451.702

2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000

2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 190.107.202 190.107.202

2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.012.344.500 2.012.344.500

2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 459.170.000 761.965.280
Daerah

516.012.09.01 Penyediaan Ja'sa Pemeliharaan, Blaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 38.990.000 38.990.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

216.01.2.09.02 Penyediaan J.asa Pemellhgraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 240480000 211.463.280
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.820.000 39.752.000

516.012.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 149.880.000 471,760,000

atau Bangunan Lainnya

2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 3.891.434.500 5.406.706.500
2.16.02.2.01 ;:rl;ﬂe::tlea:;\KI:tf:rmasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 3.891.434.500 5.406.706.500
2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 37.976.500 10.506.500
2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 54.050.000 220.465.000
2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 214.300.000 326.447.000
2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik 27.920.000 27.720.000
2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media 3.478.688.000 4.811.568.000
2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 78.500.000 10.000.000

2.16.03

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

2.712.649.603

3.510.080.247

2.16.03.2.01

Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.479.113.603

3.267.494.247

2.16.03.2.01.02

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

75.007.500

75.007.500

2.16.03.2.01.03

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2.404.106.103

3.192.486.747

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah

2.16.03.2.02 Kabupaten/Kota 233.536.000 242.586.000
2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 8.000.000 10.000.000
2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 8.000.000 10.050.000
216.03.2.02.09 E:rrwgae:wbangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota 209 536.000 212.036.000
2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 8.000.000 10.500.000

2.17

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

10.706.819.369

11.469.450.810

2.17.3.30.3.31.01.0000

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

10.706.819.369

11.469.450.810

2.17.3.30.3.31.01.0000

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

10.706.819.369

11.469.450.810

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.17.01 KABUPATEN/KOTA 9.581.679.549 | 10.356.365.590
2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90.134.200 90.134.200
2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.232.000 9.232.000
2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.920.000 8.920.000
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1 2 3 4 4
217.012.01.06 E;()erg;nszazi)gan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 15.784.000 15.784.000
2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.198.200 56.198.200
2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.842.574.217 6.269.010.658
2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.697.874.217 6.111.710.658
2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 128.700.000 141.300.000
2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16.000.000 16.000.000
2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 60.000.000
2.17.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000 60.000.000
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 780.652.755 859.522.755
2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24.988.000 24.988.000
2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.200.000 126.070.000
2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.810.275 53.810.275
2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.379.900 32.379.900
2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 622.274.580 622.274.580

2.17.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.126.866.877

2.169.866.877

2.17.01.2.08.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

226.800.000

306.800.000

2.17.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.900.066.877

1.863.066.877

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

2.17.01.2.09 701.451.500 907.831.100
Daerah

517.012.09.01 Penyediaan Ja-sa Pemeliharaan, Blaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 38.990.000 38.990.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

217.01.2.09.02 Penyediaan J.asa Pemellhéraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 332361500 332361500
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 56.100.000 56.100.000

2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 274.000.000 480.379.600

2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 11.449.600 11.449.600

2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah 7.728.600 7.728.600
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor

2.17.02.2.01.01 Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk 7.728.600 7.728.600
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan

2.17.02.2.02 Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah 3.721.000 3.721.000
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang

2.17.02.2.02.01 Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan 3.721.000 3.721.000
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 53.858.200 53.858.200
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit

2.17.03.2.01 Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah 53.858.200 53.858.200
Kabupaten/ Kota
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta

2.17.03.2.01.01 Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 24.145.800 24.145.800

217.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 29.712.400 29.712.400
Kewenangan Kabupaten/Kota

2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 103.215.800 103.215.800
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

2.17.04.2.01 Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah 103.215.800 103.215.800
Kabupaten/Kota

2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan 27.250.000 27.250.000
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Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
Kabupaten/Kota
2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 75.965.800 75.965.800
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 155.833.360 155.833.360
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah 155.833.360 155.833.360
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
517.05.2.01.01 Pemngkatar\ Pemahaman fjan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan 155.833.360 155.833.360
Kompetensi SDM Koperasi
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 123.308.000 123.308.000
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam 123.308.000 123.308.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses
2.17.06.2.01.01 Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, 123.308.000 123.308.000
dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN
2.17.07 USAHA MIKRO (UMKM) 380.841.360 368.786.760
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,
2.17.07.2.01 Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan 380.841.360 368.786.760
Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 27.260.000 27.260.000
2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 25.190.000 25.190.000
2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 89.505.000 77.450.400
2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 104.724.000 104.724.000
217.07.2.01.05 Koordinasi dan S|nkron|§a5| dengan Para Pemangku Kepentingan dalam 34.060.000 34.060.000
Pemberdayaan Usaha Mikro
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan
2.17.07.2.01.06 Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan 100.102.360 100.102.360
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 296.633.500 296.633.500
2.17.08.2.01 Peng.em.bangan Us?ha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha 296.633.500 296.633.500
Menjadi Usaha Kecil
517.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi 296.633.500 296.633.500

dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

2.18

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

9.089.830.171

12.157.861.372

2.18.0.00.0.00.01.0000

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

9.089.830.171

12.157.861.372

2.18.0.00.0.00.01.0000

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

9.089.830.171

12.157.861.372

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.18.01 KABUPATEN/KOTA 8.406.430.611 | 11.415.461.812
2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.898.100 43.898.100
2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.250.000 7.250.000
2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.894.000 7.894.000
2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.098.000 6.098.000
2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.717.800 6.717.800
2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6.717.800 6.717.800
518.012.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 9.220.500 9.220.500

Kinerja SKPD

2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.999.405.905 4.561.963.349
2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.874.356.305 4.436.913.749
2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 107.100.000 107.100.000
2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.999.000 9.999.000
518.012.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 7,950,600 7.950.600

Semesteran SKPD
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Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.105.900 15.105.900
2.18.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4.684.000 4.684.000
2.18.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.537.900 7.537.900
2.18.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.884.000 2.884.000
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 126.552.000 126.552.000
2.18.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 51.300.000 51.300.000
2.18.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 75.252.000 75.252.000
2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 582.489.897 658.463.149
2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 34.750.000 34.750.000
2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.407.697 28.407.697
2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.533.000 42.533.000
2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.870.000 55.458.252
2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.750.000 15.450.000
2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 40.719.200 40.719.200
2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 377.900.000 423.585.000
2.18.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 17.560.000 17.560.000
2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 577.717.000 2.746.727.370
2.18.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 577.717.000 2.746.727.370

2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.127.301.699 1.990.952.823
2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.918 6.000.918
2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 227.482.680 176.104.505

2.18.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.893.818.101

1.808.847.400

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

2.18.01.2.09 933.960.110 1.271.799.121
Daerah

218.012.09.01 Penyediaan Ja}sa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 38.990.000 38.990.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

218.01.2.09.02 Penyediaan Jf'asa Pemellh‘araan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 170.185.040 190.813.040
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 650.799.070 961.960.081

518.012.09.10 Pemel|haraaq/Rehab|I|taS| Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 73.986.000 80.036.000
Bangunan Lainnya

2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 65.988.500 65.988.500

2.18.02.2.01 Pene.tap.an Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang 65.988.500 65.988.500
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

518.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan 65.988.500 65.988.500
Kemudahan Penanaman Modal

2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 26.011.300 85.011.300

2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan 26.011.300 85.011.300
Daerah Kabupaten/Kota

2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 26.011.300 85.011.300

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 79.299.900 79.299.900
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

2.18.04.2.01 dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 79.299.900 79.299.900
Kabupaten/ Kota

518.042.01.01 Penyediaan Pe'la'yanan Terpadu Pgnzman F:Ian Nonperlzmap Berbasis Sistem 36.591.900 36.591.900
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

218.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman 26.202.000 26.202.000

Modal
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Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
218.042.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi d.a.n Pengelolaan Pepgaduan Masyarakat 7.000.000 7.000.000
Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 9.506.000 9.506.000
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 483.099.900 483.099.900
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan 483.099.900 483.099.900
Daerah Kabupaten/Kota
2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 23.999.900 23.999.900
2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 333.324.000 333.324.000
2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 125.776.000 125.776.000
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN 28.999.960 28.999.960
MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang
2.18.06.2.01 Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28.999.960 28.999.960
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan
2.18.06.2.01.01 Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 28.999.960 28.999.960

Secara Elektronik

2.19

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

12.897.358.336

19.121.817.089

2.19.2.22.3.26.01.0000

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

12.897.358.336

19.121.817.089

2.19.2.22.3.26.01.0000

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

12.897.358.336

19.121.817.089

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.19.01 KABUPATEN/KOTA 8.429.405.836 | 9.428.921.539
2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.798.000 24.798.000
2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.999.000 13.999.000
519.012.01.06 E:)noersai]nsaéipgan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4.999.500 4.999.500
2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.799.500 5.799.500

2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.445.822.142 5.552.314.486
2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.325.012.142 5.419.324.486
2.19.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 116.660.000 128.840.000
2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.150.000 4.150.000
2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.600.000 6.500.000
2.19.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6.600.000 6.500.000
2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 970.754.450 1.229.810.750
2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.904.000 24.459.000
2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 59.080.450 64.378.950
2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.790.000 16.790.000
2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 869.980.000 1.124.182.800
2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.983.672 586.979.875
2.19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.983.672 586.979.875

2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.508.306.572 1.498.977.428
2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 6.000.000
2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 235.106.572 240.477.428

2.19.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.267.200.000

1.252.500.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

2.19.01.2.09 463.141.000 529.541.000
Daerah

519.01.2.09.01 Penyediaan Ja}sa Pemeliharaan, Blayg Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 38.990.000 38.990.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

519.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 184.839.000 181.039.000

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.320.000 19.320.000
2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 219.992.000 290.192.000
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 916.487.400 916.594.200
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan
2.19.02.2.01 Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha 265.255.400 265.362.200
Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
519.02.2.01.02 Ko'ordma'su Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya 135.260.400 135.367.200
Saing Wira Usaha Pemula
2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 129.995.000 129.995.000
2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat 651.232.000 651.232.000
Daerah Kabupaten/Kota
2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 651.232.000 651.232.000

2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 3.551.465.100 8.776.301.350
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang

2.19.03.2.01 Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 249.651.600 290.770.850

219.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana 249 651.600 290.770.850
Olahraga Kabupaten/Kota

2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 243.420.000 203.012.000

2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 243.420.000 203.012.000

2.19.03.2.03 Peml_)m?an dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah 120.739.900 278.239.900
Provinsi

2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah 120.739.900 278.239.900

2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.856.053.600 7.932.678.600

2.19.03.2.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 2.856.053.600 7.932.678.600

2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 81.600.000 71.600.000

519.03.2.05.01 Penyele'nggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga 81.600.000 71.600.000
Rekreasi

2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 142.799.520 142.799.520

2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian 142.799.520 142.799.520

2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian 142.799.520 142.799.520

2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 142.799.520 142.799.520

2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 142.799.520 142.799.520

520.02.2.01.01 Kc'>ord|.naS|. dan Smkrf)msam Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan 47.378.060 47.378.060
Diseminasi Data Statistik Sektoral

2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 35.421.480 35.421.480

2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 44.999.980 44.999.980

2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 15.000.000 15.000.000

2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 78.526.420 78.526.420

2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian 78.526.420 78.526.420

2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian 78.526.420 78.526.420

2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 78.526.420 78.526.420
INFORMASI

2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah 63.526.420 63.526.420
Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi

2:21.02.2.01.01 Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 21.999.980 21.999.980

221.02.2.01.02 Pelaksangan Ana]ms Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan 10.393.180 10.393.180
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2210220103 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 15.541.660 15.541.660

Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 15.591.600 15.591.600
2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000
Kabupaten/Kota
2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 15.000.000

2.22

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

1.700.156.800

1.700.156.800

2.19.2.22.3.26.01.0000

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

1.700.156.800

1.700.156.800

2.19.2.22.3.26.01.0000

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

1.700.156.800

1.700.156.800

2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.374.875.300 1.374.875.300

2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 10.020.000 10.020.000
Kabupaten/Kota

2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 10.020.000 10.020.000

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam

2.22.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 1.350.361.000 1.350.361.000
2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 1.303.720.000 1.303.720.000
2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 46.641.000 46.641.000
2.22.02.2.03 ;:E’:;:::: /z’:'abaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah 14.494.300 14.494.300
2.22.02.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 14.494.300 14.494.300
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 25.402.500 25.402.500
2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.402.500 25.402.500
2220420101 E:r;ubpe:eag//a;;jumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal 20.402.500 20.402.500
2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 5.000.000 5.000.000
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 299.879.000 299.879.000
2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 58.056.500 58.056.500
2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya 58.056.500 58.056.500
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 241.822.500 241.822.500
2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya 241.822.500 241.822.500
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.809.442.757 5.023.841.170

2.23.2.24.0.00.02.0000

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

4.809.442.757

5.023.841.170

2.23.2.24.0.00.02.0000

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

4.809.442.757

5.023.841.170

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.23.01 KABUPATEN/KOTA 4.475.051.257 | 4.683.249.670
2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.941.500 2.941.500
2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 900.000 900.000
2.23.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.098.000 1.098.000
523.012.01.06 Eic:;r;ainsa;;:)gan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 943500 943500
2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.186.743.297 3.248.897.224
2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.093.093.297 3.145.467.224
2.23.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 90.460.000 99.710.000
2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.190.000 3.720.000
2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 43.500.000 43.500.000
2.23.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 43.500.000 43.500.000
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 324.763.780 365.507.030
2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.844.500 8.018.000
2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.135.850 22.103.300
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.286.530 34.515.530
2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.596.900 27.023.800
2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 241.900.000 273.846.400
2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.550.000 45.730.000
2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 3.889.000 3.889.000
2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.005.000 22.315.000
2.23.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.656.000 19.526.000
2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 651.003.680 685.104.916
2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 77.853.680 136.454.916
2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 573.150.000 548.650.000
2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 210.549.000 291.569.000
Daerah
2230120802 Kentaraon Dinas Operasiond tau pangan 104600000 104600000
2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.960.000 25.680.000
2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.999.000 122.299.000
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 317.791.500 323.991.500
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 162.511.000 173.066.000
2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 19.999.500 19.999.500
2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 60.736.500 73.686.500
2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 81.775.000 79.380.000
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 155.280.500 150.925.500
2230220201 pendichan Khoess seta ayaraar 108770500 125465500
2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 25.460.000 25.460.000
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 16.600.000 16.600.000
2.23.03.2.02 :z"mg:r'i:':::%aa"er'(a‘:"ts;::::e’:;::ﬂs Nusantara yang Ditemukan oleh 16.600.000 16.600.000
2.23.03.2.02.01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 15.000.000 15.000.000
2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 1.600.000 1.600.000
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 337.738.250 316.565.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 337.738.250 316.565.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 337.738.250 316.565.000
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 265.829.500 241.797.500
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 140.410.000 140.410.000
2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 63.377.000 63.377.000
2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 40.028.000 40.028.000
2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 37.005.000 37.005.000
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 14.252.500 14.252.500
2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 14.252.500 14.252.500
2.24.02.2.03 ::E?,:,I:tl::;‘Kii:;pu' Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat 111.167.000 87.135.000
524.02.2.03.01 E:E)L/Jidai?eanr}lI(r;c;r:\AZTia,lj\ikjsleKsNdan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah 71.612.000 47,580,000
2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah 39.555.000 39.555.000
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Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
Kabupaten/Kota
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 71.908.750 74.767.500
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.24.03.2.01 yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 19.233.500 12.281.000
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki
2:24.03.2.01.01 Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 6.900.000 6.900.000
2.24.03.2.01.02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 12.333.500 5.381.000
2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala 18.529.000 25.029.000
Kabupaten/Kota
2.24.03.2.02.01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 4.675.000 4.675.000
2.24.03.2.02.02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 13.854.000 20.354.000
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung
2.24.03.2.03 dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan 34.146.250 37.457.500
Desa/Kelurahan
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau
2.24.03.2.03.01 Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 34.146.250 37.457.500
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 847.263.300 823.351.010
2.09.3.25.0.00.01.0000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 847.263.300 823.351.010
2.09.3.25.0.00.01.0000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 847.263.300 823.351.010
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 160.298.600 160.298.600
Pengelolaan Penangkapan lkan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
3.25.03.2.01 dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) 8.200.000 8.200.000
Daerah Kabupaten/ Kota
3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya lkan 8.200.000 8.200.000
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 115.970.800 115.970.800
3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 25.919.900 25.919.900
3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan'Fa5|I|ta5| Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 65.152.300 65.152.300
Nelayan Kecil
3.5.03.2.02.03 Eeslaarl](:anaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan 24.898.600 24.898.600
3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan (TPI) 5.264.000 5.264.000
3.5.03.2.03.01 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan 5 264.000 5 264.000
Ikan (TPI)
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10
3.25.03.2.04 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya 27.199.800 30.732.800
yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.03.2.04.01 Penetapan Persya.ratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan 5.000.000 5.000.000
Berukuran sampai dengan 10 GT
3.25.03.2.04.02 I:glg:nan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 2.199.800 25.732.800
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut
Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau,
3.25.03.2.05 Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 3.664.000 131.000
1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal
3.25.03.2.05.01 Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 3.664.000 131.000
10 GT
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 378.569.100 386.597.910
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya lkan Kecil 75.000.000 63.444.000
3.25.04.2.02.02 Pelaksan'aan Fasilitasi Pgmbentukan dan Pengembangan Kelembagaan 25,000,000 20.783.000
Pembudi Daya lkan Kecil
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4

3.25.04.2.02.04 Pemberian Pgndamplngan, Kemudahanan Ak.ses limu Penge'ztahuan, Teknologi 50.000.000 42.661.000
dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 25.000.000 15.455.000
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK)

3.25.04.2.03.02 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 15.455.000

3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan lkan 278.569.100 307.698.910

3.05.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah 161.773.400 219628210
Kabupaten/Kota

3.95.042.04.04 Pengelolaan Kesehatan lkan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah 65.795.700 47 840,700
Kabupaten/Kota

3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan lkan di Darat 51.000.000 40.230.000

3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 105.595.600 73.654.500
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,

3.25.05.2.01 Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 105.595.600 73.654.500
Kabupaten/Kota
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,

3.25.05.2.01.01 Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 51.731.400 36.890.400
Kabupaten/Kota
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan lkan di Wilayah Sungai,

3.25.05.2.01.02 Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan 53.864.200 36.764.100
dalam Kabupaten/Kota

3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 202.800.000 202.800.000

3.25.06.2.01 Penerblt'an Tanda Da.ftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha 14.000.000 14.000.000
Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil

3.25.062.01.01 Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 14.000.000 14.000.000

3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan K?amanan Ha?l| Perikanan bagi Usaha Pengolahan 91.600.000 91.600.000
dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyarat'an atau Standar pada Usaha 91.600.000 91.600.000
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan lkan dalam

3.25.06.2.03 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 97.200.000 97.200.000

3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 76.175.000 76.175.000
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 21.025.000 21,025,000
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.437.082.700 3.944.842.500

2.19.2.22.3.26.01.0000

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

3.437.082.700

3.944.842.500

2.19.2.22.3.26.01.0000

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

3.437.082.700

3.944.842.500

3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.927.343.700 1.874.343.700
3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 235.000.000 182.000.000
3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 90.000.000 90.000.000
3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 145.000.000 92.000.000

3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.640.743.700 1.640.743.700

326.022.03.04 Pengadaan/Peme!|haraan{R§hab|I|taS| Sarana dan Prasarana dalam 1598.763.700 1598.763.700
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

326.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 41.980.000 41.980.000
Kabupaten/Kota

3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 51.600.000 51.600.000

3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 51.600.000 51.600.000

3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 989.321.000 1.350.300.800
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1 2 3 4 4

3.26.03.2.01 Pemasaran PaerJsata .Daflam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan 989.321.000 1.350.300.800

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Mglalm Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik 194.400.000 255,380,000

Dalam dan Luar Negeri
3.26.03.2.01.02 FaS{Ilt‘a5| Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 794.921.000 1.094.920.800

Pariwisata Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN
3.26.05 EKONOMI KREATIE 520.418.000 720.198.000
3.26.05.2.01 Pelaksanaan.Penlng!ka?an Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata 520.418.000 720.198.000

dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.01.02 Pen'm'gkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan 476.498.000 676.278.000

Pariwisata
3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 43.920.000 43.920.000

3.27

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

38.329.554.136

39.369.248.339

3.27.0.00.0.00.04.0000

Dinas Pertanian

38.329.554.136

39.369.248.339

3.27.0.00.0.00.04.0000

Dinas Pertanian

38.329.554.136

39.369.248.339

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.27.01 KABUPATEN/KOTA 29.344.389.288 | 30.218.747.741
3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.998.900 100.216.400
3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 47.054.400 67.271.900
37.012.01.06 Eic:;rrjiain:;;ggan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 32.944.500 32.944500
3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.094.220.705 | 25.401.428.328
3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.089.220.705 25.387.128.328
3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 14.300.000
3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000
3.27.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20.000.000 20.000.000
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 374.687.700 622.271.830
3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.687.700 63.953.200
3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 10.000.000
3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 310.000.000 548.318.630
3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 81.822.000 437.889.000
3.27.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 342.000.000
3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.822.000 95.889.000

3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.208.428.082 3.139.380.282

3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 232.918.082 258.970.282

3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.975.510.000 2.880.410.000

3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 485.231.901 497.561.901
Daerah

3.27.012.09.02 Penyediaan Jgsa Pemellh‘araan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 442.078.301 442.078.301
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.189.600 30.519.600

3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.964.000 24.964.000

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.224.982.006 1.669.909.756

3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 554.737.683 925.125.683

327.02.2.01.01 Pengav\{asan Penggupaan Saraqq Pendukyng Pertanian Sesuai dengan 291.446.703 698.946.703
Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 263.290.980 226.178.980
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Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
3.27.02.2.02 Penge!olaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro 520.244.323 612.644.073
Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 312.878.649 312.878.399
3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 123.098.000 215.498.000
3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 84.267.674 84.267.674
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman
3.27.02.2.03 Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 73.500.000 68.305.000
3.27.02.2.03.02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak 73.500.000 68.305.000
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit
3.27.02.2.05 Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 76.500.000 63.835.000
3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 76.500.000 63.835.000
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA 3.578.588.800 3.193.588.800
PERTANIAN
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 455.000.000 80.000.000
3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 80.000.000 80.000.000

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.049.788.800 3.039.788.800

3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 50.836.400 50.836.400

327.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan 209.536.000 209 536.000
serta Sarana Pendukungnya

3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 2.789.416.400 2.779.416.400

3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 73.800.000 73.800.000
dalam Daerah Kabupaten/ Kota

327.03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur 73.800.000 73.800.000
Ternak
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN

3.27.04 MASYARAKAT VETERINER 1.088.680.392 1.253.167.592
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah

3.27.04.2.01 Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 169.277.180 169.277.180

3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 169.277.180 169.277.180

3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 522.278.632 537.452.632
Daerah Kabupaten/Kota

3.97.042.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau 522 278.632 537452 632
Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner 248.086.500 248.086.500
dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 248.086.500 248.086.500

3.27.04.2.04 Pener.apan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat 114.258.080 263.571.280
Veteriner

3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 33.697.680 183.010.880

3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 53.545.400 53.545.400

3.27.04.2.04.04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 27.015.000 27.015.000

3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 34.780.000 34.780.000

3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 34.780.000 34.780.000

3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 852.718.250 836.171.250
PERTANIAN

3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 852.718.250 836.171.250

3270520101 Pengendahan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, 127.924.500 127.924.500
Hortikultura, dan Perkebunan

37.05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, 38.822.500 28.528.000

dan Perkebunan
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3270520103 Pencegahan, ‘Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman 70.636.250 64.383.750
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
370520105 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, 615.335.000 615.335.000
Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 81.991.000 78.528.800
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah 37.294.400 33.832.400
Kabupaten/Kota
3.27.06.2.01.01 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian 6.776.000 6.776.000
3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 5.497.400 3.997.400
3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian 25.021.000 23.059.000
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas
3.27.06.2.02 Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong 19.691.100 19.691.100
Hewan
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan,
3.27.06.2.02.01 Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah 19.691.100 19.691.100
Potong Hewan
3.27.06.2.03 I1zin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan 25.005.500 25.005.300
3.27.06.2.03.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan 19.354.000 17.254.000
3.27.06.2.03.02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan 5.651.500 7.751.300
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.158.204.400 2.119.134.400
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.158.204.400 2.119.134.400

3.27.07.2.01.01

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan
Desa

505.433.000

505.433.000

3.27.07.2.01.02

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

1.374.403.700

1.335.333.700

3.27.07.2.01.03

Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

278.367.700

278.367.700

3.30

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

1.761.693.648

1.657.749.648

2.17.3.30.3.31.01.0000

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

1.761.693.648

1.657.749.648

2.17.3.30.3.31.01.0000

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

1.761.693.648

1.657.749.648

3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 1.450.000 1.450.000
3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin 1.270.000 920.000
Usaha Toko Swalayan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat
3.30.02.2.01.01 Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan 1.270.000 920.000
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 150.000 150.000
3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 150.000 150.000
3.30.02.2.03 Penerbitan Stfrat Tanda Pendaftaran V.Varalaba (STPW) untuk Penerima 30.000 380.000
Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba
3.30.02.2.03.01 (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik 30.000 380.000
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.124.620.000 974.620.000
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.124.620.000 974.620.000
3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.120.997.000 970.997.000
3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 3.623.000 3.623.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN
3.30.04 BARANG PENTING 95.247.900 95.247.900
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
3.30.04.2.01 Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 1.183.000 1.183.000
3300420101 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan 1183.000 1183.000

Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
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Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

3.30.04.2.02 Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 93.382.900 93.382.900
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

3.30.04.2.02.01 pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 7.781.000 7.781.000

3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Sto}( Barang Kebutuhan Pokok dan Earang Penting 765.000 765.000
pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

330,04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 84.836.900 84.836.900
1 (Satu) Kabupaten/Kota

3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah 682.000 682.000
Kabupaten/Kota

3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 682.000 682.000

3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 365.226.400 365.226.400
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi

3.30.05.2.01 Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) 365.226.400 365.226.400
Daerah Kabupaten/Kota

3300520101 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan 226,400 226,400
Kabupaten/Kota

3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional 256.000.000 256.000.000

3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal 100.000.000 100.000.000

3.30.05.2.01.04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 188.000 188.000

3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor 8.812.000 8.812.000

3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 166.358.348 207.414.348

3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 166.358.348 207.414.348

3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 127.990.848 167.190.848

3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 35.572.500 37.428.500

3.30.06.2.01.03 Penyidikan Metrologi Legal 2.795.000 2.795.000

3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 8.791.000 13.791.000

3.30.07.2.01 Pelaksanaan I.’romosh Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk 8.791.000 13.791.000
Dalam Negeri

330.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat 8.300.000 13.300.000
Kabupaten/Kota

3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 264.000 264.000

3300720104 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan 227,000 227,000

Sandang Produksi Dalam Negeri

3.31

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1.646.761.524

1.770.908.024

2.17.3.30.3.31.01.0000

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

1.646.761.524

1.770.908.024

2.17.3.30.3.31.01.0000

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

1.646.761.524

1.770.908.024

3.31.02

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

1.590.107.524

1.714.254.024

3.31.02.2.01

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota

1.590.107.524

1.714.254.024

3.31.02.2.01.03

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya
Industri

1.288.283.024

1.422.637.524

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan

3.31.02.2.01.04 . 243.328.000 243.328.000
Prasarana Industri

331.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran 58.496.500 48.288.500
Serta Masyarakat

3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 18.716.000 18.716.000
Penerbitan Izin Usaha Industri (1Ul), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI),

3.31.03.2.01 Izin Usaha Kawasan Industri (IlUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri 18.716.000 18.716.000
(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

3.31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan 9.358.000 9.358.000

Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SlINas) yang
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1 2 3 4 4
Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
3310320102 L U UL 1K a2 Kewenangon Kabupatery Kot 9358000| 9358000
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 37.938.000 37.938.000
3.31.04.2.01 r:;l":::’f;‘;r;‘;m::r:;::s;:b‘::::t';:"x(‘:::as' Industri untuk 1UI, IPUL, 37.938.000 37.938.000
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan
3.31.04.2.01.01 Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi 778.000 778.000
Industri Nasional (SlINas)
331.042.01.02 ’\D/Iizcl-:‘anlwui?;sli',\‘z:blikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota 7,588,500 7,588,500
331.0420103 Kawasan s Lingu Kabpaten/Kota daam Peryampaion Dot ke Gias | 9571500| 9571500
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 50.000.000 145.336.000
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 50.000.000 145.336.000
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 50.000.000 145.336.000
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 50.000.000 145.336.000
3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 50.000.000 145.336.000
3.32.04.2.01.01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 26.000.500 121.336.500
332.04.2.01.02 Ezrrfauna;iar?aInnfSr:tsL‘j;l:]k;L;rmSL?;i;I;Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka 23.999 500 3.999 500
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 49.668.885.445 | 58.018.819.037
4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah 49.668.885.445 | 58.018.819.037
4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah 49.668.885.445 | 58.018.819.037
4.01.01 :;R\(;Ss:x:;zl;l:JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 35.870.998.065 | 44.961.354.757
4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 132.235.800 112.910.400
4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 58.255.800 51.847.800
401.012.01.06 Ezggainsaéijgan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 38.055.000 21.501.100
4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.925.000 39.561.500

4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.660.920.224 | 17.400.385.338
4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.232.856.224 16.970.281.338
4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 428.064.000 430.104.000
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 95.760.800 122.760.800
4.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 45.760.800 72.760.800
4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 50.000.000

4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.158.445.064 4.831.575.838
4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 48.100.500 48.100.500
4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 720.191.122 1.396.020.372
4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000 30.000.000
4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.360.153.442 3.357.454.966
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 103.987.000 5.866.057.000
4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 2.461.380.000
4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 2.679.660.000
4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 103.987.000 725.017.000
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4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.906.967.396 4.988.603.600

4.01.01.2.08.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

36.250.000

36.250.000

4.01.01.2.08.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.202.897.396

1.317.533.600

4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 260.250.000 260.250.000

4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.407.570.000 3.374.570.000

4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 5.315.728.725 5.864.048.725
Daerah

401.012.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 784.330.000 784.330.000

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

4.01.01.2.09.02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.240.240.000

1.510.900.000

4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 66.000.000
4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.358.308.725 2.595.668.725
401.012.09.10 g:?;Llji:aarr]af;{jiif;abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 454,000,000 454,000,000
401.012.09.11 :faﬂeé?:;zir;/:izit;iy';asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 438.850.000 453.150.000
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 963.174.556 1.023.174.556
Daerah
4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 170.474.556 170.474.556
401.01.2.11.02 E::};T:ig:zr:Ekaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil 102.700.000 102.700.000
4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 90.000.000 150.000.000
401.012.11.04 PDZZ):EIiaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 600.000.000 600.000.000
4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2.279.188.800 2.232.988.800
4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 843.522.500 751.862.500
4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 504.122.500 406.462.500
4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 931.543.800 1.074.663.800
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 443.414.200 492.674.200
4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 207.940.000 227.680.000
4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 136.641.200 166.161.200
4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 98.833.000 98.833.000

4.01.01.2.14

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1.811.175.500

2.026.175.500

4.01.01.2.14.01

Fasilitasi Keprotokolan

1.583.555.000

1.798.555.000

4.01.01.2.14.02

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

98.246.500

98.246.500

4.01.01.2.14.03

Pendokumentasian Tugas Pimpinan

129.374.000

129.374.000

4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 12.819.592.280 | 11.840.708.680
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 358.199.000 386.500.000
4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 51.425.500 65.651.500
4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 161.852.500 161.852.500
4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 144.921.000 158.996.000

4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 11.994.666.180 | 11.025.166.180
4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 6.277.159.400 6.218.659.400
401.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 2100.785.000 2.039.785.000

Sosial

4.01.02.2.02.03

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan
Masyarakat

3.616.721.780

2.766.721.780
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4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 441.168.300 398.418.500
4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 116.469.800 116.470.000
4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 296.904.900 254.154.900
4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 27.793.600 27.793.600
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 25.558.800 30.624.000
4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 25.558.800 30.624.000
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 978.295.100 1.216.755.600
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 418.564.500 678.119.500
401.03.2.01.01 gai;(éir:jaasr: g:-rbk[;onisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 384.170.800 428.170.800
4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 34.393.700 249.948.700
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 91.505.900 79.719.900
4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 43.654.300 43.616.300
4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 33.145.200 21.397.200
4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 14.706.400 14.706.400
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 432.832.700 423.524.200
4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 71.130.000 71.130.000
4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 238.897.700 229.589.200
4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 122.805.000 122.805.000
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 35.392.000 35.392.000
4.01.03.2.04.01 E:grudt?:sgasri}ng:gs::;dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 10.733.000 10.733.000
4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 24.659.000 24.659.000
4.02 SEKRETARIAT DPRD 68.918.419.745 | 80.092.041.032

4.02.0.00.0.00.01.0000

Sekretariat DPRD

68.918.419.745

80.092.041.032

4.02.0.00.0.00.01.0000

Sekretariat DPRD

68.918.419.745

80.092.041.032

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.02.01 KABUPATEN/KOTA 66.661.049.945 | 77.834.671.232
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.999.800 35.049.800
4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34.999.800 35.049.800
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.257.240.352 6.272.361.740

4.02.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4.053.974.552

4.109.595.940

4.02.01.2.02.02

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2.186.426.000

2.145.926.000

4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.962.000 6.962.000
4.02.01.2.02.07 E:r?]rssi?;saindsalzplﬁnyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 9.877.800 9.877.800
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 589.322.500 639.322.500
4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 220.000.000 270.000.000
4.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 369.322.500 369.322.500

4.02.01.2.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.873.554.000

6.381.638.900

4.02.01.2.06.01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

40.727.500

106.272.170

4.02.01.2.06.02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.360.490.000

1.819.765.050

4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 170.724.500 270.479.780
4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66.582.000 110.091.900
4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 43.280.000 43.280.000

4.02.01.2.06.09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.191.750.000

4.031.750.000
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4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 452.370.000 451.200.000
4.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 452.370.000 451.200.000
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 392.251.788 392.251.788
4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 392.251.788 392.251.788

4.02.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

3.125.563.000

2.726.417.999

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

4.02.01.2.09.01 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 245.790.000 245.790.000

402.01.2.09.02 Penyediaan Jgsa Pemellhgraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 416.180.000 381.800.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 96.305.000 96.305.000

4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 2 367 288.000 2.002.522.999

atau Bangunan Lainnya

4.02.01.2.14

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1.045.055.000

1.045.055.000

4.02.01.2.14.01

Fasilitasi Keprotokolan

1.045.055.000

1.045.055.000

4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 29.474.793.505 | 29.475.473.505
4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 29.089.798.505 29.089.798.505
4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 384.995.000 385.675.000
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 20.415.900.000 | 30.415.900.000
4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 20.415.900.000 30.415.900.000

4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 2.257.369.800 2.257.369.800
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 837.865.800 837.865.800
4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 574.965.800 574.965.800
4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 262.900.000 262.900.000

4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.162.305.000 1.162.305.000
4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 3.630.000 3.630.000
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 1.158.675.000 1.158.675.000
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 257.199.000 257.199.000
4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 4.530.000 4.530.000
4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 669.000 669.000
4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 252.000.000 252.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.01 PERENCANAAN 11.459.658.282 | 12.578.785.430

5.01.5.05.0.00.02.0000

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan

11.459.658.282

12.578.785.430

5.01.5.05.0.00.02.0000

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan

11.459.658.282

12.578.785.430

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

5.01.01 KABUPATEN/KOTA 8.692.757.042 9.798.669.276
5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.000.000 55.000.000
5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000
5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.500.000 3.500.000
5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.500.000 3.500.000
5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.500.000 3.500.000
5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.500.000 3.500.000
5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 10.000.000 10.000.000

Kinerja SKPD
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Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.000.000 16.000.000
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.936.012.502 6.022.015.911
5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.801.012.502 5.887.015.911
5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 125.000.000 125.000.000
5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 5.000.000
5.01.01.2.02.07 E::qredsitnearsaindgzpﬁ’;nyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 5.000.000 5.000.000
5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.000.000 7.000.000
5.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.000.000 7.000.000
5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 135.000.000 135.000.000
5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 135.000.000 135.000.000
5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 596.332.390 1.079.968.415
5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.983.500 11.983.500
5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.446.890 11.491.515
5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.903.000 17.963.500
5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.999.000 16.179.900
5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 540.000.000 1.022.350.000
5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 116.879.500 576.916.600
5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.004.500 560.041.600
5.01.012.07.11 E:ir:]gr;;c;aan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 16.875.000 16.875.000
5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.349.244.650 1.334.272.350
5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 4.000.000
5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 203.123.300 188.151.000

5.01.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.142.121.350

1.142.121.350

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

5.01.01.2.09 497.288.000 588.496.000
Daerah

5.01.01.2.09.01 Penyediaan Ja-sa Pemeliharaan, Blayg Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 38.990.000 38.990.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jtasa Pemellhgraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 305.260.000 305.260.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 84.868.000 176.076.000

5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 68.170.000 68.170.000

Bangunan Lainnya

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

5.01.02 PEMBANGUNAN DAERAH 1.885.515.640 1.945.866.154

5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 876.826.200 1.152.443.300

5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 37.054.000 116.520.000

5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 28.856.000 28.856.000

5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 177.186.000 177.169.100

5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan 633.730.200 829 898.200
Daerah Kabupaten/Kota

5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan 605.026.640 415.964.554
Pembangunan Daerah

5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 379.930.640 236.810.154

5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 124.596.000 80.654.400
Perangkat Daerah

5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 100.500.000 98.500.000
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Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4

5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 403.662.800 377.458.300
Pembangunan Daerah

5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan 403.662.800 377458300
Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN

5.01.03 PEMBANGUNAN DAERAH 881.385.600 834.250.000

5.01.03.2.01 Koord|!1a5| Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 453.840.900 406.705.300
Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

5.01.03.2.01.01 Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 32.790.400 32.790.400

5.01.03.2.01.02 A5|sten5|VPenyusunan.Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 60.427.000 60.427.000
Daerah Bidang Pemerintahan

5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evalu§5| Penyusungn Dokumen Perencanaan 40247000 40247000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

>01.03.201.05 Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 75.930.500 75.930.500

5.01.03.2.01.06 AS|sten5|.Penyusunan Dokumen Perer?canaan Pembangunan Perangkat 15.000.000 15.000.000
Daerah Bidang Pembangunan Manusia

5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluag Penyusunan Dokumen Pe.rencanaan 229 446.000 182,310,400
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

5.01.03.2.02 i(laaor:)imasn Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 150.293.000 150.293.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

>01.03.2.02.01 Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 33.864.000 33.864.000

5.01.03.2.02.02 Asistensi .Penyusunan Dokgmen Perencanaan Pembangunan Perangkat 16.340.000 16.340.000
Daerah Bidang Perekonomian

5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluag Penyusunan Dqkumen Perencanaan 29,716,000 29.716.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

5.01.03.2.02.05 SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 34.286.500 34.286.500

5.01.03.2.02.06 AS|sten5|vPenyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 15.905.000 15.905.000
Daerah Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

>01.03.2.02.07 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 20.181.500 20.181.500

5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 277.251.700 277.251.700
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

>01.03.2.03.01 Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 69.059.200 69.059.200

5.01.03.2.03.02 A5|sten5|.Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 19.246.600 19.246.600
Daerah Bidang Infrastruktur

5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Eva|u§5| Penyusunan Dokumen Perencanaan 20.798.000 20.798.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

5.01.03.2.03.05 Kewilayahan (RPJPD, RPIMD dan RKPD) 138.992.900 138.992.900

5.01.03.2.03.06 Asistensi .Penyusuna‘n Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 13.164.000 13.164.000
Daerah Bidang Kewilayahan

5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 15.991.000 15.991.000

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

5.02

KEUANGAN

270.194.205.549

278.198.628.633

5.02.0.00.0.00.02.0000

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

270.194.205.549

278.198.628.633

5.02.0.00.0.00.02.0000

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

270.194.205.549

278.198.628.633

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

5.02.01 KABUPATEN/KOTA 42.221.580.762 | 50.211.633.766
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90.839.100 56.098.100
5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.869.600 6.657.500
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Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.466.100 3.330.000
5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.417.600 5.194.500
5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 12.304.000 9.250.500
5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 12.304.000 7.111.500
5.02.01.2.01.06 E:)r]()erg;nsa;;)gan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 15.937.600 15.643.600
5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.540.200 8.910.500

5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37.521.905.591 | 44.171.270.614
5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 37.058.185.791 43.727.244.814
5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 438.992.000 419.298.000
5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.780.000 15.780.000
5.02.01.2.02.07 Ezr(;rssi:;saindgzplﬁnyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 8.947.800 8.947.800
5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.606.800 20.606.800
5.02.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.507.900 2.507.900
5.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.024.600 3.024.600
5.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.074.300 15.074.300
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 957.331.959 1.532.617.840
5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 28.641.500 27.601.500
5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.316.500 33.316.500
5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.263.859 87.271.740
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 57.110.100 57.110.100
5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 757.000.000 1.327.318.000
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 447.990.000 1.156.462.000
5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 37.798.000 37.798.000
5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 410.192.000 1.118.664.000

5.02.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.072.207.562

2.038.806.662

5.02.01.2.08.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

395.156.662

395.156.662

5.02.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.677.050.900

1.643.650.000

5.02.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

1.110.699.750

1.235.771.750

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

502.01.2.03.01 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.990.000 38.990.000
5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 106.177.750 106.177.750
5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 179.928.000 310.280.000
5.02.01.2.09.10 g:?gﬁi:s:]af;ﬁiif;abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 115.064.000 135.064.000
5.02.01.2.09.11 :teamueé?:;iir;/rfizit;iy';asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 49.680.000 57 680.000
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 225.423.702.900 | 225.410.302.900
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.347.793.000 1.334.393.000
5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 70.000.000 70.000.000
5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 70.000.000 70.000.000
5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 205.494.500 205.494.500
5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 323.139.200 323.139.200
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1 2 3 4 4
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
>02.02.2.01.08 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 229.100.000 229.100.000
5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 65.900.000 65.900.000
5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 384.159.300 370.759.300
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 215.489.910.500 | 215.489.910.500
5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 140.595.500 140.595.500
5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asmtensu Sinkronisasi, SuperV|S|,.Mon|tor|ng dan Evaluasi 215194736500 | 215.194.736.500
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
5.02.02.2.02.07 Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan 27.657.800 27.657.800
dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 126.920.700 126.920.700
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 515.999.600 515.999.600
5.02.02.2.03.03 Koordinasi APenyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 75.359.700 72.759.700
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
5.02.02.2.03.04 Konso!|da5| Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan 163.949.600 178.422.100
Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
5.02.02.2.03.05 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Qan Rancangan 198.055.000 194.155.000
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.09 Penyusungn Kebuakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan 72.960.800 70.662.800
Akuntansi Pemerintah Daerah
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8.000.000.000 8.000.000.000
5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 8.000.000.000 8.000.000.000
5.02.02.2.05 P.engelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah 69.999.800 69.999.800
Lingkup Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang 69.999.800 69.999.800
Keuangan Daerah
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 501.221.750 540.730.450
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 501.221.750 540.730.450
5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga 76.208.000 75.693.000
5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 58.346.000 58.314.500
5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 144.429.000 150.377.000
5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 42.817.000 54.867.000
5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 136.868.000 106.868.000
5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pe:r"nanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, 24.002.750 65.259.950
dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 18.551.000 29.351.000

5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.047.700.137 2.035.961.517
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.047.700.137 2.035.961.517
5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 201.902.000 201.902.000
5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak 33.732.000 110.482.000
Daerah
5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 21.896.500 15.146.500
5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 0 50.690.000
5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 950.248.500 618.048.500
5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 16.097.500 16.097.500
5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta 49.980.500 22.530.500
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 45.207.000 6.657.000
5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 38.645.100 73.645.100
5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 28.098.900 28.098.900
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 503.338.000 718.438.000
5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 7.950.500 6.750.500
5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 140.467.637 157.339.017
5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10.136.000 10.136.000
5.03 KEPEGAWAIAN 10.363.236.734 | 13.024.725.463

5.03.5.04.0.00.01.0000

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

10.363.236.734

13.024.725.463

5.03.5.04.0.00.01.0000

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

10.363.236.734

13.024.725.463

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

5.03.01 KABUPATEN/KOTA 7.680.697.034 | 9.613.052.863
5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.801.000 77.801.000
5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.301.000 10.301.000
5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.918.000 8.918.000
5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9.622.000 9.622.000
5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 9.338.000 9.338.000
5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 9.622.000 9.622.000
5.03.012.01.06 Eic;c;rrji;n:;ipdDan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 15.000.000 15.000.000
5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.131.663.134 5.206.065.863
5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.021.243.134 5.074.085.863
5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.420.000 121.980.000
5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 5.000.000
5.03.01.2.02.07 E::qr:;:;saind;rgpﬁ‘;nyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 5.000.000 5.000.000
5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.061.600 125.992.100
5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 16.061.600 125.992.100
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 889.285.300 1.432.569.400
5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 29.427.000 32.934.800
5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 52.655.700 492.767.500
5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.857.600 28.857.600
5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.245.000 21.909.500
5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.100.000 11.100.000
5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 745.000.000 845.000.000

5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.116.399.500 1.096.043.500

5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 354.669.500 325.313.500

5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 761.730.000 770.730.000

5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 449.486.500 1.674.581.000
Daerah

5.03.01.2.09.01 Penyediaan Ja-sa Pemeliharaan, Blayq Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 38.990.000 525.296.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jgsa Pemellhf:-xraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 194.700.000 194.700.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.300.000 48.530.000
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 66.740.000 817.215.000
5.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 102.756.500 88.840.000

atau Bangunan Lainnya

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.682.539.700 3.411.672.600
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 909.363.800 756.021.700
5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan 21.908.200 21.908.200
Pengadaan ASN
5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 562.999.800 453.860.800
5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 9.271.300 9.271.300
5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 180.000.000 180.000.000
5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 84.814.300 64.043.900
5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 50.370.200 26.937.500
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 839.992.000 949.042.000
5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 80.797.600 142.597.600
5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 117.746.300 143.996.300
5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 641.448.100 662.448.100
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 686.609.200 1.460.034.200
5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 111.892.900 117.642.900
5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center 100.000.000 902.375.000
5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 280.999.800 280.999.800
5.03.02.2.03.12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 25.000.000 33.400.000
5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 118.716.500 84.016.500
5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 25.000.000 20.800.000
5.03.02.2.03.15 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 25.000.000 20.800.000
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 246.574.700 246.574.700
5.03.02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 77.192.900 77.192.900
5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 39.093.100 39.093.100
5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 72.626.800 72.626.800
5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 22.564.700 22.564.700
5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 15.413.900 15.413.900
5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 19.683.300 19.683.300
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.103.138.400 | 3.451.597.400

5.03.5.04.0.00.01.0000

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.103.138.400

3.451.597.400

5.03.5.04.0.00.01.0000

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.103.138.400

3.451.597.400

5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3.103.138.400 3.451.597.400
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 519.998.000 529.997.000
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis
5.04.02.2.01.01 Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi 'Penyelenggara Urusan 40.751.000 40.751.000
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan
5.04.02.2.01.03 bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, 471.856.000 481.855.000
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
5.04.02.2.01.04 Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan 7391.000 7391.000

Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

5.04.02.2.02

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Fungsional

2.583.140.400

2.921.600.400
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5.04.02.2.02.05 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga 190.973.000 177.970.000
5.04.02.2.02.07 P?nyglenggaraa‘n Pengembangaﬁ Kompetengl ba‘gl Pimpinan ADaerah, Jabatan 2 384.266.400 2 735.729.400

Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang
5.04.02.2.02.08 Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta 7.901.000 7.901.000

Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan Prajabatan

5.05

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1.355.869.200

1.332.412.200

5.01.5.05.0.00.02.0000

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan

1.355.869.200

1.332.412.200

5.01.5.05.0.00.02.0000

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan

1.355.869.200

1.332.412.200

5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.355.869.200 1.332.412.200

5.05.02.2.01 Penelitian dfn Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 217.607.100 216.287.100
dan Pengkajian Peraturan

5.05.02.2.01.04 Fasilitasi, Pelaksanaan d.an. Evalu§S| Penelitian dan Pengembangan Bidang 112.359.000 110.359.000
Aparatur dan Reformasi Birokrasi

5.05.02.2.01.07 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 105.248.100 105.928.100
Penataan Kelembagaan Desa

5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 783.782.000 785.071.000

5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 783.782.000 785.071.000

5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 354.480.100 331.054.100

5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur Qan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan 354.480.100 331.054.100
Daerah yang Bersifat Inovatif

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.01 INSPEKTORAT DAERAH 11.584.860.032 | 13.292.825.148

6.01.0.00.0.00.01.0000

Inspektorat Daerah

11.584.860.032

13.292.825.148

6.01.0.00.0.00.01.0000

Inspektorat Daerah

11.584.860.032

13.292.825.148

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.01.01 KABUPATEN/KOTA 9.532.380.032 | 11.397.122.148
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.354.500 3.354.500
6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.454.500 1.454.500
6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.900.000 1.900.000
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.839.763.569 8.733.828.698
6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.753.973.569 8.648.638.698
6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 82.580.000 81.980.000
6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.400.000 1.400.000
6.01.012.02.07 gzz:si:;saindszplﬁnyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 1810.000 1810.000
6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.700.000 2.700.000
6.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.450.000 1.450.000
6.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.250.000 1.250.000
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 527.048.200 712.048.200
6.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.548.200 1.548.200
6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 525.500.000 710.500.000
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 413.493.763 426.697.511
6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.955.100 13.548.100
6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.798.463 14.019.211
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1 2 3 4 4
6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.524.500 71.051.000
6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.335.700 39.199.200
6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000 10.000.000
6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.880.000 19.880.000
6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 260.000.000 259.000.000
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.478.000 661.537.047
6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0 8.614.000
6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.478.000 652.923.047
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 454.816.000 490.820.192
6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.050.000 15.050.000
6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125.616.000 161.620.192
6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 314.150.000 314.150.000
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 287.726.000 366.136.000
Daerah

6010120902 Kentaraon Dinas Operasiond tae pangan 103864000 90112000
6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.420.000 47.420.000
6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 99.452.000 189.614.000
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.006.530.000 946.480.000
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 890.980.000 838.130.000
6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 231.980.000 231.980.000
6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 151.500.000 101.500.000
6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja 26.250.000 24.900.000
6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan 22.950.000 26.250.000
6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa 401.800.000 401.800.000
6.01.02.2.01.07 miﬁtto,j:i iz;:is::;i;f:k Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak 56.500.000 51.700.000
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 115.550.000 108.350.000
6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 115.550.000 108.350.000
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.045.950.000 949.223.000
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 1.045.950.000 949.223.000
6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 91.200.000 91.200.000
6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 23.150.000 32.150.000
6.01.03.2.02.03 Ezr(;rs;r::rs]it,allﬂaznli(tgrrkijr;%idan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan 645200000 779.473.000
6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 286.400.000 46.400.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 KECAMATAN 62.240.375.037 | 70.502.591.855
7.01.0.00.0.00.01.0000 | Kecamatan Kertak Hanyar 5.407.227.255 6.327.735.921
7.01.0.00.0.00.01.0000 | Kecamatan Kertak Hanyar 4.457.757.055 | 4.778.265.721

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 4.213.147.055 | 4.534.730.721
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.560.000 2.560.000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.590.000 1.590.000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 970.000 970.000
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Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.609.622.210 3.675.181.492
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.554.837.210 3.620.396.492
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.300.000 54.300.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 485.000 485.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30.000.000 30.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 157.804.325 188.715.665
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.279.600 3.279.600
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.032.100 31.825.600
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.239.925 5.239.925
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.202.700 5.320.540
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.000.000 4.000.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 117.050.000 139.050.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 32.405.000 44.750.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.405.000 44.750.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 316.325.600 286.596.564
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.145.600 26.096.564
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 285.180.000 258.500.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 64.429.920 306.927.000
Daerah
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.050.000 10.991.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 247.756.000
7.01.02 :5(B)S§AM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 11.250.000 11.250.000
701.02.2.02.03 E:;r:g:taat:n Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 11.250.000 11.250.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 61.700.000 61.700.000
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 61.700.000 61.700.000
701.03.2.01.01 E:nmizgtzt::aza;tiigz\:i Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 11.100.000 11.100.000
7.01.03.2.01.03 E::;E:f;zn Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 50.600.000 50.600.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.100.000 4.200.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.200.000 4.200.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.100.000 2.100.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 142.560.000 146.385.000
7.01.05.2.01 PD:rz:Lenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 142.560.000 146.385.000
7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka 25.550.000 29.375.000

Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
7010520107 Kewenangan Daerah da Tidak Diskeanakon alh Instanss Ve 17010000| 117010000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 20.000.000 20.000.000
7.01.06.2.01 ;ae;i:i:::i;aizl:‘og:s:dasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 20.000.000 20.000.000
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 18.000.000 18.000.000
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.000.000 1.000.000
7.01.062.01.15 EZigi:Eaiegzaazgn :Z?SZT’B?;: ‘Dj::ape"dayagunaa” Ruang Desa serta 1.000.000 1.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0001 | Kelurahan Manarap Lama 312.921.600 512.921.600
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 312.921.600 512.921.600
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 312.921.600 512.921.600
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 200.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 312.921.600 312.921.600
7.01.0.00.0.00.01.0002 | Kelurahan Kertak Hanyar | 325.330.050 525.330.050
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 325.330.050 525.330.050
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 325.330.050 525.330.050
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 200.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 325.330.050 325.330.050
7.01.0.00.0.00.01.0003 | Kelurahan Mandar Sari 311.218.550 511.218.550
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 311.218.550 511.218.550
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 311.218.550 511.218.550
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 200.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 311.218.550 311.218.550

7.01.0.00.0.00.02.0000

Kecamatan Astambul

2.474.470.851

2.582.470.851

7.01.0.00.0.00.02.0000

Kecamatan Astambul

2.474.470.851

2.582.470.851

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 2.282.840.851 2.390.840.851
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.777.200 1.777.200
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 242.000 242.000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.535.200 1.535.200

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.890.410.851

1.890.760.851

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.848.770.851

1.848.770.851

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 41.640.000 41.990.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 690.000 690.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 690.000 690.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 86.653.900 108.663.900
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 597.000 597.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.102.000 1.102.000
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.240.900 13.250.900
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.714.000 2.714.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69.000.000 91.000.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.247.000 27.687.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.247.000 27.687.000

Hal.92
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Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 226.974.000 226.974.000
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.224.000 41.224.000
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 184.750.000 184.750.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 54.087.900 134.287.900
Daerah
7.01.01.2.09.02 Penyediaan J.asa Pemellhgraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 43.733.900 53.733.900
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 8.000.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.354.000 72.554.000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 18.170.000 18.170.000
PUBLIK
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 18.170.000 18.170.000
701.02.2.04.03 Pelaksa'n.aan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 18.170.000 18.170.000
yang Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 57.874.000 57.874.000
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 57.874.000 57.874.000
7.01.03.2.01.01 Peningkatan Part'|5|pa5| Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 17.294.000 17.294.000
Pembangunan di Desa
701.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 40.580.000 40.580.000
Kecamatan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.484.000 12.484.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.884.000 9.884.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.04.2.01.01 Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.269.000 8.269.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1.615.000 1.615.000
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 2.600.000 2.600.000
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
7.01.04.2.02.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 2.600.000 2.600.000
Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 92.752.000 92.752.000
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 92.752.000 92.752.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka 23.575.000 23.575.000
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
7.01.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 40.800.000 40.800.000
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 28.377.000 28.377.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.350.000 10.350.000
7.01.06.2.01 Fa5|I|taES|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 10.350.000 10.350.000
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.750.000 1.750.000
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.000.000 3.000.000
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.250.000 1.250.000
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.200.000 2.200.000
7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.100.000 1.100.000
7.01.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 1.050.000 1.050.000

Hal.93



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan

Plafon Anggaran

Sebelum

Sesudah

Ket

2

3

4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

7.01.0.00.0.00.03.0000

Kecamatan Gambut

6.325.503.758

6.878.307.434

7.01.0.00.0.00.03.0000

Kecamatan Gambut

5.575.503.758

5.728.307.434

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 4.072.467.758 4.225.271.434
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.299.600 1.299.600
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 499.800 499.800
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 349.800 349.800
701.012.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 450,000 450,000

Kinerja SKPD

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3.602.387.928

3.647.191.860

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3.553.247.928

3.598.051.860

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 49.140.000 49.140.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 27.000.000 27.000.000
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 27.000.000 27.000.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.600.000 7.200.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.600.000 7.200.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.836.750 147.593.250
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.495.000 1.495.000
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.495.500 1.495.500
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.317.250 25.073.750
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.124.000 2.124.000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.995.000 1.995.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69.410.000 115.410.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 37.193.000 31.536.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.193.000 31.536.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 225.432.480 205.442.724
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.440.000 4.440.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 73.492.480 53.502.724
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 147.500.000 147.500.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 75.718.000 158.008.000
Daerah
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.950.000 17.950.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.988.000 84.288.000
7.01.02 :SgEiAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 70.080.000 70.080.000
7.01.02.2.01 t::ar:::ta:; Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 29.840.000 29.840.000
7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 29.840.000 29.840.000
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 40.240.000 40.240.000
701.02.2.04.03 ;:La;s;i;z::sal;rl'(:ian Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 40.240.000 40.240.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 79.050.000 79.050.000
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 79.050.000 79.050.000
701.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 9.266.000 9.266.000

Pembangunan di Desa
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
701.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 69.784.000 69.784.000
Kecamatan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.450.000 2.450.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.450.000 2.450.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.450.000 2.450.000

7.01.05

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1.336.580.000

1.336.580.000

7.01.05.2.01

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala

Daerah

1.336.580.000

1.336.580.000

7.01.05.2.01.01

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

36.740.000

36.740.000

7.01.05.2.01.07

Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

1.275.000.000

1.275.000.000

7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 24.840.000 24.840.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.876.000 14.876.000
7.01.06.2.01 Fasilitafsi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 14.876.000 14.876.000
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.231.000 2.231.000
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.281.000 3.281.000
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.706.000 1.706.000
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.126.000 2.126.000
7.01.06.2.01.18 Ezgﬂ;ﬁ; Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah 3.336.000 3.336.000
7.01.0.00.0.00.03.0001 | Kelurahan Gambut 400.000.000 600.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 400.000.000 600.000.000
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 400.000.000 600.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 200.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 400.000.000 400.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0002 | Kelurahan Gambut Barat 350.000.000 550.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 350.000.000 550.000.000
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 350.000.000 550.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 200.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 350.000.000 350.000.000

7.01.0.00.0.00.04.0000

Kecamatan Karang Intan

2.830.595.747

3.035.554.557

7.01.0.00.0.00.04.0000

Kecamatan Karang Intan

2.830.595.747

3.035.554.557

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 2.505.522.247 2.718.681.057
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.210.000 7.110.000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.350.000 1.950.000
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 840.000 840.000
7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 630.000 630.000
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.350.000 1.350.000
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 840.000 840.000
701.012.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 450,000 450,000

Kinerja SKPD
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Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000 1.050.000
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.035.715.757 2.132.674.567

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.020.115.757

2.117.074.567

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.240.000 15.240.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 360.000 360.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.150.000 9.150.000
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 150.000 150.000
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.000.000 9.000.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000 150.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 150.000 150.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 101.874.530 123.874.530
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.062.000 1.062.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 598.000 598.000
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.350.030 3.350.030
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.124.100 10.124.100
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.080.400 3.080.400
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.660.000 105.660.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.650.000 43.450.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.650.000 43.450.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 222.472.860 210.116.132
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.697.860 21.841.132
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 196.775.000 187.275.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 89.299.100 192.155.828
Daerah
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.270.000 7.270.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.312.000 82.364.000
7.01.02 :533§AM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 10.977.500 10.977.500
701.02.2.02.03 Ezzgr;g::\;sn Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 577 500 577 500
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 10.400.000 10.400.000
701.02.2.04.03 )I::Ina;sDairlfjgaL;rkl;an Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 10.400.000 10.400.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 70.589.000 67.689.000
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 70.589.000 67.689.000
701.03.2.01.01 ﬁ:nmir;giztj:aza;tiigzzzi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 12.000.000 12.000.000
701.03.2.01.03 Eeercw;r:g:taat:n Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 58589000 55 689.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.000.000 25.000.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.000.000 20.000.000
701.042.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 16.000.000 16.000.000

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
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Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.000.000 4.000.000
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 5.000.000 5.000.000
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
7.01.04.2.02.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 5.000.000 5.000.000
Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 179.273.000 173.973.000
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 179.273.000 173.973.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka 24.165.000 24.165.000
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
7.01.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 132.708.000 127.408.000
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 22.400.000 22.400.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 39.234.000 39.234.000
7.01.06.2.01 Fa5|I|taES|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 39.234.000 39.234.000
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 13.477.000 13.477.000
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.500.000 3.500.000
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.400.000 10.400.000
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 6.000.000 6.000.000
7010620115 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 5 857.000 5 857.000

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

7.01.0.00.0.00.05.0000

Kecamatan Martapura

11.128.589.106

13.112.454.212

7.01.0.00.0.00.05.0000

Kecamatan Martapura

8.521.448.453

9.105.313.559

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 8.316.595.453 8.900.460.559
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.292.000 8.292.000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.039.000 4.039.000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.253.000 4.253.000
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.654.434.453 8.135.779.559
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.523.725.453 7.999.590.559
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 129.960.000 135.300.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 749.000 889.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.896.500 9.939.500
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.443.500 1.443.500
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.453.000 8.496.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.153.000 2.153.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.153.000 2.153.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 124.876.500 143.973.500
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.369.000 2.369.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.680.000 1.680.000
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.192.000 3.192.000
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.035.500 30.132.500
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.400.000 6.400.000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.000.000 9.000.000
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69.200.000 91.200.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.131.000 27.435.000
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0 9.453.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.131.000 17.982.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 423.010.000 429.510.000
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 71.660.000 71.660.000
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 349.850.000 356.350.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 91.802.000 143.378.000
Daerah
701.012.09.02 Penyediaan Jgsa Pemellh?raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 56.762.000 42.018.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.060.000 9.380.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.980.000 91.980.000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 5.414.000 5.414.000
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
7.01.02.2.02 Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2.707.000 2.707.000
701.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 2 707.000 2 707.000
Kecamatan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.707.000 2.707.000
701.02.2.04.03 Pelaksa'n.aan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 2707.000 2707.000
yang Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 56.789.000 56.789.000
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 56.789.000 56.789.000
701.03.2.01.01 Peningkatan Par'F|5|paS| Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 9.931.000 9.931.000
Pembangunan di Desa
701.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 46.858.000 46.858.000
Kecamatan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.414.000 5.414.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.707.000 2.707.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.707.000 2.707.000
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 2.707.000 2.707.000
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
7.01.04.2.02.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 2.707.000 2.707.000
Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 122.936.000 122.936.000
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 122.936.000 122.936.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka 16.023.000 16.023.000
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
7.01.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 83.359.000 83.359.000
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 23.554.000 23.554.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.300.000 14.300.000
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 14.300.000 14.300.000

Pemerintahan Desa
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Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.707.000 2.707.000
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.713.000 2.713.000
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.777.000 7.777.000
7.01.06.2.01.15 E:i!;:iaiegzaaign ZZ?;TE‘B?;'; g:;’ape"dayagunaa” Ruang Desa serta 1.103.000 1.103.000
7.01.0.00.0.00.05.0001 | Kelurahan Sungai Paring 346.547.000 546.547.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 346.547.000 546.547.000
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 346.547.000 546.547.000
701.03.2.02.01 E:nmirggiagt::aza;tiiizﬁjsriaz/l:;yarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 2541900 2541.900
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 200.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 341.905.100 341.905.100
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 2.100.000 2.100.000
7.01.0.00.0.00.05.0002 | Kelurahan Murung Keraton 346.405.000 546.405.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 346.405.000 546.405.000
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 346.405.000 546.405.000
701.03.2.02.01 E:rr;irk\)gEagtj:a:a;tiiﬂzlausriaz/l:syarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 3.409.200 3.409.200
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 200.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 339.995.800 339.995.800
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 3.000.000 3.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0003 | Kelurahan Jawa 350.833.000 550.833.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 350.833.000 550.833.000
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.400.000 1.400.000
701.03.2.01.01 E:nmiggiztj:aza;tiigzzzi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 1.400.000 1.400.000
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 349.433.000 549.433.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 200.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 348.453.000 348.453.000
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 980.000 980.000
7.01.0.00.0.00.05.0004 | Kelurahan Keraton 497.345.740 697.345.740
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 497.345.740 697.345.740
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 497.345.740 697.345.740
7.01.03.2.02.01 ﬁ:nmir;gEztj:aza;ﬁiisﬁs:azﬂ:r?yarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 3,500,000 3,500,000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 200.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 483.345.740 483.345.740
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 10.500.000 10.500.000
7.01.0.00.0.00.05.0005 | Kelurahan Sekumpul 372.766.000 572.766.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 372.766.000 572.766.000
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 372.766.000 572.766.000
701.03.2.02.01 E(eenmirggEagt::aza;tiiizlausrialr:;yarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 3.713.000 3.713.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 200.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 366.453.000 366.453.000
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 2.600.000 2.600.000
7.01.0.00.0.00.05.0006 | Kelurahan Tanjung Rema Darat 346.864.913 546.864.913
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Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 346.864.913 546.864.913
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 346.864.913 546.864.913
7.01.03.2.02.01 i:nmirggl;e;tj:a:a;tiiisﬁlsriaw:syarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 3.008.000 3.008.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 200.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 341.856.913 341.856.913
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 2.000.000 2.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0007 | Kelurahan Pasayangan 346.379.000 546.379.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 346.379.000 546.379.000
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 346.379.000 546.379.000
701.03.2.02.01 IIZ:nmirk;gEagt::aza;tiiizlausrialr:syarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 4.483.000 4.483.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 200.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 340.496.000 340.496.000
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 1.400.000 1.400.000

7.01.0.00.0.00.06.0000

Kecamatan Aranio

2.137.835.983

2.576.560.063

7.01.0.00.0.00.06.0000

Kecamatan Aranio

2.137.835.983

2.576.560.063

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 1.935.828.083 2.330.048.163
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.075.000 3.075.000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.965.000 1.965.000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.110.000 1.110.000

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.531.156.080

1.808.940.160

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.490.722.080

1.768.506.160

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.624.000 39.624.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 810.000 810.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 600.000 1.000.000
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 600.000 1.000.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 700.000 700.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 700.000 700.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 91.869.004 117.224.004
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 992.000 1.346.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.689.004 1.754.004
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.866.500 5.066.500
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.644.500 1.950.500
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.500.000 2.500.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.177.000 104.607.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 43.245.999 51.626.999
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.245.999 51.626.999
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 153.322.000 153.322.000
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.342.000 13.342.000
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 137.480.000 137.480.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 111.860.000 194.160.000

Daerah
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
7.01.012.09.02 Penyediaan J.asa Pemellhgraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 88.820.000 98.820.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.240.000 8.240.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.800.000 87.100.000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 13.468.300 60.408.300
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
7.01.02.2.02 Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 666.000 666.000
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 666.000 666.000
Kecamatan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 12.802.300 59.742.300
7.01.02.2.04.03 Pelaksa'qaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 12.802.300 50742 300
yang Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 64.486.600 64.486.600
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 64.486.600 64.486.600
701.03.2.01.01 Peningkatan Part'|5|pa5| Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 8.513.400 8.513.400
Pembangunan di Desa
701.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 55973200 55973200
Kecamatan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.298.000 6.298.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.624.000 2.624.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.624.000 2.624.000
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 3.674.000 3.674.000
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
7.01.04.2.02.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 3.674.000 3.674.000
Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 99.079.000 99.079.000
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 99.079.000 99.079.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka 16.250.000 16.250.000
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
7.01.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal >5.852.000 >5.852.000
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 26.977.000 26.977.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.676.000 16.240.000
7.01.06.2.01 Fa5|l|taTS|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 18.676.000 16.240.000
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.986.000 2.986.000
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.986.000 2.986.000
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.986.000 2.986.000
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.986.000 2.986.000
701.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 4.296.000 4.296.000

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

7.01.0.00.0.00.07.0000

Kecamatan Sungai Tabuk

3.412.066.658

4.131.911.836

7.01.0.00.0.00.07.0000

Kecamatan Sungai Tabuk

2.992.493.558

3.512.338.736

7.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.783.569.558

3.318.464.736

7.01.01.2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5.932.900

4.357.900
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1 2 3 4 4
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.997.100 2.322.100
701.012.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2935.800 2.035.800

Kinerja SKPD

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.339.140.938 2.750.985.786
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.299.705.938 2.711.550.786
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.640.000 38.640.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 795.000 795.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.225.000 12.225.000
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 225.000 225.000
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.000.000 12.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 105.093.712 147.794.042
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.789.000 3.789.000
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4495212 4495212
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.909.500 18.909.500
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000 3.000.000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 900.000 900.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 74.000.000 116.700.330
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.858.000 27.658.000
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 8.393.000 8.393.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.465.000 19.265.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 242.779.008 239.604.008
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 66.279.008 66.279.008
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 174.500.000 171.325.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 53.540.000 135.840.000
Daerah
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.360.000 82.660.000
7.01.02 :5CB)EIiAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 6.000.000 3.000.000
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 6.000.000 3.000.000
701.02.2.04.03 )F/’:La;s;ir;iii\;aﬁ;’(t;an Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 6.000.000 3.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 56.655.000 50.355.000
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 56.655.000 50.355.000
7.01.03.2.01.01 E::ﬁirklgia;tj:aza;tiigzzzi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 6.250.000 6.250.000
701.03.2.01.03 E::;r:g::;:n Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 50.405.000 44.105.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.674.000 5.924.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.924.000 5.924.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.000.000 2.000.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 129.595.000 126.595.000
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Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 129.595.000 126.595.000

Daerah

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka

Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka 26.790.000 26.790.000

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
7.01.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 102.805.000 99.805.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.000.000 8.000.000
7.01.06.2.01 Fa5|l|ta.5|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 8.000.000 8.000.000

Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.000.000 2.000.000
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.000.000 6.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0001 | Kelurahan Sungai Lulut 419.573.100 619.573.100
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 419.573.100 619.573.100
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 419.573.100 619.573.100
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 200.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 419.573.100 419.573.100

7.01.0.00.0.00.08.0000

Kecamatan Aluh-Aluh

1.748.004.926

2.387.675.021

7.01.0.00.0.00.08.0000

Kecamatan Aluh-Aluh

1.748.004.926

2.387.675.021

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 1.499.837.526 | 2.173.234.371
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.396.500 3.396.500
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.666.500 2.666.500
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 730.000 730.000

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.083.588.166

1.610.965.196

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.054.338.166

1.586.010.396

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28.440.000 24.240.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 810.000 714.800
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.600.000 9.600.000
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 600.000 600.000
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.000.000 9.000.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 700.000 700.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 700.000 700.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.872.080 123.392.760
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.463.200 1.463.200
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.614.280 11.959.000
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.825.800 1.825.800
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.950.000 4.675.960
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.868.800 1.118.800
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 51.150.000 102.350.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.487.480 80.508.620
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 3.259.000 38.280.140
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.228.480 42.228.480
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 199.058.800 174.370.800
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000 2.700.000
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7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.138.800 8.530.800
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 178.220.000 163.140.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 79.134.500 170.300.495
Daerah
701.012.09.02 Penyediaan Jgsa Pemellhgraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 70.990.500 89.856.495
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.915.000 5.915.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.229.000 74.529.000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 74.200.000 70.037.500
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
7.01.02.2.02 Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.000.000 5.000.000
701.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 5.000.000 5.000.000
Kecamatan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 69.200.000 65.037.500
701.02.2.04.03 Pelaksa'n.aan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 69.200.000 65.037.500
yang Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 60.076.400 59.076.400
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 60.076.400 59.076.400
701.03.2.01.01 Peningkatan Par'F|5|paS| Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 7513.400 6.513.400
Pembangunan di Desa
701.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 52 563.000 52 563.000
Kecamatan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.622.800 14.961.200
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.372.800 9.961.200
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.04.2.01.01 Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.721.200 6.721.200
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.651.600 3.240.000
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 9.250.000 5.000.000
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
7.01.04.2.02.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 9.250.000 5.000.000
Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 82.032.500 58.129.850
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 82.032.500 58.129.850
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 50.105.500 30.352.850
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
701.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 31.927.000 27.777.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 13.235.700 12.235.700
7.01.06.2.01 Fa5|l|ta35|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 13.235.700 12.235.700
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.956.000 2.956.000
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.911.200 1.911.200
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.406.000 2.406.000
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 4.962.500 4.962.500

7.01.0.00.0.00.09.0000

Kecamatan Mataraman

2.486.583.377

2.616.792.746

7.01.0.00.0.00.09.0000

Kecamatan Mataraman

2.486.583.377

2.616.792.746
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2

3

4

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 2.310.303.377 2.442.552.746
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.706.000 5.706.000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.706.000 5.706.000

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.859.110.577

1.881.319.946

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.859.110.577

1.881.319.946

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 108.291.260 128.347.760
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.321.000 3.321.000
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.570.260 16.126.760
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.700.000 6.200.000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.700.000 2.700.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78.000.000 100.000.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 271.685.540 276.769.040
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.658.500 13.335.500
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.187.040 46.497.540
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 201.840.000 216.936.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 65.510.000 150.410.000
Daerah
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jtasa Pemellh?raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 57.180.000 67.180.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.840.000 5.440.000
701.012.09.10 Pemel|haraan./Rehab|I|taS| Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 5.490.000 77.790.000
Bangunan Lainnya
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 50.500.000 50.500.000
PUBLIK
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 50.500.000 50.500.000
701.02.2.04.03 Pelaksa'n.aan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 50.500.000 50.500.000
yang Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 62.700.000 60.060.000
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 62.700.000 60.060.000
701.03.2.01.01 Peningkatan Part-|5|pa5| Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 16.500.000 13.860.000
Pembangunan di Desa
701.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 46.200.000 46.200.000
Kecamatan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.000.000 6.000.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.000.000 6.000.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.000.000 6.000.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 51.080.000 51.680.000
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 51.080.000 51.680.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka 27.200.000 27.800.000
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 23.880.000 23.880.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 6.000.000 6.000.000
7.01.06.2.01 FaSI|Ita.SI, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 6.000.000 6.000.000
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.000.000 6.000.000
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Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
7.01.0.00.0.00.10.0000 | Kecamatan Simpang Empat 2.057.768.666 2.204.830.422
7.01.0.00.0.00.10.0000 | Kecamatan Simpang Empat 2.057.768.666 | 2.204.830.422
7.01.01 :iggszxﬁfggr’:JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.887.089.166 | 2.027.984.922
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.115.800 4.115.800
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 330.000 330.000
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 499.800 499.800
7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 500.000 500.000
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 350.000 350.000
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 315.000 315.000
701.012.01.06 E;c;rgainsa;;:)gan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1.400.000 1.400.000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 721.000 721.000

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.474.399.162

1.515.561.482

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.443.871.162

1.482.933.482

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.240.000 32.340.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 288.000 288.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.108.000 12.108.000
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 108.000 108.000
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.000.000 12.000.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.000.000 2.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 109.191.404 134.191.404
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.001.500 3.001.500
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.208.100 17.208.100
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.781.804 2.781.804
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.600.000 12.600.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.400.000 2.400.000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000 1.200.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.000.000 95.000.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.656.000 9.462.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.656.000 9.462.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 188.284.800 174.541.236
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.644.800 43.681.236
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 148.640.000 129.860.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 90.334.000 176.005.000
Daerah
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.170.000 13.170.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.584.000 78.784.000
7.01.02 :533?“” PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 9.405.000 9.405.000
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh 3.051.000 3.051.000

Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
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1 2 3 4 4
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 3.051.000 3.051.000
Kecamatan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 6.354.000 6.354.000
701.02.2.04.03 Pelaksa'n.aan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 6.354.000 6.354.000
yang Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 41.804.500 41.804.500
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 41.804.500 41.804.500
7.01.03.2.01.01 Peningkatan Part'|5|pa5| Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 4.463.000 4.463.000
Pembangunan di Desa
701.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 37341500 37341500
Kecamatan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.806.800 10.806.800
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.085.800 7.085.800
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.04.2.01.01 Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.364.800 3.364.800
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.721.000 3.721.000
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 3.721.000 3.721.000
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
7.01.04.2.02.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 3.721.000 3.721.000
Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 91.065.600 97.231.600
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 91.065.600 97.231.600
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka 31.188.600 19.504.600
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
7.01.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal >9.877.000 77.727.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 17.597.600 17.597.600
7.01.06.2.01 Fa5|I|ta‘S|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 17.597.600 17.597.600
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.212.000 4.212.000
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.080.400 3.080.400
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.240.200 4.240.200
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.698.000 2.698.000
701.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 3.367.000 3.367.000

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

7.01.0.00.0.00.11.0000

Kecamatan Pengaron

2.456.442.906

2.605.292.906

7.01.0.00.0.00.11.0000

Kecamatan Pengaron

2.456.442.906

2.605.292.906

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 2.268.010.406 | 2.429.410.406
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.902.500 5.902.500
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.495.000 3.495.000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.407.500 2.407.500

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.861.353.606

1.864.004.120

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.829.468.706

1.832.719.220

7.01.01.2.02.03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

30.840.000

30.840.000

7.01.01.2.02.05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.044.900

444.900
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7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.642.500 9.592.500
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.642.500 592.500
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.000.000 9.000.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000 1.500.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.500.000 1.500.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 63.453.800 124.403.286
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.518.000 3.518.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.544.500 6.544.500
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.239.275 1.239.275
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.950.000 4.950.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.202.025 2.202.025
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.000.000 105.949.486
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 54.408.000 63.218.900
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 54.408.000 63.218.900
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 199.780.000 200.635.000
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.000.000 35.000.000
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 168.780.000 163.635.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 70.970.000 160.154.100

Daerah
7010120902 Kentarsan Dnas Operstond tow apangan 28000000 57184100
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.970.000 17.970.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.000.000 85.000.000
2.01.02 :S(B)fliAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 18.048.000 18.048.000
701.02.2.02.03 Ezrcw;r:g:taat:n Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 8.538.000 8.538.000
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.510.000 9.510.000
7.01.02.2.04.03 ;:La;s;irl:?jgam’;snan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 9.510.000 9.510.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 48.613.500 41.663.500
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 48.613.500 41.663.500
701.03.2.01.01 Eznmiggiagt::aza;tiigzzzi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 11.224.000 11.224.000
701.03.2.01.03 E::;r;g::\;sn Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 37389500 30.439 500
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.304.000 4.804.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.752.000 1.652.000
7.01.04.2.02 i:::lzl;n;::;e:erapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 4.552.000 3.152.000

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
7.01.04.2.02.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 4.552.000 3.152.000

Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 105.813.000 105.813.000
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7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 105.813.000 105.813.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka 23.819.000 23.819.000
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
7.01.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 81.994.000 81.994.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.654.000 5.554.000
7.01.06.2.01 Fa5|l|ta‘5|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 7.654.000 5.554.000
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.102.000 2.402.000
7.01.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 4552.000 3.152.000
Penetapan dan Penegasan Batas Desa
7.01.0.00.0.00.12.0000 | Kecamatan Sungai Pinang 1.906.499.033 2.227.724.650

7.01.0.00.0.00.12.0000

Kecamatan Sungai Pinang

1.906.499.033

2.227.724.650

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 1.662.435.533 1.983.661.150
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.543.500 3.543.500
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 335.500 335.500
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 330.000 330.000
7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 90.000 90.000
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 450.000 450.000
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 744.000 744.000
701.012.01.06 E%c;r"ji;n;;;agan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi 744000 744000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 850.000 850.000

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.254.507.928

1.467.733.545

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.225.767.928

1.438.993.545

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28.740.000 28.740.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.600.000 9.600.000
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 600.000 600.000
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.000.000 9.000.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 700.000 700.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 700.000 700.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.735.105 107.635.105
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 559.500 559.500
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.420.000 11.420.000
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.991.605 1.991.605
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.200.000 3.200.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.564.000 2.564.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65.000.000 87.900.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 46.565.000 49.365.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.565.000 49.365.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 184.616.000 184.616.000
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.880.000 1.880.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.836.000 24.836.000
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7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 157.900.000 157.900.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 78.168.000 160.468.000
Daerah
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Ja}sa Pemeliharaan, Blayg Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 60.980.000 70.980.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.200.000 5.200.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.988.000 84.288.000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 10.230.000 10.230.000
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
7.01.02.2.02 Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 3.630.000 3.630.000
701.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 3.630.000 3.630.000
Kecamatan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 6.600.000 6.600.000
7.01.02.2.04.03 Pelaksa'qaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 6.600.000 6.600.000
yang Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 56.317.000 56.317.000
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 56.317.000 56.317.000
701.03.2.01.01 Peningkatan Part'|5|paS| Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 7.499.000 7.499.000
Pembangunan di Desa
701.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 48.818.000 48.818.000
Kecamatan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.233.000 20.233.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.941.000 15.941.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.04.2.01.01 Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12:637.000 12:637.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.304.000 3.304.000
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 4.292.000 4.292.000
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
7.01.04.2.02.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 4.292.000 4.292.000
Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 147.607.000 147.607.000
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 147.607.000 147.607.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka 55.396.000 55.396.000
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
7.01.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 92:211.000 92:211.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.676.500 9.676.500
7.01.06.2.01 Fa5|I|taES|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 9.676.500 9.676.500
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.540.000 1.540.000
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1.700.000 1.700.000
7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.698.000 1.698.000
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.698.500 1.698.500
701.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 3,040,000 3,040,000

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

7.01.0.00.0.00.13.0000

Kecamatan Beruntung Baru

2.304.664.242

2.462.434.091
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
7.01.0.00.0.00.13.0000 | Kecamatan Beruntung Baru 2.304.664.242 2.462.434.091

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 2.068.374.742 2.220.398.591
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.594.000 5.594.000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.619.000 3.619.000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.975.000 1.975.000

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.722.014.642

1.769.738.491

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.678.964.242

1.728.734.091

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.640.000 40.240.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 410.400 764.400
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 360.000 360.000
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 360.000 360.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 700.000 700.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 700.000 700.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 91.223.100 117.726.700
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.910.000 4.910.000
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.303.000 10.724.500
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.210.100 3.210.100
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72.800.000 98.882.100
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28.031.000 33.527.400
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.031.000 33.527.400
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 148.222.000 138.222.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.022.000 14.022.000
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 134.200.000 124.200.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 72.230.000 154.530.000
Daerah
7010120902 Kentaraon Dinas Operasiond tou pangan 60580000 | 70580000
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.590.000 4.590.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.660.000 78.960.000
7.01.02 :5(8)3§AM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 16.433.000 16.433.000
701.02.2.02.03 Ezzgr;g:taatsn Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 16.433.000 16.433.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 58.145.500 64.245.500
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 58.145.500 64.245.500
7.01.03.2.01.01 i:rr;iggigtj:a:a;tiiﬂz?:i Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 6.354.000 6.354.000
701.03.2.01.03 E:gr:g:ta;:n Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 51791500 57891500
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.334.000 5.334.000
7.01.04.2.02 z::;:l;n;::ﬂl;e:erapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 3.127.000 3.127.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
7.01.04.2.02.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 3.127.000 3.127.000
Negara Republik Indonesia
7.01.04.7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.207.000 2.207.000
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Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4

7.01.04.7.03.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.207.000 2.207.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 138.198.000 137.844.000
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 138.198.000 137.844.000

Daerah

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka

Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka 32.009.000 32.009.000

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
7.01.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 75.012.000 74.658.000
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 31.177.000 31.177.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.179.000 18.179.000
7.01.06.2.01 Fa5|I|ta‘S|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 18.179.000 18.179.000

Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2.977.000 2.977.000
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.634.000 4.634.000
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.777.000 2.777.000
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 4.734.000 4.734.000
701.062.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 3.057.000 3.057.000

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

7.01.0.00.0.00.14.0000

Kecamatan Martapura Barat

2.290.794.271

2.511.824.579

7.01.0.00.0.00.14.0000

Kecamatan Martapura Barat

2.290.794.271

2.511.824.579

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 2.012.187.271 2.233.317.579
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.800 2.800.800
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.800 1.000.800
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000 1.800.000

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.593.552.371

1.674.171.429

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.552.812.371

1.633.431.429

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.240.000 39.240.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000 1.500.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.500 1.000.500
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.500 1.000.500
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.200.000 4.200.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4.200.000 4.200.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 72.821.600 100.142.950
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.820.000 3.820.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.560.000 9.560.000
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.525.000 1.525.000
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.376.600 17.376.600
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.040.000 3.040.000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.500.000 4.500.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33.000.000 60.321.350
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.600.000 71.490.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.600.000 71.490.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 200.560.000 200.560.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.660.000 20.660.000
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1 2 3 4 4

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.900.000 4.900.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 175.000.000 175.000.000

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 96.952.000 178.951.900
Daerah

7.01.012.09.02 Penyediaan Jf'asa Pemellh‘araan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 35.828.000 45.827.900
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

701.012.09.10 Pemel|haraan./Rehab|I|taS| Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 61.124.000 133.124.000
Bangunan Lainnya

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 25.400.000 25.300.000
PUBLIK

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 4.200.000 4.200.000
Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan

7.01.02.2.01.01 dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.100.000 2.100.000

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.100.000 2.100.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh

7.01.02.2.02 Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 6.300.000 4.200.000

7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2.100.000 2.100.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 2100.000 2100.000
Kecamatan

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 14.900.000 16.900.000

7.01.02.2.04.03 Pelaksa'qaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 14.900.000 16.900.000
yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 63.128.000 63.128.000

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 39.497.000 39.497.000

7.01.03.2.01.01 Peningkatan Part'|5|pa5| Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 9.054.000 9.054.000
Pembangunan di Desa

701.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 30.443.000 30.443.000
Kecamatan

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 19.431.000 19.431.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 13.254.000 13.254.000

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6.177.000 6.177.000

7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan 4.200.000 4.200.000
Kelurahan

7.01.03.2.06.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2.100.000 2.100.000

7.01.03.2.06.11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 2.100.000 2.100.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.300.000 6.300.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.200.000 4.200.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional

7.01.04.2.01.01 Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.100.000 2.100.000

7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.100.000 2.100.000

7.01.04.7.04 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala 2.100.000 2.100.000
Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di

7.01.04.7.04.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 2.100.000 2.100.000
Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 167.279.000 167.279.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 167.279.000 167.279.000
Daerah

7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka 57.605.000 57.605.000

Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
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1 2 3 4 4

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
7.01.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 109.674.000 109.674.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 16.500.000 16.500.000
7.01.06.2.01 Fa5|l|ta35|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 16.500.000 16.500.000

Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.400.000 5.400.000
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.800.000 4.800.000
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.100.000 2.100.000
701.062.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 2100.000 100,000

Penetapan dan Penegasan Batas Desa
7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2.100.000 2.100.000

7.01.0.00.0.00.15.0000

Kecamatan Sambung Makmur

2.033.128.299

2.163.298.443

7.01.0.00.0.00.15.0000

Kecamatan Sambung Makmur

2.033.128.299

2.163.298.443

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 1.758.003.199 1.921.950.343
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.368.000 3.078.000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.730.000 1.440.000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.638.000 1.638.000

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.385.394.524

1.402.564.668

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.357.392.924

1.379.563.068

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.440.000 22.440.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 561.600 561.600
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.578.400 9.000.000
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.578.400 9.000.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.886.000 20.936.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 936.000 936.000
7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24.950.000 20.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 96.228.675 116.727.075
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.503.775 15.516.775
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.089.900 4.092.300
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.200.000 10.118.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 71.435.000 87.000.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 36.533.000 93.087.000
7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 38.901.000
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 9.048.000 15.340.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.485.000 38.846.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.895.600 113.755.600
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 115.895.600 113.755.600
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 84.119.000 162.802.000
Daerah
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.380.000 3.290.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.432.000 84.732.000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 9.880.000 11.100.000

PUBLIK
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Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
7.01.02.2.02 Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.630.000 2.850.000
701.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 1630.000 2 850,000
Kecamatan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.250.000 8.250.000
701.02.2.04.03 Pelaksa-n‘aan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 8.250.000 8.250.000
yang Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 64.338.000 58.138.000
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 64.338.000 58.138.000
701.03.2.01.01 Peningkatan Part-|5|pa5| Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 16.238.000 10.038.000
Pembangunan di Desa
701.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 48.100.000 48.100.000
Kecamatan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.605.000 15.505.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.870.000 14.770.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.04.2.01.01 Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9:350.000 13.250.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1.520.000 1.520.000
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 735.000 735.000
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
7.01.04.2.02.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 735.000 735.000
Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 106.291.100 105.256.100
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 106.291.100 105.256.100
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 29.010.000 29.010.000
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
7.01.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 76246100 76246100
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 83.011.000 51.349.000
7.01.06.2.01 Fa5|l|tefs|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 83.011.000 51.349.000
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.235.000 6.235.000
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.235.000 12.100.000
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 6.200.000 6.200.000
7.01.06.2.01.10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 9.115.000 5.885.000
7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 13.104.000 1.500.000
701.062.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 36.122.000 19.429.000

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

7.01.0.00.0.00.16.0000

Kecamatan Martapura Timur

2.677.243.743

3.044.092.937

7.01.0.00.0.00.16.0000

Kecamatan Martapura Timur

2.677.243.743

3.044.092.937

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 2.477.926.043 2.846.335.037
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.200.000 1.200.000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 800.000 800.000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.000 400.000

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.920.038.785

2.178.887.979
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan

Plafon Anggaran

Sebelum

Sesudah

Ket

1

3

4

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.873.098.785

2.131.947.979

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 46.640.000 46.640.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 300.000 300.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 477.200 477.200
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 200.000 200.000
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 277.200 277.200
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 480.000 480.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 480.000 480.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 80.839.600 103.944.400
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 1.500.000
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.989.800 12.287.100
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000 500.000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.500.000 1.500.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65.349.800 88.157.300
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 182.404.886 259.961.886
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.093.000 44.350.000
7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 143.311.886 215.611.886
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 230.298.072 229.206.072
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.448.072 32.448.072
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 197.850.000 196.758.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 62.187.500 72.177.500
Daerah
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.480.000 5.480.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.988.000 11.988.000
7.01.02 zngiAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 12.480.000 12.480.000
701.02.2.02.03 E::;r:g:f;:n Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 12,480,000 12,480,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45.407.000 45.407.000
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 45.407.000 45.407.000
701.03.2.01.01 ﬁ:nmir;giztj:aza;tiigzzzi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 10.000.000 10.000.000
701.03.2.01.03 Eeercw;r:g:taat:n Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 35.407.000 35.407.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.320.000 8.320.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.200.000 5.200.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.080.000 2.080.000
7.01.04.2.02 z::;:lain;:::’ae:erapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 3.120.000 3.120.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
7.01.04.2.02.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 3.120.000 3.120.000
Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 110.891.000 110.891.000
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 110.891.000 110.891.000

Daerah

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka

Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka 16.120.000 16.120.000

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
7.01.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 94.771.000 94.771.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 22.219.700 20.659.900
7.01.06.2.01 Fa5|l|ta‘5|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 22.219.700 20.659.900

Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2.340.000 2.340.000
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.200.000 5.200.000
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9.360.000 9.360.000
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.559.900 1.559.900
701.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 2 200,000 2 200,000

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

7.01.0.00.0.00.17.0000

Kecamatan Paramasan

2.017.107.276

2.654.522.507

7.01.0.00.0.00.17.0000

Kecamatan Paramasan

2.017.107.276

2.654.522.507

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 1.802.527.776 | 2.447.443.007
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.725.000 4.725.000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.150.000 3.150.000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.575.000 1.575.000

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.401.726.099

1.431.141.330

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.371.136.099

1.400.551.330

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.240.000 30.240.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 350.000 350.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.180.000 11.180.000
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.180.000 2.180.000
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.000.000 9.000.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.400.000 6.400.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.400.000 1.400.000
7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000 5.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.939.677 132.927.377
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.713.750 2.713.750
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3474427 5.204.427
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.479.800 801.800
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.222.000 6.197.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.049.700 6.010.400
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85.000.000 112.000.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.683.000 560.585.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.683.000 560.585.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.080.000 119.390.300
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.040.000 2.040.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.690.000 7.350.300
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 116.350.000 110.000.000
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 98.794.000 181.094.000
Daerah
7.01.012.09.02 Penyediaan J.asa Pemellh‘araan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 76.360.000 86.360.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.450.000 6.450.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.984.000 88.284.000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 8.400.000 8.400.000
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
7.01.02.2.02 Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 8.400.000 8.400.000
701.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 8.400.000 8.400.000
Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 49.000.000 44.000.000
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 49.000.000 44.000.000
7.01.03.2.01.01 Peningkatan Part'|5|pa5| Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 9.000.000 9.000.000
Pembangunan di Desa
701.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 40.000.000 35.000.000
Kecamatan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.500.000 17.500.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.000.000 13.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.04.2.01.01 Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.500.000 8.500.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.500.000 4.500.000
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 4.500.000 4.500.000
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
7.01.04.2.02.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 4.500.000 4.500.000
Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100.177.000 100.177.000
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 100.177.000 100.177.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka 21.000.000 21.000.000
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
7.01.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 48.000.000 48.000.000
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 31.177.000 31.177.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 39.502.500 37.002.500
7.01.06.2.01 Fa5|l|ta!s|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 39.502.500 37.002.500
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.500.000 6.500.000
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.000.000 6.000.000
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.971.300 7.971.300
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.891.200 2.891.200
7010620115 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 13.640.000 13.640.000

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

7.01.0.00.0.00.18.0000

Kecamatan Tatah Makmur

2.256.493.182

2.436.728.532

7.01.0.00.0.00.18.0000

Kecamatan Tatah Makmur

2.256.493.182

2.436.728.532

7.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.071.034.382

2.251.269.732
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Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.222.200 4.222.200
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.522.300 2.522.300
701.012.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1699900 1699900

Kinerja SKPD

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.670.783.276

1.699.118.626

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.630.793.276

1.659.128.626

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.240.000 39.240.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 750.000 750.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 225.000 225.000
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 225.000 225.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 700.000 700.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 700.000 700.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 110.993.502 147.206.502
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.366.500 1.366.500
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.965.000 12.965.000
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.896.162 1.896.162
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.399.840 15.399.840
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.446.000 2.446.000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 500.000 500.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 76.420.000 112.633.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.165.000 72.080.000
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 1.543.000 1.543.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.622.000 70.537.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 165.549.404 161.049.404
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.949.404 16.949.404
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 147.600.000 143.100.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 87.396.000 166.668.000
Daerah
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.300.000 5.970.000
701.012.09.10 g:?;Ji::;af;ﬁie)lgabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 19.980.000 82.600.000
7.01.02 :5CB)EIiAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 6.369.300 6.369.300
7.01.02.2.02.03 EZ:;'E::‘;“ Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 869,300 869,300
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.500.000 5.500.000
701.02.2.04.03 ;:La:s;irﬂii\;aﬁ:;an Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 5.500.000 5.500.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 48.286.500 48.286.500
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 48.286.500 48.286.500
7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 7.665.000 7.665.000

Pembangunan di Desa
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 40.621.500 40.621.500
Kecamatan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.700.000 9.700.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.943.000 6.943.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.04.2.01.01 Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.160.000 4.160.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.783.000 2.783.000
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 2.757.000 2.757.000
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
7.01.04.2.02.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 2.757.000 2.757.000
Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 110.703.000 110.703.000
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 110.703.000 110.703.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka 20.345.000 20.345.000
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
7.01.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 90.358.000 90.358.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.400.000 10.400.000
7.01.06.2.01 FaS|I|tefS|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 10.400.000 10.400.000
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 900.000 900.000
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.080.000 1.080.000
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.080.000 2.080.000
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.180.000 2.180.000
7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.080.000 1.080.000
7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 2.080.000 2.080.000
Pembangunan Desa
701.062.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 1.000.000 1.000.000

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

7.01.0.00.0.00.19.0000

Kecamatan Telaga Bauntung

2.132.808.378

2.257.098.986

7.01.0.00.0.00.19.0000

Kecamatan Telaga Bauntung

2.132.808.378

2.257.098.986

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 1.976.908.378 2.090.148.986
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.815.000 1.977.420
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 270.000 270.420
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 75.000 75.000
7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 75.000 75.000
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 450.000 450.000
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 450.000 612.000
701.012.01.06 E:)noerg;nsaé;)gan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 450,000 450,000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.000 45.000

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.537.558.378

1.553.848.986

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.507.108.378

1.523.398.986

7.01.01.2.02.03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

30.240.000

30.240.000

7.01.01.2.02.05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

210.000

210.000
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.300.000 9.300.000
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 300.000 300.000
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.000.000 9.000.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.070.000 2.070.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.070.000 2.070.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 116.037.052 144.516.552
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.500.000 4.500.000
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.881.052 3.155.552
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.776.000 13.879.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.120.000 4.472.000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.000.000 3.750.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 92.760.000 114.760.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 36.439.000 110.315.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.439.000 110.315.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 174.042.148 147.169.028
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.342.148 14.944.028
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 157.700.000 130.225.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 99.646.800 120.952.000
Daerah
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.820.000 11.405.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.000.000 12.000.000
7.01.02 :533?“” PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 25.200.000 27.300.000
701.02.2.02.03 EZ:;E:?;T Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 16.800.000 18.300.000
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.400.000 9.000.000
701.02.2.04.03 ;:La;s;i;:\;aﬁrkl;an Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 8.400.000 9.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 43.550.000 43.550.000
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 43.550.000 43.550.000
701.03.2.01.01 i:nmiggie;tj:a:a;igzzzi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 9.000.000 9.000.000
701.03.2.01.03 Ez:;r:g:ta;:n Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 34.550.000 34.550.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.600.000 9.600.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.900.000 6.900.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.500.000 3.500.000
7.01.04.2.02 i:::lzl;n;:zll;e:erapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 2.700.000 2.700.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
7.01.04.2.02.01 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 2.700.000 2.700.000

Negara Republik Indonesia
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 72.550.000 82.000.000
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 72.550.000 82.000.000

Daerah

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka

Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 20.000.000 23.820.000

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
7.01.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 32150.000 28.200.000
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 20.400.000 29.980.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.000.000 4.500.000
7.01.06.2.01 Fa5|l|tefS|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 5.000.000 4.500.000

Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.000.000 1.000.000
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1.000.000 1.500.000
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.000.000 1.000.000
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.000.000 1.000.000

7.01.0.00.0.00.20.0000

Kecamatan Cinta Puri Darussalam

2.156.547.380

2.285.281.161

7.01.0.00.0.00.20.0000

Kecamatan Cinta Puri Darussalam

2.156.547.380

2.285.281.161

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 1.950.325.580 | 2.078.159.361
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.150.000 3.150.000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.575.000 1.575.000
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 175.000 175.000
7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 175.000 175.000
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 175.000 175.000
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 175.000 175.000
701.012.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 875.000 875.000

Kinerja SKPD

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.552.110.730

1.572.844.511

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.520.920.730

1.541.654.511

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.840.000 30.840.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 350.000 350.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.000.000 9.000.000
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.000.000 9.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.736.650 112.746.650
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.984.500 1.984.500
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.993.750 2.993.750
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.432.500 5.442.500
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.445.900 4.445.900
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.880.000 5.880.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.000.000 92.000.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.454.000 33.254.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.454.000 33.254.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 194.414.200 194.414.200
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.964.200 40.964.200
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 151.950.000 151.950.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 70.460.000 152.750.000
Daerah
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Ja}sa Pemeliharaan, Blay§ Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 64.780.000 74.770.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.680.000 5.680.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 72.300.000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 9.114.000 9.114.000
PUBLIK
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.114.000 9.114.000
7.01.02.2.04.03 Pelaksa'qaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 9.114.000 9.114.000
yang Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 58.673.800 58.673.800
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 58.673.800 58.673.800
701.03.2.01.01 Peningkatan Part'|5|paS| Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 6.398.000 6.398.000
Pembangunan di Desa
701.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 52275800 52275800
Kecamatan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.375.000 3.375.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.375.000 3.375.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.04.2.01.01 Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2:500.000 2:500.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 875.000 875.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 111.507.000 112.407.000
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 111.507.000 112.407.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.05.2.01.01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka 20.276.000 21.176.000
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
701.05.2.01.07 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 91.231.000 91.231.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 23.552.000 23.552.000
7.01.06.2.01 Fa5|I|ta‘S|, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 23.552.000 23.552.000
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.964.000 1.964.000
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 21.588.000 21.588.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 13.440.075.769 | 44.746.884.630
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 13.440.075.769 | 44.746.884.630
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 13.440.075.769 | 44.746.884.630
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
8.01.01 KABUPATEN/KOTA 4.732.633.169 5.850.978.030
8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.497.500 12.118.500
8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.496.000 2.836.000
8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.118.000 1.665.000
8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.834.000 1.834.000
8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.597.500 1.597.500
8.01.012.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 5 978.500 1964500

Kinerja SKPD
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 4
8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.473.500 2.221.500
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.458.446.954 3.521.328.115

8.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3.351.869.054

3.407.110.215

8.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 103.650.000 111.290.000
8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.964.900 1.964.900
8.01.012.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 963.000 963.000
Semesteran SKPD
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 466.767.215 650.027.215
8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.499.500 3.499.500
8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.997.815 17.997.815
8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.770.000 19.770.000
8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.499.900 12.499.900
8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.000.000 3.000.000
8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 410.000.000 593.260.000
8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 66.929.000 850.368.000
8.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 66.929.000 850.368.000
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 451.812.500 451.812.500
8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000
8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.380.000 1.380.000
8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 447.932.500 447.932.500
8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 274.180.000 365.323.700
Daerah
8.01.012.09.01 Penyediaan Ja'sa Pemeliharaan, Blayg Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 38.990.000 38.990.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
8.01.01.2.09.02 Penyediaan J.asa Pemellhgraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 167.920.000 167.920.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.000.000 140.143.700
8.01.012.09.10 Pemel|haraan‘/Rehab|I|ta5| Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 18.270.000 18.270.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER
8.01.02 KEBANGSAAN 4.536.728.480 | 4.774.478.480
8.01.02.2.01 Perumu‘san Keb!jakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 4.536.728.480 4.774.478.480
Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
8.01.02.2.01.04 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan 4.531.732.800 4.769.482.800
Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
8.01.02.2.01.05 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka 4.995.680 4.995.680
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
8.01.03 PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN 2.467.979.900 | 32.214.764.900
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
8.01.03.2.01 Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 2.467.979.900 | 32.214.764.900
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
8.01.03.201.03 Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 2.383.023.250 32.129.808.250
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 74.993.750 74.993.750

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
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Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan

Plafon Anggaran

Sebelum

Sesudah

Ket

2

3

4

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

8.01.03.2.01.05

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

9.962.900

9.962.900

8.01.04

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

158.280.000

146.080.000

8.01.04.2.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

158.280.000

146.080.000

8.01.04.2.01.03

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing
di Daerah

153.280.000

145.080.000

8.01.04.2.01.05

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5.000.000

1.000.000

8.01.05

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

554.190.680

754.162.680

8.01.05.2.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

554.190.680

754.162.680

8.01.05.2.01.03

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

554.190.680

754.162.680

8.01.06

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

990.263.540

1.006.420.540

8.01.06.2.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

990.263.540

1.006.420.540

8.01.06.2.01.04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

543.199.740

503.929.740

8.01.06.2.01.05

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

50.049.800

50.049.800

8.01.06.2.01.06

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

397.014.000

452.441.000
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4.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja
Tidak Terduga, dan Belanja Transfer
Pada Struktur APBD Tahun 2023 berdasarkan belanja dapat disajikan sebagaimana tabel
berikut:
Tabel 4. 3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja
Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Tahun 2023
Kode Pendapatan dan Penerimaan Daerah Targe;:;ll;t_l'r\lnﬁ:igaran TariitBLa-:::!uAbr;ﬁiiran Tambah/Kurang Persentase
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 1.772.715.598.337 1.689.097.874.002 (83.617.724.335) -4,72%
5.1.01 | Belanja Pegawai 920.429.859.575 953.033.037.610 32.603.178.035 3,54%
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa 788.641.802.218 640.390.039.298 (148.251.762.920) -18,80%
5.1.05 | Belanja Hibah 58.505.641.544 90.584.103.544 32.078.462.000 54,83%
5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial 5.138.295.000 5.090.693.550 (47.601.450) -0,93%
5.2 BELANJA MODAL 326.416.034.167 422.358.239.289 95.942.205.122 29,39%
5.2.01 | Belanja Modal Tanah 5.565.003.412 8.420.000.000 2.854.996.588 51,30%
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.030.097.858 105.827.269.777 36.797.171.919 53,31%
5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan 74.577.560.362 91.770.711.529 17.193.151.167 23,05%
5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 176.200.419.435 214.749.756.343 38.549.336.908 21,88%
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.042.953.100 1.275.501.640 232.548.540 22,30%
5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya - 315.000.000 315.000.000 100,00%
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 8.000.000.000 8.000.000.000 - 0,00%
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga 8.000.000.000 8.000.000.000 - 0,00%
5.4 BELANJA TRANSFER 142.631.188.148 369.032.731.420 226.401.543.272 158,73%
5.4.01 | Belanja Bagi Hasil 8.916.525.800 8.916.525.800 - 0,00%
5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan 133.714.662.348 360.116.205.620 226.401.543.272 169,32%
JUMLAH BELANJA 2.249.762.820.652 2.488.488.844.711 238.726.024.059 10,61%
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 23.300.000.000 36.050.000.000 12.750.000.000 54,72%
6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah 23.300.000.000 36.050.000.000 12.750.000.000 54,72%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 3.300.000.000 36.050.000.000 12.750.000.000 54,72%
JUMLAH PENGELUARAN DAERAH 2.273.062.820.652 2.524.538.844.711 251.476.024.059 11,06%

Sumber : TAPD Kabupaten Banjar

Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja

Transfer, dengan rincian sebagai berikut :

1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Operasi yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp953.033.037.610 yaitu untuk belanja gaji dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Banjar Tahun 2023

tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan

berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, Belanja gaji dan tunjangan DPRD, Belanja

gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan
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KDH/WKDH. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan adanya penerimaan
ASN pada tahun 2023 untuk PPPK Daerah tenaga kesehatan dan tenaga Pendidikan.

- Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp640.390.039.298 terjadi penurunan
sebesar Rp148.251.762.920 atau 18,80 persen yaitu untuk Belanja Barang, Belanja Jasa,
Belanja Pemeliharaan, dana Belanja Perjalanan Dinas.

- Belanja hibah dialokasikan sebesar Rp90.584.103.544 terjadi peningkatan sebesar
Rp32.078.462.000 atau 54,83 persen, digunakan untuk pemberian hibah yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp5.090.693.550 terjadi penurunan sebesar —
Rp47.601.450 atau 0,93 persen, digunakan untuk pemberian bantuan sosial yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Perubahan Plafon Anggaran Sementera Belanja Modal dialokasikan  sebesar
Rp422.358.239.289 terjadi peningkatan sebesar Rp95.942.205.122 atau 29,39 persen yang
terdiri dari Belanja modal tanah, Belanja modal peralatan dan mesin, Belanja modal Gedung
dan bangunan, Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan Belanja modal aset tetap
lainnya.

3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar
Rp8.000.000.000 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, digunakan untuk
keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Transfer dialokasikan sebesar
Rp369.032.731.420 terjadi peningkatan sebesar Rp226.401.543.272 atau 158,73 persen yang
terdiri dari: (1) Belanja bagi hasil yang mengalami peningkatan menyesuaikan peningkatan
pendapatan target pajak dan distribusi Pendapatan asli daerah dimana Kabupaten
berkewajiban mengalokasikan sebesar 10 persen dari pajak dan distribusi; dan (2) Belanja

Bantuan Keuangan Umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Banjar Tahun 2023
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BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Untuk Tahun Anggaran 2023 penerimaan berasal dari perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran
tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sebesar Rp363.419.641.283 Pada Tahun 2023 Pemerintah

Kabupaten Banjar melaksanakan kebijakan pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal

sebesar

dari

Rp36.050.000000 terdiri

Rp.25.550.000.000 dan kepada PT. Air Minum

pinjaman kepada BPR

penyertaan modal

sebesar Rp6.000.000.000 serta pemberian

pinjaman dengan bunga nol persen kepada masyarakat.

kepada Bank Kalsel

sebesar

sebesar Rp4.500.000.000 dalam rangka melaksanakan pemberian

Uraian tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan

daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 1. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Ta::;[ﬁnmgsz:?n ;::;?P'::‘ﬁﬁ::z; Tambah/Kurang Persentase
6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 111.943.617.224 363.419.641.283 251.476.024.059 224,65%

6.1.01 :Z‘Seﬁﬁ:i:;erhit“”gan Anggaran Tahun 111.943.617.224 | 363.419.641.283 | 251.476.024.059 224,65%

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 111.943.617.224 363.419.641.283 251.476.024.059 224,65%

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 23.300.000.000 36.050.000.000 12.750.000.000 54,72%

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 23.300.000.000 36.050.000.000 12.750.000.000 54,72%

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 23.300.000.000 36.050.000.000 12.750.000.000 54,72%

Pembiayaan Netto 88.643.617.224 327.369.641.283 238.726.024.059 269,31%

Sumber : TAPD Kab. Banjar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Banjar Tahun 2023
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BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun
Anggaran 2023 hasil pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Banjar bersama DPRD

Kabupaten Banjar untuk menjadi pedoman menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2023.

B '“‘Mrartapura, 7 Agustus 2023
(_BUPATI BANJAR,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Banjar Tahun 2023
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Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Priori P Indik
rioritas e.mbangunan Program m:h ator SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional Kinerja
2 3 4 5 6

Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penduduk dan Keluarga Berencana

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

‘ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ‘

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN

Berkembangnya Desa Mandiri Pangan

‘ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ‘

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Ketersediaan Pangan Utama

‘ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ‘

Persentase Stabilitas Harga Pangan

‘ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ‘

Skor PPH Konsumsi

’ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan I

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Persentase Penurunan Desa rentan rawan Pangan

I Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan I

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Skor Keamanan Pangan

I Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan I

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

persentase koperasi yang memiliki rekomendasi ijin usaha simpan pinjam

‘ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan ’

Persentase Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas pembantu

‘ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan ‘

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

‘ Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Produksi Perikanan Tangkap

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan I

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Produksi Perikanan Budidaya
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Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
Nasional

Program

Indikator

- SKPD Pelaksana
Kinerja

Keterangan

2

3

4 5

6

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Perikanan

‘ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Angka Konsumesi Ikan

‘ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Perikanan

‘ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Persentase Pertumbuhan Ekspor Produksi Perikanan

‘ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Prosentase destinasi wisata yang representatif

’ Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Prosentase destinasi wisata yang telah dipasarkan

I Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif

I Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Itern (IKKI)

‘ Dinas Pertanian

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang representatif

‘ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Persentase Tertib Ukur

‘ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)

‘ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan

I Dinas Pendidikan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

‘ Dinas Pendidikan

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Persentase implementasi penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum

‘ Dinas Pendidikan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan
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Priori P Indik

No | Prioritas e.mbangunan Program ntfl ator SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional Kinerja

1 2 3 4 5 6

Dinas Kesehatan

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha I

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

‘ Dinas Kesehatan ‘

OPersentase puskesmas terakreditasi minimal utama

‘ Dinas Kesehatan ‘

Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama

‘ Dinas Kesehatan ‘

Persentase puskesmas Terakreditasi Minimal Utama

‘ Dinas Kesehatan |

Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama

‘ Dinas Kesehatan ‘

Persentase Puskesmas Terakreditasi minimal utama

‘ Dinas Kesehatan ‘

Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama

I Dinas Kesehatan I

Persentase Puskesmas Terakreditas Minimal Utama

‘ Dinas Kesehatan ‘

Presentase puskesmas terakreditasi minimal utama

‘ Dinas Kesehatan ‘

Presentase Puskesmas terakreditasi minimal utama

‘ Dinas Kesehatan ’

Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama

‘ Dinas Kesehatan ‘

Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama

‘ Dinas Kesehatan ‘

Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

‘ Dinas Kesehatan ‘

Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar

Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha I

Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit

‘ Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha ‘

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

‘ Dinas Kesehatan ‘

Persentase Pelayanan Kesehatan Keadaan Tertentu oleh Tenaga Kesehatan RS

‘ Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha ‘

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan
Perizinan

‘ Dinas Kesehatan ‘

Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

‘ Dinas Kesehatan ‘

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
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Priori P Indik

No | Prioritas e.mbangunan Program ntfl ator SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional Kinerja

1 2 3 4 5 6

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi

Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

‘ Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang Tersusun

‘ Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

‘ Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Persentase tenaga kerja yag ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam

wilayah Kabupaten/kota

I Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

|

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT, Struktur Skala

Upah Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan

‘ Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Indeks PUG

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (Per 100.000 Penduduk Perempuan)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Persentase Keluarga Berkualitas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
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No | Prioritas e.mbangunan Program ntfl ator SKPD Pelaksana Keterangan
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1 2 3 4 5 6

Persentase Elemen Data Terpilah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Tercapainya IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

‘ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

PROGRAM PENATAAN DESA

Persentase Penataan Administrasi Batas Wilayah Desa

‘ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

Persentase Peningkatan Kerjasama Desa

‘ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib

‘ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Persentase Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya Diberdayakan

‘ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tingkat Prevelensi Kontrasepsi Modern (MCPR)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

‘ Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Persentase Pemuda Berdaya Saing

‘ Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

Persentase Pemuda yang berdaya saing

‘ Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase atlet yang berdaya saing

‘ Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

Persentase Atlet yang berdaya saing

‘ Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
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Prioritas Pembangunan
Nasional

Indik;
Program m?' a?or SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja

2

3 4 5 6

Prosentase destinasi wisata yang representatif

‘ Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ‘

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Persentase Pengembangan Kawasan Ex.Transmigrasi

‘ Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ‘

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sambung Makmur

‘ Kecamatan Sambung Makmur ‘

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan Sambung Makmur

‘ Kecamatan Sambung Makmur ‘

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Bauntung

‘ Kecamatan Telaga Bauntung ‘

Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan

’ Kecamatan Telaga Bauntung I

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Persentase warisan budaya tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional

‘ Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ‘

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Prosentase topik sejarah yang informasinya akan disebarluaskan

‘ Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ‘

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Prosentase warisan budaya benda yang telah ditetapkan dan dilestarikan sebagai cagar budaya

‘ Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ‘

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan

‘ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ‘

Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk

‘ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ‘

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Persentase Bahan Pustaka yang dilestarikan

‘ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ‘

Memperkuat Infrastruktu

r Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

‘ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Persentasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

‘ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS
Kewenangan Kabupaten

‘ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘

pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur

‘ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘
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PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

I Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap

‘ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Persentase Perumahan Yang Dibangun sesuai dengan dokumen teknis atau siteplan

‘ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani

‘ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

|

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU

‘ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

|

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nilai IKKI Perangkat Daerah

’ Dinas Perhubungan

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)

I Dinas Perhubungan

Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi

‘ Dinas Perhubungan

V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar

‘ Dinas Perhubungan

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak

‘ Dinas Perhubungan

Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal

‘ Dinas Perhubungan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

‘ Kecamatan Aluh-Aluh

Membangun Lingkungan

Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang

‘ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

‘ Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Indeks Meningkatnya Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

‘ Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

‘ Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana
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No Priorita:l::ir:::lngunan Program h:((::‘k;;:r SKPD Pelaksana Keterangan
1 2 3 4 5 6
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah I
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
Persentase pelaksanaan fasilitasi sengketa tanah
‘ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ’
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan dan Permukiman
‘ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ‘
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia
‘ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ‘
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Tingkat Pencemaran Air
‘ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ‘
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Persentase Lokasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani
‘ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ‘
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
(LIMBAH B3)
Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi
‘ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ‘
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup
‘ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ‘
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT
DENGAN PPLH
Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup
’ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup I
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan
I Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup I
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang
Terselesaikan
‘ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ‘
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau
7 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Nilai IKKI DPKP
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Priori P Indik

No | Prioritas e.mbangunan Program ntfl ator SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional Kinerja

1 2 3 4 5 6

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala

daerah dan Linmas

‘ Satuan Polisi Pamong Praja ‘

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran

‘ Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan ‘

Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi

‘ Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan ‘

Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan I

Persentase layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

‘ Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan ‘

Persentase layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran

‘ Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan ‘

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

‘ Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ‘

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk

‘ Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ‘

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

‘ Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ‘

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan

‘ Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ‘

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

‘ Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian ‘

Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat layanan keamanan informasi

‘ Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian ‘

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

‘ Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian ‘

Presentase Aplikasi Informatika yang di Bangun / Kembangkan

‘ Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian ‘

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas DKUMPP

‘ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan ‘

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

’ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu I

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Persentase penyelesaian regulasi kemudahan berinvestasi
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Jumlah Investor Baru

‘ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ‘

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indeks Kepuasan Masyarakat

‘ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ‘

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Persentase LKPM

‘ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ‘

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

persentase data Statistik sektoral yang diolah

‘ Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian ‘

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan
pembangunan daerah

‘ Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian ‘

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Indeks KAMI

‘ Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian ‘

Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat layanan keamanan informasi

‘ Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian ‘

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar

‘ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ‘

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan

‘ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ‘

Tingkat Ketersediaan Arsip

I Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan I

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip

I Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan I

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

‘ Sekretariat Daerah ’

Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

‘ Sekretariat Daerah ‘

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Nilai LPPD

‘ Sekretariat Daerah |

Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat

‘ Sekretariat Daerah ‘

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

‘ Sekretariat Daerah ‘
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Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
Nasional

Program

Indikator

- SKPD Pelaksana
Kinerja

Keterangan

2

3

4 5

6

Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan

‘ Sekretariat Daerah

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern

‘ Sekretariat DPRD

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

‘ Sekretariat DPRD

Persentase fasilitasi pelaksanaan reses

‘ Sekretariat DPRD

Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas

‘ Sekretariat DPRD

PROGRAM

DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Persentase fasilitasi pelaksanaan reses

’ Sekretariat DPRD

Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas

‘ Sekretariat DPRD

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan

PROGRAM

PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH YANG TEPAT WAKTU

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan

PERSENTASE PERENCANAAN DAERAH YANG SELARAS

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan

PERSENTASE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan

PROGRAM

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan

INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

MANUSIA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan

INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEREKONOMIAN DAN SDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern

‘ Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

‘ Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

PROGRAM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase capaian Dana Transfer
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Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Priori P Indik

No | Prioritas e.mbangunan Program ntfl ator SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional Kinerja

1 2 3 4 5 6

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah I

Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik

‘ Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ‘

Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Pengganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik

‘ Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ‘

PROGRAM

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

‘ Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ‘

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern

‘ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ‘

PROGRAM

KEPEGAWAIAN DAERAH

Indeks Profesional ASN pada dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin

‘ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ‘

PROGRAM

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Indeks Profesional ASN pada dimensi Kompetensi

‘ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ‘

PROGRAM

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PERSENTASE INOVASI YANG DITERAPKAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan

PERSENTASE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINDAKLANJUTI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern ( IKKI') Inspektorat Daerah

‘ Inspektorat Daerah ‘

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Inspektorat Daerah

‘ Inspektorat Daerah ‘

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

‘ Inspektorat Daerah ‘

PROGRAM

PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan APIP

‘ Inspektorat Daerah ‘

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar

‘ Kecamatan Kertak Hanyar ‘

ndeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar

‘ Kecamatan Kertak Hanyar ‘

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul

I Kecamatan Astambul I

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut
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Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pe.mbangunan Program Inc.llka?or SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional Kinerja
2 3 4 5 6

Kecamatan Gambut

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Karang Intan

‘ Kecamatan Karang Intan

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura

‘ Kecamatan Martapura

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio

I Kecamatan Aranio

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk

‘ Kecamatan Sungai Tabuk

Bimbingan Teknis Implementase Peraturan Perundang Undangan

‘ Kecamatan Aluh-Aluh

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

‘ Kecamatan Aluh-Aluh

|

Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor

‘ Kecamatan Aluh-Aluh

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

‘ Kecamatan Aluh-Aluh

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

‘ Kecamatan Aluh-Aluh

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Mataraman

I Kecamatan Mataraman

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat

‘ Kecamatan Simpang Empat

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan

‘ Kecamatan Pengaron

Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatangan Perangkat Daerah

I Kecamatan Pengaron

Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan

‘ Kecamatan Pengaron

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang

‘ Kecamatan Sungai Pinang

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru

‘ Kecamatan Beruntung Baru

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat

‘ Kecamatan Martapura Barat

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan Sambung Makmur

‘ Kecamatan Sambung Makmur

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Timur

‘ Kecamatan Martapura Timur

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Paramasan

I Kecamatan Paramasan

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur

‘ Kecamatan Tatah Makmur

Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan

‘ Kecamatan Telaga Bauntung
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Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No Priorita's\l:seir:n::lngunan Program h:(‘::‘k::_;:r SKPD Pelaksana Keterangan
1 2 3 4 5 6
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Cintapuri Darussalam
Kecamatan Cinta Puri Darussalam
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

Kecamatan Kertak Hanyar

Kecamatan Astambul

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

I Kecamatan Karang Intan I

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

‘ Kecamatan Karang Intan ‘

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

Kecamatan Martapura

Kecamatan Aranio

Kecamatan Sungai Tabuk

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

‘ Kecamatan Simpang Empat ’

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

’ Kecamatan Beruntung Baru I

Persentase Fasilitasi kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan yang
terlaksana

‘ Kecamatan Martapura Barat ‘

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

‘ Kecamatan Martapura Barat ‘

Persentase Fasilitasi Pelayanan Terhadap masyarakat di kecamatan

‘ Kecamatan Martapura Barat ‘

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

Kecamatan Sambung Makmur

Kecamatan Martapura Timur

Kecamatan Tatah Makmur

PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Koordiansi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kecamatan Kertak Hanyar I

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

‘ Kecamatan Kertak Hanyar ‘

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

‘ Kecamatan Kertak Hanyar ‘

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

I Kecamatan Kertak Hanyar I

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Kecamatan Astambul

Kecamatan Gambut
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No Priorita:l::iT::lngunan Program Ir:((?ll:}::r SKPD Pelaksana Keterangan
1 2 3 4 5 6
Kecamatan Karang Intan
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
Kecamatan Martapura
Kecamatan Aranio
Kecamatan Sungai Tabuk
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
‘ Kecamatan Aluh-Aluh ‘
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
‘ Kecamatan Simpang Empat ‘
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
Kecamatan Beruntung Baru
Kecamatan Martapura Barat
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
‘ Kecamatan Sambung Makmur ‘
Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
‘ Kecamatan Sambung Makmur |
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
Kecamatan Martapura Timur
Kecamatan Tatah Makmur
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat di kecamatan

Kecamatan Kertak Hanyar

Kecamatan Astambul

Kecamatan Gambut

Kecamatan Karang Intan

Kecamatan Martapura

Kecamatan Aranio

Kecamatan Sungai Tabuk

Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan

’ Kecamatan Aluh-Aluh I

Peresentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman danketertiban umum serta perlindungan
masyarakat di keacamatan

‘ Kecamatan Pengaron ‘

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat di kecamatan

‘ Kecamatan Sungai Pinang ‘

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat di Kecamatan

‘ Kecamatan Beruntung Baru ‘

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat di kecamatan

‘ Kecamatan Martapura Barat ‘

Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas

I Kecamatan Sambung Makmur I

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat di kecamatan
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Priorita:laPse;:::Ingunan Program IT((::":;:r SKPD Pelaksana Keterangan
2 3 4 5 6
Kecamatan Martapura Timur
Kecamatan Tatah Makmur
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kecamatan Kertak Hanyar

Kecamatan Astambul

Kecamatan Karang Intan

Kecamatan Martapura

Kecamatan Aranio

Kecamatan Sungai Tabuk

Kecamatan Beruntung Baru

Kecamatan Sambung Makmur

Kecamatan Martapura Timur

Kecamatan Tatah Makmur

PROGRAM

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kecamatan Kertak Hanyar

Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kecamatan Astambul

Kecamatan Karang Intan

Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan

Kecamatan Martapura

Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kecamatan Aranio

Kecamatan Simpang Empat

Persentase Fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa

‘ Kecamatan Pengaron

Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

’ Kecamatan Beruntung Baru

Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

‘ Kecamatan Sambung Makmur

Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

‘ Kecamatan Martapura Timur

Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

I Kecamatan Tatah Makmur

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

‘ Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

PROGRAM

PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Persentase penduduk yang mendapat pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsan dan pembauran

Kebangsaan

‘ Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik
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Priori P Indik

No | Prioritas e.mbangunan Program ntfl ator SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional Kinerja

1 2 3 4 5 6

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Persentase Ormas yang dibina

‘ Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Persentase fasilitasi kegiatan PAGN dan FKUB yang terlaksana

‘ Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL

Persentase Penanganan Konflik Sosial.

‘ Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
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Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas .

No Pembangunan Program Imflka?or SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah
i Kinerja Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)

Provinsi
1 2 3 4 5 6 7
54 | 02. Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi
| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 70.198.300 ‘ 70.198.300

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

| Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

‘ 2.600.792.069

I 2.881.380.070

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN

Berkembangnya Desa Mandiri Pangan

| Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

’ 254.875.800

| 250.182.800

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Ketersediaan Pangan Utama

| Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

I 814.592.300

| 718.592.300

Persentase Stabilitas Harga Pangan

| Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

‘ 814.592.300

‘ 718.592.300

Skor PPH Konsumsi

| Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

‘ 814.592.300

‘ 718.592.300

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Persentase Penurunan Desa rentan rawan Pangan

| Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

‘ 75.352.400

‘ 52.284.400

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Skor Keamanan Pangan

| Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

‘ 82.583.940

‘ 80.503.949

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

persentase koperasi yang memiliki rekomendasi ijin usaha simpan pinjam

Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan

7.728.600

7.728.600

Persentase Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas pembantu

Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan

7.728.600

7.728.600

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Persentase pertumbuhan usaha mikro

Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan

380.841.360

368.786.760

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Persentase Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya

Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan

296.633.500

296.633.500

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

| Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata I 2.976.983.694 l 3.870.107.053
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Produksi Perikanan Tangkap
| Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 160.298.600 l 160.298.600

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
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Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No Pe:::;_lgtz;an Program IT(C:::}:r SKPD Pelaksana Perlfz::Ll:ln;Rp) Per:s::::h(Rp)
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7
Produksi Perikanan Budidaya
| Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ‘ 378.569.100 l 386.597.910
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Perikanan
| Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ’ 105.595.600 l 73.654.500
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Angka Konsumsi Ikan
| Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan I 202.800.000 l 202.800.000
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Perikanan
| Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ‘ 91.600.000 ‘ 91.600.000
Persentase Pertumbuhan Ekspor Produksi Perikanan
| Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ‘ 111.200.000 ‘ 111.200.000

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Prosentase destinasi wisata yang representatif

| Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ‘ 1.927.343.700

‘ 1.874.343.700

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Prosentase destinasi wisata yang telah dipasarkan

| Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ‘ 989.321.000

‘ 1.350.300.800

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif

| Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ‘ 520.418.000

‘ 720.198.000

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Persentase luas lahan pertanian yang didukung sarana pertanian yang berkualitas

| Dinas Pertanian ‘ 1.224.982.006

‘ 1.669.909.756

Persentase pertumbuhan populasi ternak besar

| Dinas Pertanian ‘ 1.224.982.006

‘ 1.669.909.756

Persentase pertumbuhan produktivitas tanaman perkebunan unggulan

Dinas Pertanian I 1.224.982.006

| 1.669.909.756

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Persentase luas lahan yang mendapatkan fasilitasi prasarana pertanian

| Dinas Pertanian | 3.578.588.800

I 3.193.588.800

Persentase luas perkebunan yang mendapatkan fasilitasi prasarana perkebunan

| Dinas Pertanian ‘ 3.578.588.800

‘ 3.193.588.800

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Persentase Jenis Produk Olahan yang dikembangkan

| Dinas Pertanian ‘ 1.088.680.392

‘ 1.253.167.592

Persentase Menurunnya Angka Mortalitas Ternak Besar

| Dinas Pertanian ‘ 283.535.260 ‘ 432.848.460
Persentase Menurunya Angka Mortalitas Ternak Besar
| Dinas Pertanian ‘ 805.145.132 ‘ 820.319.132

Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi

| Dinas Pertanian ’ 1.088.680.392

| 1.253.167.592

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Persentase kinerja pengendalian dan penanggulan bencana pertanian
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Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas .
No Pembangunan Program Inc_llkafor SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah
. Kinerja Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7

Dinas Pertanian

1.705.436.500

1.672.342.500

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha

| Dinas Pertanian

‘ 81.991.000 ‘ 78.528.800
Persentase usaha peternakan yang tertib administrasi
| Dinas Pertanian ‘ 81.991.000 ‘ 78.528.800
Persentasi Usaha Perkebunan yang Tertib administrasi
| Dinas Pertanian I 81.991.000 l 78.528.800
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Persentase kelompok tani yang mandiri
| Dinas Pertanian I 2.158.204.400 | 2.119.134.400
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Persentase rekomendasi izin dan pendaftaran usaha yang dikeluarkan
E;?g:gK;)npge:si, Usaha Mikro, Perindustrian dan 180.000 530.000
PERSENTASE REKOMENDASI IZIN DAN PENDAFTARAN USAHA YANG DIKELUARKAN
E;:;:gK;npgearra]si, Usaha Mikro, Perindustrian dan 1.270.000 920.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang representatif
Fl?eirrmgng;)npge;:si, Usaha Mikro, Perindustrian dan 3.623.000 3.623.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Persentase koefisien variasi harga antar waktu
E;r:g:gK:npge;:si, Usaha Mikro, Perindustrian dan 95.247.900 95.247.900
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
PERSENTASE PRODUK UNGGULAN DAERAH YANG DIKEMBANGKAN
E;r:s:gK:npge;:si, Usaha Mikro, Perindustrian dan 365.226.400 365.226.400
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Persentase Tertib Ukur
E;r:j:gKaonpgear:si, Usaha Mikro, Perindustrian dan 166.358.348 207414348
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DIPROMOSIKAN
E;?;:gK;npgearra]si, Usaha Mikro, Perindustrian dan 8.791.000 13.791.000

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri (%)

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan
Perdagangan

1.590.107.524

1.714.254.024

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Persentase IKM yang Memiliki 1zin

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan

Perdagangan

18.716.000

18.716.000

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)
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Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas .
No Pembangunan Program Inc.llkafor SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah
. Kinerja Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7
Di K i ha Mikro, Peri i
inas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan 37.938.000 37.938.000
Perdagangan
55 | 03. Memperkuat Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian

PROGRAM

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Persentasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 9.949.268.163

I 11.890.018.163

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS

Kewenangan Kabupaten

| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 9.949.268.163

I 11.890.018.163

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur

pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten

| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 9.949.268.163

‘ 11.890.018.163

PROGRAM

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman dan Layak

| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 21.987.236.801

‘ 24.463.431.581

PROGRAM

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Persentase Akses Sanitasi Aman

| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 12.510.013.981 l 12.828.317.381
Persentase Akses Sanitasi Layak

| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 12.510.013.981 ‘ 12.828.317.381
Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah

| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 12.510.013.981 ‘ 12.828.317.381

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase

| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 11.340.977.200 ‘ 12.936.944.564

PROGRAM

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai

| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 14.603.719.216

‘ 14.431.877.221

PROGRAM

PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 764.707.266

‘ 956.707.266

PROGRAM

PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan

| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 23.833.414.768

‘ 23.289.078.188

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 145.550.268.878

‘ 177.848.177.759

Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap

| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 145.550.268.878

‘ 177.848.177.759

PROGRAM

PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi

| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 195.917.700 ‘ 267.507.700
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Persentase Perumahan Yang Dibangun sesuai dengan dokumen teknis atau siteplan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 488.974.160 509.524.160

Lingkungan Hidup
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Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas .
No Pembangunan Program Inc.llkafor SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah
. Kinerja Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani
plnas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 2607.922.292 3.934.404.622
Lingkungan Hidup
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
anas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 557 854500 510.253.050
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU
anas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 3.568.805.599 8.405.755.955
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Nilai IKKI Perangkat Daerah
| Dinas Perhubungan ‘ 5.920.489.282 ‘ 6.794.833.928

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA)J)

Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)

| Dinas Perhubungan

‘ 1.272.938.364

I 1.471.852.879

Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi

| Dinas Perhubungan ‘ 479.207.425 ‘ 633.121.940
V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar
| Dinas Perhubungan ‘ 1.410.558.400 ‘ 4.609.772.915
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak
| Dinas Perhubungan ‘ 686.987.700 ‘ 689.987.700
Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal
| Dinas Perhubungan I 16.516.400 l 40.329.200
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
persentase koperasi yang memiliki rekomendasi ijin usaha simpan pinjam
E;?g:gK;)npge:si, Usaha Mikro, Perindustrian dan 3.721.000 3.721.000
Persentase Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas pembantu
E;:;:gK;npgearra]si, Usaha Mikro, Perindustrian dan 3.721.000 3.721.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Persentase Koperasi yang mematuhi aturan perundangan
Fl?eirrmgng;)npge;:si, Usaha Mikro, Perindustrian dan 53.858.200 53.858.200
Persentase KSP dan USP yang mematuhi aturan perundangan
Fl?eirr\;:gK;)npgearzsi, Usaha Mikro, Perindustrian dan 53.858.200 53.858.200
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Persentase KSP/ USP Sehat
Fl?eirrmgng:npge;:si, Usaha Mikro, Perindustrian dan 103.215.800 103.215.800

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Persentase SDM koperasi (pengawas dan pengurus) yang terlatih
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Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No Pe;::;_lgtz;an Program Ilr(?lti}:r SKPD Pelaksana Periz:lelll:ln;Rp) Per:l:::::I}Rp)
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7
E;r:da:gK:npge;:si, Usaha Mikro, Perindustrian dan 155.833.360 155.833.360
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya
E;?j:gK;npgear,iSil Usaha Mikro, Perindustrian dan 123.308.000 123.308.000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
Ezggzr:f);enn;aa:aan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan 20.798.000 20.798.000
56 | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 14.723.391.369 18.882.992.614
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU
E?;EuZegr:?;?;:pRakyat, Kawasan Permukiman dan 15.853.598.500 19.889.874.300
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja
| Satuan Polisi Pamong Praja ‘ 10.590.509.791 ‘ 11.524.430.358
Nilai IKKI DPKP
| Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan ‘ 2.828.940.071 ‘ 3.024.008.739

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala

daerah dan Linmas

| Satuan Polisi Pamong Praja ‘ 756.525.400

‘ 1.299.266.000

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran

| Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan ‘ 558.885.500 ‘ 558.885.500
Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi

| Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan ‘ 558.885.500 ‘ 558.885.500
Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran

| Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | 558.885.500 l 558.885.500
Persentase layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

| Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan ‘ 558.885.500 ‘ 558.885.500
Persentase layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran

| Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan ‘ 558.885.500 ‘ 558.885.500

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Persentase pelaksanaan fasilitasi sengketa tanah

| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 135.371.100 ‘ 135.371.100

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria

| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 10.000.000

‘ 10.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

Pesentase luasan aset tanah pemkab yang tersertifikati
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Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No Pe;::;_lgtz;an Program Ilr(?lti}:r SKPD Pelaksana Periz:lelll:ln;Rp) Per:l:::::h(Rp)
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 565.000.000 808.648.000
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Persentase aset tanah pemkab yang terinventarisir dan dipatenkan
| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ‘ 22.910.200 ‘ 22.910.200
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ‘ 8.015.528.811 ‘ 8.323.632.892
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk
| Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ‘ 66.410.000 ‘ 66.410.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
| Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ‘ 119.092.700 ‘ 129.092.700
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan
| Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ‘ 307.739.400 ‘ 325.239.400

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan
Persandian

5.223.846.720

6.186.067.531

Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat layanan keamanan informasi

Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan
Persandian

2.203.451.702

2.203.451.702

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Cakupan Pelaksanaan Diseminasi Dan Distribusi Informasi program prioritas

Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan

. 3.891.434.500 5.406.706.500
Persandian
Persentase masyarakat yang menerima informasi publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan 3.891.434.500 5.406.706.500

Persandian

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terinteg

rasi

Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan
Persandian

2.712.649.603

3.510.080.247

Presentase Ap

likasi Informatika yang di Bangun / Kembangkan

Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan
Persandian

2.712.649.603

3.510.080.247

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatu

han Dan Kinerja Intern (IKKI)

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan
Perdagangan

701.451.500

907.831.100

Indeks Kepatu

han Dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas DKUMPP

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan
Perdagangan

9.581.679.549

10.356.365.590

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

8.363.897.611

11.372.928.812

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
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Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas .
Pembangunan Program Inc.llkafor SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah
. Kinerja Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)
Provinsi
2 3 4 5 6 7

Persentase penyelesaian regulasi kemudahan berinvestasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

. 65.988.500 65.988.500
Pintu

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Jumlah Investor Baru

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

. 26.011.300 85.011.300
Pintu

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indeks Kepuasan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

. 79.299.900 79.299.900
Pintu

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Persentase LKPM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

. 483.099.900 483.099.900
Pintu

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Persentase data dan sistem perizinan yang mudah diakses

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

. 28.999.960 28.999.960
Pintu

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

persentase data Statistik sektoral yang diolah

Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan

. 142.799.520 142.799.520
Persandian

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan
pembangunan daerah

Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan

. 142.799.520 142.799.520
Persandian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
Indeks KAMI
Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan 78.526.420 78.526.420

Persandian

Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat layanan keamanan informasi

Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan

. 78.526.420 78.526.420
Persandian

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar

| Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ‘ 4.475.051.257 ‘ 4.683.249.670

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan

| Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ‘ 317.791.500 ‘ 323.991.500

Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk

| Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ‘ 317.791.500 l 323.991.500

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Persentase Bahan Pustaka yang dilestarikan

| Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ’ 16.600.000 l 16.600.000

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan

| Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan I 265.829.500 l 241.797.500
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Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No Pe;::;_lgtz;an Program Ilr(?lti}:r SKPD Pelaksana Periz:lelll:ln;Rp) Per:l:::::h(Rp)
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7
Tingkat Ketersediaan Arsip
| Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ‘ 265.829.500 l 241.797.500
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip
| Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ’ 71.908.750 l 74.767.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)
| Sekretariat Daerah I 95.760.800 l 122.760.800
Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)
| Sekretariat Daerah ‘ 35.775.237.265 ‘ 44.838.593.957
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Nilai LPPD
| Sekretariat Daerah ‘ 358.199.000 ‘ 386.500.000

Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat

| Sekretariat Daerah

‘ 12.461.393.280

‘ 11.454.208.680

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

| Sekretariat Daerah ‘ 432.832.700 ‘ 423.524.200
Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan
| Sekretariat Daerah ‘ 545.462.400 ‘ 793.231.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern
| Sekretariat DPRD ‘ 452.370.000 ‘ 451.200.000

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern

(IKK1)

| Sekretariat DPRD

I 46.245.149.945

| 47.418.771.232

Persentase fasilitasi pelaksanaan reses

| Sekretariat DPRD ‘ 20.415.900.000 ‘ 30.415.900.000
Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas
| Sekretariat DPRD ‘ 20.415.900.000 ‘ 30.415.900.000

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Persenaste fasilitasi pelaksanaan reses

| Sekretariat DPRD

‘ 1.162.305.000

‘ 1.162.305.000

Persentase fasilitasi pelaksanaan reses

| Sekretariat DPRD

‘ 1.095.064.800

‘ 1.095.064.800

Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas

| Sekretariat DPRD ‘ 2.257.369.800 ‘ 2.257.369.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan 8.675.882.042 9781794276
Pengembangan

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH YANG TEPAT WAKTU

Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan

1.481.852.840

1.568.407.854

PERSENTASE PERENCANAAN DAERAH YANG SELARAS
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Prioritas .
No Pembangunan Program Inc.llkafor SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah
. Kinerja Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan

1.885.515.640

1.945.866.154

PERSENTASE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan

403.662.800 377.458.300
Pengembangan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan 256.453.700 256.453.700

Pengembangan

INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEMERINTAHAN DAN PE

MBANGUNAN MANUSIA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan

453.840.900 406.705.300

Pengembangan

INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEREKONOMIAN DAN SDA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan 150.293.000 150.293.000
Pengembangan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 957 331,959 1532617840

Daerah

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah

41.264.248.803

48.679.015.926

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase capaian Dana Transfer

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah

225.423.702.900

225.410.302.900

Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah

225.423.702.900

225.410.302.900

Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah

225.423.702.900

225.410.302.900

Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Pengganggaran Ke

uangan Daerah yang Tertib dan Baik

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah

225.423.702.900

225.410.302.900

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah

501.221.750

540.730.450

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah

2.047.700.137

2.035.961.517

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

7.680.697.034

9.613.052.863

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Indeks Profesional ASN pada dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin
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Prioritas .
No Pembangunan Program Inc.llkafor SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah
. Kinerja Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7
B K i P D
adan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 2 605.346.800 3.334.479.700

Manusia

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Indeks Profesional ASN pada dimensi Kompetensi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

3.103.138.400

3.451.597.400

PROGRAM

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PERSENTASE INOVASI YANG DITERAPKAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan

1.355.869.200

1.332.412.200

PERSENTASE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINDAKLANJUTI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan

1.355.869.200

1.332.412.200

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern ( IKKI ) Inspektorat Daerah

| Inspektorat Daerah

’ 9.529.025.532

| 11.393.767.648

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Inspektorat Daerah

| Inspektorat Daerah

‘ 3.354.500

‘ 3.354.500

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

| Inspektorat Daerah

‘ 1.006.530.000

‘ 946.480.000

PROGRAM

PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan APIP

| Inspektorat Daerah

‘ 1.045.950.000

‘ 949.223.000

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar

| Kecamatan Kertak Hanyar

‘ 4.210.587.055

‘ 4.532.170.721

ndeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar

| Kecamatan Kertak Hanyar

‘ 2.560.000

‘ 2.560.000

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul

| Kecamatan Astambul

‘ 2.282.840.851

‘ 2.390.840.851

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut

| Kecamatan Gambut

’ 4.109.660.758

| 4.256.807.434

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Karang Intan

| Kecamatan Karang Intan

‘ 2.505.522.247

‘ 2.718.681.057

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura

| Kecamatan Martapura ‘ 8.316.595.453 ‘ 8.900.460.559
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio

| Kecamatan Aranio | 1.935.828.083 l 2.330.048.163
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

| Kecamatan Sungai Tabuk ‘ 242.779.008 ‘ 239.604.008
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk

| Kecamatan Sungai Tabuk ‘ 2.540.790.550 ‘ 3.078.860.728
Bimbingan Teknis Implementase Peraturan Perundang Undangan

| Kecamatan Aluh-Aluh ‘ 1.400.000 ‘ 1.400.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
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Prioritas .
No Pembangunan Program Inc.llkafor SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah
. Kinerja Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7
Kecamatan Aluh-Aluh 45.487.480 80.508.620

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

| Kecamatan Aluh-Aluh

‘ 1.083.588.166

‘ 1.610.965.196

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

| Kecamatan Aluh-Aluh ‘ 79.134.500 l 170.300.495
Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor

| Kecamatan Aluh-Aluh ‘ 78.872.080 ‘ 123.392.760
Penyediaan Surat Menyurat

| Kecamatan Aluh-Aluh ‘ 199.058.800 ‘ 174.370.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

| Kecamatan Aluh-Aluh I 3.396.500 l 3.396.500
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

| Kecamatan Aluh-Aluh ‘ 19.200.000 ‘ 19.200.000
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Mataraman

| Kecamatan Mataraman ‘ 2.253.123.377 ‘ 2.375.372.746
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat

| Kecamatan Simpang Empat ‘ 1.887.089.166 ‘ 2.027.984.922

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan

| Kecamatan Pengaron

‘ 2.262.107.906

‘ 2.423.507.906

Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatangan Perangkat Daerah

| Kecamatan Pengaron

‘ 1.867.256.106

‘ 1.869.906.620

Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan

| Kecamatan Pengaron

‘ 1.500.000

‘ 1.500.000

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan sungai Pinang

| Kecamatan Sungai Pinang

’ 1.254.507.928

l 1.467.733.545

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang

| Kecamatan Sungai Pinang ‘ 322.652.500 ‘ 407.752.500
ndeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang

| Kecamatan Sungai Pinang ‘ 84.735.105 ‘ 107.635.105
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru

| Kecamatan Beruntung Baru | 2.068.374.742 l 2.220.398.591
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat

| Kecamatan Martapura Barat ‘ 2.012.187.271 ‘ 2.233.317.579
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sambung Makmur

| Kecamatan Sambung Makmur ‘ 4.368.000 ‘ 3.078.000

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan Sambung Makmur

| Kecamatan Sambung Makmur

‘ 1.758.003.199

‘ 1.921.950.343

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Timur

| Kecamatan Martapura Timur ‘ 2.477.926.043 l 2.846.335.037
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Paramasan
| Kecamatan Paramasan ‘ 1.802.527.776 ‘ 2.447.443.007

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur

| Kecamatan Tatah Makmur

‘ 2.071.034.382

‘ 2.251.269.732

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Bauntung
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Kecamatan Telaga Bauntung 1.539.373.378 1.555.826.406

Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan

| Kecamatan Telaga Bauntung ‘ 437.535.000 ‘ 534.322.580

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Cintapuri Darussalam

| Kecamatan Cinta Puri Darussalam ‘ 1.950.325.580 ‘ 2.078.159.361
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana
Kecamatan Kertak Hanyar 11.250.000 11.250.000
Kecamatan Astambul 18.170.000 18.170.000
Kecamatan Gambut 70.080.000 70.080.000

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana

| Kecamatan Karang Intan ’ 10.977.500 l 10.977.500

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

| Kecamatan Karang Intan ‘ 10.977.500 ‘ 10.977.500
Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana
Kecamatan Martapura 5.414.000 5.414.000
Kecamatan Aranio 13.468.300 60.408.300
Kecamatan Sungai Tabuk 6.000.000 3.000.000

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

| Kecamatan Aluh-Aluh ‘ 69.200.000 ‘ 65.037.500

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

| Kecamatan Aluh-Aluh ‘ 5.000.000 ‘ 5.000.000

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana

| Kecamatan Mataraman ‘ 50.500.000 ‘ 50.500.000

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana

| Kecamatan Simpang Empat I 9.405.000 l 9.405.000

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan

| Kecamatan Pengaron ‘ 9.510.000 ‘ 9.510.000

Persentase fasilitasi kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan yang terlaksana

| Kecamatan Pengaron ‘ 8.538.000 ‘ 8.538.000

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana

| Kecamatan Sungai Pinang ‘ 10.230.000 ‘ 10.230.000

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana

| Kecamatan Beruntung Baru ‘ 16.433.000 ‘ 16.433.000

Persentase Fasilitasi kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan yang terlaksana

| Kecamatan Martapura Barat ‘ 14.900.000 ‘ 16.900.000

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana

| Kecamatan Martapura Barat ‘ 4.200.000 ‘ 4.200.000

Persentase Fasilitasi Pelayanan Terhadap masyarakat di kecamatan

| Kecamatan Martapura Barat ’ 6.300.000 l 4.200.000
Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana
Kecamatan Sambung Makmur 9.880.000 11.100.000
Kecamatan Martapura Timur 12.480.000 12.480.000

Hal.159




Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas .
No Pembangunan Program Inc.llkafor SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah
i Kinerja Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)
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Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana

Kecamatan Paramasan 8.400.000

8.400.000

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana

Kecamatan Tatah Makmur 6.369.300

6.369.300

25.200.000

Kecamatan Telaga Bauntung

27.300.000

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana

| Kecamatan Cinta Puri Darussalam ‘ 9.114.000 ‘ 9.114.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Koordiansi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
| Kecamatan Kertak Hanyar ‘ 312.921.600 ‘ 512.921.600
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
| Kecamatan Kertak Hanyar ‘ 61.700.000 ‘ 61.700.000
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
| Kecamatan Kertak Hanyar I 311.218.550 l 511.218.550
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
| Kecamatan Kertak Hanyar ‘ 325.330.050 ‘ 525.330.050
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
Kecamatan Astambul 57.874.000 57.874.000
Kecamatan Gambut 829.050.000 1.229.050.000
Kecamatan Karang Intan 70.589.000 67.689.000

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Kecamatan Martapura

2.663.929.653

4.063.929.653

Kecamatan Aranio 64.486.600 64.486.600
Kecamatan Sungai Tabuk 476.228.100 669.928.100
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
Kecamatan Aluh-Aluh 60.076.400 59.076.400
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
Kecamatan Mataraman 62.700.000 60.060.000
Kecamatan Simpang Empat 41.804.500 41.804.500
Persentase koordinasi danfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan
| Kecamatan Pengaron ’48.6134500 l 41.663.500
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
| Kecamatan Sungai Pinang ‘ 56.317.000 ‘ 56.317.000
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
Kecamatan Beruntung Baru 58.145.500 64.245.500
Kecamatan Martapura Barat 63.128.000 63.128.000
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
| Kecamatan Sambung Makmur ‘ 64.338.000 ‘ 58.138.000
Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
| Kecamatan Sambung Makmur ‘ 64.338.000 ‘ 58.138.000
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
| Kecamatan Martapura Timur ‘ 45.407.000 ‘ 45.407.000
persentase koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
| Kecamatan Paramasan ‘ 49.000.000 ‘ 44.000.000
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Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Kecamatan Tatah Makmur 48.286.500 48.286.500

Kecamatan Telaga Bauntung 43.550.000 43.550.000

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan

| Kecamatan Cinta Puri Darussalam ‘ 58.673.800 ‘ 58.673.800

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

| Kecamatan Cinta Puri Darussalam ‘ 58.673.800 ‘ 58.673.800

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
di kecamatan

Kecamatan Kertak Hanyar 9.100.000 4.200.000
Kecamatan Astambul 12.484.000 12.484.000
Kecamatan Gambut 2.450.000 2.450.000
Kecamatan Karang Intan 25.000.000 25.000.000
Kecamatan Martapura 5.414.000 5.414.000
Kecamatan Aranio 6.298.000 6.298.000
Kecamatan Sungai Tabuk 8.674.000 5.924.000

Persentase Fasilitasi Penanganan Trantbumlinmas

| Kecamatan Aluh-Aluh ‘ 9.250.000 I 5.000.000

Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan

| Kecamatan Aluh-Aluh ‘ 9.372.800 ‘ 9.961.200

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
di kecamatan

Kecamatan Mataraman 6.000.000 6.000.000

Kecamatan Simpang Empat 10.806.800 10.806.800

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan

| Kecamatan Pengaron ‘ 4.552.000 ‘ 3.152.000

Peresentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman danketertiban umum serta perlindungan
masyarakat di keacamatan

| Kecamatan Pengaron ‘ 3.752.000 ‘ 1.652.000

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
di kecamatan

| Kecamatan Sungai Pinang ‘ 20.233.000 ‘ 20.233.000

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat di Kecamatan

| Kecamatan Beruntung Baru I 5.334.000 l 5.334.000

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
di kecamatan

| Kecamatan Martapura Barat ‘ 6.300.000 l 6.300.000

Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas

| Kecamatan Sambung Makmur ‘ 11.605.000 ‘ 15.505.000

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
di kecamatan

| Kecamatan Martapura Timur ‘ 8.320.000 ‘ 8.320.000

Persentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
di Kecamatan

| Kecamatan Paramasan ‘ 17.500.000 ‘ 17.500.000
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Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
di kecamatan
Kecamatan Tatah Makmur 9.700.000 9.700.000
Kecamatan Telaga Bauntung 9.600.000 9.600.000
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan
| Kecamatan Cinta Puri Darussalam ‘ 3.375.000 ‘ 3.375.000
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
di kecamatan
| Kecamatan Cinta Puri Darussalam ‘ 3.375.000 ‘ 3.375.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kecamatan Kertak Hanyar 142.560.000 146.385.000
Kecamatan Astambul 92.752.000 92.752.000
Kecamatan Gambut 1.336.580.000 1.336.580.000
Kecamatan Karang Intan 179.273.000 173.973.000
Kecamatan Martapura 122.936.000 122.936.000
Kecamatan Aranio 99.079.000 99.079.000
Kecamatan Sungai Tabuk 129.595.000 126.595.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah
Kecamatan Aluh-Aluh 82.032.500 58.129.850
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kecamatan Mataraman 51.080.000 51.680.000
Kecamatan Simpang Empat 91.065.600 97.231.600
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan
| Kecamatan Pengaron ‘ 105.813.000 ‘ 105.813.000
Persentase penyelenggaraan urusanpemerintah umum
Kecamatan Pengaron ’ 105.813.000 l 105.813.000
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kecamatan Sungai Pinang 147.607.000 147.607.000
Kecamatan Beruntung Baru 138.198.000 137.844.000
Kecamatan Martapura Barat 167.279.000 167.279.000
Kecamatan Sambung Makmur 106.291.100 105.256.100
Kecamatan Martapura Timur 110.891.000 110.891.000
Kecamatan Paramasan 100.177.000 100.177.000
Kecamatan Tatah Makmur 110.703.000 110.703.000
Kecamatan Telaga Bauntung 72.550.000 82.000.000
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan
| Kecamatan Cinta Puri Darussalam ‘ 111.507.000 ‘ 112.407.000
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
| Kecamatan Cinta Puri Darussalam ‘ 111.507.000 ‘ 112.407.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
| Kecamatan Kertak Hanyar ‘ 20.000.000 ‘ 20.000.000
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
| Kecamatan Astambul ‘ 8.150.000 ‘ 8.150.000
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Kecamatan Gambut 14.876.000 14.876.000
Kecamatan Karang Intan 39.234.000 39.234.000
Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan
Kecamatan Martapura 14.300.000 14.300.000
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Kecamatan Aranio 18.676.000 16.240.000
Kecamatan Sungai Tabuk 8.000.000 8.000.000
Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan Aluh-Aluh 13.235.700 12.235.700
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Kecamatan Mataraman 6.000.000 6.000.000
Kecamatan Simpang Empat 17.597.600 17.597.600
Persentase Fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa
| Kecamatan Pengaron ‘ 7.654.000 ‘ 5.554.000
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
| Kecamatan Sungai Pinang ‘ 9.676.500 ‘ 9.676.500
Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
| Kecamatan Beruntung Baru ‘ 18.179.000 ‘ 18.179.000
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Kecamatan Martapura Barat 16.500.000 16.500.000
Kecamatan Sambung Makmur 83.011.000 51.349.000
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
| Kecamatan Martapura Timur ‘ 22.219.700 ‘ 20.659.900
Pesrsentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
| Kecamatan Paramasan I 39.502.500 l 37.002.500
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Kecamatan Tatah Makmur 10.400.000 10.400.000
Kecamatan Telaga Bauntung 5.000.000 4.500.000
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan
| Kecamatan Cinta Puri Darussalam ‘ 23.552.000 ‘ 23.552.000
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
| Kecamatan Cinta Puri Darussalam ‘ 23.552.000 ‘ 23.552.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
| Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ‘ 4.732.633.169 ‘ 5.850.978.030

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Persentase penduduk yang mendapat pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsan dan pembauran Kebangsaan

| Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

‘ 4.536.728.480

‘ 4.774.478.480

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik

| Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

‘ 2.467.979.900

‘ 32.214.764.900

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Persentase Ormas yang dibina
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Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 158.280.000 146.080.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Persentase fasilitasi kegiatan PAGN dan FKUB yang terlaksana
| Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ’ 554.190.680 l 754.162.680
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Persentase Penanganan Konflik Sosial.
| Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ‘ 990.263.540 ‘ 1.006.420.540
57 | 05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 502.421.400 502.421.300
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani
Brgsuiegr:?z?;:;akyat, Kawasan Permukiman dan 36.650.000 36.650.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Badan Penanggulangan Bencana Daerah

‘ 5.178.831.185

‘ 5.856.477.180

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana

| Badan Penanggulangan Bencana Daerah ‘ 403.327.900 l 623.882.700
Indeks Meningkatnya Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah ‘ 1.239.552.201 ‘ 2.802.927.201

Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

| Badan Penanggulangan Bencana Daerah

‘ 1.761.049.701

‘ 3.531.229.501

Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana

| Badan Penanggulangan Bencana Daerah ’ 539.230.400 l 759.785.200
Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah ‘ 1.103.649.701 ‘ 2.667.024.701

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan dan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup

14.350.471.039

15.311.556.144

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup

315.499.900

515.499.900

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Tingkat Pencemaran Air

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup

813.170.480

733.006.379

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Persentase Lokasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup

3.474.387.672

4.474.543.172
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Prioritas "
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Provinsi
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH
B3)
Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi
plnas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 77.503.730 77.503.730
Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup
anas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 78.406.820 78.406.820
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT
DENGAN PPLH
Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup
Dmas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 33.865.000 33.865.000
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan
I?lnas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 130.000.000 117.500.000
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang
Terselesaikan
anas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 31.430.000 18.929.800
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
anas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 16.827.287.137 21.731.697 347
Lingkungan Hidup
U?TD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan 5.280.997 500 8.366.297 670
Hijau
67 | 01. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan

| Dinas Pendidikan

‘ 471.824.198.804

‘ 491.942.747.836

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

0Angka partisipasi sekolah (APS) SD

| Dinas Pendidikan ‘ 26.306.596.680 ‘ 26.359.540.680
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

| Dinas Pendidikan ‘ 14.572.816.591 ‘ 14.990.212.391
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD

| Dinas Pendidikan ‘ 104.704.189.743 ‘ 107.145.875.759
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP

| Dinas Pendidikan ‘ 50.734.974.359 l 59.640.786.277

Angka Partisipasi Murni (APM) SD

| Dinas Pendidikan

‘ 104.704.189.743

‘ 107.145.875.759

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

| Dinas Pendidikan

‘ 50.734.974.359

‘ 59.640.786.277

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD
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Dinas Pendidikan 78.397.593.063 80.786.335.079
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP
| Dinas Pendidikan ‘ 26.306.596.680 ‘ 26.359.540.680
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP
| Dinas Pendidikan ‘ 24.428.377.679 ‘ 33.281.245.597

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Persentase implementasi penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum

| Dinas Pendidikan ‘ 34.695.000 ‘ 34.695.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Rasio Guru - Siswa jenjang SD
| Dinas Pendidikan ‘ 61.177.800 ‘ 61.177.800
Rasio Guru - Siswa jenjang SMP
| Dinas Pendidikan ‘ 61.177.800 l 61.177.800
Rasio Guru - Siswa PAUD
| Dinas Pendidikan ‘ 61.177.800 ‘ 61.177.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan
| Dinas Kesehatan ‘ 146.318.029.085 ‘ 146.118.210.634
Presentase Puskesmas Terakreditasi MInimal Utama
| Dinas Kesehatan ‘ 545.612.400 ‘ 0

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

| 149.270.642.719

I 164.423.031.694

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

| Dinas Kesehatan

‘ 1.209.274.172

‘ 1.344.698.407

OPersentase puskesmas terakreditasi minimal utama

| Dinas Kesehatan ‘ 16.635.000 ‘ 39.652.000
Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama
| Dinas Kesehatan ‘ 119.573.871.783 ‘ 134.079.205.061

Persentase puskesmas Terakreditasi Minimal Utama

| Dinas Kesehatan ‘ 2.847.650.432 l 3.129.775.506
Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama
| Dinas Kesehatan ‘ 3.479.483.038 ‘ 4.133.210.073

Persentase Puskesmas Terakreditasi minimal utama

| Dinas Kesehatan

‘ 1.169.485.542

‘ 1.172.760.942

Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama

| Dinas Kesehatan

I 10.163.400.958

| 10.810.808.509

Persentase Puskesmas Terakreditas Minimal Utama

| Dinas Kesehatan

‘ 1.280.548.600

‘ 1.498.503.028

Presentase puskesmas terakreditasi minimal utama

| Dinas Kesehatan

‘ 4.238.884.000

‘ 5.072.681.782

Presentase Puskesmas terakreditasi minimal utama

| Dinas Kesehatan

‘ 1.486.917.600

‘ 1.769.602.578

Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama

| Dinas Kesehatan

‘ 1.514.908.000

‘ 1.662.550.958
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Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama
| Dinas Kesehatan ‘ 71.134.000 ‘ 81.134.000
Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
| Dinas Kesehatan ‘ 20.140.000 ‘ 20.140.000
| Dinas Kesehatan ’ 41.246.000 l 41.246.000

Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar

| Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha ‘ 12.419.470.724

‘ 11.500.280.295

Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit

| Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha ‘ 12.419.470.724

‘ 11.500.280.295

PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

| Dinas Kesehatan ‘ 800.531.200

‘ 2.204.731.200

Persentase Pelayanan Kesehatan Keadaan Tertentu oleh Tenaga Kesehatan RS

| Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha ‘ 1.000.000.000

‘ 1.000.000.000

PROGRAM

SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan

| Dinas Kesehatan ‘ 694.203.500 ‘ 578.626.500
Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
| Dinas Kesehatan ‘ 34.807.500 l 0

PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

| Dinas Kesehatan ’ 321.780.000

| 1.173.632.600

| Dinas Kesehatan ‘ 213.445.000

‘ 432.280.000

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10.568.432.501

11.204.593.860

PROGRAM

PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 938.310.900

948.310.900

PROGRAM

REHABILITASI SOSIAL

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana >86.107.300

563.639.300

PROGRAM

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1419.576.000

1.423.076.000

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan

SosialOSlALitasi Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.290.275.000

1.290.275.000

PROGRAM

PENANGANAN BENCANA
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Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan
Ak, Pangenatn Perdudu o eloaros Brencans | 339400000 335395500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 5.028.787.325 l 5.339.902.476
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang Tersusun
| Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ‘ 35.820.000 ‘ 35.820.000

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

| Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

‘ 1.126.520.500

‘ 1.044.110.500

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT, Struktur Skala Upah

Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan

| Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ‘ 153.596.900 ‘ 153.596.900
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Indeks PUG
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 36.224.000 36.224.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (Per 100.000 Penduduk Perempuan)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 32489000 32.489.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Persentase Keluarga Berkualitas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 140.101.100 140101100
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Persentase Elemen Data Terpilah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11.999.800 11.999.800
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Tercapainya IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 141.014.000 141.014.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 30.494.000 30.494.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)
| Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ‘ 5.850.293.963 ‘ 5.945.128.237

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

‘ 6.141.653.563

‘ 6.553.811.663

PROGRAM PENATAAN DESA

Persentase Penataan Administrasi Batas Wilayah Desa
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Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No Per:E::thZan Program Imfikafor SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah
Provinsi Kinerja Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 299.436.000 246.991.000
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
Persentase Peningkatan Kerjasama Desa
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ‘ 229.112.000 l 241.239.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ’ 145.036.995.178 l 156.704.086.850
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Persentase Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya Diberdayakan
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa I 2.364.843.400 l 2.770.057.400
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Median Usia Perempuan Kawin Pertama
B o, [so3s3200 | tsoarn
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 2 044.807.800 2 134.807.800

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4.531.281.900

4.531.281.900

Tingkat Prevelensi Kontrasepsi Modern (MCPR)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.576.089.700 6.666.089.700
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 5.214.317.800 5214.317.800

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

| Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ‘ 5.452.422.142 ‘ 5.558.814.486
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Persentase Pemuda Berdaya Saing
| Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ‘ 651.232.000 ‘ 651.232.000
Persentase Pemuda yang berdaya saing
| Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ‘ 265.255.400 ‘ 265.362.200
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Persentase atlet yang berdaya saing
| Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ‘ 3.058.393.500 ‘ 8.282.518.500
Persentase Atlet yang berdaya saing
| Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ‘ 493.071.600 l 493.782.850

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Persentase warisan budaya tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional

| Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ’ 1.374.875.300

l 1.374.875.300

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Prosentase topik sejarah yang informasinya akan disebarluaskan

Hal.169



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No Per::::gtzzan Program Inc.lika?or SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah
Provinsi Kinerja Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | 25.402.500 25.402.500
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Prosentase warisan budaya benda yang telah ditetapkan dan dilestarikan sebagai cagar budaya
| Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ‘ 299.879.000 ‘ 299.879.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Itern (IKKI)
| Dinas Pertanian ‘ 29.344.389.288 ‘ 29.876.747.741
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Persentase Pengembangan Kawasan Ex.Transmigrasi
| Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ‘ 26.000.500 ‘ 121.336.500
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Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No Prioritas Sa.sal.-an Program Inqika?or SKPD Pelal.(sa.na Sebelum Sesudah Ket
Prov/Kab/Kota | Prioritas Kinerja Program Prioritas Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | 1. Penguatan Ketahanan Ekonomi Yang Inklusif
1.1.3. Meningkatnya daya beli masyarakat
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Persentase rekomendasi izin dan pendaftaran usaha yang dikeluarkan
Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan 360.000 1.060.000

Perdagangan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang representatif

Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan
Perdagangan

2.249.240.000

1.949.240.000

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Persentase koefisien variasi harga antar waktu

Dinas Koperasi, Usaha

Perdagangan

Mikro, Perindustrian dan 190.495.800 190.495.800
Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Persentase Tertib Ukur
Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan 332.716.696 414.828.696

2.1.3 Menin

gkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Prosentase destinasi wisata yang representatif

Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata

3.854.687.400

3.748.687.400

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Prosentase destinasi wisata yang telah dip

asarkan

Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata

1.978.642.000

2.700.601.600

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI K

REATIF

Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif

Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata

1.040.836.000

1.440.396.000

5.1.3 Menin

gkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata

5.904.371.388

7.690.618.106

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

64.636.000

64.636.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

N Prioritas Sasaran p Indikator SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah Ket
° Prov/Kab/Kota | Prioritas rogram Kinerja Program Prioritas Perubahan (Rp) Perubahan (Rp) €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)
Di Ketah P
inas Ketahanan Pangan 2.600.792.069 2.881.380.070

dan Perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN

Berkembangnya Desa Mandiri Pangan

Dinas Ketahanan Pangan 254.875.800 250.182.800
dan Perikanan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Ketersediaan Pangan Utama
Dinas Ketahanan Pangan 814.592.300 718.592.300
dan Perikanan
Persentase Stabilitas Harga Pangan
Dinas Ketahanan Pangan 814.592.300 718.592.300
dan Perikanan
Skor PPH Konsumsi
Dinas Ketahanan Pangan 814.592.300 718.592.300
dan Perikanan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Persentase Penurunan Desa rentan rawan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan 75.352.400 52.284.400
dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Skor Keamanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan 82.583.940 80.503.949
dan Perikanan
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
persentase koperasi yang memiliki rekomendasi ijin usaha simpan pinjam
Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan 11.449.600 11.449.600

Perdagangan

Persentase Rel

komendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas pembantu

Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan
Perdagangan

11.449.600

11.449.600

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Persentase Koperasi yang mematuhi aturan perundangan

Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan
Perdagangan

53.858.200

53.858.200

Persentase KS

P dan USP yang mematuhi aturan perundangan

Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan
Perdagangan

53.858.200

53.858.200

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Persentase KS

P/ USP Sehat

Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan
Perdagangan

103.215.800

103.215.800

PROGRAM PENDIDIKAN

DAN LATIHAN PERKOPERAS

IAN

Persentase SDM koperasi (pengawas dan pengurus) yang terlatih

Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan

155.833.360

155.833.360
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Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah Ket
Prov/Kab/Kota | Prioritas 9 Kinerja Program Prioritas Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Perdagangan

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya

Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan 123.308.000 123.308.000
Perdagangan

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Persentase pertumbuhan usaha mikro

Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan 380.841.360 368.786.760
Perdagangan

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Persentase Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya

Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan 296.633.500 296.633.500
Perdagangan

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Produksi Perikanan Tangkap

Dinas Ketahanan Pangan

. 160.298.600 160.298.600
dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Produksi Perikanan Budidaya
Dinas Ketahanan Pangan 378.569.100 386.597.910
dan Perikanan

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan

dan Perikanan 105.595.600 73.654.500

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Angka Konsumsi lkan

Dinas Ketahanan Pangan

. 202.800.000 202.800.000
dan Perikanan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan

dan Perikanan 91.600.000 91.600.000
Persentase Pertumbuhan Ekspor Produksi Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan 111.200.000 111,200,000

dan Perikanan

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Persentase luas lahan pertanian yang didukung sarana pertanian yang berkualitas

‘ Dinas Pertanian | 1.224.982.006 | 1.669.909.756 ‘

Persentase pertumbuhan populasi ternak besar

‘ Dinas Pertanian | 1.224.982.006 | 1.669.909.756 ‘

Persentase pertumbuhan produktivitas tanaman perkebunan unggulan

Dinas Pertanian 1.224.982.006 | 1.669.909.756 I

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Persentase luas lahan yang mendapatkan fasilitasi prasarana pertanian

‘ Dinas Pertanian | 3.578.588.800 | 3.193.588.800 ’

Persentase luas perkebunan yang mendapatkan fasilitasi prasarana perkebunan

‘ Dinas Pertanian | 3.578.588.800 | 3.193.588.800 ‘
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Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah Ket
Prov/Kab/Kota | Prioritas 9 Kinerja Program Prioritas Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Persentase Jenis Produk Olahan yang dikembangkan

Dinas Pertanian | 1.088.680.392 |

1.253.167.592 I

Persentase Menurunnya Angka Mortalitas Ternak Besar

‘ Dinas Pertanian | 283.535.260 | 432.848.460 ‘
Persentase Menurunya Angka Mortalitas Ternak Besar
‘ Dinas Pertanian | 805.145.132 | 820.319.132 ‘

Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi

‘ Dinas Pertanian | 1.088.680.392 |

1.253.167.592 ‘

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Persentase kinerja pengendalian dan penanggulan bencana pertanian

‘ Dinas Pertanian | 1.705.436.500 |

1.672.342.500 ‘

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha

‘ Dinas Pertanian | 81.991.000 | 78.528.800 ‘
Persentase usaha peternakan yang tertib administrasi

l Dinas Pertanian | 81.991.000 | 78.528.800 I
Persentasi Usaha Perkebunan yang Tertib administrasi

‘ Dinas Pertanian | 81.991.000 | 78.528.800 ‘

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Persentase kelompok tani yang mandiri

‘ Dinas Pertanian | 2.158.204.400 | 2.119.134.400 ‘

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

PERSENTASE REKOMENDASI IZIN DAN PENDAFTARAN USAHA YANG DIKELUARKAN

Dinas Koperasi, Usaha

Mikro, Perindustrian dan 1.270.000 920.000
Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
PERSENTASE PRODUK UNGGULAN DAERAH YANG DIKEMBANGKAN
Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan 365.226.400 365.226.400
Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DIPROMOSIKAN
Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan 8.791.000 13.791.000
Perdagangan

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri (%)

Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan 1.590.107.524
Perdagangan

1.714.254.024

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Persentase IKM yang Memiliki Izin

Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan 18.716.000
Perdagangan

18.716.000

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)
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Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

N Prioritas Sasaran p Indikator SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah Ket
° Prov/Kab/Kota | Prioritas rogram Kinerja Program Prioritas Perubahan (Rp) Perubahan (Rp) €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan 37.938.000 37.938.000
Perdagangan
2 | 2. Peningkatan Kualitas Sdm Yang Berdaya Saing Dan Berkarakter Agamis

1.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan

‘ Dinas Kesehatan | 292.636.058.170 | 292.236.421.268 ‘

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama

‘ Dinas Kesehatan | 12.898.546.966 | 15.474.578.392 ‘

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

‘ Dinas Kesehatan | 123.910.000 | 105.970.000 ‘

1.1.2. Meningkatnya daya saing masyarakat melalui Pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana

dan sarana pendidikan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan

I Dinas Pendidikan | 943.648.397.608 | 983.885.495.672 I

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Persentase implementasi penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum

‘ Dinas Pendidikan | 69.390.000 | 69.390.000 ’

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rasio Guru - Siswa jenjang SD

‘ Dinas Pendidikan | 122.355.600 | 122.355.600 ‘

Rasio Guru - Siswa jenjang SMP

l Dinas Pendidikan | 122.355.600 | 122.355.600 |

Rasio Guru - Siswa PAUD

‘ Dinas Pendidikan | 122.355.600 | 122.355.600 ‘

4.1.2 Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio

Kecamatan Aranio 1.200.000 2.000.000

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Cintapuri Darussalam

Kecamatan Cinta Puri

3.041.841.460 3.083.309.022
Darussalam

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Terlaksana

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang

Kecamatan Aranio 1.332.000 1.332.000

5.1.1 Menin

gkatnya pengamalan nilai- nilai Pancasila dan nilai-nilai agama;

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa 9.465.266.338 11.701.956.060

Dan Politik

5.1.2 Berkembangnya seni budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter dan kepribadian luhur masyarakat Banjar

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
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Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah Ket
Prov/Kab/Kota | Prioritas 9 Kinerja Program Prioritas Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Persentase warisan budaya tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional

Dinas Kebudayaan,

Kepemudaan, Olah Raga 2.749.750.600 2.749.750.600
dan Pariwisata
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
Prosentase topik sejarah yang informasinya akan disebarluaskan
Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olah Raga 50.805.000 50.805.000

dan Pariwisata

PROGRAM PELESTARIAN

DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Prosentase warisan budaya benda yang te

lah ditetapkan dan dilestarikan sebagai cagar budaya

Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata

599.758.000

599.758.000

5.1.3 Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan,

Kepemudaan, Olah Raga 10.954.440.284 11.167.224.972
dan Pariwisata
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

0Angka partisipasi sekolah (APS) SD

‘ Dinas Pendidikan | 26.306.596.680 | 26.359.540.680 ‘
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

‘ Dinas Pendidikan | 14.572.816.591 | 14.990.212.391 ‘
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD

‘ Dinas Pendidikan | 104.704.189.743 | 107.145.875.759 ‘
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP

l Dinas Pendidikan | 50.734.974.359 | 59.640.786.277 |

Angka Partisipasi Murni (APM) SD

‘ Dinas Pendidikan

104.704.189.743 |

107.145.875.759 ‘

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

‘ Dinas Pendidikan | 50.734.974.359 | 59.640.786.277 ‘
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD

l Dinas Pendidikan | 78.397.593.063 | 80.786.335.079 I
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP

‘ Dinas Pendidikan | 26.306.596.680 | 26.359.540.680 ‘
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP

‘ Dinas Pendidikan | 24.428.377.679 | 33.281.245.597 ‘

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Presentase Puskesmas Terakreditasi MInimal Utama

‘ Dinas Kesehatan

545.612.400 |

0

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

Rumah Sakit Umum
Daerah Ratu Zalecha

149.270.642.719

164.423.031.694

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Dinas Kesehatan

1.209.274.172

1.344.698.407
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No Prioritas Sa_saran Program Inc.lika?or SKPD Pelal.(sa_na Sebelum Sesudah Ket
Prov/Kab/Kota | Prioritas Kinerja Program Prioritas Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
OPersentase puskesmas terakreditasi minimal utama
‘ Dinas Kesehatan | 16.635.000 | 39.652.000 ‘
Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama
‘ Dinas Kesehatan | 113.122.678.300 | 126.341.915.865 ‘

Persentase puskesmas Terakreditasi Minimal Utama

l Dinas Kesehatan | 2.863.110.432 |

3.129.775.506 I

Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama

‘ Dinas Kesehatan | 3.479.483.038 |

4.133.210.073 ‘

Persentase Puskesmas Terakreditasi minimal utama

‘ Dinas Kesehatan | 1.169.485.542 |

1.172.760.942 ‘

Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama

‘ Dinas Kesehatan | 10.163.400.958 |

10.810.808.509 ‘

Persentase Puskesmas Terakreditas Minimal Utama

l Dinas Kesehatan | 1.280.548.600 |

1.498.503.028 |

Presentase puskesmas terakreditasi minimal utama

‘ Dinas Kesehatan | 4.238.884.000 |

5.072.681.782 ‘

Presentase Puskesmas terakreditasi minimal utama

‘ Dinas Kesehatan | 1.486.917.600 |

1.769.602.578 ‘

Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama

l Dinas Kesehatan | 1.514.908.000 |

1.662.550.958 I

Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama

‘ Dinas Kesehatan | 71.134.000 |

81.134.000 ‘

Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

‘ Dinas Kesehatan | 20.140.000 |

20.140.000 ‘

‘ Dinas Kesehatan | 41.246.000 |

41.246.000 ’

Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar

Rumah Sakit Umum

Daerah Ratu Zalecha 12.419.470724

11.500.280.295

Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum

Daerah Ratu Zalecha 12:419.470724

11.500.280.295

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Dinas Kesehatan 800.531.200

2.204.731.200

Persentase Pelayanan Kesehatan Keadaan Tertentu oleh Tenaga Kesehatan RS

Rumah Sakit Umum

Daerah Ratu Zalecha 1.000.000.000

1.000.000.000

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan

Perizinan

l Dinas Kesehatan | 694.203.500 | 578.626.500 I
Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

‘ Dinas Kesehatan | 34.807.500 | 0 ‘

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
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N Prioritas Sasaran p Indikator SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah Ket
° Prov/Kab/Kota | Prioritas rogram Kinerja Program Prioritas Perubahan (Rp) Perubahan (Rp) €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dinas Kesehatan 259.825.000 1.120.647.600
Dinas Kesehatan 213.445.000 432.280.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

10.568.432.501

11.204.593.860

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

938.310.900

948.310.900

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

586.107.300

563.639.300

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

1.419.576.000

1.423.076.000

Persentase Pe
SosialOSlALitasi Sosial

merlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang

Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

1.290.275.000

1.290.275.000

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Persentase Bantuan Sosial untuk Korban B

encana Alam dan Sosial yang Tersalurkan

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan

Transmigrasi

Anak, Pengendalian 338.400.000 335.395.500
Penduduk dan Keluarga
Berencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Di T Kerja D
inas “enaga fefja Fan 5.067.262.625 5378.377.776

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang Tersusun
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N Prioritas Sasaran p Indikator SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah Ket
° Prov/Kab/Kota | Prioritas rogram Kinerja Program Prioritas Perubahan (Rp) Perubahan (Rp) €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dinas Tenaga Kerja Dan 35.820.000 35.820.000

Transmigrasi

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

1.126.520.500

1.044.110.500

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

wilayah Kabu

paten/kota

Persentase tenaga kerja yag ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

165.788.800

161.888.800

PROGRAM HUBUNGAN

INDUSTRIAL

Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT, Struktur Skala
Upah Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

153.596.900

153.596.900

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPU

AN

Indeks PUG

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

1.912.852.800

1.912.852.800

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (Per 100.000 Penduduk Perempuan)

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

32.489.000

32.489.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Persentase Kel

luarga Berkualitas

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

140.101.100

140.101.100

PROGRAM PENGELOLAA

N SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Persentase Elemen Data Terpilah

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

11.999.800

11.999.800

PROGRAM PEMENUHAN

HAK ANAK (PHA)

Tercapainya IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak)

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

141.014.000

141.014.000

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
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N Prioritas Sasaran p Indikator SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah Ket
° Prov/Kab/Kota | Prioritas rogram Kinerja Program Prioritas Perubahan (Rp) Perubahan (Rp) €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)
Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan 30.494.000 30.494.000

Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan

5.850.293.963

5.945.128.237

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa

6.141.653.563

6.553.811.663

PROGRAM PENATAAN DESA

Persentase Penataan Administrasi Batas Wilayah Desa

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa 299.436.000 246.991.000
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
Persentase Peningkatan Kerjasama Desa
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa 229.112.000 241.239.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib
Dinas Pemberdayaan 145036995178 | 156.704.086.850

Masyarakat Dan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Persentase Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya Diberdayakan

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa

2.364.843.400

2.770.057.400

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Median Usia Perempuan Kawin Pertama

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

58.353.200

131.592.700

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Persentase Kel

butuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

2.044.807.800

2.134.807.800

Persentase Kel

butuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

4.531.281.900

4.531.281.900

Tingkat Prevelensi Kontrasepsi Modern (MCPR)
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Prioritas
Prov/Kab/Kota

Sasaran
Prioritas

Program

Indikator
Kinerja

SKPD Pelaksana
Program Prioritas

Sebelum
Perubahan (Rp)

Sesudah
Perubahan (Rp)

Ket

2

3

4

5

6

7

8

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

6.576.089.700

6.666.089.700

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

5.214.317.800

5.214.317.800

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Persentase Pe

muda Berdaya Saing

Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata

651.232.000

651.232.000

Persentase Pe

muda yang berdaya saing

Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata

265.255.400

265.362.200

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase atl

et yang berdaya saing

Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata

3.058.393.500

8.282.518.500

Persentase At

let yang berdaya saing

Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata

493.071.600

493.782.850

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Itern (IKKI)

Dinas Pertanian

29.344.389.288

29.876.747.741

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Persentase Pengembangan Kawasan Ex.Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

50.000.000

145.336.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang

Terlaksana
E:‘;i;‘;:f:;cmta Pur 9.114.000 9.114.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan
‘ Kecamatan Pengaron 4.552.000 | 3.152.000 ’

Peresentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman danketertiban umum serta perlindungan

masyarakat di keacamatan

l Kecamatan Pengaron 3.752.000 | 1.652.000 I
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan
Kecamatan Cinta Puri 3.375.000 3.375.000

Darussalam
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N Prioritas Sasaran p Indikator SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah Ket
° Prov/Kab/Kota | Prioritas rogram Kinerja Program Prioritas Perubahan (Rp) Perubahan (Rp) €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat di kecamatan
K tan Cinta Puri
ecamaran tinta Fur 3.375.000 3.375.000
Darussalam
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan
l Kecamatan Pengaron | 105.813.000 | 105.813.000 I
Persentase penyelenggaraan urusanpemerintah umum
‘ Kecamatan Pengaron | 105.813.000 | 105.813.000 ‘
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan
Kecamatan Cinta Puri 111.507.000 112.407.000
Darussalam
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kecamatan Cinta Puri 111.507.000 112.407.000
Darussalam
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase Fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa
Kecamatan Pengaron 7.654.000 5.554.000
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan
Kecamatan Cinta Puri 23.552.000 23.552.000
Darussalam
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Kecamatan Cinta Puri 23.552.000 23.552.000
Darussalam
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Persentase penduduk yang mendapat pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsan dan pembauran
Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa 4.536.728.480 4.774.478.480
Dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik
Badan Kesatuan Bangsa 2.467.979.900 32.214.764.900
Dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Persentase Ormas yang dibina
Badan Kesatuan Bangsa 158.280.000 146.080.000
Dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Persentase fasilitasi kegiatan PAGN dan FKUB yang terlaksana
Badan Kesatuan Bangsa 554.190.680 754.162.680
Dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Persentase Penanganan Konflik Sosial.
Badan Kesatuan Bangsa 990.263.540 1.006.420.540
Dan Politik
3 | 3. Penguatan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

2.1.1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
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N Prioritas Sasaran p Indikator SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah Ket
° Prov/Kab/Kota | Prioritas rogram Kinerja Program Prioritas Perubahan (Rp) Perubahan (Rp) €
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

145.550.268.878 177.848.177.759

Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap

Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan 145.550.268.878 177.848.177.759

Pertanahan

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)

‘ Dinas Perhubungan | 239.870.200 | 399.436.715 ‘
Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi

‘ Dinas Perhubungan | 239.870.200 | 399.436.715 ‘
V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar

l Dinas Perhubungan | 239.870.200 | 399.436.715 I

2.2.7 Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur serta infrastruktur lainnya untuk

pemerataan pembangunan antar wilayah

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Persentasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

9.949.268.163 11.890.018.163

Kewenangan Kabupaten

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

9.949.268.163 11.890.018.163

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang

infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten

terlindungi oleh

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

9.949.268.163 11.890.018.163

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Persentase Akses Sanitasi Aman

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

12.510.013.981 12.828.317.381

Persentase Akses Sanitasi Layak

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

12.510.013.981 12.828.317.381

Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

12.510.013.981 12.828.317.381

3.1.1 Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

29.207.438.432 28.863.754.442

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang
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N Prioritas Sasaran p Indikator SKPD Pelaksana Sebelum Sesudah Ket
° Prov/Kab/Kota | Prioritas rogram Kinerja Program Prioritas Perubahan (Rp) Perubahan (Rp) €
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan 1.529.414.532 1.913.414.532
Pertanahan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

47.666.829.536 46.578.156.376

3.1.2 Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Persentase Perumahan Yang Dibangun sesuai dengan dokumen teknis atau siteplan

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup

653.993.400 653.993.400

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama
1.920.000 0

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman dan Layak

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

N DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

21.987.236.801 24.463.431.581

PROGRAM PENGELOLAA

Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

11.340.977.200 12.936.944.564

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

menuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi

Persentase Pe

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

201.480.000 273.070.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Persentase Perumahan Yang Dibangun sesuai dengan dokumen teknis atau siteplan

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup

161.977.460 182.527.460

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan 2.421.089.292 3.747.571.622

Lingkungan Hidup
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

PROGRAM PERUMAHAN
umuh

Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman K

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan 557.854.500 510.253.050

Lingkungan Hidup

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU

rumahan yang sudah dilengkapi PSU

Persentase Pe

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan 3.568.805.599 8.405.755.955

Lingkungan Hidup
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nilai IKKI Perangkat Daerah

‘ Dinas Perhubungan | 5.920.489.282 | 6.794.833.928 ‘

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)

‘ Dinas Perhubungan | 1.052.563.964 | 1.097.563.964 ‘

Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi

l Dinas Perhubungan | 258.833.025 | 258.833.025 I

V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar

‘ Dinas Perhubungan | 1.190.184.000 | 4.235.484.000 ‘

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak

‘ Dinas Perhubungan | 686.987.700 | 689.987.700 ‘

Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal

‘ Dinas Perhubungan | 16.516.400 | 40.329.200 ‘

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Penelitian Dan
Pengembangan

20.798.000 20.798.000

4. Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Ketahanan Bencana

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan 502.421.400 502.421.300
Pertanahan

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase Kawasan Kumuh yang tertangan

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan 223.483.000 223.483.000
Lingkungan Hidup

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan

5.178.831.185 5.856.477.180
Bencana Daerah

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana

Badan Penanggulangan

403.327.900 623.882.700
Bencana Daerah

Indeks Meningkatnya Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Badan Penanggulangan

1.239.552.201 2.802.927.201
Bencana Daerah

Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Badan Penanggulangan

1.761.049.701 3.531.229.501
Bencana Daerah

Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana

Badan Penanggulangan 539.230.400 759.785.200
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Bencana Daerah

Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

Badan Penanggulangan

1.103.649.701 2.667.024.701
Bencana Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan dan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan 14.350.471.039 15.311.556.144
Lingkungan Hidup

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan 315.499.900 515.499.900
Lingkungan Hidup

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Tingkat Pencemaran Air

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan 748.264.340 668.100.239
Lingkungan Hidup

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Persentase Lokasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan 3.474.387.672 4.474.543.172
Lingkungan Hidup

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
(LIMBAH B3)

Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan 77.503.730 77.503.730
Lingkungan Hidup

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan 78.406.820 78.406.820
Lingkungan Hidup

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG
TERKAIT DENGAN PPLH

Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan 33.865.000 33.865.000
Lingkungan Hidup

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang
Terselesaikan

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan 31.430.000 18.929.800
Lingkungan Hidup

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan 16.827.287.137 21.731.697.347
Lingkungan Hidup
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UPTD Pengelolaan
Sampah dan Air Limbah _ 5.280.997.500 8.366.297.670
BLUD Intan Hijau
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan
‘ Kecamatan Pengaron | 1.829.468.706 | 1.832.719.220 ‘
Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatangan Perangkat Daerah
‘ Kecamatan Pengaron | 1.829.468.706 | 1.832.719.220 ‘
5 | 5. Transformasi Pelayanan Publik Yang Melayani

2.1.1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

14.723.391.369 18.882.992.614

3.1.1 Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Persentase pelaksanaan fasilitasi sengketa tanah

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

270.742.200 270.742.200

PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

Pesentase luasan aset tanah pemkab yang tersertifikati

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

1.130.000.000 1.617.296.000

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Persentase aset tanah pemkab yang terinventarisir dan dipatenkan

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

45.820.400 45.820.400

4.1.2 Terselenggaranya

reformasi dalam pelayanan publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil 16.031.057.622

16.647.265.784

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil 132.820.000

132.820.000

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil 238.185400

258.185.400

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

16.798.361.222 22.816.423.624

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul

Kecamatan Astambul 4.565.681.702 4.781.681.702
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Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut
l Kecamatan Gambut | 8.070.549.516 | 8.387.470.868 I

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Karang Intan

‘ Kecamatan Karang Intan |

5.011.044.494 |

5.437.362.114 ‘

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio

‘ Kecamatan Aranio |

3.870.456.166 |

4.658.096.326 ‘

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk

‘ Kecamatan Sungai Tabuk |

5.081.581.100|

6.157.721.456 ‘

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Mataraman

l Kecamatan Mataraman | 4.506.246.754 | 4.750.745.492 |
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat
Ei;ixatans"“pang 3774178332 4.055.969.844
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang
Kecamatan Sungai Pinang 482.962.000 488.562.000

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru

Kecamatan Beruntung
Baru

4.136.749.484

4.440.797.182

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

Kecamatan Martapura Barat

Kecamatan Martapura
Barat

4.024.374.542

4.466.635.158

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

Kecamatan Martapura Timur

Kecamatan Martapura

Timur 4.955.852.086 5.692.670.074
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Paramasan

‘ Kecamatan Paramasan | 3.605.055.552 | 4.894.886.014 ‘
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur

‘ Kecamatan Tatah Makmur | 4.142.068.764 | 4.502.539.464 ‘

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Bauntung

Kecamatan Telaga
Bauntung

3.078.746.756

3.111.652.812

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

Kecamatan Cintapuri Darussalam

Kecamatan Cinta Puri
Darussalam

858.809.700

1.073.009.700

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang

Terlaksana
Kecamatan Astambul 36.340.000 36.340.000
Kecamatan Gambut 140.160.000 140.160.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kecamatan Karang Intan 21.955.000 21.955.000

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang

Terlaksana
Kecamatan Martapura 10.828.000 10.828.000
Kecamatan Aranio 26.936.600 120.816.600
Kecamatan Sungai Tabuk 12.000.000 6.000.000
Kecamatan Mataraman 101.000.000 101.000.000
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Kecamatan Martapura 8.400.000 8.400.000

Barat

Kecamatan Sambung 19.760.000 22.200.000

Makmur

Kecamatan Tatah Makmur 12.738.600 12.738.600

Kecamatan Telaga 50.400.000 54.600.000

Bauntung

PROGRAM PEMBERDAYA

AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Ko

ordinasi dan Fasilitasi Kegiat.

an Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Kecamatan Astambul 115.748.000 115.748.000
Kecamatan Gambut 1.658.100.000 2.458.100.000
Kecamatan Karang Intan 141.178.000 135.378.000

Persentase Ko

ordinasi dan Fasilitasi Kegiat.

an Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Empat

Kecamatan Martapura 5.327.859.306 8.127.859.306
Kecamatan Aranio 128.973.200 128.973.200
Kecamatan Sungai Tabuk 952.456.200 1.339.856.200
Kecamatan Mataraman 125.400.000 120.120.000
Kecamatan Simpang 83.609.000 83.609.000

Persentase Ko

ordinasi dan Fasilitasi Kegiat.

an Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Kecamatan Martapura
Barat

126.256.000

126.256.000

Persentase Ko

ordinasi dan Fasilitasi Kegiat.

an Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Kecamatan Martapura

Bauntung

. 90.814.000 90.814.000
Timur

Kecamatan Tatah Makmur 96.573.000 96.573.000
Kecamatan Telaga 87.100.000 87.100.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat di kecamatan
Kecamatan Astambul 24.968.000 24.968.000
Kecamatan Gambut 4.900.000 4.900.000
Kecamatan Karang Intan 50.000.000 50.000.000
Kecamatan Martapura 10.828.000 10.828.000
Kecamatan Aranio 12.596.000 12.596.000
Kecamatan Sungai Tabuk 17.348.000 11.848.000
Kecamatan Mataraman 12.000.000 12.000.000
E;cs::ata" Simpang 21.613.600 21.613.600
g:f:tmata” Martapura 12.600.000 12,600,000
Kecamatan Tatah Makmur 19.400.000 19.400.000
::Ei:}ant;" Telaga 19.200.000 19.200.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kecamatan Astambul 185.504.000 185.504.000

Kecamatan Gambut

2.673.160.000

2.673.160.000
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Kecamatan Karang Intan 358.546.000 347.946.000
Kecamatan Martapura 245.872.000 245.872.000
Kecamatan Aranio 198.158.000 198.158.000
Kecamatan Sungai Tabuk 259.190.000 253.190.000
Kecamatan Mataraman 102.160.000 103.360.000
Eﬁiixatans"“pang 182.131.200 194.463.200
Kecamatan Sungai Pinang 295.214.000 295.214.000
g:::tmata" Martapura 334.558.000 334.558.000
ﬁ?ﬁ;ﬁ:mqsamb”"g 212.582.200 210.512.200
Kecamatan Paramasan 200.354.000 200.354.000
Kecamatan Tatah Makmur 221.406.000 221.406.000
g:sfgrﬁgnTébga 145.100.000 164.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Kecamatan Astambul 20.700.000 20.700.000
Kecamatan Gambut 29.752.000 29.752.000
Kecamatan Karang Intan 78.468.000 78.468.000
Kecamatan Aranio 37.352.000 32.480.000
Kecamatan Sungai Tabuk 16.000.000 16.000.000
Kecamatan Mataraman 12.000.000 12.000.000
Eﬁ;ﬂ:atans"“pang 35.195.200 35.195.200
g:f:tmata” Martapura 33.000.000 33.000.000
E::f;:jrta" Sambung 166.022.000 102.698.000
Kecamatan Tatah Makmur 20.800.000 20.800.000
Kecamatan Telaga 10.000.000 9.000.000

Bauntung

4.1.6 Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi Dan
Informatika, Statistik Dan
Persandian

5.223.846.720

6.186.067.531

5.1.4 Menin

gkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong

. 21.181.019.582 23.048.860.716
Praja
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan 15.853.598.500 19.889.874.300

Lingkungan Hidup
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Nilai IKKI DPKP
Dinas Pemadam
Kebakaran Dan 6.280.661.586 6.570.105.254

Penyelamatan

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan
kepala daerah dan Linmas

Satuan Polisi Pamong
Praja

756.525.400

1.299.266.000

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran

Dinas Pemadam
Kebakaran Dan 558.885.500 558.885.500
Penyelamatan

Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
Dinas Pemadam
Kebakaran Dan 558.885.500 558.885.500
Penyelamatan

Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran
Dinas Pemadam
Kebakaran Dan 558.885.500 558.885.500
Penyelamatan

Persentase layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran
Dinas Pemadam
Kebakaran Dan 558.885.500 558.885.500
Penyelamatan

Persentase layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran
Dinas Pemadam
Kebakaran Dan 558.885.500 558.885.500
Penyelamatan

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH

ABSENTEE
Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan 10.000.000 10.000.000
Pertanahan
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan
Dinas Kependudukan Dan 307.739.400 325.239.400
Pencatatan Sipil

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat layanan keamanan informasi

Dinas Komunikasi Dan

Persandian

Informatika, Statistik Dan

2.203.451.702

2.203.451.702

PROGRAM PENGELOLAA

N INFORMASI DAN KOMUN

IKASI PUBLIK

Cakupan Pelaksanaan Diseminasi Dan Distribusi Informasi program prioritas

Dinas Komunikasi Dan

Informatika, Statistik Dan

Informatika, Statistik Dan 3.891.434.500 5.406.706.500
Persandian

Persentase masyarakat yang menerima informasi publik
Dinas Komunikasi Dan 3.891.434.500 5.406.706.500
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Persandian

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Dinas Komunikasi Dan
Informatika, Statistik Dan
Persandian

2.712.649.603

3.510.080.247

Presentase Aplikasi Informatika yang di Bangun / Kembangkan

Dinas Komunikasi Dan
Informatika, Statistik Dan
Persandian

2.712.649.603

3.510.080.247

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatu

han Dan Kinerja Intern (IKKI)

Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan
Perdagangan

701.451.500

907.831.100

Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas DKUMPP

Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan
Perdagangan

9.581.679.549

10.356.365.590

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Persentase penyelesaian regulasi kemudahan berinvestasi

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

65.988.500

65.988.500

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Jumlah Investor Baru

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

26.011.300

85.011.300

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indeks Kepuasan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

79.299.900

79.299.900

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Persentase LKPM

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

483.099.900

483.099.900

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Persentase data dan sistem perizinan yang mudah diakses

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

28.999.960

28.999.960

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

persentase da

ta Statistik sektoral yang diolah

Dinas Komunikasi Dan
Informatika, Statistik Dan
Persandian

142.799.520

142.799.520

Persentase Or

ganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dala
pembangunan daerah

m menyusun perencanaan

Dinas Komunikasi Dan
Informatika, Statistik Dan

Persandian

142.799.520

142.799.520
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PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTU

K PENGAMANAN INFORMASI

Indeks KAMI

Dinas Komunikasi Dan
Informatika, Statistik Dan
Persandian

78.526.420

78.526.420

Persentase Pe

rangkat Daerah yang telah mendapat layanan keamanan informasi

Dinas Komunikasi Dan
Informatika, Statistik Dan
Persandian

78.526.420

78.526.420

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar

Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan 4.475.051.257 4.683.249.670
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan
Eg;f;;:;pu“akaa" Dan 317.791.500 323.991.500
Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk
Eg;f;;:;p““akaa” Dan 317.791.500 323.991.500
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Persentase Bahan Pustaka yang dilestarikan
Eg;f;;:;p”“akaa” Dan 16.600.000 16.600.000
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan
E;gi;g:;p“mkaa” Dan 265.829.500 241.797.500
Tingkat Ketersediaan Arsip
Eg;f;;:;p““akaa” Dan 265.829.500 241.797.500
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip
E;';f;;:;p“mkaa" Dan 71.908.750 74.767.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)
‘ Sekretariat Daerah | 95.760.800 | 122.760.800 ‘
Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)
‘ Sekretariat Daerah | 35.775.237.265 | 44.838.593.957 ’
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Nilai LPPD
‘ Sekretariat Daerah | 358.199.000 | 386.500.000 ‘

Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat

l Sekretariat Daerah

12.461.393.280 |

11.454.208.680 |

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

l Sekretariat Daerah

432.832.700 |

423.524.200 I

Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan
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Sekretariat Daerah 545.462.400 793.231.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern
‘ Sekretariat DPRD | 452.370.000 | 451.200.000 ‘

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

| Sekretariat DPRD | 46.245.149.945 |

47.418.771.232 I

Persentase fasilitasi pelaksanaan reses

‘ Sekretariat DPRD | 20.415.900.000 | 30.415.900.000 ‘
Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas
‘ Sekretariat DPRD | 20.415.900.000 | 30.415.900.000 ‘

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Persenaste fasilitasi pelaksanaan reses

‘ Sekretariat DPRD | 1.162.305.000 |

1.162.305.000 ‘

Persentase fasilitasi pelaksanaan reses

‘ Sekretariat DPRD | 1.095.064.800 |

1.095.064.800 ’

Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas

‘ Sekretariat DPRD | 2.257.369.800 | 2.257.369.800 ‘
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI)
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
8.692.757.042 9.798.669.276

Penelitian Dan
Pengembangan

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH YANG TEPAT WAKTU

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Penelitian Dan
Pengembangan

1.481.852.840

1.568.407.854

PERSENTASE PERENCANAAN DAERAH YANG SELARAS

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Penelitian Dan
Pengembangan

1.885.515.640

1.945.866.154

PERSENTASE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Penelitian Dan
Pengembangan

403.662.800

377.458.300

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Penelitian Dan
Pengembangan

256.453.700

256.453.700

INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Penelitian Dan
Pengembangan

453.840.900

406.705.300

INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEREKONOMIAN DAN SDA
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Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Penelitian Dan
Pengembangan

150.293.000 150.293.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern

Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan 957.331.959 1.532.617.840
dan Aset Daerah

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan 41.264.248.803 48.679.015.926
dan Aset Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase capaian Dana Transfer

Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan 225.423.702.900 225.410.302.900
dan Aset Daerah

Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik

Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan 225.423.702.900 225.410.302.900
dan Aset Daerah

Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik

Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan 225.423.702.900 225.410.302.900
dan Aset Daerah

Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Pengganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik

Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan 225.423.702.900 225.410.302.900
dan Aset Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib

Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan 501.221.750 540.730.450
dan Aset Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan 2.047.700.137 2.035.961.517
dan Aset Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber 7.680.697.034 9.613.052.863
Daya Manusia

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Indeks Profesional ASN pada dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber 2.682.539.700 3.411.672.600
Daya Manusia

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Indeks Profesional ASN pada dimensi Kompetensi

Badan Kepegawaian dan 3.103.138.400 3.451.597.400
Pengembangan Sumber
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Daya Manusia

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PERSENTASE INOVASI YANG DITERAPKAN

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Penelitian Dan
Pengembangan

1.355.869.200

1.332.412.200

PERSENTASE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINDAKLANJUTI

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Penelitian Dan
Pengembangan

1.355.869.200

1.332.412.200

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern ( IKKI ) Inspektorat Daerah

‘ Inspektorat Daerah | 9.529.025.532 |

11.393.767.648 ‘

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Inspektorat Daerah

‘ Inspektorat Daerah | 3.354.500 | 3.354.500 ’
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)
‘ Inspektorat Daerah | 1.006.530.000 | 946.480.000 ’
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan APIP
‘ Inspektorat Daerah | 1.045.950.000 | 949.223.000 ‘
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar
‘ Kecamatan Kertak Hanyar | 4.210.587.055 | 4.532.170.721 ‘
ndeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar
l Kecamatan Kertak Hanyar | 2.560.000 | 2.560.000 I
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut
‘ Kecamatan Gambut | 74.386.000 | 63.072.000 ‘
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura
‘ Kecamatan Martapura | 8.316.595.453 | 8.900.460.559 ‘
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)
Kecamatan Sungai Tabuk 242.779.008 239.604.008 I
Bimbingan Teknis Implementase Peraturan Perundang Undangan
‘ Kecamatan Aluh-Aluh | 1.400.000 | 1.400.000 ‘
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
‘ Kecamatan Aluh-Aluh | 45.487.480 | 80.508.620 ‘

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

‘ Kecamatan Aluh-Aluh | 1.083.588.166 |

1.610.965.196 ‘

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

l Kecamatan Aluh-Aluh | 79.134.500 | 170.300.495 I
Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor

‘ Kecamatan Aluh-Aluh | 78.872.080 | 123.392.760 ‘
Penyediaan Surat Menyurat

‘ Kecamatan Aluh-Aluh | 199.058.800 | 174.370.800 ‘

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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Kecamatan Aluh-Aluh 3.396.500 3.396.500
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
l Kecamatan Aluh-Aluh | 19.200.000 19.200.000 I
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan
‘ Kecamatan Pengaron | 2.262.107.906 | 2.423.507.906 ‘

Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatangan Perangkat Daerah

‘ Kecamatan Pengaron | 1.867.256.106 | 1.869.906.620 ‘

Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan

‘ Kecamatan Pengaron | 1.500.000 | 1.500.000 ’

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan sungai Pinang

l Kecamatan Sungai Pinang | 1.254.507.928 | 1.467.733.545 |

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang

‘ Kecamatan Sungai Pinang | 81.621.500 | 163.921.500 ‘
ndeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang
‘ Kecamatan Sungai Pinang | 84.735.105 | 107.635.105 ‘

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sambung Makmur

Kecamatan Sambung

Makmur 4.368.000

3.078.000

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan Sambung Makmur

Kecamatan Sambung

Makmur 1.758.003.199

1.921.950.343

Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan Telaga

437.535.000
Bauntung

534.322.580

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

l Kecamatan Kertak Hanyar | 11.250.000 | 11.250.000 I

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

‘ Kecamatan Karang Intan | 10.977.500 | 10.977.500 ‘
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
‘ Kecamatan Aluh-Aluh | 69.200.000 | 65.037.500 ‘

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

‘ Kecamatan Aluh-Aluh | 5.000.000 | 5.000.000 ‘

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

Kecamatan Simpang

9.405.000 9.405.000
Empat
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan
l Kecamatan Pengaron | 9.510.000 | 9.510.000 I

Persentase fasilitasi kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan yang
terlaksana

l Kecamatan Pengaron | 8.538.000 | 8.538.000 I

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

‘ Kecamatan Sungai Pinang | 10.230.000 | 10.230.000 ‘
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Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

Kecamatan Beruntung

16.433.000 16.433.000
Baru

Persentase Fasilitasi kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan yang
terlaksana

Kecamatan Martapura

14.900.000 16.900.000
Barat

Persentase Fasilitasi Pelayanan Terhadap masyarakat di kecamatan

Kecamatan Martapura

6.300.000 4.200.000
Barat

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

Kecamatan Martapura

. 12.480.000 12.480.000
Timur

Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

l Kecamatan Paramasan | 8.400.000 | 8.400.000 I

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Koordiansi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

l Kecamatan Kertak Hanyar | 312.921.600 | 512.921.600 I

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

‘ Kecamatan Kertak Hanyar | 61.700.000 | 61.700.000 ‘

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

‘ Kecamatan Kertak Hanyar | 311.218.550 | 511.218.550 ‘

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

‘ Kecamatan Kertak Hanyar | 325.330.050 | 525.330.050 ’

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa

‘ Kecamatan Aluh-Aluh | 60.076.400 | 59.076.400 ‘

Persentase koordinasi danfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan

‘ Kecamatan Pengaron | 48.613.500 | 41.663.500 ‘

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

‘ Kecamatan Sungai Pinang | 56.317.000 | 56.317.000 ‘

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Kecamatan Beruntung

58.145.500 64.245.500
Baru

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Kecamatan Sambung

Makmur 64.338.000 58.138.000

Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kecamatan Sambung

Makmur 64.338.000 58.138.000

persentase koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan

Kecamatan Paramasan 49.000.000 44.000.000

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan

Kecamatan Cinta Puri

58.673.800 58.673.800
Darussalam

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Kecamatan Cinta Puri

58.673.800 58.673.800
Darussalam
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PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat di kecamatan

l Kecamatan Kertak Hanyar | 9.100.000 | 4.200.000 I

Persentase Fasilitasi Penanganan Trantbumlinmas

‘ Kecamatan Aluh-Aluh | 9.250.000 | 5.000.000 ‘

Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan

‘ Kecamatan Aluh-Aluh | 9.372.800 | 9.961.200 ‘

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat di kecamatan

‘ Kecamatan Sungai Pinang | 20.233.000 | 20.233.000 ‘

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat di Kecamatan

Kecamatan Beruntung 5.334.000 5.334.000
Baru

Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas
Kecamatan Sambung 11.605.000 15.505.000
Makmur

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat di kecamatan

Kecamatan Martapura

) 8.320.000 8.320.000
Timur

Persentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat di Kecamatan

l Kecamatan Paramasan | 17.500.000 | 17.500.000 I

PROGRAM

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kecamatan Kertak Hanyar | 142.560.000 | 146.385.000 I

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah

‘ Kecamatan Aluh-Aluh | 82.032.500 | 58.129.850 ‘

Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kecamatan Beruntung

Baru 138.198.000 137.844.000
ﬁf}iTata" Martapura 110.891.000 110.891.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
l Kecamatan Kertak Hanyar | 20.000.000 20.000.000 I
Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan
‘ Kecamatan Martapura | 14.300.000 | 14.300.000 ‘
Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
‘ Kecamatan Aluh-Aluh | 13.235.700 | 12.235.700 ‘
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
‘ Kecamatan Sungai Pinang | 9.676.500 | 9.676.500 ‘
Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
g:fjmata" Beruntung 18.179.000 18.179.000
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Kecamatan Martapura 22.219.700 20.659.900
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Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No Prioritas Sa_saran Program Inc_lika?or SKPD Pelal.(sa_na Sebelum Sesudah Ket
Prov/Kab/Kota | Prioritas Kinerja Program Prioritas Perubahan (Rp) Perubahan (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Timur
Pesrsentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Kecamatan Paramasan 39.502.500 37.002.500
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Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.01.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan Kinerja ~ 74.00 7400 | 1.01.01.2.01 Persentase Dokumen Perencanaan, 100 % 100 % | 1:01.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 6 Dokumen 6 Dokumen | Semua
PENUNJANG Intern (IKKI) Dinas Pendidikan Perencanaan, Penganggaran dan laporan kinerja SKPD Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan tersusun dengan baik Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Banjar
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen | Semua
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan RKA-SKPD Banjar
1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen | Semua
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan DPA-SKPD Banjar
1.01.01201.06 Koordinasidan | jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 3 Laporan 3 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |kptisar Realisasi Kinerja SKPD dan Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 24 Laporan 24 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjar
101.01.2.02 Persentase administrasi keuangan 100% 100 % | 1.01.01.20201 Penyediaan Gajidan | jumiah Orang yang 3661 Orang/bulan 3661 Orang/bulan | Semua
Administrasi perangkat daerah Tunjangan ASN Menerima Gaji dan KabyKota
Keuangan Perangkat Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
1.01.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab
Administrasi Tugas ASN | p, i inistrasi Banjar
Pelaksanaan Tugas ASN
1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujianVerifikasi keuangan
SKPD
1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 18 Laporan 18 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
10101205 Persentase administrasi kepegawaian 1009% 1009% | 1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
Administrasi SKPD yang terpenuhi Pengolahan Administrasi Pengolahan Administrasi Banjar
Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian
Perangkat Daerah
1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 10 Orang 10 Orang | Semua
Implementasi Peraturan Perundang- | Bimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Banjar
1.01.012.06 Jumlah kegiatan administrasi 5 kegiatan 5 kegiatan | 1.01:01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | ) mlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket 1 Paket | Semua
Administrasi Umum | ymum perangkat daeah dan Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Kab/Kota
Perangkat Dacrah Persentase administrasi umum ~ 100%  100% Kab.
Banjar
perangkat daerah
1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan | jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 1 Paket | Semua
Rumah Tangga yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 Paket 1 Paket | Kab.
Logistik Kantor Disediakan Banjar
1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 1 Paket | Kab
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jumlah Laporan Fasilitasi 30 Laporan 30 Laporan | Semua
Tamu Kunjungan Tamu Kab/Kota
Kab.
Banjar
1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 40 Laporan 40 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
1.01.01.207 Jumlah Pengadaan BMD 5 buah/unit 5 buah/unit | 1:01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan | jymlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 249 Unit | Semua
Pengadaan Barang Penunjang Urusan Daerah dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab/Kota
Milik Daerah Yang Terlaksana Kab.
Penunjang Urusan Persentase pengadaan BMD ~ 100% 100 % Banjar
Pemerintah Daerah ) ;
Penunjang urusan Pemerintah
Daerah
1.01.012.08 Persentase jasa penunjang urusan 100 % 100 % | 1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 36 Laporan 36 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Pemerintah Daerah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Penunjang Urusan Listrik Listrik yang Disediakan
Pemerintahan Daerah
1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
101.01.2.09 Persentase pemeliharaan BMD penunjang 100 % 100 % | 1:01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang | yrusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah dan Pajak dan dibayarkan Pajaknya
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program ) Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Stlb Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah ‘egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 7 Unit 7 Unit | Kab-
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 50 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Banjar
1.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 3 Unit 3 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelinara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
1.01.02 PROGRAM Angka Partisipasi Kasar (APK) 100% 100% | 1.01.02.2.01 Jumlah anak usia 7-12 Tahun yang 100% 100% | 1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang | jymlah Ruang Kelas Baru yang 6 Ruang 6 Ruang | Kab.
PENGELOLAAN sD partisipasi dalam Dasar Kelas Baru Bertambah Banjar
PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni 99.12% 99.12 % ;Z::‘(d'ka" Sekolah | (aps sD)
(APM) SD Rata-rata kemampuan Literasi SD 1.78% 1.78 %
Angka Partisipasi Sekolah ~ 99.84 % 99.84 % berdasarkan Asesmen Nasional
(APS) SD Rata-rata kemampuan Numerasi SD 18% 18%
berdasarkan asesmen nasional
1.01.022.01.03 Pembangunan Ruang | jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2 Ruang 2 Ruang | Kab-
Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Banjar
1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang | jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah 10 Ruang 10 Ruang | Kab.
Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Banjar
1.01.02.2.01.05 Pembangunan Jumlah Perpustakaan Sekolah yang 5Ruang 5 Ruang | Kab.
Perpustakaan Sekolah Telah Dibangun Banjar
1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, | jum|ah Sarana, Prasarana dan Utilitas 15 Unit 15 Unit | Kab.
Prasarana dan Utilitas Sekolah Sekolah yang Telah Dibangun Banjar
1.01.022.01.07 Pembangunan Rumah | jymlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, 5 Unit 5 Unit
Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga | penjaga Sekolah yang Telah Dibangun
Sekolah
1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang 38 Ruang 38 Ruang | Kab.
Sedang/Berat Ruang Kelas Direhabilitasi Sedang/Berat Banjar
1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Jumlah Ruang Guru/Kepala 10 Ruang 10 Ruang | Kab.
Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Banjar
Sekolah/TU Sedang/Berat
1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Jumlah Perpustakaan Sekolah yang 4Ruang 4 Ruang | Kab.
Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Banjar
1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 10 Unit 10 Unit | Kab.
Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan | sekolah yang Telah Direhabilitasi Banjar
Utilitas Sekolah
1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, 5 Unit 5 Unit
Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Sedang/Berat
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 2 Paket 2 Paket
Sekolah
1.01.02.2.01.16 Pengadaan Jumlah Perlengkapan Sekolah yang 1 Paket 1 Paket
Perlengkapan Sekolah Tersedia
1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Jumlah Satuan Pendidikan 372 Satuan 372 Satuan
Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta | yang Menyelenggarakan idil idikan
Didik Proses Belajar dan Ujian
1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Jumlah Siswa yang Mengikuti 990 Peserta 990 Peserta
Bakat dan Kreativitas Siswa Ajang Kompetisi/Lomba Didik Didik
Akademik dan Non Akademik
1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir | jymlah Pendidik dan Tenaga 580 Orang 580 Orang
Pendidik dan Tenaga Kependidikan | ependidikan yang Mendapatkan
pada Satuan Pendidikan Sekolah Fasilitasi Kenaikan
Dasar Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah 372 Satuan 372 Satuan | Kab-
Kelembagaan dan Manajemen Dasar yang Dilaksanakan Pendidikan  Pendidikan Banjar
Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan
manajemen sekolah
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana Jumlah Sekolah Dasar 0 Satuan 0 Satuan Kab.
BOS Sekolah Dasar yang Dana BOS idil Banjar
1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas | jymlah Tenaga Pengelola yang 730 Orang 730 Orang
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Meningkat Kapasitasnya dalam
Pengelolaan Dana BOS Sekolah
Dasar
1.01.022.01.31 Pembangunan Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah 12 Ruang 12 Ruang | Kab.
Laboratorium Sekolah Dasar Dasar yang Telah Dibangun Banjar
1.01.022.02 Jumlah anak usia 13-15 Tahun yang 100% 100% | 1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang | jymlah Ruang Kelas Baru yang 2Ruang 2 Ruang | Kab.
berpartisipasi dalam Kelas Baru Bertambah Banjar
Pendidikan Sekolah Menengah (APS SMP)
Menengah Pertama | ¢\ rata kompetens Literasi SMP 193% 193 %
berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-rata kompetensi Numerasi SMP ~ 1.86 % 1.86 %
berdasarkan Asesmen Nasional
1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang | jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2 Ruang 2 Ruang
Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang | jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1 Ruang 1 Ruang
Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
1.01.02.2.02.05 Pembangunan Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 1 Ruang
Perpustakaan Sekolah Dibangun
1.01.02.2.02.06 Pembangunan Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah 1 Ruang 1 Ruang
Laboratorium Dibangun
1.01.02.2.02.10 Pembangunan Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun 5 Unit 5 Unit
Fasilitas Parkir
1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, | jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 7 Unit 7 Unit | Kab-
Prasarana dan Utilitas Sekolah Sekolah yang Telah Dibangun Banjar
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegintan Kegiatan Kegiatan
Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah 3 Ruang 3 Ruang
Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat
1.01.022.02.15 Rehabilitasi Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang 3 Ruang 3 Ruang
Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang 1 Ruang
Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan | Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Sekolah
1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Jumlah Perpustakaan Sekolah yang 3 Ruang 3 Ruang | Kab.
Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Banjar
1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Jumlah Laboratorium yang Telah 1 Ruang 1Ruang | Kab.
Sedang/Berat Laboratorium Direhabilitasi Sedang/Berat Banjar
1.01.022.02.21 Rehabilitasi Jumlah Rumah Dinas Kepala 3 Unit 3 Unit
Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat
1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 3 Unit 3 Unit | Kab.
Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan | Sekolah yang Telah Direhabilitasi Banjar
Utilitas Sekolah Sedang/Berat
1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 Paket 1Paket | Semua
Sekolah Kab/Kota
1.01.02.2.02.26 Pengadaan Alat Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang 6 Paket 6 Paket
Rumah Tangga Sekolah Tersedia
1.01.02.2.02.28 Pengadaan Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia 1 Paket 1 Paket
Perlengkapan Siswa
1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Jumlah Peserta Didik 19215 Peserta 19215 Peserta
Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta | yang Mengikuti Proses  Didik Didik
Didik Belajar dan Ujian
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Jumlah Siswa yang Mengikuti 2373 Peserta 1018 Peserta
Bakat dan Kreativitas Siswa Ajang Kompetisi/Lomba Didik Didik
Akademik dan Non
Akademik
1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir | jymiah Pendidik dan Tenaga 735 Orang 901 Orang
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kependidikan yang Mendapatkan
pada Satuan Pendidikan Sekolah Fasilitasi Kenaikan
Menengah Pertama Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah ~ 75 Satuan 75 Satuan
Kelembagaan dan Manajemen Pertama yang D )
Sekolah Pembinaan
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana Jumlah Sekolah Menengah 0 Satuan 0 Satuan Kab.
BOS Sekolah Menengah Pertama pertama yang idikan idikan Banjar
Dana BOS
1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas | jumlah Tenaga yang Meningkat 150 Orang 160 Orang
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Kapasitasnya dalam Pengelolaan
Menengah Pertama Dana BOS Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi 1 Ruang
Sedang/Berat Ruang TU Sedang/Berat
1.01.022.03 Peningkatan proporsi jumlah satuan  64.47 % 64.47 % | 1.01.02.2.03.01 Pembangunan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 11 Unit 11 Unit | Kab-
Pengelolaan PAUD yang mendapatkan minimal Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun Banjar
Pendidikan Anak Usia | akreditasi B PAUD
Dini (PAUD) Pertumbuhan proporsi guru PAUD  69.74 % 69.74 %
formal dengan kualifikasi S1/DIV
Rasio pengawas dan penilik PAUD 575% 575%
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, | jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas ounit 0Unit | Kab.
Prasarana dan Utilitas PAUD PAUD yang Telah Dibangun Banjar
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 11 Unit 11 Unit
Sekolah yang Telah Dibangun
1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 2 Unit 2 Unit
Sedang/Berat Gedung/Ruang PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelas/Ruang Guru PAUD
1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 10 Paket 10 Paket
PAUD
1.01.02.2.03.10 Pengadaan Jumlah Perlengkapan Peserta Didik 250 Paket 8870 Paket
Perlengkapan Siswa PAUD PAUD yang Tersedia
1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD 18 Paket 18 Paket | Kab.
Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia Banjar
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Jumlah Peserta Didik 0 Peserta Didik 0 Peserta Didik
Proses Belajar PAUD PAUD yang Mengikuti
Proses Belajar
Jumlah Peserta Didik 14300 Peserta 14300 Peserta
PAUD yang Mengikuti  Didik Didik
Proses Belajar
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir | jymiah Pendidik dan Tenaga 00rang 0 Orang
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kependidikan yang Mendapatkan
pada Satuan Pendidikan PAUD Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
Jumlah Pendidik dan Tenaga 185 Orang 185 Orang
Kependidikan yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Jumlah PAUD yang 443Satuan 443 Satuan | Kab.
dan PAUD | pj inaan i ikan Banjar
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana Jumlah PAUD yang 0 Satuan 0 Satuan Kab.
BOP PAUD Mengelola Dana BOP  Pendidikan  Pendidikan Banjar
1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas | jumlah Tenaga yang Meningkat 480 Orang 480 Orang
Pengelolaan Dana BOP PAUD Kapasitasnya dalam Pengelolaan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiat. Kegiat Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
Dana BOP PAUD
1.01.022.04 Persentase masyarakat yang terlayani 60% 60 9% | 1010220401 Pembangunan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 2 Unit 2 Unit | Kab.
Pengelolaan pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Banjar
Pendidikan kecakapan hidup Nonformal/Kesetaraan
1 jumlah warga 20% 20%
belajar
Persentase pesantren dalam 90 % 90 %
penyelenggaraan kejar paket sesuai standar
1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, | jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 4Unit 4 Unit | Kab.
Prasarana dan Utilitas Sekolah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Banjar
Nonformal/Kesetaraan Dibangun
1.01.02.2.04.09 Pengadaan Jumlah Perlengkapan Pendidikan 1 Paket 1 Paket
Perlengkapan Pendidikan Nonformal | Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia
/ Kesetaraan
1.01.022.04.11 Pengadaan Alat Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa 1 Paket 1 Paket | Kab.
Praktik dan Peraga Siswa Nonformal | Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia Banjar
/ Kesetaraan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Jumlah Peserta Didik yang 0 Peserta Didik 0 Peserta Didik
Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Mengikuti Proses Belajar
Jumlah Peserta Didik yang 8203 Peserta 8203 Peserta
Mengikuti Proses Belajar ~ Didik Didik
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Jumlah Sekolah 26Satuan 26 Satuan | Kab.
dan [ rmal/Kesetaraan yang ~ Pendidikan Pendidikan | Banjar
Sekolah Nonfor ) Dil inaan
Kelembagaan dan Manajemen
1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana Jumlah Sekolah 0 Satuan 0 Satuan Kab.
BOP Sekolah Nonform: Nonf yang  Pendidikan Pendidikan | Banjar
Mengelola Dana BOP
1.01.03 PROGRAM Persentase implementasi 67 67 | 10103201 Jumlah kegiatan penetapan 4 Dokumen 4 Dokumen | 1:01:03.2.01.02 Penyusunan Silabus | mlah Silabus Muatan Lokal 4 Dokumen 4 Dokumen
per Kegiatan Penetapan Kurikulum | kurikulum Muatan Lokal Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar yang Tersusun
KURIKULUM Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Pendidikan Dasar
1.01.04 PROGRAM Rasio Guru - Siswa jenjang SD 1287 12.87 | 1.01.04.2.01 ‘ Jumlah dokumen pemerataan 2 Dokumen 2 Dokumen | 1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Jumlah Dokumen Hasil 7 Dokumen 7 Dokumen
PENDIDIK DAN Rasio Guru - Siswa jenjang SMP 1041 1041 | PEMerataan Kuantitas | kantitas dan kualitas PTK Pemetaan Pendidik dan Tenaga Perhitungan dan Pemetaan
TENAGA ! dan Kualitas Pendidik | jenjang PAUD/Kesetaraan dan Kependidikan Satuan Pendidikan Pendidik dan Tenaga
KEPENDIDIKAN Rasio Guru - Siswa PAUD 181 181 dan Tenaga pendidikan Dasar Dasar, PAUD, dan Pendidikan Kependidikan Satuan Satuan
Kependidikan bagi Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Satuan Pendidikan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Nonformal/Kesetaraan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.042.01.02 Penataan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 9 Laporan 9 Laporan
Pendistribusian Pendidik dan Tenaga | penataan Pendistribusian Pendidik
Kependidikan bagi Satuan dan Tenaga Kependidikan Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
i Nonf Pendidikan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan 74 74 1.0201.2.01 Persentase Laporan Akuntabilitas 100 Persen 100 Persen | 1.02.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dokumen 7 Dokumen | Semua
PENUNJANG Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perencanaan, Kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Kesehatan ), dan . Daerah Kab.
- kegiatan 12 Bulan 12 Bulan Jumlah Dokumen Perencanaan 15 Dokumen 15 Dokumen N
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Banjar
Indeks Kepatuhan dan 74 Indeks 74 Indeks perencanaan, penganggaran Perangkat Daerah
DAERAH Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja PD
KABUPATEN/KOTA ) N !
Rumah Sakit Umum
Daerah Ratu Zalecha
1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 6 Dokumen 6 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.02.01.2.01.06 Koordinasidan | jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 5 Laporan 5 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |ptisar Realisasi Kinerja SKPD dan Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 7 Laporan 7 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjar
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 16 Laporan 16 Laporan
Perangkat Daerah
1.02.01.2.02 Persentase Pelaksanaan 100 Persen 100 Persen | 1:02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan | jumlah Orang yang 1194 Orang/bulan 1194 Orang/bulan | Semua
Administrasi Administrasi Keuangan Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
;?:::Ea" Perangkat | 1. <usunnya Dokumen 100%  100% Tunjangan ASN ;:: -
Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang 6170 Orang 6170 Orang y
Tepat Waktu dan Tepat Mutu Menerima Gaji dan
Perangkat Daerah Tunjangan ASN
1.02.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
ministrasi Tugas ASN i inistrasi Banjar
Pelaksanaan Tugas ASN
1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujianVerifikasi Keuangan
SKPD
Jumlah Dokumen 24 Dokumen 24 Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan 24 Laporan 24 Laporan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1.02.012.05 Capaian Pelaksanaaan 100 Persen 100 Persen | 1:02.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 6 Dokumen 6 Dokumen | Kab.
inistrasi inistrasi 1RS Pengolahan Administrasi Pengolahan Administrasi Banjar
o e 12Bulan  12Bulan | KEPEgAWaIan Kepegawaian
9 Kepegawaian Perangkat Daerah
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah ‘egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
1.02.01.2.05.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Sistem Informasi Koordinasi dan Pelaksanaaan Banjar
Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian
1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 0 Orang 0 Orang | Kab.
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas | an Fungsi yang Mengikuti Banjar
dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 10 Orang 10 Orang
dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 82 Orang 83 Orang
dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
1.02.01.2.06 Capaian Pelaksanaaan 100 Persen 100 Persen | 1:02.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 5 Paket 5 Paket | Semua
Administrasi Umum Administrasi Umum RS Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Kab/Kota
Perangkat Daerah Tertaksananya Adinistrasi 128uan 12 Buan | Uistrik/Penerangan Bangunan Kantor | pisediakan ::ar
Umum Perangkat Daerah v
1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 3 Paket 4 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 17 Paket 17 Paket | Kab.
Logistik Kantor yang Disediakan Banjar
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 4 Paket 4 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 12 Dokumen 12 Dokumen | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Kab/Kota
SKPD Konsultasi DPRD Kab.
Banjar
1.02.01.2.07 Tersedianya peralatan gedung kantor 12 Bulan 12 Bulan | 1.02.01:2.07.11 Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 19 Unit 19 Unit | Kab.
Pengadaan Barang dan Prasarana Pendukung Gedung Pendukung Gedung Kantor atau Banjar
Milik Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.0201.2.08 Jasa Penunjang Pelayanan 100% 100 % 1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat | jymiah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab-
Penyediaan Jasa Umum Kantor yang terpenuhi Menyurat Surat Menyurat Banjar
Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Penunjang 100 Persen 100 Persen
Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Listrik Listrik yang Disediakan
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
1.02.012.09 Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya 12 Bulan 12 Bulan | 1:02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab.
o Barang 1 dan pajak , Biaya Kend: Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah dinas jabatan dan Pajak Kend; Pe dan dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 9 Unit 9 Unit | Kab.
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
102.01.2.09.09 o Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 Unit 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
1.02.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 20 Unit 20 Unit | Kab.
Pemelinaraan/Rehabiltasi Sarana dan | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Banjar
Prasarana Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
1:02.012.10 Capaian Pelayanan BLUD Rumah 100 Persen 100 Persen | 1:02.01.2.10.01 Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1Unit 1 Unit Kab.
Peningkatan Sakit Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  Kerja  Kerja Banjar
Pelayanan BLUD ; )
Tersedianya Pelayanan dan 1 Unit 1 Unit Jumlah BLUD yang Menyediakan 6Unit 6 Unit
Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan ~ Kerja  Kerja
1.02.02 PROGRAM 0 00 00 1.02.02.2.01 Jumlah Alat kesehatan/Alat 26 Unit 26 Unit 1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah | jumah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi 1 Unit 1 Unit | Kab:
PEMENUHAN UPAYA | (o @ puskesmas 52 Persen 52 Persen Penyediaan Fasilitas penunjang medik fasilitas Sakit beserta Sarana dan Prasarana Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Banjar
KESEHATAN terakreditasi minimal Pelayanan Kesehatan | |ayanan kesehatan yang Pendukungnya Penduduk Minimal 1:1000
PERORANGAN DAN tama untuk UKM dan UKP | terpelihara sesuai standar
UPAYA KESEHATAN | Kewenangan Daerah :
MASYARAKAT Persentase Bangunan 80 Persen 80 Persen | kabupaten/Kota Jumlah Alat Kesehatan/Alat 2 Unit 2 Unit
Gedung RS yang sesuai Penunjang Medik Fasilitas
dengan Standar Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Persentase Pemenuhan 83 Persen 83 Persen
Alat Jumlah Prasarana Fasilitas 8 unit 8 unit
Kesehatan/Kedokteran Pelayanan Kesehatan yang
Rumah Sakit Sesuai Dilakukan Pemeliharaan
Kebutuhan Rumah Jumlah sarana dan fasilitas 3 Unit 3 Unit
Sakit Pelayanan Kesehatan yang
Persentase puskesmas 52 % 52% dilakukan pemeliharaan
terakreditasi minimal Jumlah sarana di fasilitas 310 Unit 310 Unit
utama pelayanan kesehatan yang
Persentase puskesmas 52 Persen 52 Persen disediakan
terakreditasi minimal Jumlah Sarana di Fasilitas 12 Dokumen 12 Dokumen
utama Pelayanan Kesehatan Yang di
Persentase puskesmas  52,00% 52,00 % Sediakan
terakreditasi minimal Persentase capaian ASPAK 65 Persen 65 Persen
utama puskesmas minimal 70 %
Persentase puskesmas 52 Persen 52 Persen Persentase capaian ASPAK 65 Persen 65 Persen
Terakreditasi Minimal puskesmas minimal 70%
Utama Persentase capaian ASPAK 65 persen 65 persen
Persentase Puskesmas 100 persen 100 persen Puskesmas minimal 70%
terakreditasi minimal Persentase capaian ASPAK 65 Persen 65 Persen
utama Puskesmas minimal 70%
Persentase Puskesmas 52 % 52% Persentase Capaian Aspak 65 % 65%
terakreditasi minimal puskesmas Minimal 70%
utama )
Persentase Capaian ASPAK 65 persen 65 persen
Persentase Puskesmas 52 % 52% puskesmas minimal 70%
Terakreditasi Minimal
U Persentase Capaian ASPAK 65 % 65%
tama it
Puskesmas Minimal 70 %
Persentase Puskesmas 52 persen 52 persen X
N . Persentase Capaian ASPAK 65 Persen 65 Persen
Terakreditasi Minimal
Puskesmas Minimal 70%
Utama
Persentase Puskesmas 52 Persen 52 Persen Persentase Capaian ASPAK 65 Persen 65 Persen
g Puskesmas Minimal 70 %6
Terakreditasi Minimal
Utama
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Sub Kegiatan
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Indikator Kinerja
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Kegiatan

Sebelum Sesudah

Lokasi

Kegiatan

Persentase Puskesmas 52 Persen 52 Persen
Terakreditas Minimal
Utama

Presentase puskesmas 52 Persen 52 Persen
terakreditasi minimal
utama

Presentase Puskesmas 52 Persen 52 Persen
terakreditasi minimal
utama

Presentase Puskesmas 52 % 52%
Terakreditasi Minimal
Utama

Puskesmas 52 Persen 52 Persen
Terakreditasi Minimal

Utama

Terlaksananya 90 Persen 90 Persen
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

untuk UKM dan UKP

Persentase capaian SPM
Puskesmas 100%
Persentase capaian SPM
Puskesmas 100%
Persentase Pemenuhan Alat
Kesehatan / Kedokteran
sesuai Kebutuhan
Persentase Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana

Persentase Sarana Rumah
Sakit Sesuai Standar
Presentase capaian ASPAK
puskesmas minimal 70%
Presentase capaian SPM
puskesmas 100%
Presentasi capaian ASPAK
Puskesmas minimal 70%
Terpeliharanya Prasarana
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Tersedianya Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

65 Persen 65 Persen
90 % 90 %

83 Persen 83 Persen

100 persen 100 persen

80 Persen 80 Persen

65 persen 65 persen
90 persen 90 persen
65 Persen 65 Persen

1 Unit 1 Unit

100 % 100 %

1.02.02.2.01.02 Pembangunan
Puskesmas

Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat 1 Unit 1 Unit

(Puskesmas) yang Dibangun

Kab.
Banjar

1.02.02.2.01.03 Pembangunan
Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnyayang 2 Unit 2 Unit

Dibangun

Kab.
Banjar

1.02.02.2.01.05 Pengembangan
Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan 4Unit 4 Unit
Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM

agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah

Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang

Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap

Jumlah Penduduk Minimal 1:1000

Kab,
Banjar

1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Rumah Sakit

Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan 2 Unit 2 Unit
yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit

Kab,
Banjar

1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Puskesmas

Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan 1 Unit 1 Unit
yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Oleh Puskesmas

Kab.
Banjar

1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Lainnya

Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat
Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi
dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan
Lainnya

3 Unit 3 Unit

Kab.
Banjar

1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Sarana di Fasilitas 4 Unit 4Unit
Pelayanan Kesehatan yang

Disediakan

Jumlah Sarana di Fasilitas 5 unit S unit
Pelayanan Kesehatan yang

Disediakan

Jumlah Sarana di Fasilitas 12 Dokumen 12 Dokumen
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan

Jumlah Sarana di Fasilitas 14 Unit 14 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan

Jumlah Sarana di Fasilitas 15 Unit 15 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan

Jumlah Sarana di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan

27 Unit 27 Unit

Jumlah Sarana di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan

46 Unit 46 Unit

Jumlah Sarana di Fasilitas 120 Unit 120 Unit
Pelayanan Kesehatan yang

Disediakan

Kab,
Banjar

1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana
dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Jumlah Prasarana Fasilitas pelayanan
kesehatan yang disediakan

31 Unit 31 Unit
Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan 4 Unit 4 Unit
Kesehatan yang Disediakan

Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan 10 Unit 10 Unit
Kesehatan yang Disediakan

Kab.
Banjar

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 5 Unit 5 Unit
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan

20 Unit 20 Unit

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 88 Unit 89 Unit
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

Disediakan

Kab.
Banjar

1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan
Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan 1Tahun 1 Tahun
Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit
Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional Maintainance Center
Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan 20 Unit 20 Unit
Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit

Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan

Regional/Regional Maintainance Center

Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan 27 Unit 27 Unit
Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit
Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional Maintainance Center
Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan 31 Unit 31 Unit
Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit

Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan

Regional/Regional Maintainance Center
Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan 34 Unit 34 Unit
Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit
Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional Maintainance Center
Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan 36 Unit 36 Unit
Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit

Kab.
Banjar
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Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional Maintainance Center
Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan 40 Unit 40 Unit
Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit

Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan

Regional/Regional Maintainance Center

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat,
Vaksin

Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 3 Paket 3 Paket

Kab.
Banjar

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan
Habis Pakai

Jumlah Bahan Habis Pakai yang 1 Paket 1 Paket

Disediakan

Kab.
Banjar

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan 7 Unit 7 Unit

Kesehatan yang dilakukan Pemeliharaan
Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan

3 Unit 3 Unit

Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan 11 Unit 11 Unit
Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan
Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan 13 Unit 13 Unit
Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan
Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan 14 Unit 14 Unit
Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan
Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan

15 Unit 15 Unit
Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan 27 Unit 27 Unit
Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan
Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan 28 Unit 28 Unit
Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan
Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan 30 Unit 30 Unit
Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan
Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan

40 Unit 40 Unit
Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan 58 Unit 58 Unit
Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan
Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan 100 Unit 100 Unit
Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan

Kab,
Banjar

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan
Prasarana dan Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan 1 Unit 1 Unit
Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan
Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan 5Unit 5 Unit

Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan

Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan 13 Unit 13 Unit

Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan

Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan 16 Unit 16 Unit
Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan
Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan 27 Unit 27 Unit
Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan
Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan 29 Unit 29 Unit

Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan

Kab.
Banjar

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin
dan Berkala Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 0 Unit 0 Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 1 Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 2 Unit 2 Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 10 Unit 10 Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 12 Unit 12 Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 14 Unit 14 Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 14 Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang

Terpelihara Sesuai Standar

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 15 Unit 15 Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 26 Unit 26 Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 32 Unit 32 Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 33 Unit 33 Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 36 Unit 36 Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 44 Unit 44 Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 46 Unit 46 Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang

Terpelihara Sesuai Standar

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 55 Unit 55 Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar

Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

0 Orang 0 Orang

Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit
Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit
Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan

Regional/Regional Maintainance Center

Kab.
Banjar

1.02.02.2.02
iaan Layanan

Jumlah Dokumen

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

° )
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah dokumen
operasional pelayanan
puskesmas

Jumlah Dokumen
Operasional Pelayanan
Puskesmas

12 Dokumen 12 Dokumen

12 Dokumen 12 Dokumen

12 Bulan 12 Bulan

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

00rang  00rang

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

120rang 12 Orang

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

200rang 20 Orang

Kab,
Banjar

Hal.207



No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran

Target Capaian

Kegiatan

Sebelum Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub

Target Capaian

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Lokasi
Sub | Ket.
Kegiatan

Jumlah Dokumen

12 Dokumen 12 Dokumen

Operasional Pelayanan
Puskesmas

Jumlah Dokumen Oprasional 12 Dokumen 12 Dokumen

Pelayanan Puskesmas
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Persentase Capaian
Akreditasi Kelompok
Berfokus Pada Pelayanan
Persentase Capaian
Akreditasi Kelompok
Manajemen

Persentase capaian ASPAK
puskesmas minimal 70%
persentase capaian SPM
Puskesmas 100%
Persentase capaian SPM
Puskesmas 100%
Persentase capaian SPM
Puskesmas 100%
Persentase Capaian SPM
Puskesmas 100%
Persentase Capaian SPM
Puskesmas 100%
Persentase Operasional
Pelayanan Puskesmas
Persentase Puskesmas
terakreditasi minimal utama
Persentase Puskesmas
Terakreditasi Minimal Utama
Presentase capaian SPM
puskesmas 100%
Presentasi capaian SPM
Puskesmas 100%

Presetase distribusi obat dan
perbekalan kesehatan 100%
Tersedianya Operasional
Pelayanan Puskesmas

200 Orang

77.8 Persen

71.4 Persen

65 Persen

90 Persen

90 %

90 Persen

90 %

90 Persen

100 persen

52 Persen

52 %

90 persen

90 Persen

95 %

200 Orang

77.8 Persen

71.4 Persen

65 Persen

90 Persen

90 %

90 Persen

90 %

90 Persen

100 persen

52 Persen

52 %

90 persen

90 Persen

95 %

12 Dokumen 12 Dokumen

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah lbu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

65 %

66 Orang

74 Orang

211 Orang

218 Orang

237 Orang

238 Orang

252 Orang

301 Orang

329 Orang

376 Orang

428 Orang

489 Orang

574 Orang

582 Orang

637 Orang

686 Orang

690 Orang

914 Orang

1111 Orang

11314 Orang

65 %

66 Orang

74 Orang

211 Orang

218 Orang

237 Orang

238 Orang

252 Orang

301 Orang

329 Orang

376 Orang

428 Orang

489 Orang

574 Orang

582 Orang

637 Orang

686 Orang

690 Orang

914 Orang

1111 Orang

11314 Orang

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan lbu Bersalin

Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

00rang

5 Orang

12 Orang

63 Orang

70 %

100 Orang

202 Orang

218 Orang

227 Orang

288 Orang

395 Orang

482 Orang

489 Orang

638 Orang

659 Orang

10798 Orang

5 Orang

0Orang

50rang

12 Orang

63 Orang

70 %

100 Orang

202 Orang

218 Orang

227 Orang

288 Orang

395 Orang

482 Orang

489 Orang

638 Orang

659 Orang

10798 Orang

50rang

Kab.
Banjar

Hal.208



No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran

Target Capaian

Kegiatan

Sebelum Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub

Target Capaian

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Lokasi
Sub | Ket.
Kegiatan

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

2721 Orang 2721 Orang

00rang  00rang

200rang 20 Orang
600rang 60 Orang
66% 66%

100 Orang 100 Orang

185Orang 185 Orang

192 Orang 192 Orang

198 Orang 198 Orang

2160rang 216 Orang

2290rang 229 Orang

2740rang 274 Orang

299 Orang 299 Orang

389 Orang 389 Orang

466 Orang 466 Orang

529 Orang 529 Orang

6140rang 614 Orang

624 Orang 624 Orang

627 Orang 627 Orang

854 Orang 854 Orang

10285 Orang 10285 Orang

Kab.
Banjar

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Balita

Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

00rang  00rang

12 Orang

12 Orang

40 % 40 %

100 Orang 100 Orang

2610rang 261 Orang

290 Orang 290 Orang

359Orang 359 Orang

360 Orang 360 Orang

504Orang 504 Orang

653 Orang 653 Orang

8610rang 861 Orang

934 Orang 934 Orang

936 Orang 936 Orang

992 Orang 992 Orang

1100 Orang 1100 Orang

1299 Orang 1299 Orang

1688 Orang 1688 Orang

Kab,
Banjar

Hal.209



No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran
Kegiatan

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Lokasi

Kegiatan

Jumlah Balita yang

1927 Orang 1927 Orang

Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Balita yang

2262 Orang 2262 Orang

Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Balita yang

2293 Orang 2293 Orang

Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Balita yang

2511 Orang 2511 Orang

Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Balita yang

2708 Orang 2708 Orang

Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Balita yang

2721 0rang 2721 Orang

Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Balita yang

3707 Orang 3707 Orang

Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Balita yang

44629 Orang 44629 Orang

Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar

Jumlah Anak Usia

5287 Orang 5287 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan Sesuai
Jumlah Anak Usia

0 0Orang 0 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

12 Orang 12 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

1000rang 100 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

176 % 176 %

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

2280rang 228 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

4120rang 412 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

4320rang 432 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

6070Orang 607 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

1050 Orang 1050 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

12300rang 1230 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

1240 Orang 1240 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

17850rang 1785 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

2037 Orang 2037 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

21840rang 2184 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

22120rang 2212 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

23930rang 2393 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

3559 Orang 3559 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

36050rang 3605 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

3680 Orang 3680 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

4226 Orang 4226 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

43240rang 4324 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia

4847 Orang 4847 Orang

Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Kab.
Banjar

Hal.210



No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran
Kegiatan

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Target Capaian

Kegiatan

Sebelum Sesudah

Lokasi
Sub | Ket.
Kegiatan

Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

79524 Orang 79524 Orang

Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

4613000 Orang 4613000 Orang

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif

Jumlah Penduduk Usia 8 Orang
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

82 Orang

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

100 Orang

250 Orang

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

768 Orang

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

800 Orang

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

2000 Orang 2000 Orang

2408 Orang

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

2939 Orang

4000 Orang

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

4613 Orang

7143 Orang 7143 Orang

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

7340 Orang

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

7767 Orang

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

9303 Orang

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

10200 Orang

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

11206 Orang

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

11512 Orang

12320 Orang 12320 Orang

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

14009 Orang 14009 Orang

18444 Orang

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

18769 Orang

152354 Orang

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

377702 Orang 377702 Orang

Kab,
Banjar

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 5032 Orang 5032 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 0 Orang 0 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 12 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 82 % 82%
yang Mendapatkan Pelayanan

12 Orang

Kab,
Banjar

Hal.211



No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran
Kegiatan

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub

Target Capaian

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Lokasi

Kegiatan

Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

100 Orang 100 Orang

336 Orang

336 Orang

394 Orang

400 Orang

646 Orang

660 Orang

660 Orang

1271 Orang 1271 Orang

1343 Orang 1343 Orang

1346 Orang 1346 Orang

2015 Orang 2015 Orang

2097 Orang 2097 Orang

2292 Orang 2292 Orang

2624 Orang 2624 Orang

3101 Orang

3115 Orang 3115 Orang

3646 Orang 3646 Orang

3694 Orang 3694 Orang

4015 Orang 4015 Orang

4780 Orang

60573 Orang 60573 Orang

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi

Jumlah Penderita Hipertensi
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

38160 Orang 38160 Orang

Kab.
Banjar

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus

Jumlah Penderita Diabetes
Melitus yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar

5046 Orang 5046 Orang

Kab,
Banjar

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat

Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang

0 Orang

Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan 6 Orang

6 Orang

Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan

8 Orang

Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan 10 Orang 10 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan 14 Orang 14 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan

15 Orang

Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan

17 Orang

Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan 18 Orang 18 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan 23 Orang 23 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan

23 Orang

Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan ~ 25 Orang 25 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Kab.
Banjar

Hal.212



No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran
Kegiatan

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub

Target Capaian

Kegiatan Sebelum

Sesudah

Lokasi

Kegiatan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

27 Orang

30 Orang

Jumlah Orang yang Mendapatkan 33 Orang 33 Orang

Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

37 Orang

41 Orang

50 Orang

51 Orang

Jumlah Orang yang Mendapatkan 58 Orang 58 Orang

Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

86 Orang

87 Orang

432 Orang

Jumlah Orang yang Mendapatkan 933 Orang 933 Orang

Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan

Pelayanan Kesehatan Orang Terduga

Tuberkulosis

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

133 Orang

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

231 Orang

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

254 Orang

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

303 Orang

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

10 Orang

12 Orang

36 Orang

39 Orang

65 Orang

100 Orang

133 Orang

180 Orang

231 Orang

236 Orang

251 Orang

254 Orang

257 Orang

282 Orang

303 Orang

328 Orang

389 Orang

Kab,
Banjar

Hal.213



No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran
Kegiatan

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub

Target Capaian

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Lokasi

Kegiatan

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

477 Orang

5450rang 545 Orang

559 Orang

631 Orang

1032 Orang

10040 Orang 10040 Orang

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi HIV

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

10 Orang

12 Orang

20 Orang

100 Orang

178 Orang 178 Orang

275 Orang

344 Orang

360 Orang

403 Orang

448 Orang

486 Orang

506 Orang

544 Orang

630 Orang

664 Orang

690 Orang

14358 Orang 14358 Orang

Semua
Kab/Kota
Kab.
Banjar

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB)

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB) Sesuai Standar
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB) Sesuai Standar
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB) Sesuai Standar

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB) Sesuai Standar
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk

0 Dokumen 0 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

2 Dokumen 2 Dokumen

5 Dokumen 5 Dokumen

10 Dokumen 10 Dokumen

Banjar

Hal.214



No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran

Target Capaian

Kegiatan

Sebelum Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub

Target Capaian

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Lokasi
Sub Ket.
Kegiatan

pada Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB) Sesuai Standar
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB) Sesuai Standar
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB) Sesuai Standar
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB) Sesuai Standar

12 Dokumen 12 Dokumen

12 Dokumen

100 Dokumen 100 Dokumen

1.02.02.2.02.14 Pengelolaan

Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan

pak Krisis Akibat

Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana

Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana Sesuai
Standar

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana Sesuai
Standar

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana Sesuai
Standar

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana Sesuai
Standar

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana Sesuai
Standar

1 Dokumen 1 Dokumen

2 Dokumen

4 Dokumen

12 Dokumen

100 Dokumen

Banjar

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan

Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen

lay Gizi

Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 7 Dokumen

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 10 Dokumen

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 15 Dokumen

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 25 Dokumen

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 100 Dokumen

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 180 Dokumen

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 261 Dokumen

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

0 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

3 Dokumen

4 Dokumen

7 Dokumen

10 Dokumen

12 Dokumen

15 Dokumen

25 Dokumen

100 Dokumen

180 Dokumen

261 Dokumen

Jumlah Dokumen Hasil 26266 Dokumen 26266 Dokumen

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

Kab,
Banjar

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dan/atau

26 Dokumen 26 Dokumen

12 Dokumen 12 Dokumen

Banjar

Hal.215



No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran
Kegiatan

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub

Target Capaian

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Lokasi
Sub Ket.
Kegiatan

Berpotensi Bencana Sesuai
Standar

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

0 Dokumen 0 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

2 Dokumen 2 Dokumen

3 Dokumen 3 Dokumen

4 Dokumen 4 Dokumen

5 Dokumen 5 Dokumen

6 Dokumen 6 Dokumen

10 Dokumen

12 Dokumen 12 Dokumen

12 Dokumen

15 Dokumen 15 Dokumen

100 Dokumen 100 Dokumen

100 Dokumen

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan

Jumlah Dokumen Hasil

y

Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan

12 Dokumen 12 Dokumen

0 Dokumen 0 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

2 Dokumen 2 Dokumen

3 Dokumen 3 Dokumen

4 Dokumen 4 Dokumen

5 Dokumen 5 Dokumen

6 Dokumen 6 Dokumen

12 Dokumen 12 Dokumen

69 Dokumen 69 Dokumen

100 Dokumen 100 Dokumen

Kab,
Banjar

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan

Jumlah Dokumen Hasil

layanan Promosi

Pelayanan
Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan

0 Dokumen 0 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

2 Dokumen 2 Dokumen

3 Dokumen 3 Dokumen

4 Dokumen 4 Dokumen

5 Dokumen 5 Dokumen

7 Dokumen 7 Dokumen

12 Dokumen 12 Dokumen

12 Dokumen

Kab,
Banjar

Hal.216



No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran

Target Capaian

Kegiatan

Sebelum Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub

Target Capaian

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Lokasi

Kegiatan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan

96 Dokumen 96 Dokumen

100 Dokumen 100 Dokumen

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan

Jumlah Dokumen Hasil

Y
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan
Tradisional Lainnya

Pelayanan
Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan Tradisional Lainnya
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan Tradisional Lainnya

3 Dokumen 3 Dokumen

10 Dokumen 10 Dokumen

Kab,
Banjar

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan
Surveilans Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan

0 Dokumen 0 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

12 Dokumen 12 Dokumen

12 Dokumen 12 Dokumen

12 Dokumen

18 Dokumen 18 Dokumen

40 Dokumen 40 Dokumen

100 Dokumen 100 Dokumen

Banjar

1.02.02.2.02.21 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Jumlah Orang dengan Masalal

h Kejiwaan 800 Orang

(ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan

Kab,
Banjar

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
NAPZA

Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan

6 Orang

10 Orang

12 Orang

13 Orang 13 Orang

16 Orang 16 Orang

17 Orang 17 Orang

17 Orang

26 Orang

30 Orang

34 Orang

36 Orang

37Orang 37 Orang

50 Orang

53 Orang

58 Orang

69 Orang 69 Orang

70 Orang

100 Orang 100 Orang

100 Orang

129 Orang 129 Orang

Kab.
Banjar
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No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Target Capaian

Kegiatan

Sebelum Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Target Capaian

Kegiatan

Sebelum Sesudah

Lokasi
Sub | Ket.
Kegiatan

Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan

200 Orang 200 Orang

552 Orang 552 Orang

3680 Orang

1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya
Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
dan Pasca Krisis Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 3 Dokumen
Pengelolaan Upaya Pengurangan
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca

Krisis Kesehatan

Banjar

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular dan Tidak Menular

Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 0 Dokumen
Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular dan Tidak
Menular

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen
Pelayanan Kesehatan

Penyakit Menular dan Tidak

Menular

Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen
Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular dan Tidak
Menular

Jumlah Dokumen Hasil 3Dokumen 3 Dokumen
Pelayanan Kesehatan

Penyakit Menular dan Tidak

Menular

Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen
Pelayanan Kesehatan

Penyakit Menular dan Tidak

Menular

Jumlah Dokumen Hasil 19 Dokumen 19 Dokumen
Pelayanan Kesehatan

Penyakit Menular dan Tidak

Menular

Jumlah Dokumen Hasil 25 Dokumen 25 Dokumen
Pelayanan Kesehatan

Penyakit Menular dan Tidak

Menular

Jumlah Dokumen Hasil 51% 51%
Pelayanan Kesehatan

Penyakit Menular dan Tidak

Menular

Jumlah Dokumen Hasil 80 Dokumen 80 Dokumen
Pelayanan Kesehatan

Penyakit Menular dan Tidak

Menular

Jumlah Dokumen Hasil 100 Dokumen 100 Dokumen
Pelayanan Kesehatan

Penyakit Menular dan Tidak

Menular

Jumlah Dokumen Hasil 156 Dokumen 156 Dokumen
Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular dan Tidak

Menular

Kab.
Banjar

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen
Pengelolaan Jaminan Kesehatan

Masyarakat

Kab,
Banjar

1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan
Pengiriman Spesimen Penyakit
Potensial KLB ke Laboratorium
Rujukan/Nasional

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial 1 Paket 1 Paket
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke

Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial 1 Paket
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke

Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial 2 Paket
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke

Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial S Paket
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke

Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial 6 Paket
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke

Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial 10 Paket
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial 12 Paket 12 Paket
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial 12 Paket
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke

Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial 17 Paket

Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
Laboratorium Rujukan/Nasional yang
Didistribusikan

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial 18 Paket 18 Paket
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial 18 Paket
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial 20 Paket
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial 27 Paket
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan
Jumlah Spesimen Penyakit Potensial 39 Paket

Kejadian Luar Biasa (KLB) ke

Kab.
Banjar
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No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Target Capaian

Kegiatan

Sebelum Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Target Capaian

Kegiatan

Sebelum Sesudah

Lokasi
Sub Ket.
Kegiatan

Laboratorium Rujukan/Nasional yang
Didistribusikan

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
Laboratorium Rujukan/Nasional yang
Didistribusikan

50 Paket

1.02.02.2.02.31 Pengelolaan
Penelitian Kesehatan

1 Dokumen
Penelitian

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Penelitian
Kesehatan

1 Dokumen
Penelitian

Kab.
Banjar

1.02.02.2.02.33 Operasional
Pelayanan Puskesmas

Jumlah Dokumen Operasional 3 Dokumen 3 Dokumen
Pelayanan Puskesmas

Jumlah Dokumen Operasional 12 Bulan 12 Bulan
Pelayanan Puskesmas

Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokumen 12 Dokumen
Pelayanan Puskesmas

Jumlah Dokumen Operasional 35 Dokumen 35 Dokumen
Pelayanan Puskesmas

Kab.
Banjar

1.02.02.2.02.34 Operasional

Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokumen 12 Dokumen
Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya

Semua
Kab/Kota
Kab,
Banjar

1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan
Akreditasi Fasilitas di

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 1 Dokumen 1 Dokumen

Kabupaten/Kota

i di Kaby ota

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 1 Unit 1 Unit
Terakreditasi di Kabupaten/Kota

Kab.
Banjar

1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan
Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan 0 Laporan
Awal Kejadian Tidak Diharapkan

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 1 Laporan 1 Laporan
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)

1 Laporan

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 2 Laporan 2 Laporan
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)

3 Laporan

Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)

4 Laporan

Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)

5 Laporan

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 6 Laporan 6 Laporan
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)

10 Laporan

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 12 Laporan 12 Laporan
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)

12 Laporan

Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)

18 Laporan

Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)

100 Laporan

Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)

128 Laporan

Kab,
Banjar

1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan
Kewaspadaan Dini dan Respon
Wabah

Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini

dan Respon Wabah

Kab,
Banjar

1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan
Pengelolaan Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, 1 Unit
Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit

Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat

Terpadu (SPGDT)

Kab.
Banjar

1.02.02.2.02.39 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui
Pendekatan Keluarga

Jumlah Keluarga Yang
Sudah Dikunjungi dan
Diintervensi Masalah
Kesehatannya Oleh Tenaga
Kesehatan Puskesmas

15 Keluarga 15 Keluarga

Jumlah Keluarga Yang
Sudah Dikunjungi dan
Diintervensi Masalah
Kesehatannya Oleh Tenaga
Kesehatan Puskesmas

30 Keluarga 30 Keluarga

Jumlah Keluarga Yang
Sudah Dikunjungi dan
Diintervensi Masalah
Kesehatannya Oleh Tenaga
Kesehatan Puskesmas

1000 Keluarga 1000 Keluarga

Kab,
Banjar

1.02.02.2.02.40 Pengelolaan
pelayanan kesehatan orang dengan
Tuberkulosis

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

10 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

12 Orang

Kab,
Banjar
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No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Target Capaian

Hasil Program

Sebelum Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Target Capaian

Kegiatan

Sebelum Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Target Capaian

Kegiatan

Sebelum Sesudah

Lokasi

Kegiatan

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

24 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

36 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

40 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

46 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

64 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

72 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

100 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

106 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

158 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

231 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

257 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

300 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

302 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

389 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

472 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

477 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

559 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

580 Orang

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

864 Orang

1.02.02.2.02.42 Pengelolaan
pelayanan kesehatan Malaria

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
kesehatan malaria

1 Orang

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
kesehatan malaria

2 Orang

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
kesehatan malaria

5Orang

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
kesehatan malaria

6 Orang

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
kesehatan malaria

8 Orang

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
kesehatan malaria

12 Orang

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
kesehatan malaria

22 Orang

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
kesehatan malaria

24 Orang

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
kesehatan malaria

25 Orang

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
kesehatan malaria

57 Orang

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
kesehatan malaria

100 Orang

Kab.
Banjar

1.02.02.2.03
Penyelenggaraan
Sistem Informasi
Kesehatan Secara
Terintegrasi

persentase puskesmas yang melaporkan 100 % 100 %
melalui sistem informasi kesehatan

terintegrasi

1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan
Informasi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen
Pengelolaan Data dan

Informasi Kesehatan

Kab.
Banjar

1.02.02.2.03.03 Pengadaan
Alat/Perangkat Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet

Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi 6 Unit 6 Unit
Kesehatan dan Jaringan Internet yang

Disediakan

Kab.
Banjar

1.02.02.2.04
Penerbitan Izin Rumah
Sakit Kelas C, D dan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Capaian SPM 82.2 Persen 82.2 Persen
Keperawatan
86 Persen

Persentase Capaian SPM 86 Persen

Pelayanan Medik

Persentase Capaian SPM 88 Persen 88 Persen
Pelayanan Penunjang dan

Kefarmasian

Persentase Jumlah Rumah sakit 100 Persen 100 Persen
yang dilakukan pembinaan 2

kali setahun

1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu
Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan 1 Unit 1 Unit
Pengukuran Indikator Nasional Mutu

(INM) Pelayanan kesehatan

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan 30 Unit 30 Unit
Pengukuran Indikator Nasional Mutu

(INM) Pelayanan kesehatan

Kab.
Banjar

1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan
dan Pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan Rujukan

Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan 1 Dokumen 1 Dokumen
Perumusan dan Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan Rujukan

1.02.03 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN

Persentase Pelayanan
Kesehatan Keadaan
Tertentu oleh Tenaga
Kesehatan RS

Persentase Puskesmas 80 Persen 80 Persen
dengan 9 Jenis Tenaga
Kesehatan Sesuai

Standar

100 Persen 100 Persen

1.02.03.2.02
Perencanaan
Kebutuhan dan

Capaian Pemenuhan

Perencanaan Kebutuhan dan

100 Persen 100 Persen

Pendayagunaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota

Manusia Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Persentase Puskesmas dengan 9 75 Persen 75 Persen
Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai

Standar

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan
Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Sumber Daya Manusia
Kesehatan yang Memenuhi Standar di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)

70 Orang 70 Orang

Banjar
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil 16 Dokumen 16 Dokumen | Kab.
Pengawasan Sumber Daya Manusia | pembinaan dan Pengawasan Banjar
Kesehatan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
1.02.03.2.03 Persentase UPT yang SDMK 50 Persen 50 Persen | 1:02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu | jymlah Sumber Daya Manusia 100 Orang 100 Orang | Kab-
Mutu Per dan Peningkatan Kompetensi Teknis | esehatan Tingkat Daerah Banjar
dan Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kab ota yang Dif
Kompetensi Teknis Teknis Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Mutu dan Kompetensinya
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.04 PROGRAM Persentase Fasilitas 9375% | 10204201 Persentase Apotek dan toko obat 78 Persen 78 Persen | 1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
SEDIAAN FARMASI, Pelayanan Kefarmasian Pemberian Izin yang berizin Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengendalian dan Pengawasan Banjar
ALAT KESEHATAN (Apotek dan Toko Obat) Apotek, Toko Obat, Pengawasan Perizinan Apotek, Toko | serta Tindak Lanjut Pengawasan
DAN MAKANAN yang Memenuhi Standar Toko Alat Kesehatan Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Perizinan Apotek, Toko Obat,
MINUMAN dan Persyaratan Perizinan dan Optikal, Usaha Optikal, Usaha Mikro Obat Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,
Miki Tradisi | (UMOT} isic
Persentase Puskesmas 80 Persen 80 Persen Tr;drios\c?::lt(UMOT) radisional (UMOT) Usaha Mikro Obat Tradisional
dengan 9 Jenis Tenaga (Umomn
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan | jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat 40 Sarana 40 Sarana | Kab-
Komitmen lzin Apotek, Toko Obat, Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Banjar
Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Obat Tradisional (UMOT) yang
Usaha Mikro Obat Tradisional Memenuhi Komitmen Izin
(umoT)
10204203 Terlaksananya pengendalian dan 100 Persen 100 Persen | 1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 20 Dokumen 20 Dokumen | Kab.
Penerbitan Sertifikat | pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengendalian dan Pengawasan Banjar
Produksi Pangan pengawasan sertifikat produksi Pengawasan Sertifikat Produksi serta Tindak Lanjut
Industri Rumah pangan industri rumah tangga Pangan Industri Rumah Tangga dan | pengawasan Sertifikat Produksi
Tangga dan Nomor P- Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Pangan Industri Rumah Tangga
IRT sebagai Izin untuk Produk Makanan Minuman dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh | proguksi, untuk Produk
Produk Makanan Industri Rumah Tangga Makanan Minuman Tertentu
Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh
yang Dapat Industri Rumah Tangga
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga
1.02.05 PROGRAM Persentase 86.80 Persen 86.80 Persen | 1:02.05.2.01 Advokasi, | persentase desa/kelurahan yang 100 Persen 100 Persen | 1-02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 3 Dokumen 3 Dokumen | Kab.
P AN Pemberdayaan, dilakukan advokasi Promosi Kesehatan, Advokasi, Kesehatan, Advokasi, Banjar
MASYARAKAT Masyarakat Bidang Kemitraan, dan Y dan
BIDANG KESEHATAN | yesehatan Peningkatan Peran Masyarakat Masyarakat
s?rta Masyarakat dan Jumlah Dokumen Promosi 12 Dokumen 12 Dokumen
Lintas Sektor Tingkat Kesehatan, Advokasi
Daerah Kemitraan dan Pemberdayaan
Kabupaten/Kota
Masyarakat
1.02.05.2.02 Persentase Posyandu aktif 74 Persen 74 Persen | 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Sehat Promosi Kesehatan dan Gerakan Penyelenggaraan Promosi Banjar
dalam rangka Hidup Bersih dan Sehat Kesehatan dan Gerakan Hidup
Promotif Preventif Bersih dan Sehat
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1:02.05.2.03 Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen | 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan | jymiah Dokumen Hasil 1Dokumen 1 Dokumen Kab.
Pengembangan dan | Bimbingan Teknis dan Supervisi Supervisi Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Banjar
Pelaksanaan Upaya Upaya Kesehatan Bersumber Pelaksanaan Upaya Kesehatan Supervisi Upaya Kesehatan
t Daya (UKBM) Daya kat (UKBM) Daya
F;Z:a)?ff:f‘ Persentase Capaian SPM 90 % 90 % (UKBM)
oo Puskesmas 100% Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen
Kabupaten/Kota Persentase puskesmas yang 100 Persen 100 Persen Bimbingan Teknis dan
melaksanakan Bimbingan Supervisi Upaya Kesehatan
Teknis Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 4 Dokumen
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil 10 Dokumen
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen

Bimbingan Teknis dan
Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)

42 Dokumen 42 Dokumen

100 Dokumen 100 Dokumen

100 Dokumen

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiat: Kegiat Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
1.03.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan Kinerja ~ 74.00 7400 | 1.03.01.201 Persentase Tersusunnya Dokumen 100 % 100 % | 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 3 Dokumen | Semua
PENUNJANG Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Umum Penataan Ruang dan Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Pertanahan Evaluasi Kinerja dan Tepat Mutu Banjar
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 7 Laporan 7 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kineja | |kntisar Realisasi Kinerja SKPD dan Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10301202 Persentase Tersusunnya Dokumen 100% 100 % | 1.03.01.20201 Penyediaan Gaji dan | jumiah Orang yang 65 Orang/bulan 65 Orang/bulan | Semua
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat | dan Tepat Mutu Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
1.03.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
Administrasi Tugas ASN i inis i Banjar
Pelaksanaan Tugas ASN
1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujianVerifikasi keuangan
SKPD
1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 16 Laporan 16 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1.03.01.2.02.08 Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 0 Dokumen 0 Dokumen | Kab.
Pelaporan dan Analisis Prognosis Analisis Prognosis Realisasi Banjar
Realisasi Anggaran Anggaran
Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Dokumen 1 Dokumen
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
1.03.01.205 Peresentase Kepegawaian Perangkat 100 % 100 % [ 1:03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 40rang 4 Orang | Semua
Administrasi Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Implementasi Peraturan Perundang- | Bimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Kepegawaian Waktu Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Perangkat Daerah Banjar
1.03.01.2.06 Persentase Terpenuhinya 100 % 100% | 1:03.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 12 Paket 12 Paket | Semua
Umum Penunjang Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah Perkantoran Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | yang Disediakan Kab.
Banjar
1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jum|ah Paket Peralatan dan 12 Paket 12 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 Paket 1 Paket | Kab.
Logistik Kantor Disediakan Banjar
1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket 12 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 48 Dokumen 48 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan Banjar
undangan Perundang-Undangan yang
Disediakan
1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Tamu Kunjungan Tamu Kab/Kota
Kab.
Banjar
1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
1.03.01.2.08 Persentase Terpenuhinya Pelayanan 100 % 100 % | 1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat | jymlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Menyurat Surat Menyurat Banjar
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Listrik Listrik yang Disediakan
1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
1.03.01.2.09 Persentase Terpenuhinya Pelayanan 100 % 100 % | 1:03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang | pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Pajak dan dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 0 Unit 0 Unit | Kab-
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 50 Unit 50 Unit
Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan
Pajak dan Perizinannya
1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan 27 Unit 27 Unit | Kab.
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dibayarkan Perizinannya Banjar
dan Perizinan Alat Besar
1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 0 Unit 0 Unit Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Banjar
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 115 Unit 115 Unit
yang Dipelihara
1030120909 - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 Unit 1Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelinara/Direhabilitasi Banjar
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famtordar tairmyar
g g bKegt
10362 Persentast Janngan Tngasi 65,11 % 65,11 % | 1030228+ Panang Sunga yang Dikelola 416 % 416% | T8 Peryusurarr Rercare——Jumlah Rencana Teknis dan_____3 Dokumen 3 Dokumen
PENGELOLAAN Dalam Kondisi Hglikator Kinerja Pengelolaan SDA dan Indikator Kinerja Teknis dan Dokumen Lingkungan Dokumen LingkungalPEiigipr Kinerja Lokasi
o [ SUMBER DAYA AIR - Bangunan Pengaman Hidup untuk Konstruksi Bendungan,  [“untuk Konstruksi Befdun okast
F R 1 . gan, R
(spa) Program Rasioluas kawajan  Targe8&agatadBo4% | oo\ Kegiato. o Keluaran Target Capaian Embung, dat EaK§HEPenampung | p, b Target Capaian X Sf“; Ket.
¥ ; N o egiatan
yang terlindung| oleSiebelum | Sesudah | SUn9ai (WS) dalam 1 Kegiatan Sebelum | Sesudah | ATrLainnya PenakggiatPRir Lainfya yagébelum I Sesudah
(Satu) Daerah i
gendatian
banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten
Rasio luas kawasan 62,96 % 62,96 %
permukiman sepanjang
pantai rawan abrasi, erosi,
dan akresi yang terlindungi
oleh infrastruktur pengaman
pantai di WS Kewenangan
Kabupaten
1.03.02.2.01.03 Penyusunan Rencana | jumlah Rencana Teknis dan 5 Dokumen 5 Dokumen
Teknis dan Dokumen Lingkungan Dokumen Lingkungan Hidup
Hidup untuk Konstruksi Pengendali | yntuk Konstruksi Pengendali
Banjir, Lahar, Drainase Utama Banjir, Lahar, Drainase Kawasan,
Perkotaan dan Pengaman Pantai dan Pengaman Pantai yang
Disusun
1.03.02.2.01.04 Penyusunan Poladan | jum|ah Pola dan Rencana 1 Dokumen 1 Dokumen
Rencana Pengelolaan SDA WS Pengelolaan SDA Ws
Kewenangan Kab ota K gan Kab ota
yang Disusun
1.03.02.2.01.10 Pembangunan Panjang Bangunan Perkuatan Tebing 0.15 KM 0.15 KM
Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun
1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi | panjang Sungai yang 15 KM 15 KM
Sungai Dinormalisasi/Direstorasi
1.03.02.2.01.65 Operasi dan Panjang Sungai yang Dioperasikan dan 2KM 6 KM
Pemeliharaan Sungai Dipelihara
1.03.02.2.02 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan 839 % 8.39 % | 1.03.0220201 Penyusunan Rencana | jymlah Rencana Teknis dan 2 Dokumen 2 Dokumen
Pengembangan dan | Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Teknis dan Dokumen Lingkungan Dokumen Lingkungan Hidup
Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
Irigasi Primer dan Rawa yang Tersusun
Sekunder pada
Daerah Irigasi yang
Luasnya di Bawah
1000 Ha dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02.03 Pembangunan Jumlah Bendung Irigasi yang 6 Bendung 9 Bendung
Bendung Irigasi Dibangun
1.03.02.2.02.23 Operasi dan Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang 14.2 KM 16.95 KM
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Dioperasikan dan Dipelihara
1.03.03 PROGRAM Persentase Penduduk yang ~ 81.61% 81.61% | 1:03.03.201 Persentase penambahan jaringan SPAM  1.04 % 104 % | 1:03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM 0 0
PENGELOLAAN DAN | Mendapatkan Akses Air Pengelolaan dan Kabupaten Jaringan Perpipaan di Kawasan Jumlah Sarana dan Prasarana 2214 Unit 2214 Unit
PENGEMBANGAN Minum yang Aman dan Layak Pengembangan Perdesaan Pengembangan Sistem Penyedizan
SISTEM PENYEDIAAN Sistem Penyediaan Air A Mi
AIR MINUM Minum (SPAM) di o Minum
Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.03.2.01.08 Perbaikan SPAM 0 0
Peroi -
:}Z’r';'z::a"e’p‘p“” di Kawasan Jumlah Desa yang Sarana Air Minumnya 8 Desa 8 Desa
akan dilakukan optimalisasi dan perluasan
1.03.03.2.01.12 Fasilitasi Penyiapan Jumlah unit SPAM yang mendapatkan 8 Unit 8 Unit
Kerja Sama SPAM fasilitasi kerjasama
1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jumlah Sambungan Rumah Terpasang 350 SR 350 SR
Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perdesaan
1.03.05 PROGRAM Persentase Akses Sanitasi  7.89% 7.89% | 1:03.05.201 Persentase Akses Sanitasi Aman ~ 7.89% 7.89% | 1-03.05.201.06 Jumlah Rumah Tangga 209 Rumah 200 Rumah
PENGELOLAAN DAN | Aman Pengelolaan dan bersentase Akses Sanitasi Layak  70.68% 70689 | Pembangunan/Penyediaan Sub yang menmiliki Tangki Tangga Tangga
PENGEMBANGAN persentase Akses Sanitasi 79,68 % 79.68 % | Pen9embangan Sistem Pengolahan Setempat Septik
SISTEM AIR LIMBAH Rt Sistem Air Limbah
Layak :
Domestik dalam
Persentase Penduduk yang  79.68 % 79.68 % | paerah
Mendapatkan Layanan Air Kabupaten/Kota
Limbah
1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Jumlah kelompok Masyarakat 12 Kelompok 12 Kelompok
Pemberdayaan Masyarakat terkait yang Mendapatkan Sosialisasi
yediaan Sistem P At | dan ‘
Limbah Domestik Masyarakat Rangka
Penyediaan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik
1.03.05.2.01.10 Operasi dan Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah 1 Unit 1 Unit
Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air | pomestik yang Diperasikan dan Dipelihara
Limbah Domestik
1.03.05.2.01.13 Penyediaan Sarana Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan 2 Unit 2 Unit
Pengangkutan Lumpur Tinja Lumpur Tinja
1.03.06 PROGRAM Persentase Peningkatan 46.20 % 46.20 % | 1:03.06.2.01 Persentase Pengurangan Genangan ~ 6136 % 61.36 % | 1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem | panjang Saluran Drainase Perkotaan yang 1000 M 9000 M
PENGELOLAAN DAN | | asan Kawasan Perkotaan Pengelolaan dan Drainase Perkotaan Dibangun
PENGEMBANGAN yang Terlayani Sistem Pengembangan
SISTEM DRAINASE Jaringan Drainase Sistem Drainase yang
Terhubung Langsung
dengan Sungai dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang 500 M
Drainase Perkotaan Ditingkatkan
1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Panjang Saluran Drainase Perkotaanyang 500 M 500 M | Kab.
Drainase Perkotaan Dilakukan Rehabilitasi Banjar
1.03.06.2.01.09 Operasi dan Panjang Saluran Drainase yang 45000 M 45000 M
Pemeliharaan Sistem Drainase Dioperasikan dan Dipelihara
1.03.07 PROGRAM Persentase Luas Kawasan 84.57 % 84.57 % | 1.03.07.2.01 Persentase Infrastruktur Kawasan Strategis 100 % 100 % | 1:03.07.2.01.01 Pembangunan dan Jumlah Sistem Jaringan Prasarana 2795 2795
PENGEMBANGAN Strategis dengan Infrastruktur Penyelenggaraan dalam Kondisi Baik Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Permukiman yang Sistem  Sistem
PERMUKIMAN yang Memadai Infrastruktur pada Kawasan Permukiman di Kawasan Dibangun di Kawasan Strategis Jaringan  Jaringan
Permukiman di Strategis Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Kawasan Strategis
Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Jumlah Sistem Jaringan Prasarana 2719 9000
Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan | dan Sarana Permukiman yang Sistem  Sistem
Permukiman di Kawasan Strategis Dipelihara di Kawasan Strategis ~ Jaringan  Jaringan
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
1.03.08 PROGRAM Persentase Pemanfaatan  100.00 % 100.00 % | 1:03.08.2.01 Persentase Bangunan Ber-IMB 825% 825% | 1:03.08.201.01 Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan 125 Dokumen 125 Dokumen

PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG

Bangunan yang Sesuai
Dengan Rencana Tata
Ruang

Penyelenggaraan
Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota,
Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan
Gedung

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung
(TABG), Pendataan Bangunan
Gedung, serta i SIMBG

Penerbitan Persyaratan
Bangunan Gedung (PBG),
Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
peran Tim Profesi Ahli (TPA),

Gedung, serta Implementasi
SIMBG

1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi
Terkait Bangunan Gedung
Kabupaten/Kota

Jumlah Regulasi Terkait Bangunan 2 Dokumen 2 Dokumen
Gedung Kabupaten/Kota yang
Disusun

1.03.09 PROGRAM
PENATAAN

BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA

Persentase Tersedianya Tata
Bangunan dan Lingkungan

81.00 % 81.00 %

1.03.09201
Penyelenggaraan
Penataan Bangunan
dan Lingkungannya di
Daerah

Persentase Bangunan Pemerintah 22.86 % 22.86 %

dalam Kondisi Baik

1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem
Penataan Bangunan dan Lingkungan
di Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Rencana, 5 Dokumen 9 Dokumen
Kebijakan, Strategi dan Teknis
Sistem Penataan Bangunan dan

Lingkungan di Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan
Sistem Informasi Jasa
Konstruksi Cakupan
Daerah

Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten
pada Sistem Informasi Pembina Jasa
Konstruksi

Informasi Tenaga Kerja dan Badan
Usaha

Kabupaten/Kota
1.03.092.01.03 Penataan Bangunan | jymlah Penataan Bangunan dan 2 Kawasan 2 Kawasan
dan Lingkungan Lingkungan di Kawasan Cagar

Budaya dan Tradisional Bersejarah,
Kawasan Pariwisata, Kawasan
Sistem Perkotaan Nasional dan
Kawasan Strategis Lainnya
1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan Bangunan 6 Kawasan 6 Kawasan
Bangunan dan L dan Li di Kawasan Cagar
Budaya dan Tradisional Bersejarah,
Kawasan Pariwisata, Kawasan
Sistem Perkotaan Nasional dan
Kawasan Strategis Lainnya
1.03.10 PROGRAM Persentase Panjang Jalan 72.84% 7284 % | 103.102.01 Persentase Bertambahnya Panjang Jalan 07 % 0.7 % | 1.03.10201.01 Penyusunan Rencana, | jymlah Dokumen Hasil 14 Dokumen 73 Dokumen
PENYELENGGARAAN | Kahypaten dalam Kondisi Penyelenggaraan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Kebijakan, dan Strategi pelaksanaan Advis dan
Kab )
JALAN Mantap Jalan ota Ser Panjang Jalan 12% 12% ie?gembanginsérlr;ganJlalan serta Layanan Teknis, Kjian
Persentase Panjang Jalan 7347 % 7347 % Poros Desa dalam Kondisi Mantap J:I:n";:'n‘afe”m;m"a': enyelenggaraan KEb'kJ)aka"r Ba’l‘(‘“a" Te“”‘ls"
isi Bimbingan Teknis, Pengelolaan
Poros Desa dalam Kondisi Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik 82.7 % 82.7 % b 9
Mantap engendalian
1.03.10.2.01.02 Pembebasan Luas Lahan yang Tersedia untuk 0M? 0 M?
Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan | penyelenggaraan Jalan
Jalan
1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jumlah Data dan Informasi Terkait 9 Dokumen 9 Dokumen
Jalan/Jembatan Kondisi Jalan/Jembatan
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 2KM  20KM
1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi 4 KM 20 KM
Jalan
1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 20KM  22KM
1.03.102.01.10 Pemeliharaan Berkala | panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan 1.5 KM 2 KM
Jalan Secara Berkala
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan 8 KM 10 KM
Jalan Secara Rutin
1.03.102.01.12 Pembangunan Panjang Jembatan yang Dibangun 10M 10M
Jembatan
1.03.10.2.01.16 Penggantian Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian 6 M 40 M
Jembatan
1.03.102.01.18 Rehabilitasi Jembatan | panjang Jembatan yang Dilakukan 30M 150 M
Rehabilitasi
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Panjang Jembatan yang Dilakukan 6M 150 M
Jembatan Pemeliharaan Secara Rutin
1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Panjang Jalan dan Jembatan yang 1.7KM 1.7 KM
Bencana/Tanggap Darurat Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat
Bencana
1.03.102.01.27 Jumlah Jembatan Gantung yang 1 Unit 2 Unit
Penggantian/Rehabilitasi Jembatan | Diganti/Direhabilitasi
Gantung

1.03.11 PROGRAM Persentase Pemenuhan 87.50 % 87.50 % | 1.03.11.2.01 Persentase Tenaga Terampil Konstruksi 30% 30% | 1:03.11:2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi 35 Orang 35 Orang

PENGEMBANGAN Kebutuhan Tenaga Terampil Penyelenggaraan Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan

JASA KONSTRUKSI Konstruksi yang Memenuhi Pelatihan Tenaga Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi

Persyaratan Kompetensi Terampil Konstruksi
1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Jumlah Peserta yang Mengikuti 135 Orang 135 Orang
1 Kapasitas dan Peni
Konstruksi Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
1:03.11.2.02 Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan 90 % 90 % | 1:03.11.2.02.06 Penyusunan Data dan | jymlah Data dan Informasi 2 Dokumen 2 Dokumen

Tenaga Kerja dan Badan Usaha

Kabupaten/Kota
1.03.11.2.02.07 Penyusunan Data dan | jumiah Data dan Informasi 2 Dokumen 2 Dokumen
Informasi i K a9
Material dan Peralatan Material dan Peralatan

1.03.11.2.04 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis

Pengawasan Tertib
Usaha, Tertib
Penyelenggaraan dan
Tertib Pemanfaatan
Jasa Konstruksi

Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib 40 % 40 %
Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib
Pemanfaatan Konstruksi

tentang Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan, dan Tertib
Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Jumlah Peserta yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Tentang Tertib

Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

40 Orang 40 Orang

1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan
Evaluasi Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan, dan Tertib
Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Jumlah Dokumen Pengawasan dan 50 Laporan 50 Laporan
Evaluasi Tertib Usaha, Tertib

Pengelenggaraan, dan Tertib

Pemanfaatan Jasa Konstruksi

PENYEI

1.03.12 PROGRAM

LENGGARAAN

PENATAAN RUANG

Persentase Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang terhadap
Rencana Tata Ruang

9217 % 9217 %

1.03.122.01
Penetapan Rencana
Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana
Rinci Tata Ruang
(RRTR)
Kabupaten/Kota

Persentase Penilaian Kesesuaian RUTR dan 60 % 60 %

RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan

1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan
Persetujuan Substansi, Evaluasi,
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan
RRTR Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Persetujuan 1 Dokumen 1 Dokumen
Substansi, Evaluasi dan

Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiat. Kegiat Kegiatan
Sebelum Sesudah eglatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan | jumlah Dokumen Kebijakan 1 Dokumen 1 Dokumen
dalam rangka Pelaksanaan Penataan | perda/Perkada selain RTRW
Ruang Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan | jumlah Dokumen Sosialisasi 1 Dokumen 1 Dokumen
dan Peraturan Perundang-undangan | Kebijakan dan Peraturan
Bidang Penataan Ruang Perundang-undangan Bidang
Penataan ruang
1.03.122.03 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan 100 % 100 % | 1:03.122.03.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 4 Dokumen 4 Dokumen
Koordinasi dan Ruang terhadap RUTR Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
Sinkronisasi untuk Investasi dan Pembangunan untuk Investasi dan
Pemanfaatan Ruang Daerah Pembangunan Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Jumlah Data dan Informasi 250 Dokumen 250 Dokumen
Penataan Ruang yang Dihasilkan dari Sistem
Informasi Penataan Ruang
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 PROGRAM Persentase Perumahan Yang Dibangun 100 % | 1:04.02.2.01 Persentase Rumah yang terdata akibat 100 % 100 % | 1.04.022.01.01 Identifikasi Jumlah Dokumen Data Rumah di 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
PENGEMBANGAN sesuai dengan dokumen teknis atau Pendataan Penyediaan | orban bencana Perumahan di Lokasi Rawan Bencana | | okasi Rawan Bencana dan Lokasi Banjar
PERUMAHAN siteplan dan Rehabilitasi atau Terkena Relokasi Program yang Berpotensi Terkena Relokasi
Rumah Korban Kabupaten/Kota Program Kabupaten/Kota
Bencana atau Relokasi
Program
Kabupaten/Kota
1.04.02.2.03 Persentase unit rumah korban bencana 100 % 100 % | 1:04.02:203.01 Rehabilitasi Rumah Jumlah Rumah Korban Bencana 5Unit 5 Unit Kab.
Pembangunan dan yang direhabilitasi sesuai dengan rencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Rumah ~ Rumah | Banjar
Rehabilitasi Rumah aksi
Korban Bencana atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1.04.022.06 Dokumen Izin 100 % 100 % | 1.04.02.2.06.01 Fasilitasi Pemenuhan | jymlah Dokumen Kesepakatan 50 Dokumen 50 Dokumen | Kab.
Penerbitan lzin dan Pengembangan Perumahan Yang Komitmen Penerbitan Izin dengan Pengembang/Pelaku Banjar
Pembangunan dan Diterbitkan dan Per Rumah untuk
Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Penerbitan izin Pembangunan
Perumahan Elektronik dan Pengembangan
Perumahan Terintegrasi Secara
Elektronik
1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
inkronisasi ) inkronisasi i Banjar
dan dan Per
Perumahan Perumahan
1.04.03 PROGRAM Persentase Kawasan Kumuh 15,23 % 15,23 % | 1:04.03.202 Penataan | jymiah desa/kelurahan yang 5 Desa/ 5 Desa/ 1040320201 Survei dan Penetapan | jymah Hasil Survei dan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
KAWASAN yang tertangani dan Peningkatan teridentifikasi sesuai pola  Kelurahan ~ Kelurahan | Lokasi Perumahan dan Permukiman | penetapan Lokasi Perumahan dan Banjar
PERMUKIMAN Kualitas Kawasan penanganan Kumuh Permukiman Kumuh
Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah
10 (Sepuluh) Ha
1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana | jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Pencegahan dan Peningkatan Pencegahan dan Peningkatan Banjar
Kualitas Perumahan Kumuh dan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh
1.04.03.2.02.04 Penyadaran Publik Jumlah Laporan Pelaksanaan 5 Laporan 5 Laporan | Kab-
Pencegahan Tumbuh dan Penyadaran Publik Pencegahan Banjar
Berkembangnya Permukiman Kumuh | Tymbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh
1.04.03.2.03 Jumlah luasan (ha) penanganan 24Ha 24 Ha | 1.0403.203.01 Penyusunan Rencana | jymiah Rencana Tapak (Site Plan) 3 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
Peningkatan Kualitas | infrastruktur kawasan kumuh Tapak (Site Plan) dan Detail dan Detail Engineering Design Banjar
Kawasan Permukiman Engineering Design (DED) (DED) Peremajaan/Pemugaran
Kumuh dengan Luas Peremajaan/Pemugaran Permukiman | permukiman Kumuh
di Bawah 10 (Sepuluh) Kumuh
Ha
1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 5 Laporan 5 Laporan | Kab.
Sinkronisasi Pengendalian Sinkronisasi Pengendalian Banjar
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemugaran/Peremajaan Permukiman | pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh Kumuh
1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Luas Permukiman Kumuh yang 0.1Ha 02 Ha | Kab.
Pembangunan Pemugaran/ Diremajakan/Dipugar Banjar
Peremajaan Permukiman Kumuh
1.04.04 PROGRAM Persentase pencegahan 22,68 % 22,68 % | 10404201 Persentase RTLH yang direhabilitasi sesuai 100 % 100 % | 1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk 5 Unit 5 Unit | Kab.
PERUMAHAN DAN Perumahan dan Kawasan Pencegahan dengan rencana aksi Tidak Layak Huni untuk Pencegahan | pencegahan Terhadap Tumbuh dan Rumah Rumah | Banjar
KAWASAN permukiman Kumuh Perumahan dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di
PERMUKIMAN Kawasan Permukiman Berkembangnya Permukiman Kumuh Luar Kawasan Permukiman Kumuh
KUMUH Kumuh pada Daerah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh | dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Kabupaten/Kota dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) | yang Diperbaiki
Ha
1.04.04.2.01.03 Pemberian Bantuan Jumlah Dokumen Data Penerima 0 Dokumen 0 Dokumen | Kab-
Uang Sewa Rumah Tinggal Bantuan Uang Sewa Rumah Banjar
Sementara bagi Masyarakat yang Tinggal Sementara bagi
Terkena Program Peremajaan Masyarakat yang Terkena
Permukiman Kumuh di Luar Kawasan | program Peremajaan Permukiman
Permukiman Kumuh dengan Luas di | umuh di Luar Kawasan
Bawah 10 (Sepuluh) Ha Permukiman Kumuh dengan Luas
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Jumlah Laporan Data Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan
Penerima Bantuan Uang Sewa
Rumah Tinggal Sementara bagi
Masyarakat yang Terkena
Program Peremajaan Permukiman
Kumuh
1.04.05 PROGRAM Persentase Perumahan yang sudah ~ 21.14% | 1.04.05.2.01 Urusan 1 yang P 100% 100 % | 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, | jumiah Lokasi Perumahan yang 8 Lokasi 28 Lokasi | Kab.
PENINGKATAN dilengkapi PSU Penyelenggaraan PSU | peningkatan kualitas PSU Sarana, dan Utilitas Umum di Disediakan Prasarana, Sarana, dan Banjar
PRASARANA, Perumahan Perumahan untuk Menunjang Fungsi | Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi
SARANA DAN Hunian Hunian
UTILITAS UMUM
(PSU)
1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 1 Laporan 1 Laporan | Kab-
Sinkronisasi dalam rangka Sinkronisasi dalam rangka Banjar
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum Perumahan Utilitas Umum Perumahan
1.04.05.2.01.04 Verifikasi dan Jumlah Laporan Hasil Serah Terima 0 Laporan 30 Laporan | Kab.
Penyerahan PSU Permukiman dari PSU Perumahan yang Terverifikasi Banjar
Pengembang dari Pengembang
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
1.04.05.2.01.05 Kerja Sama Jumlah Dokumen Kerja Sama 15 Dokumen 15 Dokumen | Kab-
Penyediaan/Pengelolaan PSU Penyediaan/Pengelolaan PSU Banjar
Permukiman Perumahan
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan 74.00 % 7400 % | 10501201 Persentase Dokumen 100%  100% 1.05.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua
PENUNJANG Kinerja Intern (IKKI) Badan Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran dan Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Penanggulangan Bencana Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jurlah Dokumen Perencanaan 7 Dokumen 7 Dokumen | K22
PEMERINTAHAN Daerah Evaluasi Kinerja Daerah Tepat Waktu dan Tepat Perangkat Daerah Banjar
DAERAH Perangkat Daerah Mutu
KABUPATEN/KOTA Indeks Kepatuhan dan 7400  74.00 Jumlah Dokumen Perencanaan 11 Dokumen 11 Dokumen
Kinerja Intern (IKKI) Satuan Persentase dokumen 100 Persen 100 Persen Perangkat Daerah
Polisi Pamong Praja perencanaan, penganggaran
Nilai IKKI DPKP 74 Persen dan evaluasi kinerja tepat waktu
dan tepat mutu
Persentase tersusunnya 100 Persen 100 Persen
dokumen perencanaan, laporan
kinerja dan evaluasi kinerja tepat
waktu sesuai tahapan yang telah
ditetapkan
1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 Dokumen 2 Dokumen
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan RKA-SKPD Banjar
1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 Dokumen 2 Dokumen
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan DPA-SKPD Banjar
1.05.01201.06 Koordinasidan | jumlah Laporan Capaian Kinerja 22 Laporan 22 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 3 Laporan 3 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjar
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 6 Laporan 6 Laporan
Perangkat Daerah
1.05.01.2.02 Persentase dokumen 100 Persen 100 Persen | 1:05.01.2.02.01 Penyediaan Gajidan | jumlah Orang yang 18 Orang/bulan 19 Orang/bulan | Semua
Administrasi administrasi keuangan tepat Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat | waktu dan tepat mutu Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
Persentase Dokumen Keuangan 100% 100 % Jumlah Orang yang 23 Orang/bulan 23 Orang/bulan
Perangkat Daerah Tepat Waktu Menerima Gaji dan
dan Tepat Mutu Tunjangan ASN
Persentase Pemenuhan 100 Persen 100 Persen Jumlah Orang yang 52 Orang/bulan 52 Orang/bulan
Administrasi Keuangan Menerima Gaji dan
Perangkat Daerah tepat waktu Tunjangan ASN
sesuai tahapan yang telah
ditetapkan
1.05.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
dministrasi Tugas ASN Banjar
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil 96 Dokumen 12 Dokumen
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab-
Penatausahaan dan dan Pengujian/Verifikasi Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Keyangan SKPD
1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir 2 Laporan 2 Laporan
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 18 Laporan 18 Laporan | Kab
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1.05.01.203 Presentase Administrasi Barang Milik 100 % 100% | 105.01.2.03.01 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Administrasi Barang | Daerah pada Perangkat Daerah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik | Barang Milik Dacrah SKPD Banjar
Milik Daerah pada Daerah SKPD
Perangkat Daerah
1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 4 Laporan 4 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Barang Milik Penyusunan Laporan Barang Milik Banjar
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
1.05.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Barang Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD Banjar
1.05.01.2.05 Persentase Administrasi 100% 100 % 1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 1 Paket 1 Paket | Kab.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dinas beserta Atribut Atribut Kelengkapan Banjar
Kepegawaian Sesuai Kebutuhan dan Tepat Kelengkapannya
Perangkat Daerah Waktu
Persentase Layanan administrasi 100 Persen 100 Persen
kepegawaian yang disediakan
1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 5Orang 5 Orang | Semua
Implementasi Peraturan Perundang- | gimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Banjar
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub Ket.
Hasil Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah
1.05.01.2.06 Persentase Pemenuhan 100 Persen 100 Persen | 1.05.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 12 Paket 12 Paket | Semua
Administrasi Umum | Administrasi Umum Perangkat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah Daerah tepat waktu sesuai Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | yang Disediakan Kab.
tahapan yang telah ditetapkan Banjar
Persentase penyelenggaraan 100 Persen 100 Persen
penunjang administrasi
perkantoran
Persentase Terfasilitasinya 100 % 100 %
penyelenggaraan penunjang
administrasi perkantoran
1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket 1 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Kab/Kota
K:
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 2 Paket 4 Paket B::_ar
Kantor yang Disediakan Y
1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket 1Paket | Kab.
Logistik Kantor yang Disediakan Banjar
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 12 Paket 12 Paket
yang Disediakan
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1Paket 1Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket 12 Paket
Penggandaan yang Disediakan
1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Tamu Kunjungan Tamu Kab/Kota
Kab.
Banjar
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat Kab/Kota
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab.
Jumlah Laporan 105 Laporan 125 Laporan | 22U%"
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.05.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip | jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD Banjar
1.05.01.2.07 Persentase Pengadaan Barang  100% 100 % 1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 12 Unit | Kab,
Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 73 Unit 73 Unit | 224"
Milik Daerah rencana kebutuhan
Penunjang Urusan Persentase penyediaan BMD 100 Persen 100 Persen
Pemerintah Daerah
Perangkat Daerah
1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan | jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 122 Unit 96 Unit | Semua
dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
1.05.01.2.08 Cakupan Layanan Administrasi 100 Persen 100 Persen | 1:05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 10 Laporan 10 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Perkantoran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Penunjang Um;:'e'rah jasa 100 Persen 100 Persen | 1St Listrik yang Disediakan
PEmETandr urusan pemerintah daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan
sesuai SOP Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Persentase Jasa Penunjang 100%  100% Listrik yang Disediakan
Pelayanan Umum Kantor yang
Terpenuhi
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
B
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 13 Laporan 12 Laporan | ~2 02"
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
1.05.012.09 Cakupan Terpeliharanya Barang 100 Persen 100 Persen | 1:05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang | Milik Daerah F , Biaya Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah  100% 100 % dan Pajak Kendaraan Perorangan dan dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan N Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
g yang Terpelihara Sesuai Dengan
Pemerintahan Daerah
Rencana Kebutuhan
Persentase pemeliharaan BMD 100 Persen 100 Persen
PD dalam 1 tahun
1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 1 Unit 1 Unit Kab.
neliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | yang Dipelihara dan
Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Kendaraan Dinas 28 Unit 28 Unit
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Kendaraan Dinas 30 Unit/Tahun 31 Unit/Tahun
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
1.05.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Jumlah Alat Besar yang Dipeliharadan 10 Unit 10 Unit | Kab.
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dibayarkan Perizinannya Banjar
dan Perizinan Alat Besar
1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 10 Unit 10 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelinara Banjar
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 91 Unit 91 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 102 Unit 102 Unit
yang Dipelihara
1050120909 o Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 Unit 1Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 Unit 2 Unit
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
1.05.01.2.09.11 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 1 Unit 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Banjar
Prasarana Pendukung Gedung Kantor | Dipelihara/Direhabilitasi
atau Bangunan Lainnya
1.05.02 PROGRAM Persentase tingkat 100 persen 100 persen | 1.05.022.01 Rasio Jumlah Satuan Linmas 100 Persen 100 Persen | 1-05.02.2.01.01 Pencegahan Jumlah Kasus Gangguan 352 Kasus 352 Kasus | Kab.
PENINGKATAN penyelesaian Penanganan Gangguan dan dan Ketertiban Umum Banjar
KETENTERAMAN penanganan Gangguan Ketertiban Umum Melalui Deteksi yang Dicegah Melalui Deteksi Dini
DAN KETERTIBAN pelanggaran terhadap Ketenteraman dan Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan | dan Cegah Dini, Pembinaan dan
uUMumMm trantibum, peraturan Ketertiban Umum Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan Pengawalan
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P datamT T (Saty Daerat y ; PaTTOt;
kepalPARSEATHan Kabupaten/Kota Kegiatan Pengamanaf¥aKe@iatatalan
T
nmas Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Tokast
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian 1.05.02.2.01 g PRApRKRD Atas Jupplah Kasug nggguan Target@algaian 117 Kasus | KaQup | Ket.
Hasil Program u Gangguan dan KeSEIHATanSUE. 1 Khtertit RiQHian
Sebelum Sesudah Kegiatan Sebelum Sesudah | Ketertiban Umum berdasarkan Perda | perqK€918%Berda o peSebielum Sesudah
< keacke-etalr tibarck Viefalur Penertiban dan g
Penanganan Unjuk Rasa dan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Jumlah Dokumen yang Memuat 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
Perlindungan Masyarakat dalam Hasil Pemberdayaan Banjar
rangka Ketentraman dan Ketertiban | periindungan Masyarakat dalam
Umum rangka Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas | jymlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja 5 Orang 5 Orang | Kab-
SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan | gan Satuan Perlindungan Masyarakat Banjar
Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Jumlah Dokumen SOP Ketertiban 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Umum dan Ketenteraman Banjar
Masyarakat Masyarakat yang Telah Dibuat
dan Dimutakhirkan
1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan | jumlah Laporan Penyediaan Layanan 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
dalam rangka Dampak Penegakan Dampak Penegakan Perda dan Banjar
Peraturan Daerah dan Perkada Perkada yang Terlayani
1.05.02.2.02 Persentase Gangguan 100 persen 100 persen | 1.05.022.02.01 Sosialisasi Penegakan | jymlah Laporan Hasil Pelaksanaan 4 Laporan 4 Laporan | Kab-
Penegakan Peraturan | Trantibum/K3 (Ketertiban, Peraturan Daerah dan Peraturan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Banjar
Daerah Ketentraman dan keindahan) Bupati/Wali Kota kepada Masyarakat/Kelompok
Kabupaten/Kota dan | yang dapat diselesaikan Masyarakat/Pelaku Usaha/
Peraturan Bupati/Wali
Kota
1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 4 Laporan 4 Laporan | Kab.
Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Banjar
Peraturan Daerah dan Peraturan Terhadap Kepatuhan Terhadap
Bupati/Wali Kota Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Wali Kota
1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Jumlah Laporan Pelaksanaan 4 Laporan 4 Laporan | Kab.
Pelanggaran Peraturan Daerah dan | penanganan Atas Pelanggaran Banjar
Peraturan Bupati/Wali Kota Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur yang Dapat Ditangani
Sesuai SOP
1.05.03 PROGRAM Indeks Meningkatnya 038 Indeks 0.38 Indeks | 1.05.03.2.01 Pelayanan | indeks perkuatan kesiapsiagaan 0.38 Indeks 0.38 Indeks | 1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Jumlah Orang yang Mendapatkan 800 Orang 800 Orang | Kab-
PENANGGULANGAN | Efektivitas Pencegahan Informasi Rawan dan penanganan Darurat Komunikasi, Informasi dan Edukasi Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Banjar
BENCANA dan Mitigasi Bencana Bencana Bencana (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota | dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Indeks Pengembangan 067 Indeks 0.67 Indeks | 2PUPaten/kota (Per Jenis Bencana) Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Sistem Pemulihan Secara Tatap Muka kepada
Bencana Penduduk yang Tinggal di Daerah
Rawan Bencana Sesuai Jenis
Indeks perkuatan 0.38 Indeks 0.38 Indeks Ancaman yang Ada di Kawasan
kesiapsiagaan dan Tompat T‘Zggalnya
penanganan Darurat
Bencana
1.05.03.2.02 Pelayanan | |ndeks meningkatnya efektivitas 0.38 Indeks 0.38 Indeks | 1:05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan | jymlah Warga Negara dan Aparatur 150 Orang 150 Orang | Kab.
Pencegahan dan pencegahan dan mitigasi dan Mitigasi Bencana yang Mengikuti Pelatihan Banjar
Kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Terhadap Bencana Indeks perkuatan kesiapsiagaan 0.67 Indeks 0.67 Indeks
dan penanganan Darurat
Bencana
1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan | jymiah Peralatan Penyelamatan Diri bagi 10 Unit 11 Unit | Kab-
Perlindungan dan Kesiapsiagaan Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Banjar
Terhadap Bencana Petugas
1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas | jumlah Kawasan yang Ditingkatkan 1 Kawasan 1 Kawasan | Kab.
Kawasan untuk Pencegahan dan Kapasitasnya dalam Pencegahan Banjar
Kesiapsiagaan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.05.03.2.02.07 Penanganan Jumlah Dokumen Penanganan 0 Dokumen 0 Dokumen
Pascabencana Kabupaten/Kota Pasca Bencana Kabupaten/Kota
Melalui Pengkajian Kebutuhan
Pasca Bencana (JITU PASNA)
Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
1.05.03.2.02.12 Pelatihan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan 100 Keluarga
Tanggap Bencana Alam Keluarga Tanggap Bencana Alam
1.05.03.2.03 Pelayanan | indeks perkuatan kesiapsiagaan 0.67 Indeks 0.67 Indeks | 1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat | jymiah Dokumen SK Penetapan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
Penyelamatan dan dan penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota Status Darurat Bencana dan Banjar
Evakuasi Korban Bencana SKPDB yang Ditetapkan Paling
Bencana Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil
Dokumen Laporan Kaji Cepat
1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik | jumlah Korban Bencanayang 1300 Orang 1300 Orang | Kab-
Penyelamatan dan Evakuasi Korban | Mendapatkan Distribusi Logistik Banjar
Bencana Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana
1.05.03.2.04 Penataan | indeks pengembangan sistem  0.53 Indeks 0.53 Indeks | 1.05.03.2.04.03 Kerja Sama antar Jumlah Dokumen Kerja Sama 5 Dokumen § Dokumen | Kab-
Sistem Dasar pemulihan bencana Lembaga dan Kemitraan dalam antar Lembaga dan Kemitraan Banjar
Penanggulangan Penanggulangan Bencana dalam Penanggulangan Bencana
Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.04.06 Penanganan Jumlah Dokumen Penanganan 3 Dokumen 3 Dokumen | Kab.
Pascabencana Kabupaten/Kota Pascabencana Kabupaten/Kota Banjar
Melalui Pengkajian Kebutuhan
Pasca Bencana (JITU PASNA)
Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
1.05.04 PROGRAM Persentase layanan pelaksanaan 100 Persen | 1.05.04.201 Persentase layanan pencegahan, 100 Persen 100 Persen | 1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 12 Laporan 12 Laporan
PENCEGAHAN, pemadaman dan pengendalian Pencegahan, pengendalian, pemadaman, Pengendalian Kebakaran dalam Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas
PENANGGULANGAN, | (ebakaran Pengendalian, penyelamatan, dan penanganan Daerah Kabupaten/Kota Piket dan Pemadaman Kebakaran
PENYELAMATAN Persentase layanan pelaksanaan 100 Persen | Femadaman. bahan berbahaya dan beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota
KEBAKARAN DAN evelamaton don ovalkuagi Penyelamatan, dan kebakaran dalam daerah
PENYELAMATAN peny Bahan )
NON KEBAKARAN Persentase layanan 1379 Persen | erbahaya dan
pemberdayaan Beracun Kebakaran
masyarakat/relawan kebakaran dalam Daerah
Persentase layanan pendataan, 100 Persen | Kabupaten/Kota
inspeksi dan investigasi pasca
kebakaran
Persentase layanan respon 86.45 Persen
cepat (Response Time)
penanggulangan kejadian
kebakaran
1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen
Evakuasi Korban Kebakaran dan Non | pelaksanaan Kegiatan
Kebakaran
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B PeTugas PIket
Program Kegiatan dan Penyelattthdfsgiatansi
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Saat Pe"a"gg“'a"gab}.gi ator Kinerja
No Kebakaran dan Non Kebakaran Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Kel Target Capaian Sub Kegiatan el Target Capaian Sub Ket.
Hasil Program Ko 1.05.042.01.07 Aparatur | j Kelparan sub o 1o +Oramg—+-Orang— Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah | Pemadam Kebakaran yang T KSebalupran Sesudah
Teknis dan Analis Dalam Pencegahan
dan Penanggulangan Kebakaran
1.05.04.2.01.09 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 50 Dokumen 3 Dokumen
Kerja Sama dan i antar Kerja Sama
Daerah Berbatasan, antar Lembaga, | gan Koordinasi antar Wilayah
dan Kemitraan dalam Pencegahan, Kabupaten/Kota dalam
Penanggulangan, Penyelamatan Pencegahan, Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dan Penyelamatan
Kebakaran Kebakaran dan Non Kebakaran
1.05.04.2.02 Inspeksi Persentase Layanan inspeksi 100 Persen 100 Persen | 1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Jumlah Dokumen yang 12 Dokumen 12 Dokumen
Peralatan Proteksi peralatan proteksi kebakaran Prasarana Proteksi Kebakaran Memuat Data
Kebakaran Bangunan/Gedung/Lingkungan
yang Dipersyaratkan Harus
Meniliki Sistem Proteksi
Kebakaran
1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Jumlah Dokumen yang 12 Dokumen 12 Dokumen
Prasarana Proteksi Kebakaran Memuat Data
Bangunan/Gedung/Lingkungan
yang Memenuhi Kelaikan
Standar Sarana Prasarana
Proteksi Kebakaran
1.05.04.2.04 Persentase pemberdayaan 100 Persen 100 Persen | 1:05.04.2.04.01 Pemberdayaan Jumlah Warga Masyarakat yang 250 Orang 250 Orang
Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Masyarakat dalam Pencegahan dan | Mendapatkan Sosialisasi Edukasi
Masyarakat dalam kebakaran Penanggulangan Kebakaran Melalui | pencegahan dan Penanggulangan
Pencegahan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Kebakaran Setiap Tahunnya
Kebakaran
1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Jumlah 20 Desa/Kelurahan 20 Desa/Kelurahan
Pembinaan Relawan Pemadam Desa/Kelurahan
Kebakaran yang Terbentuk
dan Terbina
Relawan Pemadam
Kebakaran pada
Lingkup Sistem
Ketahanan
Kebakaran
Lingkungan (SKKL)
Setiap Tahunnya
1.05.04.2.05 Persentase penyelenggaraan 100 Persen 100 Persen | 1.05.04.205.01 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 12 Laporan
Penyelenggaraan operasi pencarian dan Operasi Pencarian dan Pertolongan | penyelenggaraan Operasi
Operasi Pencarian dan | pertolongan terhadap kondisi pada Peristiwa yang Menimpa, Penyelamatan yang Mengancam
Pertolongan Terhadap | membahayakan manusia Membahayakan, dan/atau Keselamatan Manusia
Kondisi Mengancam Keselamatan Manusia
Membahayakan
Manusia
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern 74 74 | 1.0601.201 Persentase Perencanaan, 100 Persen 100 Persen | 1.06.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 8 Dokumen 8 Dokumen | Semua
PENUNJANG (IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Perempuan, Perlindungan Anak, Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah yang Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Pengendalian Penduduk dan Keluarga Evaluasi Kinerja Tersusun Banjar
DAERAH Berencana Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 22 Laporan 22 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.06.01.2.02 Persentase Administrasi 100 Persen 100 Persen | 1:06.01.2.02.01 Penyediaan Gajidan | jymlah Orang yang Menerima Gaji 45 Orang 40 Orang | Semua
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Keuangan Perangkat | yang Tersedia dan Tersusun Kab.
Daerah Banjar
1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujianVerifikasi Keuangan
SKPD
1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2 Laporan 2 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi Penyusunan
SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1.06.01.2.05 Persentase Administrasi 100 Persen 100 Persen | 1:06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 40rang 5Orang | Semua
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Implementasi Peraturan Perundang- | Bimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Kepegawaian yang Terbimbing Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Perangkat Daerah Banjar
1.06.01.2.06 Persentase Administrasi Umum 100 Persen 100 Persen | 1:06.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 100 Paket 100 Paket | Semua
Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Bermutu Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah dan Tepat Waktu Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | yang Disediakan Kab.
Banjar
1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jumlah Paket Peralatan dan 35 Paket 104 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 12 Paket 12 Paket | Kab.
Logistik Kantor yang Disediakan Banjar
1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 250 Paket 250 Paket | Kab-
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Tamu Kunjungan Tamu Kab/Kota
Kab.
Banjar
1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah ‘egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
SKPD SKPD Kab.
Banjar
1.06.01.2.07 Persentase Pengadaan Barang 100 Persen 100 Persen | 1:06.01.2.07.02 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit 1 Unit | Semua
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kendaraan Dinas Operasional atau atau Lapangan yang Disediakan Kab/Kota
Milik Daerah Pemerintah Daerah yang Lapangan Kab.
Penunjang Urusan Tersedia Banjar
Pemerintah Daerah
1.06.01.2.08 Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 100 Persen | 1-06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat | jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab-
Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah Menyurat Surat Menyurat Banjar
Penunjang Urusan yang Terpelihara
Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Listrik Listrik yang Disediakan
1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
1.06.01.2.09 Persentase Pemeliharaan Barang 100 Persen 100 Persen | 1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang | Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah Pemerintahan Daerah yang dan Pajak Kendaraan Perorangan dan dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan Tersedia Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 16 Unit 16 Unit | Kab.
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 30 Unit 30 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Banjar
1.06.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 2 Unit 2 Unit | Kab
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
1.06.01.2.09.12 Luas Tanah yang Dilakukan 1Ha 1Ha | Kab.
Pemelit ilitasi Tanah ilitasi Banjar
1.06.02 PROGRAM Persentase Potensi 100 Persen 100 Persen | 1.06.02.2.01 » Persentase Pemberdayaan Sosial 100 Persen 100 Persen | 1.06.02.2.01.01 Fasilitasi Jumlah Keluarga pada KAT yang 1 Keluarga 1 Keluarga | Kab-
PEMBERDAYAAN Sumber Kesejahteraan Pemberdayaan Sosial | Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pemberdayaan Sosial KAT Mendapatkan Fasilitas Banjar
SOSIAL Sosial (PSKS) yang Komunitas Adat Pemberdayaan Sosial Kewenangan
Diberdayakan Terpencil (KAT) Kabupaten/Kota
1.06.022.03 Persentase Peningkatan 100 Persen 100 Persen | 1.06.02.2.03.01 Peningkatan Jumlah Orang Mendapat 171 Orang 171 Orang | Kab.
Pengembangan Kemampuan Potensi Sumber Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Peningkatan Kapasitas Pekerja Banjar
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Masyarakat Kewenangan Sosial Masyarakat Kewenangan
ji Sosial Kabupate/K: Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.02 Peningkatan Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 20 Orang 20 Orang | Kab.
Kemampuan Potensi Tenaga Kecamatan Kewenangan Banjar
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkat
Kewenangan Kab Kota K
Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.04 Peningkatan Jumlah Lembaga Kesejahteraan 1 Lembaga 1Lembaga | Kab.
Kemampuan Potensi Sumber Sosial yang Meningkat Banjar
Sosial K g
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.06.04 PROGRAM Persentase Pemerlu 13,50 Persen 13,50 Persen | 1.06.04.2.01 Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar 75 Persen 75 Persen | 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Jumlah Orang yang Mendapatkan 165 Orang 165 Orang | Kab.
REHABILITASI SOSIAL | pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Permakanan Pemenuhan Kebutuhan Banjar
Kesejahteraan Sosial Dasar Penyandang Anak Terlantar, Lanjut Usia Permakanan Sesuai dengan Standar
(PPKS) yang Disabilitas Terlantar, Terlantar, serta Gelandangan Gizi Minimal Kewenangan
Mendapatkan Anak Terlantar, Lanjut | pengemis di Luar Panti Sosia Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sosial Usia Terlantar, serta
Gelandangan
Pengemis di Luar
Panti Sosial
1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat 13 Orang 13 Orang | Semua
Bantu Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kab/Kota
kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan | jumlah Orang yang Mendapatkan 55 Orang 55 Orang | Kab-
Reunifikasi Keluarga Pelayanan Reunifikasi Keluarga Banjar
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan | jumlah Peserta Bimbingan Fisik, 29 Orang 29 Orang | Kab.
Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Mental, Spiritual dan Sosial Banjar
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan | jumlah Peserta Bimbingan Sosial 60 Orang 60 Orang | Semua
Sosial kepada Keluarga Penyandang | kepada Keluarga Penyandang Kab/Kota
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, | Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis dan Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 158 Orang 158 Orang | Kab-
Kedaruratan Pelayanan Kedaruratan Banjar
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan 8 Orang 8 Orang | Kab-
Rujukan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Banjar
1.06.04.2.02 Persentase Rehabilitasi Sosial 75 Persen 75 Persen | 1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 115 Orang 115 Orang | Semua
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kedaruratan Pelayanan Kedaruratan Kab/Kota
Penyandang Masalah | Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kewenangan Kabupaten/Kota
Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS
(PMKS) Lainnya Bukan | dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti
Sosial
1.06.04.2.02.03 Penyediaan Jumlah Orang yang Mendapatkan 30 Orang 30 Orang | Semua
Permakanan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Kab/Kota
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang | jumlah orang yang Menerima pakaian 10 Orang 10 Orang | Semua
dan kelengkapan lainnya yang Kab/Kota
Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan
Kabupaten/Kota
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegintan Kegiatan Kegiatan
Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah
1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan | jumlah Peserta Bimbingan Fisik, 45 Orang 45 Orang | Kab-
Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Mental, Spiritual dan Sosial Banjar
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan 12 Orang 12 Orang | Kab.
Rujukan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Banjar
1.06.05 PROGRAM Persentase Pemerlu 55 Persen 55 Persen | 1.06.052.01 Persentase Pemeliharaan Anak- 100 Persen 100 Persen | 1:06.05.2.01.03 Pemantauan Terhadap | jymlah Anak Terlantar yang 202 Orang 202 Orang | Kab.
PERLINDUNGAN DAN | pelayanan Kesejahteraan Pemeliharaan Anak- | Anak Terlantar Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terpantau dan Terpelihara Banjar
JAMINAN SOSIAL Sosial (PPKS) yang Anak Terlantar Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota
Mendapatkan Jaminan
dan Perlindungan
SosialOSIALitasi Sosial
1.06.05.2.02 Persentase Pengelolaan Data Fakir 65 Persen 65 Persen | 1-06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Jumlah Fakir Miskin Cakupan 201577 Orang 40424 Orang | Kab-
Pengelolaan Data Miskin Cakupan Daerah Miskin Cakupan Daerah Daerah Kabupaten/Kota Banjar
Fakir Miskin Cakupan | Kabupaten/Kota yang Terdata dan Kabupaten/Kota yang Didata
Daerah Terfasilitasi
Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Jumlah Keluargayang 54814 Keluarga 68.693 Keluarga | Semua
Fakir Miskin Cakupan Daerah Mendapatkan Kab/Kota
Kabupaten/Kota Pengentasan Fakir Miskin
Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Jumlah Keluarga Penerima 35 Keluarga 35 Keluarga | Kab.
Sosial Kesejahteraan Keluarga Manfaat (KPM) yang Banjar
Mendapatkan Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan 95 Orang 95 Orang | Kab.
Ekonomi g \gan Ekonomi Banjar
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.06 PROGRAM Persentase Bantuan 100 Persen 100 Persen | 1.06.06.2.01 Persentase Perlindungan Sosial 100 Persen 100 Persen | 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan | jymlah Orang yang 1000 Orang 1000 Orang | Semua
PENANGANAN Sosial untuk Korban Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Mendapatkan Permakanan 3x1 Kab/Kota
BENCANA Bencana Alam dan Korban Bencana Alam | yang Tertangani Hari dalam Masa Tanggap
Sosial yang Tersalurkan dan Sosial Darurat (Pengungsian)
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02 Persentase Penyelenggaraan 100 Persen 100 Persen | 1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi | jymlah Kampung yang 1 Kampung 1Kampung | Kab.
dan Pelaksanaan Kampung Siaga Melaksanakan Koordinasi, Banjar
Pemberdayaan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Bencana Sosialisasi dan Pelaksanaan
Masyarakat Tethadap | Kabupaten/Kota yang Kampung Siaga Bencana
Kesiapsiagaan Terkoordinasi dan Terlaksana Kewenangan Kabupaten/Kota
Bencana
Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi | jumlah Orang yang Melaksanakan 60 Orang 60 Orang | Kab-
dan Pelaksanaan Taruna Siaga Koordinasi, Sosialisasi dan Banjar
Bencana Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern 74 74, | 207.01.2.01 Tersusunnya dokumen perencanaan, 100 % 100 % | 2:07.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 9 Dokumen 9 Dokumen | Semua
PENUNJANG Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan perangkat daerah tepat waktu dan tepat Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja mutu Banjar
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
207.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2,07.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan RKA-SKPD Banjar
207.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
207.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | DpA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan DPA-SKPD Banjar
2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 19 Laporan 19 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | an Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 3 Laporan 3 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjar
207.01.202 Tersusunnya Dokumen Keuangan 100% 100 % | 207.01.20201 Penyediaan Gajidan | jumiah Orang yang 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan | Semua
Administrasi Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat | Mutuerangkat daerah Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
207.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
dministrasi Tugas ASN i istrasi Banjar
Pelaksanaan Tugas ASN
207.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 54 Dokumen 54 Dokumen | Kab-
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujianVerifikasi keuangan
SKPD
2,07.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 12 Dokumen 12 Dokumen
Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Pelaksanaan Akuntansi
SKPD
2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.07.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiat, Kegiat Kegiatan
Sebelum Sesudah eglatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
207.01.205 Administrasi Kepegawaian Perangkat 100 % 100 % | 2:07.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 50rang 5 Orang | Semua
Administrasi Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu Implementasi Peraturan Perundang- | Bimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Kepegawaian Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Perangkat Daerah Banjar
207.01.2.06 per jang 100 % 100 % | 2:07.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 5 Paket 5 Paket | Semua
Umum umum p Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | pisediakan Kab.
Banjar
2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jymiah Paket Peralatan dan 8 Paket 10 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 12 Paket 12 Paket | Kab-
Logistik Kantor yang Disediakan Banjar
2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket 12 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan Banjar
undangan Perundang-Undangan yang
Disediakan
2.07.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Tamu Kunjungan Tamu Kab/Kota
Kab.
Banjar
2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
207.01.2.07 Persentase Barang Milik Daerah yang 100 % | 2.07.01.207.01 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit | Semua
Pengadaan Barang disediakan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Kab/Kota
Milik Daerah Kendaraan Dinas Jabatan Kab.
Penunjang Urusan Banjar
Pemerintah Daerah
207.01.2.07.11 Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 2 Unit 2 Unit | Kab.
dan Prasarana Pendukung Gedung Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Banjar
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan
2.07.01.2.08 Jasa penunjang pelayanan umum kantor 100 % 100 % | 2:07:01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa yang terpenuhi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Penunjang Urusan Listrik Listrik yang Disediakan
Pemerintahan Daerah
2.07.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab-
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | peralatan dan Perlengkapan Banjar
Kantor yang Disediakan
2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
207.01.209 Persentase Barang Milik Daerah yang 100% 100 % | 207.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang | terpelihara sesuai dengan rencana Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah kebutuhan dan Pajak dan di Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 3 Unit 3 Unit | Kab-
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
2.07.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 2 Unit 2 Unit | Kab-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelinara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
2.07.02 PROGRAM Persentase Dokumen 100 % 100 % | 2.07.02.2.01 Persentase Doukuen Tenaga Kerja 100 % 100 % | 2:07.02:2.01.02 Penyusunan Rencana | jymlah Perusahaan yang 15 Perusahaan 3 Perusahaan | Kab.
PERENCANAAN Perencanaan Tenaga Kerja yang Penyusunan Rencana | Makro/Mikro Tenaga Kerja Mikro Menyusun RTK Mikro Banjar
TENAGA KERJA Tersusun Tenaga Kerja (RTK)
2.07.03 PROGRAM Tingkat Produktivitas 20.774 Rp/ 20.774Rp/ | 207:03.2.01 . Persentase lulusan pelatihan yang memiliki 4% 4 % | 2.07.03.201.01 Proses Pelaksanaan Jumlah Tenaga Kerja yang 592 Orang 528 Orang | Kab.
PELATIHAN KERJA Tenaga Kerja Jam Jam Pelatihan i ( lulusan Pendidikan dan Pelatihan Mendapat Pelatihan Berbasis Banjar
DAN PRODUKTIVITAS berdasarkan Unit pelatihan yang menmiliki keterampilan Keterampilan bagi Pencari Kerja Kompetensi pada Tahun n
TENAGA KERJA Kompetensi bersertifikat pelatihan dan bersertifikat berdasarkan Klaster Kompetensi
kompetensi
2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Jumlah Kesepakatan/Koordinasi 5 Lembaga 5 Lembaga
Lembaga dan Kerja Sama dengan dalam rangka Optimalisasi
Sektor Swasta untuk Penyediaan Kapasitas Instruktur dan
Instruktur serta Sarana dan Prasarana | peningkatan Sarana Prasarana
Lembaga Pelatihan Kerja Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
pada Tahun n
2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana 1 Unit 1 Unit
Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Pelatinan Kerja
20703202 2.07.032.02.01 Pembinaan Lembaga | jumiah Lembaga Pelatinan Kerja 5 Lembaga 5 Lembaga
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Swasta yang Dibina
Pelatihan Kerja Swasta
2.07.03.2.03 Perizinan 2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber | jumiah Sumber Daya Perizinan 1 Perizinan 1 Perizinan
dan Pendaftaran Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Secara
Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Terintegrasi
Kerja
207.03.2.04 yang pkan 2.57 % 257 % | 207.03.2.04.01 Pelaksanaan Jumlah Perusahaan Kecil 15 Perusahaan 15 Perusahaan | Kab-
Konsultansi program peningkatan produktifitas Konsultasi Produktivitas kepada yang Mendapat Konsultansi Banjar
Produktivitas pada Perusahaan Kecil Peningkatan Produktivitas
Perusahaan Kecil
2.07.04 PROGRAM Persentase tenaga kerja yag 249 | 207.042.01 Pelayanan | jymiah lowongan kerja 150 Lowongan 150 Lowongan | 2.07.04.2.01.01 Penyediaan Sumber | jymiah SDM Pelayanan antar Kerjayang 2 Orang 2 Orang
PENEMPATAN ditempatkan (dalam dan luar negeri) antar Kerja di Daerah | yang tersedia di wilayah Daya Pelayanan antar Kerja Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek
TENAGA KERJA melalui mekanisme layanan antar kerja Kabupaten/Kota Kabupaten Banjar dan lain-lain untuk Peningkatan
dalam wilayah Kabupaten/kota Kompetensi
2.07.042.01.02 Pelayanan antar Kerja | jumiah Tenaga Kerja yang 60 Orang 60 Orang | Kab.
Ditempatkan Melalui Layanan AKAD Banjar
dan AKL
2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Jumlah Pencari Kerja yang 60 Orang 60 Orang
Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Mendapatkan Penyuluhan dan
Bimbingan Jabatan
2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit | jmlah Tenaga Kerja Disabilitas yang 30 Orang 30 Orang | Kab.
Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD Banjar
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Keaiat Kegiat Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
2.07.04.2.01.05 Perluasan Jumlah Tenaga Kerja yang 60 Orang 60 Orang
Kesempatan Kerja Diberdayakan Melalui program
Perluasan Kesempatan Kerja
207.04.2.03 Jumlah Tenaga Kerja yang 500 Orang 500 Orang | 2:07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Jumlah Data dan Informasi yang 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab.
Pengelolaan Informasi | Terdaftar Operasional Aplikasi Informasi Pasar | pihasilkan Aplikasi Informasi Banjar
Pasar Kerja Kerja Online Pasar Kerja Online
2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja ~ 700 Orang 700 Orang | Kab.
Penyediaan Informasi Pasar Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Banjar
Online Melalui Sistem Online (Karir Hub)
2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang 100 Orang 100 Orang | Semua
Mendapatkan Pekerjaan Melalui Kab/Kota
Job Fair/Bursa Kerja
207.04.2.04 Persentase PMI (Pra dan Purna) yang 100 % 100 % | 2:07.04.2.04.01 Peningkatan Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi 120 Orang 120 Orang | Kab.
Pelindungan PMI (Pra | diberikan fasilitasi Perlindungan Pelindungan dan Kompetensi Calon | gan Ditingkatkan Kompetensinya Banjar
dan Purna Pekerja Migran Indonesia
Penempatan) di (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 30 Orang 30 Orang
Pekerja Migran Indonesia Purna
Penempatan
2.07.05 PROGRAM Persentase Perusahaan Yang 25% 25% | 207.052.01 Persentase Peraturan perusahaan aktif yang 24 % 24 % | 2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan | jymlah Perusahaan yang 25 Perusahaan 25 Perusahaan | Kab.
HUBUNGAN Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Pengesahan Peraturan | gisahkan bagi Banjar
INDUSTRIAL Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT, Perusahaan dan Peraturan Perusahaan yang
Struktur Skala Upah Dan Terdaftar Pendaftaran Perjanjian Terkait dengan Hubungan
Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kerja Bersama untuk Industrial dan Terdaftar di
Perusahaan yang WLKP Online
Hanya Beroperasi
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI 4 Laporan 4 Laporan | Kab.
Pendataan dan Informasi Sarana (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan Banjar
Hubungan Industrial dan Jaminan LKS Bipartit) dan Pekerja yang
Sosial Tenaga Kerja serta Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek
Pengupahan serta Pengupahan
2.07.05.2.02 Sarana gan 100 % 100 % | 207.05.2.02.02 Penyelesaian Jumlah Perkara Perselisihan yang 17 Perkara 22 Perkara | Kab.
Pencegahan dan Industrial ( PKWT,LKS Bipartit,Serikat Perselisihan Hubungan Industrial, Terselesaikan Banjar
kerj h,Organisasi Pengusaha, dan Mogok Kerja, dan Penutupan
Perselisihan Pekerja yang mendapatkan fasilitas Perusahaan yang
Hubungan Industrial, | Jamsostek) Berakibat/Berdampak pada
Mogok Kerja dan Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Penutupan Kabupaten/Kota
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.05 Pengembangan Terlaksananya Program Jaminan Sosial 30 Orang 30 Orang
Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga | Tenaga Kerja dan Fasilitas
Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Kesejahteraan Pekerja
Pekerja
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 PROGRAM Indeks PUG 0,5025 0,5025 2.08.02.2.01 Persentase Anggaran Resposif 75 Persen 75 Persen | 2:08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan Jumlah Perangkat Daerah 27 Perangkat 27 Perangkat | Kab.
PENGARUSUTAMAAN Pelembagaan Gender (ARG) pada SKPD dan Pendampingan Pelaksanaan PUG | yang Mendapat Advokasi Daerah Daerah Banjar
GENDER DAN Pengarusutamaan termasuk PPRG Kebijakan dan Pendampingan
PEMBERDAYAAN Gender (PUG) pada Pelaksanaan Pengarustamaan
PEREMPUAN Lembaga Pemerintah Gender (PUG) Termasuk
Kewenangan Perencaan Pembangunan
Kabupaten/Kota Responsif Gender (PPRG)
Kewenangan Kabupaten/Kota
208.02.2.02 Persentase Organisasi 100 Persen 100 Persen | 2:08.02.2.02.01 Sosialisasi Jumlah Dokumen Hasil 27 Perangkat 27 Perangkat | Kab.
Pemberdayaan Perempuan yang Dibina Peningkatan Partisipasi Perempuan di | Sosialisasi Peningkatan Daerah Daerah Banjar
Perempuan Bidang Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Partisipasi Perempuan di
Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi pada dan Ekonomi Kewenangan
Organisasi Kabupaten/Kota
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
20802203 Persentase Perempuan yang 100 Persen 100 Persen | 2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas | jumlah sumber Daya Lembaga 650 Orang 650 Orang | Kab.
Penguatan dan Dilatih Kecakapan Hidup Sumber Daya Lembaga Penyedia Penyedia Layanan Pemberdayaan Banjar
Pengembangan Layanan Pemberdayaan Perempuan | perempuan Kewenangan
Lembaga Penyedia Kewenangan Kab Kota Kab: ota yang
Layanan Peningkatan Kapasitas
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.03 PROGRAM Rasio Kekerasan Terhadap 20 Persen 20 Persen | 2.08.03.2.01 Persentase Kasus Kekerasan 100 Persen 100 Persen | 2:08.032.01.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
PERLINDUNGAN Perempuan (Per 100.000 Pencegahan Terhadap Perempuan yang Di Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi dan Sinkronisasi Banjar
PEREMPUAN Penduduk Perempuan) Kekerasan Terhadap Dampingi Program dan Kegiatan Pencegahan Pelaksanaan Kebijakan, Program
Perempuan Lingkup Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kegiatan Pencegahan
Daerah Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kekerasan Terhadap Perempuan
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02 Persentase Penurunan Kasus 100 Persen 100 Persen | 2:08.03.2.02.02 Koordinasi dan Jumlah Layanan Tindak Lanjut 24 Layanan 24 Layanan | Kab.
Penyediaan Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan yang ) Banjar
Rujukan Lanjutan bagi | dan Anak Layanan Rujukan Lanjutan bagi Koordinasi dan Sinkronisasi bagi
Perempuan Korban Korban Kek Pe Korban
Kekerasan yang Kewenangan Kab Kota Ke gan Kab ota
Memerlukan
Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.04 PROGRAM Persentase Keluarga 10 Persen 10 Persen | 2.08.042.01 Persentase Desa/Kelurahan yang 100 Persen 100 Persen | 2:08.04.2.01.02 Pelaksanaan Jumlah Komunikasi, Informasi, 11 Dokumen 11 Dokumen | Kab.
PENINGKATAN Berkualitas Peningkatan Kualitas | Terbina Komunikasi, Informasi dan Edukasi Edukasi (KIE) Kesetaraan Banjar
KUALITAS KELUARGA Keluarga dalam KG dan Perlindungan Anak bagi Gender (KG) dan Perlindungan
Mewujudkan Keluarga Kewenangan Anak bagi Keluarga
Kesetaraan Gender Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
(KG) dan Hak Anak yang Tersedia
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.04.2.02 Persentase Penguatan dan 100 Persen 100 Persen | 2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas | jymlah sumberdaya Lembaga Penyedia 3 Orang 3 Orang | Kab.
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Banjar
Pengembangan Penyedia Layanan Layanan Peningkatan Kualitas yang mendapat Peningkatan Kapasitas
Lembaga Penyedia Keluarga Tingkat Daerah Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Layanan Peningkatan Kabupaten/Kota
Kualitas Keluarga
dalam Mewujudkan
KG dan Hak Anak
yang Wilayah Kerjanya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah ‘egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
2.08.05 PROGRAM Persentase Elemen Data 100 Persen 100 Persen | 2:08.05.2.01 Persentase SKPD yang Memiliki 100 Persen 100 Persen | 2:08.05.2.01.01 Penyediaan Data Jumlah Dokumen Data Gender 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
PENGELOLAAN Terpilah Pengumpulan, Data Terpilah Gender dan Anak di Kewenangan dan Anak Kabupaten/Kota yang Banjar
SISTEM DATA Pengolahan Analisis Kabupaten/Kota Tersedia
‘GENDER DAN ANAK dan Penyajian Data
Gender dan Anak
Dalam Kelembagaan
Data di Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.06 PROGRAM Tercapainya IPHA (Indeks 56,80 56,80 |208.06.201 Persentase Dokumen Pendukung 57 Persen 57 Persen | 2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan Jumlah Organisasi 60 Organisasi 60 Organisasi | Kab.
PEMENUHAN HAK Pemenuhan Hak Anak) Pelembagaan PHA Pemenuhan Hak Anak dan Pendampingan Pemenuhan Hak | pemerintah, Non Pemerintah, Banjar
ANAK (PHA) pada Lembaga Anak pada Lembaga Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Mendapat Advokasi Kebijakan
Nonpemerintah, dan Usaha Kabt Kota | dan i
Dunia Usaha Pemenuhan Hak Anak pada
Kewenangan Organisasi Pemerintah, Non
Kabupaten/Kota Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha
2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 7 Dokumen 7 Dokumen | Kab.
Sinkronisasi Pelembagaan Koordinasi dan Sinkronisasi Banjar
1 Hak Anak gan | p 1 Pemenuhan Hak
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.07 PROGRAM IPKA (Indeks Perlindungan Khusus 62 62 | 20807201 Persentase Kasus Kekerasan 100 Persen 100 Persen | 2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
PERLINDUNGAN Anak) Pencegahan Terhadap Anak yang Didampingi P i dan Sinkronisasi Banjar
KHUSUS ANAK Kekerasan Terhadap Terhadap Anak Kewenangan Pencegahan Kekerasan Terhadap
Anak yang Melibatkan Kabupaten/Kota Anak Kewenangan
para Pihak Lingkup Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota
208.07.202 Persentase Penurunan Kasus 100 Persen 100 Persen | 2:08.07.2.02.02 Koordinasi dan Jumlah Layanan Tindak Lanjut 35 Layanan 35 Layanan | Kab-
Penyediaan Layanan | Kekerasan Terhadap Perempuan a " yang ) Banjar
bagi Anak yang dan Anak Pendampingan Anak yang Koordinasi dan Sinkronisasi bagi
Memerlukan Memerlukan Perlindungan Khusus Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Perlindungan Khusus Kewenangan
yang Memerlukan Kabupaten/Kota
Koordinasi Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan 74 Indeks 74 Indeks | 2:09.01.2.01 Tersusunnya dokumen perencanaan dan 100 % 100 % | 209.01.2.01.06 Koordinasidan | jymlah Laporan Capaian Kinerja 35 Laporan 35 Laporan | Kab-
PENUNJANG Kinerja Intern (IKKI) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Banjar
URUSAN Penganggaran, dan perangkat daerah tepat waktu dan tepat dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja mutu Penyusunan Laporan Capaian
DAERAH Perangkat Daerah Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
KABUPATEN/KOTA Kinerja SKPD
209.01.202 Tersusunnya dokumen keuangan 100% 100 % | 209.01.20201 Penyediaan Gaji dan | jumiah Orang yang 47 Orang/bulan 47 Orang/bulan | Semua
Administrasi perangkat daerah tepat waktu dan tepat Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat | muyty Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
209.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
Administrasi Tugas ASN | penyedi inistrasi Banjar
Pelaksanaan Tugas ASN
2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.09.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 18 Laporan 18 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
20901205 Administrasi Kepegawaian Pereangkat 100 % 100 % | 2.09.012.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 5Orang 5 Orang | Semua
Administrasi Daerah sesuai Kebutuhan dan Tepat Implementasi Peraturan Perundang- | Bimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Kepegawaian Waktu Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Perangkat Daerah Banjar
2.09.01.2.06 Terfasili 100 % 100 % | 2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 5 Paket 5 Paket | Kab.
Umum jang Administrasi Perk \ Logistik Kantor Disediakan Banjar
Perangkat Daerah
2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 3 Paket 3 Paket | Kab-
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 2 Laporan 2 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsiltasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
20901208 Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % 100 % | 2:09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat | jymlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa yang Terpenuhi Menyurat Surat Menyurat Banjar
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan 2 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Listrik Listrik yang Disediakan
2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 1 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
209.01.209 Persentase Barang Milik Daerah yang 100% 100 % | 209.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang | terpelihara sesuai dengan rencana Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah Kebutuhan dan Pajak Kendaraan Perorangan dan dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 22 Unit 22 Unit | Kab-
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 46 Unit 46 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Banjar
2.09.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 16 Unit | Kab.
Tetap Lainnya Banjar
2.09.012.09.11 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 3 Unit 3 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | atau Bangunan Lainnya yang Banjar
Prasarana Pendukung Gedung Kantor | Dipelihara/Direhabilitasi
atau Bangunan Lainnya
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah ‘egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
2.09.02 PROGRAM Berkembangnya Desa Mandiri 1 Desa 1 Desa | 209.02.2.01 Jumlah Infrastruktur dan Seluruh 2 Paket 2 Paket | 2.09.02.2.01.01 Penyediaan Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia 1 Unit 1 Unit | Kab,
PENGELOLAAN Pangan Penyediaan Pendukung Kemandirian Pangan Infrastruktur Lumbung Pangan Banjar
SUMBER DAYA Infrastruktur dan
EKONOMI UNTUK Seluruh Pendukung
KEDAULATAN dan Kemandirian Pangan
KEMANDIRIAN sesuai Kewenangan
PANGAN Daerah
Kabupaten/Kota
2.09.02.2.01.03 Penyediaan Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian 1 Unit 1 Unit | Kab.
Infrastruktur Pendukung Kemandirian | pangan yang Tersedia Banjar
Pangan Lainnya
2.09.03 PROGRAM Ketersediaan 23,53 Persen 23,53 Persen | 2.09.03.2.01 Persentase terciptanya stabilitas harga atas 20 % 20 % | 2:09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi | |nformasi Harga Pangan dan Neraca 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
PENINGKATAN Pangan Utama Penyediaan dan komoditas pangan Harga Pangan dan Neraca Bahan Bahan Makanan Banjar
DIVERSIFIKASI DAN ; Penyaluran Pangan Makanan
<
KETAHANAN :rrse:x::: sax:bunas <20persen <20 Persen | L o
PANGAN 92 Pang Lainnya sesuai dengan
MASYARAKAT Skor PPH Konsumsi 75.58 Skor  75.58 Skor | kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota
dalam rangka
Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan
2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 1 Laporan | Semua
Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia Kab/Kota
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pemantauan Stok, Pasokan dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Pasokan dan Harga Pangan Harga Pangan Banjar
2.09.03.2.01.05 Pengembangan Jumlah Kelembagaan dan Jaringan 19 Unit 19 Unit | Kab.
Kelembagaan dan Jaringan Distribusi | Distribusi Pangan yang Dikembangkan Banjar
Pangan
209.03.2.02 Persentase cadangan pangan daerah 2353 % 23.53% | 2:09.03.2.02.01 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi 2 Laporan 2 Laporan | Kab.
Pengelolaan dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan | pengendalian Cadangan Pangan Banjar
Keseimbangan Pangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Cadangan Pangan
Kabupaten/Kota
2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan | jymlah Cadangan Pangan Pemerintah 257Ton 25 Ton | Semua
Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota Kab/Kota
2.09.03.2.04 Angka 1625 kkal/kap/hari 1625 kkal/kap/hari | 2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Jumlah Pemberdayaan Kelompok 6 Laporan 6 Laporan | Kab.
Pelaksanaan Kecukupan Masyarakat dalam Masyarakat dalam Banjar
Pencapaian Target Konsumsi Penganekaragaman Konsumsi Penganekaragaman Konsumsi
Konsumsi Pangan Kelompok Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Perkapita/Tahun Pangan
sesuai dengan Angka
Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Laporan 1 Laporan | Kab-
Sinkronisasi Pemantauan dan Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Banjar
Evaluasi Konsumsi per Kapita per Per Kapita Per Tahun
Tahun
2.09.04 PROGRAM Persentase Penurunan Desa 7.14% 7.14% | 209.042.01 Tersusunnya Peta Ketahanan 1 Sistem 1 Sistem 2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Peta dan Analisis Ketahanan dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
PENANGANAN rentan rawan Pangan Penyusunan Peta dan Kerentanan Pangan Informasi ~ Informasi Pemutakhiran dan Analisis Peta Kerentanan Pangan yang Banjar
KERAWANAN Kerentanan dan Kabupaten Ketahanan dan Kerentanan Pangan Dimutahirkan
PANGAN Ketahanan Pangan
Kecamatan
209.04.2.02 Persentase Penurunan Desa Rentan 714% 7.14 % | 209.04.2.02.02 Pelaksanaan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Penanganan Rawan Pangan Pengadaan, Pengelolaan, dan dan Penyaluran Cadangan Banjar
Kerawanan Pangan Penyaluran Cadangan Pangan pada | pangan pada Kerawanan Pangan
Kewenangan Kerawanan Pangan yang Mencakup | yang Mencakup dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.09.05 PROGRAM Skor Keamanan Pangan 65% 65% | 20905201 Skor Keamanan Pangan 65% 65% 2.09.05.2.01.01 Penguatan KelembagaanKeamanan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
PENGAWASAN Pelaksanaan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Banjar
KEAMANAN PANGAN Pengawasan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina
Keamanan Pangan
Segar Daerah
Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan | jymiah Registrasi Keamanan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Pangan Segar Asal Tumbuhan Pangan Segar Asal Tumbuhan Banjar
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Jumlah Rekomendasi Keamanan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Keamanan Pangan Segar Asal Pangan Segar Asal Tumbuhan Banjar
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
dan Prasarana Pengujian Mutu dan | pengujian Mutu dan keamanan Banjar
Keamanan Pangan Segar Asal Pangan Segar Asal Tumbuhan
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | paerah Kabupaten/Kota
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2.10.04 PROGRAM Persentase pelaksanaan fasilitasi 100 % 100 % | 2.10.04.2.01 Persentase Inventaris Potensi 1009% 100 % | 210.04.201.01 Inventarisasi Jumlah Data Sengketa, Konflik - 25 Dokumen 25 Dokumen | Kab-
PENYELESAIAN sengketa tanah Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Sengketa, Konflik, dan Perkara dan Perkara dalam 1 (Satu) Banjar
SENGKETA TANAH Sengketa Tanah Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Daerah Kabupaten/Kota
GARAPAN g:’;’a’l:” dalam Kabupaten/Kota Terinventarisasinya Sengketa, 100 % 100 %
Kabupaten/Kota Konflik, dan Perkara
1P Pertanahan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/ Kota
2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian | jymlah Berita Acara Hasil Mediasi 4 Berita 4 Berita Kab.
Sengketa Tanah Garapan dalam 1 Penyelesaian Kasus Sengketa dan  Acara Acara Banjar
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Konflik Tanah Garapan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Mediasi 100 Persen 100 Persen
Penyelesaian Kasus Sengketa dan
Konflik Tanah Garapan dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2.10.06 PROGRAM Persentase Koordinasi, Fasilitasi 100 % 1009 | 21006201 Persentase Terlaksananya Penetapan 100 % 100 % | 210.06.201.03 Koordinasi Jumlah Dokumen Sidang Panitia 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
REDISTRIBUSI dan Informasi Penyelenggaraan Penetapan Subjek dan | subjek dan Objek Redistribusi Tanah Penyelenggaraan Redistribusi Tanah | pertimbangan Landreform dalam Banjar
TANAH, DAN GANTI | Registribusi Tanah Objek Objek Redistribusi Objek Reforma Agraria dalam 1 rangka Kegiatan Redistribusi
KERUGIAN Reforma Agraria Tanah serta Ganti (Satu) Kabupaten/Kota Tanah
PROGRAM TANAH Kerugian Tanah L o
KELEBIHAN Kelebihan Maksimum ;e':_kss"a"ya f‘dj‘gfpa"“: ' 100% 100%
MAKSIMUM DAN dan Tanah Absentee r:n 'L"a :ZQZL:EE:SEEZ'US‘B am
TANAH ABSENTEE dalam 1 (Satu) Daerah Tangh 9
Kabupaten/Kota
2.10.09 PROGRAM Pesentase luasan aset tanah 46,67 % 46,67 % | 2.10.09.201 Persentase Jumlah Bidang Tanah Pemkab 49.8 % 49.8% | 2.10.09.2.01.02 Pengendalian Jumlah Dokumen Kegiatan 250 Dokumen 250 Dokumen | Kab.
PENGELOLAAN IZIN | hemkab yang tersertifikati Penerbitan Izin Yang Tersertifikasi Pemanfaatan Tanah Negara Pengendalian Pemanfaatan Banjar
MEMBUKA TANAH Membuka Tanah Tanah Negara
Terlaksananya Kegiatan 100 % 100 %
Pengendalian Pemanfaatan
Tanah Negara
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiat. Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah eglatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
2.10.10 PROGRAM Persentase aset tanah pemkab 100 % 100 % | 2.10.10.2.01 Persentase Inventarisasi Aset Tanah 100 % 100% | 210.10.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
PENATAGUNAAN yang terinventarisir dan Penggunaan Tanah Pemkab dalam satu Tahun Sinkronisasi Perencanaan Sinkronisasi Perencanaan Pengunaan Banjar
TANAH dipatenkan yang Hamparannya Penggunaan Tanah Tanah dalam 1 (satu) Kabuapten/
dalam satu Daerah Kota
Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Koordinasi  100% 100 %
dan Sinkronisasi Perencanaan
Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
210.10.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
inkronisasi ) i Banjar
Tanah Kabupaten/Kota Konsolidasi Tanah Kewenangan
Kabupaten/ Kota
Terlaksananya Koordinasi dan 100 % 100 %
Sinkronisasi Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah Kewenanganan
Kabupaten/ Kota
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan Kinerja 74,00 Indeks | 2.11.01.2.01 Persentase Tersusunnya Dokumen 100 % 100 % | 2:11.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 2 Dokumen | Semua
PENUNJANG Intern (IKKI) Dinas Perumahan Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN dan Permukiman Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Tepat Mutu Banjar
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
211.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan RKA-SKPD Banjar
2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
211.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | DpA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan DPA-SKPD Banjar
2.1101.201.06 Koordinasidan | jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 3 Laporan 3 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |kntisar Realisasi Kinerja SKPD dan Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 16 Laporan 16 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjar
211.01.202 PersentaseTersusunya Dokumen 100 % 100 % | 211.01.202.01 Penyediaan Gaji dan | jymlah Orang yang 92 Orang/bulan 87 Orang/bulan | Semua
Administrasi Pelaporan dan Pengadministrasian Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat | Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Tunjangan ASN Kab.
Daerah Tepat Mutu Banjar
2.11.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
Administrasi Tugas ASN i istrasi Banjar
Pelaksanaan Tugas ASN
2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 16 Laporan 16 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
2.11.01.2.02.08 Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan 13 Dokumen 13 Dokumen | Kab.
Pelaporan dan Analisis Prognosis dan Analisis Prognosis Realisasi Banjar
Realisasi Anggaran Anggaran
211.01.205 Persentase Pegawai yang mengikuti 100 % 100 % | 2:11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 30rang 7 Orang | Semua
Administrasi BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang- | Bimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Kepegawaian Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Perangkat Daerah Banjar
211.01.2.06 Persentase Terpenuhinya Layanan 100 % 100 % | 2:11.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 4 Paket | Semua
Administrasi Umum Administrasi Umum Perangkat Daerah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | pisediakan Kab.
Banjar
2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jymlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 5 Paket 5 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan | j miah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 7 Paket | Semua
Rumah Tangga yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 Paket 19 Paket | Kab.
Logistik Kantor Disediakan Banjar
2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 4 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang- Banjar
undangan Undangan yang Disediakan
2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jymlah Laporan Fasilitasi 10 Laporan 10 Laporan | Semua
Tamu Kunjungan Tamu Kab/Kota
Kab.
Banjar
2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan 200 Laporan 700 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat Kab/Kota
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab.
Banjar
2.11.01.2.07 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang 100 % | 2.11.01.207.01 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit | Semua
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Kab/Kota
Milik Daerah Daerah Kendaraan Dinas Jabatan Kab.
Banjar
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
211.01.208 Persentase Jasa Penunjang Pelayanan 100% 100 % | 2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat | jumiah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Umum Kantor Yang Terpenuhi Menyurat Surat Menyurat Banjar
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3 Laporan 3 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Listrik Listrik yang Disediakan
2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3 Laporan 12 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
211.01.209 Persentase Barang Milik Daerah Yang 100% 100 % | 211.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang | Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah Kebutuhan dan Pajak Kendaraan Perorangan dan dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 8 Unit 33 Unit | Kab.
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 65 Unit 89 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Banjar
2.11.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 Unit 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
2.11.02 PROGRAM Persentase Dokumen 100 % 100 % | 21102201 Rencana | persentase Dokumen Perencanaan 100 % 100 % | 2:11.02.2.01.02 Pengendalian Jumlah Dokumen Telaahan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
PERENCANAAN Perencanaan Lingkungan Hidup Perlindungan dan Lingkungan Hidup Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Kebijakan yang Telah Banjar
LINGKUNGAN HIDUP | yang Tersedia Pengelolaan Mengakomodir RPPLH
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
(RPPLH)
Kabupaten/Kota
211.02202 Persentase Dokumen Kajian Lingkungan 100 % 100 % | 2:11.02.2.02.01 Pembuatan dan Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang 1 Dokumen | Kab-
Penyelenggaraan Hidup Strategis Yang Tersusun Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Kabupaten/Kota yang Disusun Banjar
Kajian Lingkungan Ruang
Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota
211.02.2.02.02 Pembuatan dan Jumlah Dokumen KLHS 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJIMD RPJPD/RPIMD Kabupaten/Kota Banjar
yang Disusun
2.11.03 PROGRAM Tingkat Pencemaran Air 531P 53p | 21103201 Indeks Kualitas Air S031KA 503 1KA 2.11.03.201.01 Koordinasi, Jumlah Dokumen Uji Kualitas 30 Dokumen 30 Dokumen | Kab-
PENGENDALIAN Pencegahan Indeks Kualitas Udara 76831KU 7683 IKU Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup Banjar
PENCEMARAN Pencemaran dan/atau Pencegahan Pencemaran Lingkungan | Dilaksanakan Terhadap Media
DAN/ATAU Kerusakan Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media | Tanah, Air, Udara, dan Laut
KERUSAKAN Hidup Tanah, Air, Udara, dan Laut
LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten/Kota
211.03.2.01.02 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Sinkronisasi dan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Banjar
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, | |nventarisasi Gas Rumah Kaca
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan dari Sektor Lingkungan Hidup
Iklim yang Dilaksanakan
2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Jumlah Pengambilan Contoh 25 Dokumen 25 Dokumen | Kab.
Laboratorium Lingkungan Hidup Uj, Pengujian Parameter Banjar
Kabupaten/Kota Kualitas Lingkungan dan
Dokumen Mutu yang
Dilaksanakan
211.032.02 Persentase Desa Yang Ditanggulangi 100 % 100 % | 211.03.202.01 Pemberian Informasi | jymiah Laporan Sosialisasi Informasi 1 Laporan 1Laporan | Kab-
Penanggulangan Dampak Kerusakan Lingkungannya Peringatan Pencemaran dan/atau Peringatan Pencemaran dan/atau Banjar
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada | Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Kerusakan Lingkungan Masyarakat Masyarakat di Kabupaten/Kota yang
Hidup Dilaksanakan
Kabupaten/Kota
211.03.203 Persentase Desa Yang Dilakukan 100 % 100 % | 2-11.03.2.03.05 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Pemulihan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau dan inasi, isasi dan Banjar
Pencemaran dan/atau | Kerusakan Lingkugan Hidup Restorasi Pelaksanaan Restorasi
Kerusakan Lingkungan
Hidup
Kabupaten/Kota
2.11.04 PROGRAM Persentase Lokasi Kawasan 100 % 100 % | 21104201 Persentase Luas Kawasan 100 % 100% | 211.04.201.02 Pengelolaan Taman Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutanyang 3 3 Kab.
PENGELOLAAN Keanekaragaman Hayati Yang K Hayati Yang Ditangani Keanekaragaman Hayati di Luar Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota ~Ha Ha | Banjar
KEANEKARAGAMAN | pitangani Keanekaragaman Kawasan Hutan
HAYATI (KEHATI) Hayati
Kabupaten/Kota
211.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan 10 ha 10 ha | Kab.
Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten/Kota Banjar
2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola 2.5 ha 25 ha | Kab-
Keanekaragaman Hayati Lainnya Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Banjar
2.11.04.2.01.06 Pengembangan Jumlah Orang yang Meningkat 20 orang 20 orang | Kab-
Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kapasitasnya dalam Pengelolaan Banjar
dalam P 1 Keanekaragaman Hayati
Hayati
2.11.05 PROGRAM Persentase pelaku usahayang 100 % 100 % | 2:11.05.2.01 Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin 58 % 58 % | 2:11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan | jymiah Fasilitasi Persetujuan/Izin 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
PENGENDALIAN menmiliki izin TPS Limbah B3 dari Penyimpanan TPS Limbah B3 fzin 5 panan Limbah Banjar
BAHAN BERBAHAYA | jurmiah pengajuan izin yang sementara Limbah B3 sementara Limbah B3 Dilaksanakan | g3 yang Dilaksanakan Melalui
DAN BERACUN (B3) | ‘terregistrasi Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Sistem Pelayanan Perizinan
DAN LIMBAH BAHAN Berusaha Terintegrasi Secara Berusaha Terintegrasi Secara
BERBAHAYA DAN Elektronik Elektronik
BERACUN (LIMBAH
B3)
2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi 1 Laporan 1 Laporan | Kab-
untuk Memastikan Pemenuhan Lapangan Pemenuhan Komitmen Banjar
Persyaratan Administrasi dan Teknis | persetujuan/Izin Penyimpanan
Penyimpanan sementara Limbah B3 | sementara dan Pengumpulan Limbah
B3
2.11.06 PROGRAM Persentase Ketaatan Perusahaan 100 % 100 % | 2.11.06.201 Persentase Hasil Temuan Yang Ditindak 100 % 100 % | 2.11.06.201.01 Fasilitasi Pemenuhan | jymiah Rekomendasi dan/atau 15 Dokumen 15 Dokumen | Kab-
PEMBINAAN DAN Terhadap Pengelolaan Pembinaan dan Lanjuti Ketentuan dan Kewajiban lzin Persetujuan Teknis, Persetujuan Banjar
PENGAWASAN Lingkungan Hidup Pengawasan Terhadap Lingkungan danyatau Izin PPLH Lingkungan, dan Surat
TERHADAP IZIN Usaha dan/atau Kelayakan Operasi yang
LINGKUNGAN DAN Kegiatan yang Izin Diberikan
1ZIN PERLINDUNGAN Lingkungan dan Izin
DAN PENGELOLAAN PPLH Diterbitkan oleh
LINGKUNGAN HIDUP Pemerintah Daerah
(PPLH) Kabupaten/Kota
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah ‘egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
2.11.06.2.01.02 Pengembangan Jumlah Rekomendasi dan/atau 20rang 2 Orang | Kab.
Kapasitas Pejabat Pengawas Persetujuan Teknis, Persetujuan Banjar
Lingkungan Hidup Lingkungan, dan Surat Kelayakan
Operasi yang Diberikan
2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha Jumlah Laporan Dari Usaha 30 Laporan 30 Laporan | Kab.
dan/atau Kegiatan yang Izin dan/atau Kegiatan yang Diawasi Banjar
Lingkungan Hidup, Izin PPLHyang | 1zin Lingkungan, Persetujuan
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | Lingkungan, Surat Kelayakan
Kabupaten/Kota Operasi oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 25 Dokumen 25 Dokumen | Kab-
Sinkronisasi Pengawasan dan Koordinasi dan Sinkronisasi Banjar
Penerapan Sanksi Upaya dan Pengawasan dan Penerapan
Rencana PPLH Sanksi Upaya dan Rencana
PPLHD
2.11.07 PROGRAM Persentase Masyarakat Hukum 50% 50% | 2.11.072.01 Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang 50 % 50 % | 2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
PENGAKUAN Adat Yang Mengelola Lingkungan Pengakuan MHA, Mengelola Lingkungan Hidup Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Koordinasi, Sinkronisasi, Banjar
KEBERADAAN Hidup Kearifan Lokal, Informasi Pengakuan Keberadaan Penyediaan Data dan Informasi
MASYARAKAT Pengetahuan MHA Kearifan Lokal atau Pengakuan Keberadaan MHA
HUKUM ADAT Tradisional, dan Hak Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan
(MHA), KEARIFAN MHA yang Terkait Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan
LOKAL DAN HAK dengan PPLH Tradisional dan Hak MHA Terkait Lokal atau Pengetahuan
MHA YANG TERKAIT dengan PPLH Tradisional dan Hak MHA Terkait
DENGAN PPLH dengan PPLH
2.11.08 PROGRAM Persentase Sekolah Yang 30% 30% | 21108201 Persentase Sekolah Yang Mengikuti 559% 55% | 2.11.082.01.02 Pendampingan Jumlah Pendampingan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
PENINGKATAN Berwawasan Lingkungan e Pelatihan dan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Pembinaan Gerakan Peduli dan Banjar
PENDIDIKAN, Pendidikan, Pelatihan, | (ingkungan Hidup Berbudaya Lingkungan Hidup
PELATIHAN DAN dan Penyuluhan yang Dilaksanakan
PENYULUHAN Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP untuk Lembaga
UNTUK Kemasyarakatan
MASYARAKAT Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.10 PROGRAM Persentase Pelayanan Pengaduan 100 % 100% | 211.10.201 Persentase Pengaduan Pencemaran dan 100 % 100 % | 2:11:10.2.01.01 Pengelolaan Jumlah Pengaduan Masyarakat 3 Dokumen 3 Dokumen | Kab-
PENANGANAN Pencemaran dan Kerusakan Penyelesaian Kerusakan Lingkungan dan Kasus Pengaduan Masyarakat Terhadap Terhadap PPLH Kabupaten/Kota Banjar
PENGADUAN Lingkungan dan Kasus Sengketa Pengaduan Sengketa Lingkungan Yang Ditindak PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani
LINGKUNGAN HIDUP | |ingkungan Yang Terselesaikan Masyarakat di Bidang | Lanjuti
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)
Kabupaten/Kota
211.10.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 5 Dokumen 5 Dokumen | Kab-
Sinkronisasi Penerapan Sanksi Koordinasi dan Sinkronisasi Banjar
dministrasi, jan Sengketa, pan Sanksi !
dan/atau Penyidikan Lingkungan Penyelesaian Sengketa, dan/atau
Hidup di Luar Pengadilan atau Penyidikan Lingkungan Hidup di
Melalui Pengadilan Luar Pengadilan atau Melalui
Pengadilan
2.11.11 PROGRAM Persentase Pengurangan 2420% 2420% | 21111201 Persentase Pengurangan Sampah 242 % 242% | 2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah | jymiah Laporan Hasil 10 Laporan 10 Laporan
PENGELOLAAN Sampah Rumah Tangga dan Pengelolaan Sampah | o ntase Sampah Yang Ditangani 6125 % 61259 | Gen9an Melakuk y Sampah dengan
PERSAMPAHAN Sampah Sejenis Sampah Ulang dan
Rumah Tangga Kembali Pendauran Ulang dan
Persentase Pengurangan 2420% Pemanfaatan Kembali
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga
2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah | jymlah Sampah yang Dipilah, 65700 Ton 65700 Ton | Kab-
dengan Melakukan Pemilahan, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Banjar
Pengumpulan, Pengangkutan, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA
dan VAKhir | Kab ota
Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Jumlah 4 4 Kab.
Serta dalam atau Para Pihak Banjar
Persampahan Lainnya yang Terlibat Aktif dalam
Kegiatan Pengelolaan Sampah
Berbasis Masyarakat
2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan 9 Unit 9 Unit | Kab-
dan Prasarana Pengelolaan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Banjar
Persampahan di TPA/TPST/SPA Jtan,
Kabupaten/Kota dan Pemrosesan Akhir
Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan 16 Unit 16 Unit
Sampah untuk Kegiatan Pemilahan,
P P Jtan,
dan Pemrosesan Akhir
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan Kinerja 74,00 % 74,00 % | 2:12.01.2.01 Tersusunnya Dokumen 78 Dokumen 78 Dokumen | 212.01:2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 13 Dokumen 13 Dokumen | Semua
PENUNJANG Intern (IKKI) Dinas Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Kependudukan dan Penganggaran, dan dan Evaluasi Kinerja Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Pencatatan Sipil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Banjar
DAERAH Perangkat Daerah Waktu dan Tepat Mutu
KABUPATEN/KOTA
212.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan RKA-SKPD Banjar
212.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | ppA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan DPA-SKPD Banjar
2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 3 Laporan 3 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | kntisar Realisasi Kinerja SKPD dan Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 22 Laporan 22 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjar

Hal.238



Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiat. Kegiat Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah eglatan Sebelum Sesudah
21201.202 Tersusunnya Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen | 2:12:01:2.02.01 Penyediaan Gaji dan | jumiah Orang yang 24 Orang/bulan 24 Orang/bulan | Semua
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat | Tepat Waktu dan Tepat Mutu Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
212.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
dministrasi Tugas ASN d Banjar
Pelaksanaan Tugas ASN
2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujianVerifikasi Keuangan
SKPD
2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 2 Laporan 2 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2 Laporan 2 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi Penyusunan
SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
21201.205 Persentase Administrasi 100 Persen 100 Persen | 212.01:2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 40rang 4 Orang | Semua
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Implementasi Peraturan Perundang- | Bimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Kepegawaian Sesuai Kebutuhan dan Tepat Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Perangkat Daerah Waktu Banjar
2.12.01.2.06 Persentase Terfasilitasinya 100 Persen 100 Persen | 2.12.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 135 Paket 135 Paket | Semua
Umum Penunjang Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah Administrasi Perkantoran Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | yang Disediakan Kab.
Banjar
2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jymiah Paket Peralatan dan 2138 Paket 28 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 1508 Paket 1508 Paket | Kab.
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Banjar
2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 42365 Paket 42365 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan yang Banjar
Disediakan
2.12.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jymlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Tamu Kunjungan Tamu Kab/Kota
Kab.
Banjar
2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
2.12.01.2.08 Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 100 Persen | 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat | jymlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Menyurat Surat Menyurat Banjar
Penunjang Urusan Terpenuhi
Pemerintahan Daerah
2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Listrik Listrik yang Disediakan
2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
21201.209 Persentase Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen | 2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang | Yang Terpelihara Sesuai Dengan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah Rencana Kebutuhan dan Pajak dan dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 22 Unit 22 Unit | Kab-
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
21201.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 3 Unit 3 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelinara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
2.12.012.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 3 Unit 3 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | atay Bangunan Lainnya yang Banjar
Prasarana Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
21201.209.11 Jumlah Sarana dan Prasarana 118 Unit 118 Unit | Kab.
Pemelit Sarana dan | pendukung Gedung Kantor atau Banjar
Prasarana Pendukung Gedung Kantor | Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.12.02 PROGRAM Persentase Kepemilikan 99,26 % 99,26 % | 2:12.02.2.01 Pelayanan | persentase kepemilikan 99.27 persen 99.27 persen | 2.12.022.01.04 Peningkatan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan 36 Laporan 36 Laporan | Semua
PENDAFTARAN Dokumen Pendaftaran Pendaftaran dokumen pendaftaran Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kab/Kota
PENDUDUK Penduduk Penduduk penduduk
212.02.2.01.07 Penerbitan Dokumen | jymiah Laporan Penerbitan 24 Laporan 24 Laporan | Semua
Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Dokumen Atas Hasil Pelaporan Kab/Kota
Kependudukan Peristiwa Kependudukan
2.12.03 PROGRAM Persentase Kepemilikan 87,00 % 87,00% | 2.12.03.2.01 Pelayanan | persentase kepemilikan dokumen 90 persen 90 persen | 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Jumlah Dokumen Hasil 608 Dokumen 608 Dokumen | Semua
PENCATATAN SIPIL Dokumen Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil pencatatan sipil Penatausahaan dan Penerbitan Pencatatan, Penatausahaan Kab/Kota
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa | dan Penerbitan Dokumen
Penting Atas Pelaporan Peristiwa
Penting
2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Jumlah Layanan 19000 Layanan 19000 Layanan | Semua
Pelayanan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil yang Kab/Kota
Ditingkatkan
2.12.04 PROGRAM Persentase Pemanfaatan Data  Persen 62,00 | 2.12.04.2.01 Persentase pengelolaan data 100 persen 100 persen | 2:12.04.2.01.01 Pengolahan dan Jumlah Dokumen Data 100 Dokumen 100 Dokumen | Kab.
PENGELOLAAN Kependudukan ) Data yang sesuai Penyajian Data K yang Diolah Banjar
INFORMASI Kependudukan dan aturan dan Disajikan
ADMINISTRASI Pemanfaatan dan
KEPENDUDUKAN Penyajian Database
Kependudukan
2.12.042.02 Penataan | persentase pengelolaan data 100 persen 100 persen | 2.12.042.02.01 Penyusunan Tata Cara | jymlah Dokumen Tata Cara 7 Dokumen 19 Dokumen | Semua
Informasi yang sesuai Perencanaan, Pelaksanaan, Perencanaan, Pelaksanaan, Kab/Kota
aturan Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, | pemantauan, Evaluasi,
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darPetap gendationdan-Pelap:
Program Kependudukan Kegiatan Adminduk Terkait arKagi
N N N N N N TAformast Terkait P !nVO[maSI N N
. Indikator Kinerja Indikator Kinerja Kependudukan Administrasi Kependlgiiggtor Kinerja Lokasi
o
Program Target Capaian Kegiatan Keliasan Target Capaian Sub Kegiatan yang Disusun Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program . o - iatan
Sebelum Sesudah | 21204203 persKegiatan " 100 of 1 | 212:042.03.03 Fasiitasi Terkait Jumi$§9AIN Has{ FasilSetielum 52 L+0,E$5Wmn Kegias
Ty SesTaT ! ok trforTmast Kab/kot
Pengelolaan Informasi | aturan Kependudukan Administrasi Kependudukan
Administrasi
Kependudukan
2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen 28 Dokumen 28 Dokumen | Semua
Data Kab/Kota
Data Kependudukan
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan Kinerja 74% 74% | 21301201 Tersusunnya dokumen perencanaan, 100 % 100 % | 2.13.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 6 Dokumen 7 Dokumen | Semua
PENUNJANG Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Masyarakat dan Desa Penganggaran, dan perangkat daerah tepat waktu dan tepat Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja mutu Banjar
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
2.13.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 4 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
213.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan RKA-SKPD Banjar
2.13.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 4 Dokumen | Kab-
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
213.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | DpA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan DPA-SKPD Banjar
2130120106 koordinasidan | jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 3 Laporan 3 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |kptisar Realisasi Kinerja SKPD dan Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.13.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 16 Laporan 16 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjar
213.01.202 Tersusunnya dokumen keuangan 100 % 100 % | 213.01.202.01 Penyediaan Gaji dan | jymlah Orang yang 29 Orang/bulan 27 Orang/bulan | Semua
Administrasi perangkat daerah tepat waktu dan tepat Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat | mutu Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
213.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 13 Dokumen 13 Dokumen | Kab.
dministrasi Tugas ASN i inistrasi Banjar
Pelaksanaan Tugas ASN
2.13.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 13 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujianVerifikasi Keuangan
SKPD
2.13.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 8 Laporan 2 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.13.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 20 Laporan 20 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
213.01.205 Administrasi Kepegawaian Perangkat 100 % 100% | 213.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 20rang 2 Orang | Semua
Administrasi Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu Implementasi Peraturan Perundang- | gimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Kepegawaian Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Perangkat Daerah Banjar
213.01.2.06 Persentase Terfasilitasinya 100% 100 % | 213.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 4 Paket | Semua
Umum p Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Kab/Kota
Perangkat Daerah perkantoran Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | pisediakan Kab.
Banjar
2.13.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan | jymlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 4 Paket | Semua
Rumah Tangga yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 12 Paket 4 Paket | Kab-
Logistik Kantor Disediakan Banjar
2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 4 Paket | Kab-
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
2.13.01.2.07 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 43 Unit 43 Unit | 2.13.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan | jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 0 Unit 1 Unit | Semua
Pengadaan Barang Lainnya yang Disediakan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab/Kota
Milik Daerah Kab.
Penunjang Urusan Banjar
Pemerintah Daerah
2.13.01.2.08 Persentase jasa penunjang pelayanan 100 % 100 % | 2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat | jymlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 1 Laporan | Kab-
Penyediaan Jasa umum kantor yang terpenuhi Menyurat Surat Menyurat Banjar
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Listrik Listrik yang Disediakan
2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 13 Laporan 13 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
2.13.01209 Persentase Barang Milik Daerah yang 100 % 100 % | 2.13.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 25 Unit 25 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang | terpelihara sesuai dengan rencana , Biaya Kend: Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah kebutuhan dan Pajak Kend; P dan dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 36 Unit 36 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Banjar
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program ) Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiat Kegiat Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
213.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1 Unit 1 Unit | Kab-
Pemelinaraan/Rehabiltasi Sarana dan | atay Bangunan Lainnya yang Banjar
Prasarana Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
2.13.02 PROGRAM Persentase Penataan 10,12% 10,12 % | 2.13.022.01 desa yang telah 20% 20% | 2.13.022.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah | jym|ah Desa yang Terfasilitasi Penataan 5 Desa 30 Desa | Kab.
PENATAAN DESA Administrasi Batas Wilayah Penyelenggaraan tata batas wilayah desa Desa Wilayahnya Banjar
Desa Penataan Desa
2.13.03 PROGRAM Persentase Peningkatan 2,89% 2,89 % | 21303201 Fasilitasi | persentase desa yang melakukan 40% 40% 213.03.2.01.01 Fasilitasi Kerja Sama | jymlah Dokumen Kerja Sama 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
PENINGKATAN KERJA | Kerjasama Desa Kerja Sama antar Desa | kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Antar Desa dalam Banjar
SAMA DESA Persentase kawasan desa yang 56% 56% Kabupaten/Kota
dikembangkan
Persentase lembaga ekonomi desa  26.92 % 26.92 %
dengan kinerja baik
2.13.03.2.01.02 Fasilitasi Kerja Sama | jymlah Dokumen Kerja Sama 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Antar Desa dengan Pihak Ketiga Antar Desa dengan Pihak Ketiga Banjar
dalam Kabupaten/Kota dalam Kabupaten/Kota
2.13.03.2.01.03 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Pembangunan Kawasan Perdesaan Pembangunan Kawasan Banjar
Perdesaan
2.13.04 PROGRAM Persentase Desa dengan 4332% 4332% | 213.04201 Persentase administrasi Pemerintahan ~ 40% 40% | 2.13.0420101 Fasilitasi Jumlah Dokumen 1053 Dokumen 1053 Dokumen | Kab-
ADMINISTRASI Administrasi Pemerintahan Pembinaan dan Desa yang berkualitas ‘ Banjar
:il:l:RINTAHAN Desa yang Tertib Pengauasan aparatur desa 40% 409 | Pemerintahan Desa Administrasi
velengg yang memahami manajemen Pemerintahan Desa
Administrasi emerintahan desa
Pemerintahan Desa | P
Persentase desa dengan aset desayang 100 % 100 %
terkelola dengan baik
Persentase desa yang melaksanakan 100 % 100 %
pengelolaan Keuangan Desa sesuai
dengan ketentuan
Persentase Desa yang mengelola Aset 100 % 100 %
Desa dengan akuntabel
2.13.04.2.01.02 Fasilitasi Penyusunan | jymlah Dokumen Hasil 277 Dokumen 277 Dokumen | Kab-
Produk Hukum Desa Fasilitasi Penyusunan Produk Banjar
Hukum Desa
213.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan | jymlah Dokumen Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Keuangan Desa Keuangan Desa Banjar
2.13.04.2.01.05 Pembinaan Jumlah Aparatur Pemerintah Desa 443 Orang 997 Orang | Kab.
Peningkatan Kapasitas Aparatur yang Mengikuti Pembinaan Banjar
Pemerintah Desa Peningkatan Kapasitas
2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Pemberdayaan BUM Desa dan Pembinaan dan Pemberdayaan Banjar
Lembaga Kerja Sama antar Desa BUM Desa dan Lembaga Kerja
Sama antar Desa
2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Pemilihan, dan Pemilihan, Banjar
Pemberhentian Kepala Desa Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa
2.13.04.2.01.10 Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan dan Pemberhentian Banjar
Perangkat Desa Perangkat Desa
2.13.042.01.11 Fasilitasi Penyusunan | jymlah Dokumen Profil Desa 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Profil Desa yang tersusun Banjar
2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan | jymiah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Aset Desa Pengelolaan Aset Desa Banjar
2.13.04.2.01.14 Pembinaan Jumlah Anggota BPD yang 116 Orang 560 Orang | Kab-
Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Mengikuti Pembinaan Peningkatan Banjar
Kapasitas
2.13.042.01.15 Fasilitasi Penetapan Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam 20 Desa 20 Desa | Kab.
dan Penegasan Batas Desa Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Banjar
2.13.04.2.01.16 Fasilitasi Pembinaan | jumiah Laporan Hasil 277 Laporan 277 Laporan | Kab.
Laporan Kepala Desa Pembinaan Laporan Kepala Banjar
Desa
213.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
Perkembangan Desa serta Lomba Perkembangan Desa serta Lomba Banjar
Desa dan Kelurahan Desa dan Kelurahan
2.13.05 PROGRAM Persentase Desa yang 81,23 % 81,23 % | 21305201 Persentase Kelembagaan Adat yang aktif 20% 20% | 2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Jumlah Dokumen Hasil 16 Dokumen 16 Dokumen | Kab.
PEMBERDAYAAN Lembaga Kemasyarakatannya Pemberdayaan Persentase kelembagaan Desa yang 20% 209 | Pemberdayaan dan Pendayagunaan | penataan, Pemberdayaan dan Banjar
LEMBAGA Diberdayakan Lembaga terkoordinasi Kelembagaan Lembaga Pendayagunaan Kelembagaan
KEMASYARAKATAN, Kemasyarakatan yang Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, | |embaga Kemasyarakatan
LEMBAGA ADAT DAN Bergerak di Bidang Persentase Pamsimas Aktif 20% 20% | Rw, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang | Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
MASYARAKAT Desa \ desa berp 100 % 100 % | Taruna), Lembaga Adat Posyandu, LPM, dan Karang
HUKUM ADAT dan Lembaga Adat Persentase PKK AKtf 409% 409 | Desa/Kelurahan dan Masyarakat Taruna), Lembaga Adat
Tingkat Daerah | Hukum Adat Desa/Kelurahan dan
Kabupaten/Kota serta | Persentase Posyandu Akiif 40% 80% Vatyarakot Hukum Adat
Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi Banjar
Masyarakat dan Pemerintah Desa Masyarakat dan Pemerintah Desa
dalam Meningkatkan Pendapatan dalam Meningkatkan Pendapatan
Asli Desa Asli Desa
2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah | jymlah Laporan Hasil Fasilitasi 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Desa dalam Pemanfaatan Teknologi | pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Banjar
Tepat Guna Teknologi Tepat Guna
2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti | jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan 2 Laporan 2 Laporan | Kab-
Gotong Royong Masyarakat Bhakti Gotong Royong Masyarakat Banjar
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02 PROGRAM Median Usia Perempuan 17 Tahun 17 Tahun | 2.14.02.2.01 Persentase Pemaduan dan 6150 PUS 6150 PUS | 2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi | jumlah Satuan Pendidikan yang 4 Satuan 4 Satuan Kab.
PENGENDALIAN Kawin Pertama dan i Kebijakan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan | Mendapatkan Advokasi, Pendidikan Pendidikan | Banjar
PENDUDUK Sinkronisasi Kebijakan Daerah Provinsi dengan Kependudukan Jalur Formal di Sosialisasi dan Fasilitasi
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI Pelaksanaan Pendidikan
Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam Rangka Kependudukan Jalur Formal di
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PETETMTT DFeTatT AT SLTP7VITS, Jatur NonfoTTat da aTTATT PeTd i TeTyany
Program Kabupaten/Kota Kegiatan Informal SD/MI dan St fggiatan:
N — Jalam rangka - — Nonformal dan Tnformal —
Indikator Kinerja ’ Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Pengendalian Lokasi
Program Target Capaian Kuantifgs feigiduk . Target Capaian Sub Kegiatan . . Target Capaian sub | Ket.
Hasil Program N N iatan
Sebelum Sesudah | 21402202 Pemetaan | gi,KR0iABRan Pafla Pesavdnam mlgo PUSe60GaIUS | 214.022.02.08 Membentuk Rumah |y K6@iat3th Data Kepergasiian di J 20sasiichunit Keg
Perkiraan Pertam Data K dudukan di Kampung KB KempngB-tmtuk ez Banjar
Pengendalian untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan
Penduduk Cakupan Program KKBPK di Sektor Lain Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Daerah Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk
Kabupaten/Kota
2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Jumlah Laporan Pencatatan dan 12 Laporan 12 Laporan | Kab-
Pengumpulan Data Keluarga Pengumpulan Data Keluarga Banjar
2.14.03 PROGRAM Persentase Kebutuhan ber KB~ 9.10 Persen | 2:14.03.2.01 | Penurunan ASFR 20 Persen 20 Persen 2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi | jumiah Dokumen Komunikasi, 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
PEMBINAAN yang tidak terpenuhi (Unmeet Pelaksanaan Advokasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Informasi dan Edukasi (KIE) Banjar
KELUARGA Need) Komunikasi, Informasi Sesuai Kearifan Budaya Lokal Program Bangga Kencana
BERENCANA (KB) Tingkat Prevelensi Kontrasepsi 6756 Persen | 02 Edukasi (KIE) (Pembangunan Keluarga,
Modern (MCPR) Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga
Penduduk dan KB Berencana) Sesuai Kearifan
Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Budaya Lokal
2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan 500 Unit 500 Unit
Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | pendistribusian KIE Program Bangga
Kencana (Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana)
214.03.2.01.04 Promosi dan KIE Jumlah Dokumen Promosi dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Program KKBPK Melalui Media Massa | K| program Bangga Kencana Banjar
Cetak dan Elektronik serta Media (Pembangunan Keluarga,
Luar Ruang Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Melalui Media Massa
Cetak dan Elektronik serta Media
Luar Ruang
214.03.2.02 Persentase Pendayagunaan 100 Persen 100 Persen | 2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana Pendukung Operasional 27 Unit 27 Unit | Kab.
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Pendukung Operasional PKB/PLKB PKB/PLKB yang Tersedia Banjar
Tenaga Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)
KB/Petugas Lapangan
KB (PKB/PLKB)
2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Jumlah Kader yang Mengikuti 1012 Orang 1012 Orang | Kab.
Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Penggerakan Kader Institusi Banjar
Masyarakat Pedesaan (IMP)
21403203 Persentase Peningkatan 67.56 Persen 67.56 Persen | 2:14.03.2.03.03 Peningkatan Jumlah Orang yang Mengikuti 1123 Orang 1123 Orang | Kab.
Pengendalian dan Jumlah PUS yang Kesertaan Penggunaan Metode Kesertaan Penggunaan Metode Banjar
ibusi Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Kontrasepsi Jangka Panjang
Kebutuhan Alatdan | Kontrasepsi (MKIP)
Obat Kontrasepsi
serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di
Daerah
Kabupaten/Kota
2.14.03.2.03.04 Penyediaan Jumlah Laporan Dukungan Ayoman 2 Laporan 2 Laporan | Kab.
Dukungan Ayoman Berat ikasi Berat dan Banjar
dan Kegagalan Penggunaan MKJP Penggunaan MKJP
21403204 Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina 100 Persen | 2:14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Jumlah Kampung KB yang 40 Kampung 40 Kampung | Kab-
Pemberdayaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Mengikuti Pelaksanaan dan Banjar
Peningkatan Peran Kampung KB Pengelolaan Program Bangga
Serta Organisasi Kencana (Pembangunan
Kemasyarakatan Keluarga, Kependudukan, dan
Tingkat Daerah Keluarga Berencana) di
Kabupaten/Kota Kampung KB
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
2.14.04 PROGRAM Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) ~ 60.32 | 2.14.042.01 Persentase Keluarga 82.14 Persen 82.14 Persen | 2:14.04.2.01.03 Orientasi dan Jumlah Laporan Hasil Orientasi 34 Laporan 34 Laporan | Kab.
PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Berkualitas Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan | dan pelatihan Teknis Pengelola Banjar
DAN PENINGKATAN Pembangunan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, Ketahanan dan Kesejahteraan
KELUARGA Keluarga Melalui BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
SEJAHTERA (KS) Pembinaan Ketahanan Pemberdayaan Ekonomi PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
dan Kesejahteraan Keluarga/UPPKS) Keluarga/UPPKS)
Keluarga
2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Jumlah Kader Pengelola dan 1296 Orang 1296 Orang | Kab-
Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Banjar
Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Pemberdayaan Ekonomi
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Keluarga/UPPKS)
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.01 PROGRAM Nilai IKKI Perangkat 69 indeks 69 indeks | 21501.2.01 Persentase Tersusunnya 100 persen 100 persen | 215.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 2 Dokumen | Semua
PENUNJANG Daerah Perencanaan, dokumen perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan penganggaran dan evaluasi Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja kinerja perangkat daerah tepat Banjar
DAERAH Perangkat Daerah waktu dan tepat mutu
KABUPATEN/KOTA
215.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.15.01.201.06 Koordinasidan | jumlah Laporan Capaian Kinerja 3 dokumen 3 dokumen | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | gan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab-
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjar
215.01.202 Persentase Terpenuhinya 100 Persen 100 Persen | 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gajidan | jumlah Orang yang 37 Orang/bulan 37 Orang/bulan | Semua
Administrasi Pelayanan administrasi Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat | keuangan perangkat daerah% Tunjangan ASN Kab.
Daerah Terpenuhinya Pelayanan Banjar
administrasi keuangan
perangkat daerah
215.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 500 Dokumen 500 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahyn SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
215.01.205 Persentase Administrasi 100 Persen 100 Persen | 215.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 110 Paket | Kab.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dinas beserta Atribut Kelengkapan Banjar
Kelengkapannya
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estat darrtepat
Program Perangkat Dacrah waktu  Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja . Indikator Kinerja
No fator Tinery ! nen 215.01.205.11 Teknis Jumlah Orang yang Mengikitl "o° 4 Orang 4 Orang | SgmUa;
Program Target Capaian Kegiatan Kel Target Capaian Implementag) fefatyrapaherundang- | Bimbingan Teknis Implementasi Target Capaian KaRhe™ | ket
Hasil Program eluaran Undangan pelSIHAPPEYRang-undang kg
9 Kegiat: Kegiat: egiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah Baryjar
215.01.2.06 Persentase Terfasilitasinya 100 persen 100 persen | 2:15.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 1 Paket | Semua
Umum P Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Kab/Kota
Perangkat Daerah administrasi perkantoran Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | pisediakan Kab.
Banjar
2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 2 Paket 2 Paket | Kab.
Logistik Kantor Disediakan Banjar
2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 1 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
215.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jymiah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Tamu Kunjungan Tamu Kab/Kota
Kab.
Banjar
2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
215.01.2.07 Persentase Pengadaan Barang 100 persen 100 persen | 2:15.01.2.07.02 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 3 Unit | Semua
Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kab/Kota
Milik Daerah rencana kebutuhan Lapangan Kab.
Penunjang Urusan Banjar
Pemerintah Daerah
2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan | jymiah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 6 Unit 6 Unit | Semua
dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
215.01.2.08 Persentase jasa penunjang 100 persen 100 persen | 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab-
Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Penunjang Urusan terpenuhi Listrik Listrik yang Disediakan
Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
21501209 Persentase Terpenuhinya 100 persen 100 persen | 2:15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang | pelayanan Pemeliharaan Barang , Biaya Kend: Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan dan Pajak Kend P dan dibayarkan Pajaknya
jjang Urusan i Daerah Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 12 Unit 12 Unit | Kab.
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 12 Unit 12 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Banjar
2.15.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 Unit 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelinara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
2.15.02 PROGRAM Persentase Kendaraan yang 7011% | 21502202 Persentase Perlengkapan Jalan 75 persen 75 persen | 2.15.02.202.01 Pembangunan Jumlah Prasarana Jalan di Jalan 2 Unit 2 Unit | Kab-
PENYELI Memenuhi Teknis dan Penyediaan Yang Terpenuhi Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun Banjar
LALU LINTAS DAN Administrasi (sarana) Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota
ANGKUTAN JALAN Persentase Prasarana Jalan Yang 70009 |3 Kabupaten/Kota
(LLAJ)
Terpenuhi
V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar 0,39
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan 30 Unit 30 Unit | Kab.
Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Banjar
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi 2 Unit 2 Unit | Kab.
Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Terpelihara Banjar
215.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Jumlah Perlengkapan Jalan yang 20 Unit 20 Unit
melihara; Jalan ilitasi dan Terpelihara
2.15022.03 . Persentase tersedianya fasilitas 59 persen 59 persen | 2.15.022.03.03 Pengembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang 1 Unit 1 Unit
Terminal | o, terminal tipe ¢ Sarana dan Prasarana Terminal Dilakukan Pengembangan
Penumpang Tipe C sesuai standar
2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan 5 Unit 5 Unit
Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Pendukung) yang Direhabilitasi dan
Utama dan Pendukung) Dipelihara
2.15.022.04 Persentase Titik Parkir berizin 100 persen 100 persen | 2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan 12 Laporan 12 Laporan
Penerbitan Izin yang Dikelola Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan | sinkronisasi Pengawasan
Penyelenggaraan dan Izin Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan
Pembangunan Pembangunan Fasilitas Parkir dan Terbangunnya Fasilitas Parkir
Fasilitas Parkir Kewenangan Kab Kota K ota
2.15.02.2.05 Pengujian | persentase Kendaraan Wajib Uji 100 persen 100 persen | 2.15.02:2.05.01 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian 1 Unit 1 Unit | Kab.
Berkala Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan dan Prasarana Pengujian Berkala Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Banjar
Bermotor Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan | jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala 5850 Unit 5850 Unit | Kab-
Wajib Uji Berkala Kendaraan Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Banjar
Bermotor
2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana | jymlah Sarana dan Prasarana Pengujian 9 Unit 9 Unit | Kab.
dan Prasarana Pengujian Berkala Berkala Kendaraan Bermotor yang Banjar
Kendaraan Bermotor Terpelihara
2.15.02.2.06 V/C Ratio Jalan di Kabupaten 039 indeks 0.39 indeks | 2:15.02.2.06.01 Penataan Manajemen | jymlah Laporan Penataan 5 Laporan 5 Laporan
Pelaksanaan Banjar dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Manajemen dan Jaringan Jalan Kabupaten/Kota untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Jumlah Pengadaan, Pemasangan, 25 Unit 25 Unit
Pemasangan, Perbaikan dan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jalan dalam rangka Manajemen dan
dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Rekayasa Lalu Lintas
2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji 2 Dokumen 2 Dokumen
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen | Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan
dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Manajemen dan Rekayasa Lalu
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Lintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
215.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan | jymiah Laporan Forum Lalu Lintas 1 Laporan 1 Laporan
Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dan Angkutan Jalan untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiat Kegiat Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
2.15.02.2.07 Persentase objek wajib andalalin 70 persen 70 persen | 2.15.02.2.07.01 Penetapan Kebijakan | jymlah Kebijakan Tata Kelola 1 Dokumen 1 Dokumen
Persetujuan Hasil yang mematuhi peraturan Tata Kelola Andalalin Andalalin yang Ditetapkan
Analisis Dampak Lalu | andalalin
Lintas (Andalalin)
untuk Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan 5 Laporan 5 Laporan
Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2.15.02.2.07.04 Pengawasan Jumlah Laporan Rekomendasi 10 Laporan 10 Laporan
Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Andalalin yang Terawasi
215.02.2.08 Auditdan | persentase Ketaatan 84.44 Persen 84.44 Persen | 2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, | jymlah Laporan Inspeksi, Audit dan 1 Laporan 1 Laporan | Kab-
Inspeksi Keselamatan | pengguna Jalan Audit dan Pemantauan Sistem Pemantauan Sistem Manajemen Banjar
LLAJ di Jalan jemen Angkutan
Angkutan Umum Umum
21502214 Persentase angkutan umum  37.5 persen 37.5 persen | 2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan | jymlah Laporan Pemenuhan 12 Laporan 12 Laporan
Penerbitan lzin dengan tingkat kinerja Persyaratan Perolehan Izin Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraan pelayanan yang baik Penyelenggaraan Angkutan Orang Penyelenggaraan Angkutan Orang
Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan dalam Trayek Kewenangan
dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam Sistem Kabupaten/Kota dalam Sistem
Daerah Pelayanan Perizinan Berusaha Pelayanan Perizinan Berusaha
Kabupaten/Kota Terintegrasi Secara Elektronik Terintegrasi Secara Elektronik
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.02 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan 1 Laporan 1 Laporan
Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan | sinkronisasi Pengawasan
Izin Penyelenggaraan Angkutan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan
Orang dalam Trayek Kewenangan Angkutan Orang dalam Trayek
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
21502216 Persentase ketersediaan 100 persen 100 persen | 2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Jumlah Dokumen Analisis Tarif 1 Dokumen 1 Dokumen
Penetapan Tarif Kelas | pokumen Usulan PenetapanTarif Ekonomi Angkutan Orang dan Kelas Ekonomi Angkutan Orang
Ekonomi untuk Angkutan Umum Angkutan Perkotaan dan Perdesaan | dan Angkutan Perkotaan dan
Angkutan Orang yang dalam 1 (Satu) Daerah Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah
Melayani Trayek serta Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Angkutan Perkotaan
dan Perdesaan dalam
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.03 PROGRAM Persentase angkutan 30 persen 30 persen | 21503203 Persentase angkutan sungai dan 50 Persen 50 Persen | 2.15.03.2.03.01 Fasilitasi Pemenuhan | jymlah Dokumen Pemenuhan 1 Dokumen 1 Dokumen
PENGELOLAAN sungai dan danau yang Penerbitan Izin Usaha | danau dengan tingkat kinerja Persyaratan Perolehan Izin Usaha | persyaratan Perolehan Izin Usaha
PELAYARAN memenuhi standar Penyelenggaraan pelayanan yang baik Penyelenggaraan Angkutan Sungai | penyelenggaraan Angkutan
keselamatan serta Angkutan Sungai dan dan Danau Sesuai dengan Domisili Sungai dan Danau Sesuai dengan
kelaikan kapal Danau Sesuai dengan Orang Perseorangan Warga Negara | pomisili Orang Perseorangan
Domisili Orang Indonesia atau Badan Usaha Warga Negara Indonesia atau
Perseorangan Warga Kewenangan Kabupaten/Kota dalam | adan Usaha Kewenangan
Negara Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha | abupaten/Kota dalam Sistem
Badan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
2.15.03.2.03.02 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan 1 Laporan 1 Laporan
i Pelaksanaan
lzin Usaha Izin Usaha
Angkutan Sungai dan Danau Sesuai | penyelenggaraan Angkutan Sungai
dengan Domisili Orang Perseorangan | dan Danau Sesuai dengan Domisili
Warga Negara Indonesia atau Badan | orang Perseorangan Warga Negara
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | |ndonesia atau Badan Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota
21503209 2.15.03.2.09.01 Analisis Tarif Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan 1 Dok 1Dok
Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi
Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan dan Kendaraan Beserta Muatannya pada
Penyeberangan Kendaraan beserta Muatannya pada | Lintas Penyeberangan dalam Daerah
Penumpang Kelas Lintas Penyeberangan dalam Daerah | abupaten/Kota
Ekonomi dan Kabupaten/Kota
Kendaraan beserta
Muatannya pada
Lintas Penyeberangan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
21503213 Persentase Dermaga/Shelter dan 67 Persen 67 Persen | 2:15.03.2.13.01 Fasilitasi Pemenuhan | jymlah Dokumen Pemenuhan 1 Dokumen 1 Dokumen
Pembangunan dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Perizinan ) Perizinan Pelabuhan
Penerbitan lzin Danau sesuai dengan kebutuhan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai | sungai dan Danau yang
Pembangunan dan dan Danau Dilaksanakan
Pengoperasian
Pelabuhan Sungai dan
Danau
2.15.03.2.13.02 Pembangunan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang 1 Unit 1 Unit
Pelabuhan Sungai dan Danau Dibangun
215.03.213.03 Pengoperasian dan | ymlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang 1 Unit 1 Unit
Pemelinaraan Pelabuhan Sungai dan | Beroperasi dan Terpelihara
Danau
2.15.03.2.13.04 Pengawasan Jumlah Laporan Pengawasan 1 Laporan 1 Laporan
i Sungai dan | p, i Sungai
Danau dan Danau
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan Kinerja 74,00 74,00 |2.16.01.201 persentase tersusunnya dokumen 100 % 100 % | 2.16.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 3 Dokumen | Semua
PENUNJANG Intern (IKKI) Dinas Komunikasi Perencanaan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN dan Informatika, Statistik dan Penganggaran, dan kinerja perangkat daerah tepat waktu dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Persandian Evaluasi Kinerja tepat mutu Banjar
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
216.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan RKA-SKPD Banjar
2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | DpA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan DPA-SKPD Banjar
2160120106 Koordinasidan | jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 4 Laporan 4 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |kntisar Realisasi Kinerja SKPD dan Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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3 Taporan Hasil Koordinast
Program Kegiatan Penyusunant Eei#hian Kinerja
Ikht Reali Ki
Indikator Kinerja Indikator Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kingrla S kerja
No N Tokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian 216.01.2.01 Qfifylypstdnena Jupplah Lapogan Evalliasi Kinerja Target Capastam 4 Laporan | K38ub | Ket.
Hasil Program : Perangkat Daerah Perangkat agrah Ragiitan
Sehelum | Sesudah Kegiatan Sehelum | Sesudah giatan Sehelum | Sesudah
21601202 Persentase Tersusunnya dokumen 100 % 100 % | 2-16.0T.202.0T Penyediaan Gajidan [ jumlah Orang yang 29 Orang/bulan 29 Orang/bulan | Semua
Administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat | dan tepat mutu Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Penatausahaan dan dan Pengujian/Verifikasi Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | euangan SKPD
2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
21601203 Jumlah Rencana Penatausahaan 1 Laporan 1 Laporan | 216.01:2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan 7 Laporan 7 Laporan | Kab-
Administrasi Barang | Barang Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD Banjar
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 100 % 100 % | 2.16.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 10 Orang 10 Orang | Semua
Administrasi Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu Implementasi Peraturan Perundang- | Bimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Kepegawaian Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Perangkat Daerah Banjar
216.01.2.06 Persentase Terfasilitasinya 100 Persen 100 Persen | 2.16.01.206.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 1 Paket | Semua
Umum p Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Kab/Kota
Perangkat Daerah administrasi perkantoran Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | pisediakan Kab.
Banjar
2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jymlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket 1 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 Paket 1 Paket | Kab.
Logistik Kantor Disediakan Banjar
2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 1 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jymlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Tamu Kunjungan Tamu Kab/Kota
Kab.
Banjar
2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
21601208 Persentase dokumen dan 100 Persen 100 Persen | 2:16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat | jymiah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab-
Penyediaan Jasa laporan pelaksanaaan keamanan Menyurat Surat Menyurat Banjar
Penunjang Urusan informasi pemerintah daerah
Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Listrik Listrik yang Disediakan
2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
21601.209 Persentase Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen | 2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang | yang terpelihara sesuai dengan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah rencana kebutuhan dan Pajak Kendaraan Perorangan dan dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 16 Unit 16 Unit | Kab-
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 46 Unit 46 Unit | Kab-
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelinara Banjar
216.01.2.09.11 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 1 Unit 1 Unit | Kab.
Pemelinaraan/Rehabilitasi Sarana dan | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Banjar
Prasarana Pendukung Gedung Kantor | pipelihara/Direhabilitasi
atau Bangunan Lainnya
2.16.02 PROGRAM Cakupan Pelaksanaan Diseminasi 100 % 100 % | 2.16.022.01 | Persentase tersusunya Dokumen 100 Persen 100 Persen | 2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan | jymlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen
PENGELOLAAN Dan Distribusi Informasi program Pengelolaan Informasi | - pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Monitoring Opini dan Aspirasi
INFORMASI DAN prioritas dan Komunikasi Publik | komunikasi Publik Pemerintah Publik
KOMUNIKASI PUBLIK | o o osyarakatyang  71% 719 | Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Banjar
S R Kabupaten/Kota
menerima informasi publik
2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten | mlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen
dan Perencanaan Media Komunikasi | pengelolaan Konten dan
Publik Perencanaan Media
Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen
Komunikasi Publik Pelaksanaan Pengelolaan
Media Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi | jymlah Dokumen Hasil Pelayanan 1 Dokumen 1 Dokumen
Publik Informasi Publik
2.16.022.01.07 Layanan Hubungan | jymlah Layanan Hubungan Media 28 Layanan 52 Layanan
Media
2.16.022.01.12 PE"\/QEV‘QQEFE" Jumlah Dokumen Kemitraan 2 Dokumen 2 Dokumen
Hubungan Masyarakat, Media dan dengan Masyarakat, Media dan
Kemitraan Komunitas Komunitas dalam
Mendiseminasikan Informasi
Program atau Kebijakan
2.16.03 PROGRAM Persentase Layanan 43.75 Persen 43.75 Persen | 2:16.03.2.01 Persentase perangkat daerah  61.7 Persen 617 Persen | 2.16.03.201.02 Penatalaksanaan dan | jumiah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
PENGELOLAAN Publik yang Pengelolaan Nama yang terkoneksi di Jaringan Pengawasan Nama Domain dan Sub | penatalaksanaan dan Pengawasan
APLIKASI diselenggarakan Domain yang Telah Intra Pemerintah atau Domain dalam Penyelenggaraan Nama Domain dan Sub Domain
INFORMATIKA secara online dan Ditetapkan oleh menggunakan akses internet Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan
terintegrasi Pemerintah Pusat dan | yang diamankan yang Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah
Presentase Aplikasi  25.93 persen 25.93 persen | U2 Pomain di disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota
Informatika yang di tingkup Pemerintah
yang Daerah
Kabupaten/Kota
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah ‘egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
Bangun /
Kembangkan
2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah 27 Unit 47 Unit
Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Daerah
2.16.03.2.02 Persentase perangkat daerah 36.17 Persen 36.17 Persen | 2.16.03.2.02.07 Pengembangan Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis 27 Unit 27 Unit
Pengelolaan E- yang mengimplementasi Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
government di inovasi yang mendukung Pemerintahan Berbasis Elektronik Dikembangkan
Lingkup Pemerintah | smart city
Daerah
Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Jumlah Layanan Publik yang 22 Layanan 22 Layanan
Sistem Penghubung Layanan Terhubung dengan Sistem
Pemerintah Penghubung Layanan Pemerintah
Daerah
2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan | jymlah Dokumen Program 1 Dokumen 1 Dokumen
Pengelolaan Ekosistem Inovasi yang Diimplementasikan
Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Sesuai dengan Masterplan Smart
Cerdas City
2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi | jymlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen 1 Dokumen
dan Pelaporan Pengembangan Evaluasi dan Pelaporan
Ekosistem SPBE Penyelenggaraan SPBE
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern 74, 74, | 2.17.01.2.01 Terlaksana kegiatan Perencanaan, 100 % 100 % | 2.17.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen 4 Dokumen | Semua
PENUNJANG (IKKI) Dinas DKUMPP Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Banjar
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.17.01.201.06 Koordinasidan | jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 4 Laporan 4 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |kptisar Realisasi Kinerja SKPD dan Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 6 Laporan 6 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjar
217.01.2.02 Administrasi Keuangan perangkat daerah 100 % 100 % | 2-17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan | jumlah Orang yang 50 Orang/bulan 50 Orang/bulan | Semua
Administrasi Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan dan Pengujian/Verifikasi Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Keuangan SKPD
2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.17.01.2.05 Jumlah Perencana yang meningkat 100 % 100 % | 2.17.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 50rang 5 Orang | Semua
i Implementasi Peraturan Perundang- | Bimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Kepegawaian Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Perangkat Daerah Banjar
217.01.2.06 Sarana dan Prasarana penunjang 100% 100% | 217.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 4 Paket 4 Paket | Semua
Administrasi Umum kelancaran administrasi perkantoran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | pisediakan Kab.
Banjar
2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jymlah Paket Peralatan dan 5 Paket 15 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 12 Paket 12 Paket | Kab.
Logistik Kantor yang Disediakan Banjar
2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket 12 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
217.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 100% 100 % | 217.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab-
Penyediaan Jasa Pemerintah Daerah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Penunjang Urusan Listrik Listrik yang Disediakan
Pemerintahan Daerah
2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 13 Laporan 13 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
217.01.209 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan 100 % 100 % | 2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang | prasarana aparatur yang menunjang neliharaan, Biaya Kend: Dinas Jabatan yang di pelihara Banjar
Milik Daerah kinerja aparatur dan Pajak Kend: P dan Dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
217.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 13 Unit 13 Unit | Kab-
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 862 Unit 862 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Banjar
2.17.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 Unit 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelinara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
2.17.02 PROGRAM persentase koperasi yang 7414% 7414 % | 21702201 Jumlah Rekomendasi pemenuhan 6 Koperasi 6 Koperasi | 217.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan | jymlah Usaha Simpan Pinjam dan 6 Unit 6 Unit
PELAYANAN IZIN memiliki rekomendasi ijin Penerbitan Izin Usaha | izin usaha simpan pinjam Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Usaha Usaha
USAHA SIMPAN usaha simpan pinjam Simpan Pinjam untuk Pembukaan Kantor Cabang, Cabang | pembantu dan Kantor Kas Koperasi
PiNJAM Persentase Rekomendasi i Ta1as | Koperasidengan Pembanty dan Kantor Kas Koperas | impan Pinjam untuk Koperasidengan
pembukaan kantor cabang y 99 impan Pinj P Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
dalam Daerah dengan Wilayah Keanggotaan dalam | kabupaten/Kota
pembantu dan kantor kas P;
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
pembantu
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiat. Kegiat Kegiatan
Sebelum Sesudah eglatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
2.17.02.2.02 Jumlah Rekomendasi ijin 1 Koperasi 1 Koperasi | 2-17:02.2.02.01 Fasilitasi Pemenuhan | jymlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu 1 Unit 1 Unit | Kab.
Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang 1zin Usaha Pembukaan Kantor dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam ~ Usaha Usaha | Banjar
Pembukaan Kantor pembantu, cabang pembantu Cabang, Cabang Pembantu dan untuk Koperasi dengan Wilayah
Cabang, Cabang dan kantor kas koperasi Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | eanggotaan dalam Daerah
Pembantu dan Kantor untuk Koperasi dengan Wilayah Kabupaten/Kota
Kas Koperasi Simpan Keanggotaan dalam Daerah
Pinjam untuk Koperasi Kabupaten/Kota
dengan Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.03 PROGRAM Persentase Koperasi 39.26 Persen 39.26 Persen | 2:17.03.2.01 Jumlah Koperasi yang diperiksa 32 Koperasi 32 Koperasi | 2-17:03.2.01.01 Pengawasan Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan ~ 41 Unit 41 Unit | Kab.
PENGAWASAN DAN | yang mematuhi Pemeriksaan dan | gan diawasi Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Usaha Usaha Banjar
PEMERIKSAAN aturan Pengawasan Koperasi, | 1ot b Usp yang diperiksa 9 KSP/USP. 9 KSP/USP Ketangguhan, serta Akuntabilitas Kemandirian, Ketangguhan, serta
KOPERAS! perundangan Koperasi Simpan dan diawasi Koperasi Kewenangan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan
Persentase KSP dan 4483 Persen 44.83 Persen | Fimiam/unit Simpan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
USP yang mematuhi Pinjam Koperasi yang
Wilayah
aturan
perundangan Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Jumlah Koperasi yang memenuhi 41 Unit 41 Unit
Kepatuhan Koperasi Terhadap peraturan perundang-undangan Usaha  Usaha
Peraturan Perundang-Undangan kewenangan Kabupaten/kota
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.04 PROGRAM Persentase KSP/ 1897 Persen 1897 Persen | 2:17.04.2.01 Penilaian | jymlah KSP/USP Koperasi Menerima ~ 6kop 6kop | 217:042.01.01 Pelaksanaan Penilaian | jumlah Unit Usaha Koperasi yang 58 Unit 58 Unit
PENILAIAN USP Sehat Kesehatan Koperasi penghargaan Kesehatan KSP/L;SP Koperasi Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Usaha  Usaha
KESEHATAN KSP/USP Simpan Pinjam/Unit N A Kewenangan Kabupaten/Kota
KOPERAS! Simpan Pinjam t;r:;:‘:ip/usp Koperasi yang di Nilai 58 kop 58 kop
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaanya dalam
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.042.01.02 Penghargaan Jumlah Koperasi yang Mendapatkan 6 Unit 6 Unit
Kesehatan KSP/USP Koperasi Penghargaan Kesehatan Usaha  Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.05 PROGRAM Persentase SDM koperasi 3458 % 3458 % | 2.17.052.01 Jumlah anggota koperasi yang 60 Orang 60 Orang | 2:17.05.2.01.01 Peningkatan Jumlah SDM yang Memahami 60 Orang 60 Orang
PENDIDIKAN DAN (pengawas dan pengurus) Pendidikan dan telah mengikuti pelatihan dan i
LATIHAN yang terlatih Latihan Perkoperasian | perkoperasian Perkoperasian serta Kapasitas dan
PERKOPERASIAN Bagi Koperasi yang Kompetensi SDM Koperasi
Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.06 PROGRAM Persentase Koperasi 36.81 Persen 36.81 Persen | 2.17.06.2.01 Jumlah Koperasi yang 30 Koperasi 30 Koperasi | 2:17.06.2.01.01 Pemberdayaan Jumlah Unit Usaha yang Produktif, 70 Unit 70 Unit
PEMBERDAYAAN yang meningkat Pemberdayaan dan mendapat fasilitasi Peningkatan Produktivitas, Nilai Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, ~ Usaha Usaha
DAN PERLINDUNGAN | \5lume usahanya Perlindungan Koperasi | permberdayaan dan Tambah, Akses Pasar, Akses Akses Pembiayaan, Penguatan
KOPERAS! yang Keanggotaannya | perlindungan Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,
dalam Daerah Penataan .| Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Kabupaten/Kota Standarisasi, dan Restrukturisasi Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.17.07 PROGRAM Persentase pertumbuhan 63.86 % 63.86 % | 2:17:07.2.01 Persentase jumlah usaha mikro 30.1 Persen 30.1 Persen | 2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi jumlah usaha mikro yang 5000 Pelaku 5000 Pelaku
PEMBERDAYAAN usaha mikro Pemberdayaan Usaha | yang bermitra dan Pengembangan Usaha Mikro diinput ke dalam sistem  usaha mikro  usaha mikro
32::: r:c'TENDT':" m:‘lzu{::‘zi:‘:‘ka” Persentase {(umlahkusaha mikro 5.95 Persen 5.95 Persen online data system (ODS)
(UMKM) Kemudahan Perizinan, sertifikasi produk usaha
Penguatan
Kelembagaan dan Persentase jumlah usaha mikro 0.37 Persen 0.37 Persen
Koordinasi dengan yang diberikan pendampingan
Para Pemangku melalui lembaga
Kepentingan pendampingan
Persentase jumlah usaha mikro 14.9 Persen 14.9 Persen
yang diinput ke dalam sistem
online data system (ODS)
Persentase usaha mikro yang ~ 0.31 Persen 0.31 Persen
diberikan dukungan fasilitasi
pelatihan
2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Jumlah Unit Usaha yang 650 Pelaku 650 Pelaku
Melalui Kemitraan Usaha Mikro Telah Melaksanakan usaha mikro  usaha mikro
Kemitraan Usaha Mikro
217.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan | jymlah Usaha Mikro yang 2000 Pelaku 2000 Pelaku
Perizinan Usaha Mikro Telah Mendapatkan usaha mikro  usaha mikro
Perizinan
2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Jumiah Unit Usaha yang Telah 125 Unit 125 Unit
Kelembagaan Potensi dan Menerima Pembinaan dan Usaha  Usaha
Pengembangan Usaha Mikro Pendampingan Terhadap Usaha
Mikro
2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah SDM yang Telah Melakukan 20 Orang 20 Orang | Kab.
Sinkronisasi dengan Para Pemangku | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Banjar
dalam Para gku Kepentingan dalam
Usaha Mikro Pemberdayaan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.06 Peningkatan Jumlah SDM yang Memahami 60 Orang 60 Orang
1 dan Usaha Usaha Mikro dan
Mikro serta Kapasitas dan Kewirausahaan
Kompetensi SDM Usaha Mikro dan
Kewirausahaan
2.17.08 PROGRAM Persentase Jumlah  18.70 Persen 18.70 Persen | 2.17.08.2.01 Persentase usaha mikro yang ~ 3.99 Persen 3.9 Persen | 2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro | jymlah Unit Usaha Mikro yang 255 Unit 255 Unit | Kab.
PENGEMBANGAN Usaha Mikro yang Pengembangan Usaha | terfasilitasi pemasaran Menjadi Usaha Kecil dalam Terfasilitasi dalam Pengembangan ~ Usaha ~ Usaha Banjar
UMKM meningkat Mikro dengan produknya Pengembangan Produksi dan Produksi dan Pengolahan,
Omzetnya Orientasi Peningkatan | o 1 mikroyang  0.56 Persen 0.56 Persen | FeN9012han. Pemasaran, SOM, serta | pemasaran, SOM, srta Desain dan
Skala Usaha Menjadi o fasilt Desain dan Teknologi Teknologi
Usaha Kecl mendapatkan fasilitasi
pengembangan Produksi dan
Pengolahan
Pesentase usaha mikroyang 407 %  4.07 %
mendapatkan HAKI
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan Kinerja 74,00 74,00 | 2.18.01.201 Tersusunnya dokumen 24 dokumen 24 dokumen | 2:18.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 8 Dokumen 8 Dokumen | Semua
PENUNJANG Intern (IKKI) Dinas Penanaman Perencanaan, perencanaan, penganggaran Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Modal dan Perizinan Terpadu Penganggaran, dan dan evaluasi kinerja Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Satu Pintu Evaluasi Kinerja perangkat daerah tepat Banjar
DAERAH Perangkat Daerah waktu dan tepat mutu
KABUPATEN/KOTA
218.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
218.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen | Semua
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiat Keglat Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan RKA-SKPD Banjar
2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
218.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen | Semua
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | DpA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan DPA-SKPD Banjar
2.1801.201.06 koordinasidan | jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 6 Laporan 6 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | kntisar Realisasi Kinerja SKPD dan Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
218.01.2.02 Tersusunnya dokumen keuangan 100 Persen 100 Persen | 2-18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan | jymlah Orang yang 37 Orang/bulan 37 Orang/bulan | Semua
Administrasi perangkat daerah tepat waktu Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat | dan tepat mutu Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
2.18.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
dministrasi Tugas ASN Banjar
Pelaksanaan Tugas ASN
2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 76 Dokumen 76 Dokumen | Kab-
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan 1Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi Penyusunan
SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
218.01.2.03 Barang Milik Daerah yang 100 Persen 100 Persen | 2:18.01.2.03.01 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Administrasi Barang | terpelihara sesuai dengan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik | arang Milik Daerah SKPD Banjar
Milik Daerah pada rencana kebutuhan Daerah SKPD
Perangkat Daerah
2.18.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 1 Laporan 1 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Barang Milik Penyusunan Laporan Barang Milik Banjar
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
2.18.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Barang Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD Banjar
21801.205 Administrasi Kepegawaian Perangkat 8 orang 8 orang | 218.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 5 Orang 5 Orang | Kab-
Administrasi Daerah sesuai kebutuhan dan tepat Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas | Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Banjar
Kepegawaian waktu dan Fungsi Pelatihan
Perangkat Daerah
2.18.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 5 Orang 5 Orang | Semua
Implementasi Peraturan Perundang- | Bimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Banjar
218.01.2.06 Terfasilitasinya penyelenggaraan 100 persen 100 persen | 2-18.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 1 Paket | Semua
Administrasi Umum penunjang administrasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Kab/Kota
Perangkat Daerah perkantoran Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | pisediakan Kab.
Banjar
2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jymlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket 1 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 Paket 1 Paket | Kab.
Logistik Kantor Disediakan Banjar
2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 1 Paket | Kab-
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
Bacaan dan Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang- Banjar
undangan Undangan yang Disediakan
2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jymlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 1 Laporan | Semua
Tamu Tamu Kab/Kota
Kab.
Banjar
2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan 1 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
2.18.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip | jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 1Dokumen | Kab-
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD Banjar
218.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100 persen 100 persen | 2-18.01.2.07.10 Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 202 Unit 202 Unit | Kab.
Pengadaan Barang sesuai dengan rencana dan Prasarana Gedung Kantor atau | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Banjar
Milik Daerah kebutuhan Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2.18.01.2.08 Jasa penunjang pelayanan 100 persen 100 persen | 2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat | jymlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan 2 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa umum kantor yang terpenuhi Menyurat Surat Menyurat Banjar
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3 Laporan 3 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Listrik Listrik yang Disediakan
2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
2.18.01.209 Barang Milik Daerah yang 100 persen 100 persen | 2:18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang | terpelihara sesuai dengan neliharaan, Biaya Kend: Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah rencana kebutuhan dan Pajak Kend P dan dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiat Kegiat Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 10 Unit 10 Unit | Kab-
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
2.18.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 3 Unit 3 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
2.1801.2.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 91 Unit 91 Unit | Kab.
Pemelinaraan/Rehabilitasi Sarana dan | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Banjar
Prasarana Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
2.18.02 PROGRAM Persentase penyelesaian 20 Persen 20 Persen | 2.18.02.2.01 Perda kemudahan berinvestasi 1 Dokumen 1 Dokumen | 2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan | jymlah Peraturan Daerah/Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
PENGEMBANGAN regulasi kemudahan Penetapan Pemberian Daerah Mengenai Pemberian dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Banjar
IKLIM PENANAMAN | perinvestasi Fasilitas/Insentif Fasilitas/Insentif dan Kemudahan dan Kemudahan Penanaman
MODAL Dibidang Penanaman Penanaman Modal Modal
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2.18.03 PROGRAM Jumlah Investor Baru 13 Investor 13 Investor | 2.18.03.2.01 Investor yang mengenal 75 Investor 75 Investor | 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan | jymlah Dokumen Hasil Kegiatan 9 Dokumen 9 Dokumen | Kab.
PROMOSI Penyelenggaraan Kabupaten Banjar Promosi Penanaman Modal Daerah Promosi Penanaman Modal Banjar
PENANAMAN Promosi Penanaman Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
MODAL Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2.18.04 PROGRAM Indeks Kepuasan 100 Persen 100 Persen | 2.18.04.2.01 Pelayanan | persentase perizinan berusaha 100 Persen 100 Persen | 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan | jymiah Pelaku Usaha yang 276 Pelaku 276 Pelaku | Kab-
PELAYANAN Masyarakat Perizinan dan Non dan non perizinan yang Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | Mendapatkan Pelayanan Terpadu Usaha Usaha Banjar
PENANAMAN Perizinan Secara diterbitkan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Perizinan dan Non Perizinan
MODAL Terpadu Satu Pintu Berusaha Terintegrasi Secara Berbasis Sistem Pelayanan
dibidang Penanaman Elektronik Perizinan Berusaha Terintegrasi
Modal yang Menjadi Secara Elektronik
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.01.02 Pemantauan Jumlah Kegiatan Usaha dari 552 Kegiatan 552 Kegiatan | Kab.
Pemenuhan Komitmen Perizinan dan | pelaku Usaha yang Usaha Usaha Banjar
Non Perizinan Penanaman Modal Mendapat Pemantauan
Pemenuhan Komitmen
Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Penanaman Modal
2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan | jumiah Orang yang Memperoleh 33 Orang 33 Orang | Kab-
Konsultasi dan Pengelolaan Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Banjar
Pengaduan Masyarakat Terhadap Pengaduan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
Non Perizinan Perizinan
2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usaha dari 15 Kegiatan 15 Kegiatan | Kab.
Sinkronisasi Penetapan Pemberian Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha Usaha Banjar
Fasilitas/Insentif Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah
2.18.05 PROGRAM Persentase LKPM 100 Persen 100 Persen | 2:18.05.2.01 Persentase pelaku usaha yang 100 Persen 100 Persen | 2:18.05.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usaha dari 85 Kegiatan 85 Kegiatan | Kab.
PENGENDALIAN Pengendalian memahami peraturan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan | pelaku Usaha yang Melakukan Usaha. Usaha. Banjar
PELAKSANAAN per g LKPM Penanaman Modal Koordinasi dan Sinkronisasi
PENANAMAN Penanaman Modal Pemantauan Pelaksanaan
MODAL yang Menjadi Penanaman Modal
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Pelaku Usaha yang 60 Pelaku 60 Pelaku | Kab-
! Pembinaan Usaha Usaha Banjar
Penanaman Modal Pelaksanaan Penanaman Modal
218.05.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usaha dari 60 Kegiatan 60 Kegiatan | Kab-
Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan | pelaju Usaha yang Melakukan Usaha Usaha Banjar
Penanaman Modal Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan
2.18.06 PROGRAM Persentase data dan sistem 100 Persen | 2.18.062.01 Sistem perizinan yang terintegrasi 75 Persen 75 Persen | 2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Jumlah Data dan Informasi 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
PENGELOLAAN DATA | perizinan yang mudah diakses Pengelolaan Data dan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan | perizinan dan Non Perizinan Banjar
DAN SISTEM Informasi Perizinan Informasi Perizinan dan Non Berbasis Sistem Pelayanan
INFORMASI dan Non Perizinan Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan | perizinan Berusaha Terintegrasi
PENANAMAN yang Terintegrasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah,
MODAL pada Tingkat Daerah Secara Elektronik Dikaji dan Dimanfaatkan
Kabupaten/Kota
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan Kinerja 74,00 74,00 | 2.19.01.201 Terpenuhinya laporan perencanaan, 100 % 100 % | 2.19.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dokumen 7 Dokumen | Semua
PENUNJANG Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan, Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Kepemudaan, Olah Raga dan Penganggaran, dan perangkat daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Pariwisata Evaluasi Kinerja Banjar
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 3 Laporan 3 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |kptisar Realisasi Kinerja SKPD dan Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 20 Laporan 20 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjar
2.19.01.2.02 Terpenuhinya administrasi 100 Persen 100 Persen | 2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan | jymlah Orang yang 48 Orang/bulan 48 Orang/bulan | Semua
Administrasi keuangan Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
219.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 56 Dokumen 56 Dokumen | Kab.
ministrasi Tugas ASN i inistrasi Banjar
Pelaksanaan Tugas ASN
2.19.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 56 Dokumen 56 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujianVerifikasi keuangan
SKPD
219.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
21901205 Terpenuhinya layanan 100 persen 100 persen | 219.01:2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 10rang 10rang | Semua
Administrasi administrasi perangkat daerah Implementasi Peraturan Perundang- | Bimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Kepegawaian Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Perangkat Daerah Banjar
2.19.01.2.06 Terpenuhinya administrasi 100 persen 100 persen | 2:19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jymlah Paket Peralatan dan 1 Paket 12 Paket | Semua
Administrasi Umum umum perangkat daerah dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab/Kota
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Perangkat Daeran Kab.
Program Kegiatan Sub Kegiatan Banjar
o Indikator Kinerja Indikator Kinerja 2190120604 Penyediaan Bahan | Jumiah Paket Bahan [SSEEVAIREaq 1 pakcet 12 Paket | KBy o
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Logistik Kangor, e giatan Disediakan b Target Capaian Bageh | ket.
HasttProgranT Kegiat: iat Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah | 219.01.206.05 Penyediaan Barang | jumiSS M arand cetafigbelym | 1 pSRsudatuiet | Kab
etaKarraar g9 Penggandaan yang Disediakan Bamyjar
2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
2.19.01.2.07 Terpenuhinya layanan 100 Persen 100 Persen | 2.19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan | jymlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit 8 Unit | Semua
Pengadaan Barang administrasi perkantoran dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab/Kota
Milik Daerah Kab.
Penunjang Urusan Banjar
Pemerintah Daerah
2.19.01.2.08 Terpenuhinya layanan 100 Persen 100 Persen | 2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat | jymlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa administrasi perkantoran Menyurat Surat Menyurat Banjar
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 36 Laporan 36 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Listrik Listrik yang Disediakan
2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
21901209 Terpenuhinya layanan 100 Persen 100 Persen | 2:19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang | agministrasi perkantoran Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah dan Pajak dan dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 8 Unit 8 Unit | Kab-
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang 26 Unit 26 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Banjar
2.19.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 2 Unit 2 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelinara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
2.19.02 PROGRAM Persentase Pemuda yang 16.50 % 16.50 % | 219.022.01 Jumlah orang yang dilatih dalam 320 orang 320 orang | 2:19.02.2.01.02 Koordinasi, Jumlah Wirausaha Pemuda 50 Orang 50 Orang | Kab-
PENGEMBANGAN berdaya saing Penyadaran, kegiatan kepemudaan Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota dari Seluruh Banjar
KAPASITAS DAYA Pemberdayaan, dan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kecamatan yang Ditingkatkan
SAING KEPEMUDAAN Pengembangan Wira Usaha Pemula Kapasitas Daya Saingnya
Pemuda dan
Kepemudaan
Terhadap Pemuda
Pelopor
Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda
Kader
Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.08 Peningkatan Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan 175 Orang 175 Orang | Kab.
" dan K dalam i , Banjar
Kesukarelawanan Pemuda Kepeloporan dan Kesukarelawanan
Kabupaten/Kota dari Seluruh
Kecamatan
2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Jumlah Pemuda Kader 200 Orang 200 Orang | Kab.
Seleksi dan Pelatihan Pasukan Kabupaten/Kota yang Diseleksi Banjar
Pengibar Bendera sebagai Pasukan Pengibar Bendera
dan Diberikan Pelatihan
219.02.2.02 Persentase Organisasi Kepemudaan 100% 100 % | 219.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas | jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 3 Dokumen
Pemberdayaan dan Tingkat Daerah Kabupaten yang Pemuda dan Organisasi Kepemudaan | peningkatan Kapasitas Organisasi
Di dan Dikembangkan Kabupaten/Kota Kepemudaan
Organisasi
Kepemudaan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
2.19.03 PROGRAM Persentase Atlet yang 37.50% 37.50 % | 21903201 Persentase prasarana olahraga 50 Persen 50 Persen | 2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga 16 Unit 16 Unit | Kab-
PENGEMBANGAN berdaya saing Pembinaan dan yang memfasilitasi persiapan atlet dan ota yang Tersedia dan Banjar
KAPASITAS DAYA Pengembangan yang akan bertanding tingkat Penyediaan Sarana dan Prasarana Termanfaatkan
SAING Olahraga Pendidikan | regional di kecamatan Martapura Olahraga Kabupaten/Kota
KEOLAHRAGAAN pada Jenjang
Pendidikan yang
Menjadi Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02 Jumlah Atlet Pelajar yang Meraih 200 orang 200 orang | 2:19.03.2.02.03 Partisipasi dan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi 150 Orang 150 Orang | Kab-
Penyelenggaraan Medali Pada Kejuaraan Olahraga Keikutsertaan dalam dalam Kegiatan Penyelenggaraan Banjar
Kejuaraan Olahraga | Tingkat Kabupaten Penyelenggaraan Kejuaraan Kejuaraan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
219.03.2.03 Jumlah Atlet Pelajar yang dibina 100 Orang 100 Orang | 2:19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah | jymiah Atlet Daerah yang Diseleksi 100 Orang 100 Orang | Kab-
Pembinaan dan untuk mengikuti Kejuaraan Banjar
Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat
Olahraga Prestasi Provinsi
Tingkat Daerah
Provinsi
2.19.03.2.04 umlah Organisasi Olahraga 5 Organisasi 5 Organisasi | 2-19.03.2.04.01 Standardisasi Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 4 Dokumen
Pembinaan dan yang Memperoleh Dana Organisasi i
Pengembangan Hibah Organisasi Keolahragaan
Organisasi Olahraga
2.19.03.2.05 Jumlah Kegiatan Olahraga Rekreasi yang 45 kali 45 kali | 2:19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
Pembinaan dan Dilaksanakan Pengembangan dan Pemasalan Penyelenggaraan, Banjar
Pengembangan Festival dan Olahraga Rekreasi Pengembangan dan Pemasalan
Olahraga Rekreasi Festival dan Olahraga Rekreasi
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.20.02 PROGRAM persentase data  13.33 persen 13.33 persen | 2:20.022.01 persentase data Statistik 13.33 persen 13.33 persen | 2:2002.201.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 1 Dokurmen
PENYELENGGARAAN | statistik sektoral Penyelenggaraan sektoral yang diolah inkronisasi P '
STATISTIK SEKTORAL | yang diolah Statistik Sektoral di Pengolahan, Analisis dan Diseminasi | pengolahan, Analisis dan
Persentase 100 persen 100 persen | Lingkup Daerah Data Statistik Sektoral Diseminasi Data Statistik Sektoral
P Kabupaten/Kota
Organisasi
Perangkat Daerah
(OPD) yang
menggunakan data
statistik dalam
menyusun
perencanaan
pembangunan
daerah
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Keaiat Kegiat Kegiatan
Sebelum Sesudah eglatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
220.02.2.01.03 Membangun Jumlah Metadata Statistik 1 Dokumen 1 Dokumen
Metadata Statistik Sektoral Sektoral yang Dihimpun
2.20.022.01.04 Per_“fjgkalan Kapasitas | jumlah Perangkat Daerah yang 60 Orang 60 Orang
Kelembagaan Statistik Sektoral Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral
dari BPS
2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Jumlah Data Statistik Sektoral 1 Dokumen 1 Dokumen
Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | yang Dihimpun
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.02 PROGRAM Indeks KAMI 180 Indeks 180 Indeks | 221.02.2.01 Persentase dokumen dan 100 persen 100 persen | 2:21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan | jumiah Kebijakan Tata Kelola 1 Dokumen 1 Dokumen
PENVELENGGARAAN | o e perangkat 6.38 persen 638 persen | FcrYelenggaraan laporan pelaksanaaan keamanan Tata Kelola Keamanan Informasi dan | - keamanan Informasi dan Jaring
PERSANDIAN UNTUK |~ " © Persandian untuk informasi pemerintah daerah Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah | komunikasi Sandi Pemerintah
PENGAMANAN yang Pengamanan Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota yan
mendapat layanan - ) p: yang
INFORMASI : ) Informasi Pemerintah Ditetapkan
keamanan informasi P
Daerah
Kabupaten/Kota
221.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis | miah Laporan Analisis Kebutuhan 1 Laporan 1 Laporan
Kebutuhan dan Sumber | gan p \ Sumber Daya
Daya Keamanan Informasi Keamanan Informasi Pemerintah
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Daerah Kabupaten/Kota
221.022.01.03 Pelaksanaan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan
Keamanan Informasi Pemerintahan | Keamanan Informasi Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Daerah Kabupaten/Kota Berbasis
Elektronik dan Non Elektronik Elektronik dan Non Elektronik
2210220104 Penyediaan Layanan | jymiah Perangkat Daerah 27 Perangkat = 27 Perangkat
Keamanan Informasi Pemerintah yang Telah Menggunakan ~ Daerah Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Layanan Keamanan
Informasi
22102202 Persentase titik yang diamankan 100 persen 100 persen | 221.022.02.01 Operasionalisasi Jumlah Perangkat Daerah 1 Perangkat 1 Perangkat
Penetapan Pola dibanding dengan jumlah Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah | yang Terhubung dalam Daerah Daerah
Hubungan seluruh titik pada pemerin Daerah Kabupaten/Kota Jaring Komunikasi Sandi
Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan
Antar Perangkat pemerintah daerah berdasarkan
Daerah pola hubungan komunikasi
Kabupaten/Kota sandi
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.02 PROGRAM Persentase warisan budaya 55,56 % 55,56 % | 2:22.02.2.01 Prosentase budaya yang dikelola 55.56 % 55.56 % | 2220220101 Pelindungan, Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan 1 Objek 1 Objek
PENGEMBANGAN tak benda kabupaten sebagai Pengelolaan dalam sistem regnas WBTB Pengembangan, Pemanfaatan Objek | yang Dilakukan Pelindungan,
KEBUDAYAAN budaya tak benda nasional Kebudayaan yang Pemajuan Kebudayaan Pengembangan, Pemanfaatan
Masyarakat Pelakunya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
22202202 Prosentase Kelompok 81.25 Persen 81.25 Persen | 222.022.02.01 Pelindungan, Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya 8 Objek 8 Objek
Pelestarian Kesenian | esenian yang dibina Pengembangan, Pemanfaatan Objek | yang Dilakukan Pelindungan,
Tradisional yang Pemajuan Tradisi Budaya Pengembangan dan Pemanfaatan
Masyarakat Pelakunya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
222.02.2.02.02 Pembinaan Sumber | jymiah Laporan Pembinaan Sumber 1 Laporan 1 Laporan
Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata | Daya Manusia, Lembaga, dan
Tradisional Pranata Tradisional
22202203 Jumlah kelompok pelaku 1 kelompok 1 kelompok | 2:22.02:2.03.03 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga 10 Unit 10 Unit | Kab.
Pembinaan Lembaga | pudaya yang memperoleh dan Prasarana Pembinaan Lembaga | Adat yang Disediakan/Difasilitasi Banjar
Adat yang manfaat sarana kebudayaan Adat
Penganutnya dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
2.22.04 PROGRAM Prosentase topik sejarah yang 40,00 % 40,00 % | 2:22.04.201 Jumlah warga masyarakat yang 40 orang 40 orang | 222.04.201.01 Pemberdayaan Jumlah Sumber Daya Manusia dan 40 Orang 40 Orang
AN inya akan Pembinaan Sejarah memahami sejarah lokal banjar Sumber Daya Manusia dan Lembaga | |embaga Sejarah Lokal Provinsi yang
SEJARAH disebarluaskan Lokal dalam 1 (Satu) Sejarah Lokal Kab K Dil
Daerah
Kabupaten/Kota
2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Jumlah Dokumen Data dan 1 Dokumen 1 Dokumen
Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang Dapat
Informasi Sejarah Diakses Masyarakat
2.22.05 PROGRAM Prosentase warisan budaya 65,00 % 65,00 % | 2:22.05.2.01 Prosentase warisan budaya benda 65 persen 65 persen | 2:22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Jumlah Objek Cagar Budaya yang 1 Objek 1 Objek
PELESTARIAN DAN benda yang telah ditetapkan Penetapan Cagar yang diproses SK Penetapannya Budaya Ditetapkan
PENGELOLAAN dan dilestarikan sebagai Budaya Peringkat sebagai cagar budaya
CAGAR BUDAYA cagar budaya Kabupaten/Kota
22205202 Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 36 unit 36 unit | 2:22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Jumlah Objek Cagar Budaya yang 24 Objek 24 Objek
Pengelolaan Cagar Budaya Dilindungi
Budaya Peringkat
Kabupaten/Kota
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan 74 persen 74 persen | 2:23.01.2.01 Persentase Dokumen 100 Persen 100 Persen | 2.23.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 6 Dokumen 6 Dokumen | Semua
PENUNJANG Kinerja Intern Dinas Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran, Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Perpustakaan dan Penganggaran, dan dan Laporan Kinerja SKPD Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Kearsipan Kabupaten Evaluasi Kinerja Tersusun Dengan Baik Banjar
DAERAH Banjar Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
2.23.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
2230120106 koordinasidan | jumlah Laporan Capaian Kinerja 22 Laporan 22 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
22301202 Persentase Administrasi 100 Persen 100 Persen | 223.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan | jymlah Orang yang 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan | Semua
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
2.23.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
dministrasi Tugas ASN i Banjar
Pelaksanaan Tugas ASN
2.23.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegat, Keglat Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
223.01.205 Persentase Administrasi 100 Persen 100 Persen | 2.23.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 40rang 4 Orang | Semua
Administrasi Kepegawaian SKPD yang Implementasi Peraturan Perundang- | gimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Kepegawaian Terpenuhi Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Perangkat Daerah Banjar
223.01.2.06 Persentase Administrasi Umum 100 Persen 100 Persen | 2:23.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 12 Paket 12 Paket | Semua
Administrasi Umum Perangkat Daerah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | yang Disediakan Kab.
Banjar
223.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jymlah Paket Peralatan dan 12 Paket 12 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 12 Paket 12 Paket | Kab-
Logistik Kantor yang Disediakan Banjar
223.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket 12 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 11 Laporan 11 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
22301207 Persentase Pengadaan BMD 100 Persen 100 Persen | 2:23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit | Kab.
g Barang jang Urusan Banjar
Milik Daerah Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan | jymlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Unit 7 Unit | Semua
dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
2.23.01.2.07.10 Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 2 Unit 9 Unit | Kab.
dan Prasarana Gedung Kantor atau | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Banjar
Bangunan Lainnya Disediakan
22301208 Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 100 Persen | 2:23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab-
Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Penunjang Urusan Listrik Listrik yang Disediakan
Pemerintahan Daerah
2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 13 Laporan 13 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
223.01.209 Persentase Pemeliharaan BMD 100 Persen 100 Persen | 223.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab-
Barang jang Urusan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah Daerah dan Pajak dan di Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 10 Unit 10 Unit | Kab.
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 18 Unit 39 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Banjar
223.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 2 Unit 2 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
2.23.02 PROGRAM Indeks Kepuasan 8240 82.40. 22302201 Jumlah pemustakayang 28850 Orang 28850 Orang | 2:23.02.2.01.01 Pengembangan dan | jymiah Layanan Perpustakaan 1 Layanan 1Layanan | Kab-
PEMBINAAN Masyarakat Pelayanan Pengelolaan berkunjung ke Perpustakaan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan | Elektronik yang Dikembangkan Banjar
PERPUSTAKAAN Perpustakaan Perpustakaan Tingkat Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK
Daerah ; .
Persentase Pemustaka 9.52 Persen 9.52 Persen | oo- Berbasis 15020000 (ITSM :
Terhadap Jumlah Kabupaten/Kota Information Technology Service
Penduduk Management)
223.022.01.07 Pengembangan Jumlah Layanan Perpustakaan 2 Layanan 2 Layanan | Kab-
Layanan Perpustakaan Rujukan Rujukan yang Dikembangkan Banjar
Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Melalui
Peningkatan Koleksi
223.02.2.01.09 Pengelolaan dan Jumlah Bahan 2109 Eksemplar 2109 Eksemplar | Kab-
Pengembangan Bahan Pustaka Perpustakaan yang Banjar
Dilakukan Pengelolaan
dan Pengembangan
untuk Mewujudkan
Keberagaman Koleksi
Perpustakaan
223.02202 Jumlah Kegiatan Pembudayaan 13 Kegiatan 13 Kegiatan | 223.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Jumlah Lokus Pembudayaan 31 Lokus 31 Lokus | Kab.
Pembudayaan Gemar | Gemar Membaca Baca dan Literasi pada Satuan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Banjar
Membaca Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Satuan Pendidikan
Daerah Khusus serta Masyarakat
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02.04 Pengembangan Jumlah 1 Perpustakaan 1 Perpustakaan | Kab.
Literasi Berbasis Inklusi Sosial Berbasis Inklusi Sosial di Banjar
Wilayah Kabupaten/Kota
yang Dikembangkan
223.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca | jymlah Duta Baca Tingkat Daerah 1 0rang 1 0Orang | Kab.
Tingkat Daerah Kab K ota yang Dipilih dan Banjar
Didukung Kegiatannya
2.23.03 PROGRAM Persentase Bahan ~ 99.17 Persen 99.17 Persen | 2:23.03.2.02 Jumlah Koleksi Etnis 350 Eksemplar 350 Eksemplar | 2:23.03.2.02.01 Seleksi dan Jumlah Koleksi Budaya Etnis 100 Eksemplar 100 Eksemplar | Kab.
PELESTARIAN Pustaka yang Pengembangan Nusantara Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Banjar
KOLEKSI NASIONAL | gilestarikan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Pengadaan
DAN NASKAH KUNO Nusantara yang
Ditemukan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Jumlah Koleksi Budaya Etnis 100 Eksemplar 100 Eksemplar | Kab.
Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Banjar
Nusantara Pengolahan dan
Penyiangan
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2.24.02 PROGRAM Indeks Kepuasan Masyarakat ~ 84.95. 84.95 . | 2.24.02.2.01 Persentase Terlaksananya 100 Persen 100 Persen | 2:24.022.01.01 Penciptaan dan Jumlah Naskah Dinasyang 53500 Berkas 53500 Berkas | Kab-
PENGELOLAAN ARSIP Pengelolaan Arsip Penggunaan Arsip Dinamis Banjar
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P peng P
Tingkdt R Rdiaan Arsip 76.50 . 76.50. | Kabupaten/Kota Kegiatan Sub Kegiatan
Tndikator Kinerja Tndikator Kinerja Tndikator Kinerja
No 2240220102 1 dan Jusriah-Naskah-D: 150491 Berkas-15049+-Berkas—| KEBkasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Penyusutan ¢\§giKRiagai Dijgkpkan Pemeliharpan Target Capaian Baggp | Ket.
Hasil Program Kegi dan Genyusufan Kegiatan
Sebelum | Sesudah egiatan Sebelum | Sesudah cgiatan Sebelum Sesudah
2240220103 Pengawasan Arsip Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 48 Laporan 48 Laporan | Kab-
Dinamis Kewenangan Arsip Dinamis Kewenangan Banjar
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
22402202 Persentase Terlaksananya 100 Persen 100 Persen | 2:24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, | jumlah Arsip Statis yang Dilakukan 20 Arsip 20 Arsip | Kab.
Pengelolaan Arsip pengelolaan arsip statis Preservasi, dan Akses Arsip Statis Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Banjar
Statis Daerah Akses Arsip Statis
Kabupaten/Kota
22402203 Persentase Terlaksananya 100 Persen 100 Persen | 2:24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, | jumlah Layanan Penyediaan 54 Pengguna 54 Pengguna | Kab.
Pengelolaan Simpul Pengelolaan Simpul Jaringan Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat | |nformasi, Akses dan Layanan Banjar
Jaringan Informasi Informasi Kearsipan Nasional Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | kearsipan Tingkat Daerah
Kearsipan Nasional Kabupaten/Kota Melalui JIKN
Tingkat
Kabupaten/Kota
2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Jumlah Laporan Hasil 50 Laporan 50 Laporan | Kab-
Kapasitas Unit Kearsipan dan Pemberdayaan Kapasitas Unit Banjar
Lembaga Kearsipan Daerah Kearsipan dan Lembaga Kearsipan
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
2.24.03 PROGRAM Tingkat Keberadaan dan 8520.8520. | 22403201 Jumlah Unit Kearsipan yang 9 Unit 9 Unit 224.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan | jymiah Arsip yang Dilakukan 2500 Arsip 2500 Arsip. | Kab
PERLINDUNGAN DAN | eutuhan Arsip Pemusnahan Arsip Melaksanakan Penilaian dan  Kearsipan ~Kearsipan | dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip | penilaian, Penetapan dan Banjar
PENYELAMATAN Dilingkungan Pemusnahan Arsip yang Menmiliki Retensi di Bawah 10 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip
ARSIP Pemerintah Daerah (Sepuluh) Tahun yang Menmiliki Retensi di Bawah 10
Kabupaten/Kota yang (Sepuluh) Tahun
Menmiliki Retensi di
Bawah 10 (Sepuluh)
Tahun
224.03.2.01.02 Pelaksanaan Jumlah Arsip yang Memiliki 1500 Berkas 1500 Berkas | Kab.
Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Banjar
Retensi di Bawah 10 Tahun Dimusnahkan
22403202 Jumlah Unit yang dilakukan 1 Unit 1 Unit 2.24.03.2.02.01 Evakuasi dan Jumlah Arsip yang Dilakukan 1000 Arsip 1000 Arsip | Kab.
Perlindungan dan Perlindungan dan Kearsipan Kearsipan | Identifikasi Arsip Akibat Bencana Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan Banjar
Arsip I 1 Arsip Akibat dan Penyimpanan Akibat Bencana
Akibat Bencana yang | Bencana
Berskala
Kabupaten/Kota
2.24.03.2.02.02 Pemulihan dan Jumlah Arsip yang Dilakukan 1000 Arsip 1000 Arsip | Kab.
Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Banjar
Bencana
224.03.2.03 Jumlah Penyelamatan Arsip 3 Unit 3 Unit 2.24.03.2.03.01 Pendataan, Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan 3 Daftar 3 Daftar | Kab.
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Kearsipan Kearsipan | Penyusunan Daftar dan Penilaian Pendataan, Penyusunan dan Penilaian Banjar
Perangkat Daerah digabung/dibubarkan serta Penyerahan atau Pemusnahan | serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip
Kabupaten/Kota yang Arsip bagi Penggabungan Perangkat | bagi Penggabungan Perangkat Daerah
Digabung dan/atau Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Dibubarkan, dan
Pemekaran Daerah
Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03 PROGRAM Produksi Perikanan 8982 Ton 8982 Ton | 3:25.03.2.01 Jumlah Data dan Informasi 6 Dokumen 6 Dokumen | 3-25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan | jumiah Data dan Informasi 6 Dokumen 6 Dokumen | Kab.
PENGELOLAAN Tangkap Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Informasi Sumber Daya lkan Sumber Daya Ikan di Perairan Banjar
PERIKANAN Penangkapan lkandi | parat dan Laut dalam Satu Darat dalam Satu
TANGKAP Wilayah Sungai, Kabupaten/Kota yang Tersedia Kabupaten/Kota yang Tersedia
Danau, Waduk, Rawa,
dan Genangan Air
Lainnya yang Dapat
Diusahakan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
3.25.03.2.01.03 Penjaminan Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap 5 Unit 5 Unit | Kab.
Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan | yang Terjamin dan Tersedia Banjar
Tangkap
5.03.2.02 Nelayan Kecil 100 % 100 % | 3.25.03.2.02.01 Pengembangan Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat 70 Orang 70 Orang | Kab-
Pemberdayaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Kapasitas Nelayan Kecil Kapasitasnya Banjar
Nelayan Kecil dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi | jumiah Kelompok Nelayan 10 Kelompok 10 Kelompok | Kab.
Pembentukan dan Pengembangan Kecil yang Difasilitasi Banjar
Kelembagaan Nelayan Kecil Pembentukan dan
Pengembangan
Kelembagaannya
3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi | jymlah Unit Usaha yang Difasilitasi SUnit Sunit | Kab.
Bantuan Pendanaan, Bantuan Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Usaha Usaha | Banjar
Pembiayaan, Kemitraan Usaha Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
32503203 Jumlah SOP Pengelolaan dan 2 Dokumen 2 Dokumen | 3:25.03.2.03.01 Penetapan Prosedur | jymlah SOP Pengelolaan dan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
dan Tempat P 1 dan Tempat Banjar
Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (TPI) Tempat Pelelangan Ikan (TP1) Pelelangan Ikan (TPI)
Tempat Pelelangan
Ikan (TPI)
32503204 Penerbitan Tanda Daftar Kapal 250 Unit 250 Unit | 325.03.2.04.01 Penetapan Jumlah Persyaratan dan Prosedur 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Penerbitan Tanda Perikanan Berukuran Sampai Dengan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan | penerbitan Rekomendasi Banjar
Daftar Kapal 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Tanda Daftar Kapal Perikanan Perizinan Berusaha Perikanan
Perikanan Berukuran Waduk, Rawa, dan Genangan Air Berukuran sampai dengan 10 GT Tangkap yang Menjadi
sampai dengan 10 GT | Lainnya yang Dapat Diusahakan Kewenangan Kabupaten/Kota
di Wilayah Sungai, Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/
Danau, Waduk, Rawa, | kota
dan Genangan Air
Lainnya yang Dapat
Diusahakan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.25.03.2.04.02 Pelayanan Penerbitan | jymiah i 250 R 250 Kab.
Tanda Daftar Kapal Perikanan Tanda Daftar Kapal Banjar
Berukuran sampai dengan 10 GT Perikanan
325.03.205 Jumlah Penerbitan 1 Dokumen 1 Dokumen | 3:25.03.2.05.01 Penetapan Jumlah Persyaratan dan Prosedur 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Penerbitan Izin Rekomendasi Izin Kapal Persyaratan dan Prosedur Penerbitan | penerbitan Rekomendasi Banjar
Pengadaan Kapal Perikanan Tangkap Sampai Persetujuan Pengadaan Kapal Persetujuan Pengadaan Kapal
Penangkap lkan dan | dengan 10 GT Penangkap Ikan dan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal
Kapal Pengangkut Pengangkut Ikan dengan Ukuran Pengangkut Ikan yang Menjadi
Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Kewenangan Kabupaten/Kota
sampai dengan 10 GT
di Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa,
dan Genangan Air
Lainnya yang Dapat
Diusahakan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
3.25.04 PROGRAM Produksi Perikanan 54422 Ton 54422 Ton | 3:25.04.2.02 Persentase Pemberdayaan Pembudi Daya 100 % 100 % | 3-25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi | jumlah Kelompok Pembudi Daya 5 Kelompok 5 Kelompok | Kab-
PENGELOLAAN Budidaya Pemberdayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Pembentukan dan Pengembangan Ikan Kecil yang Mengikuti Banjar
PERIKANAN Pembudi Daya Ikan Kabupaten/Kota Kelembagaan Pembudi Daya lkan Pembentukan dan
BUDIDAYA Kecil Kecil Pengembangan Kelembagaan
3.25.04.2.02.04 Pemberian Jumlah Kelompok Usaha yang 10 Kelompok 10 Kelompok | Kab.
Pendampingan, Kemudahanan Akses | Memperoleh Pendampingan, Banjar
limu Pengetahuan, Teknologi dan Kemudahanan Akses llmu
Informasi, serta Penyelenggaraan Pengetahuan, Teknologi dan
Pendidikan dan Pelatihan Informasi, Serta
Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan
32504203 Jumlah Rekomendasi 50 Rekomendasi 50 Rekomendasi | 3-25:04.2.03.02 Pelayanan Penerbitan | jmiah i 50 i 50 Kab.
Penerbitan Tanda Perizinan Berusaha Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan | perizinan Berusaha bagi Banjar
Daftar bagi Pembudi | pagi pembudi Dayaan kan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Pembudi Dayaan lkan
Daya Ikan Kecil Ikan Kecil yang Daerah Kabupaten/Kota Kecil yang Menjadi
(TDPIK) dalam 1 (Satu) | Menjadi Kewenangan Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
3.25.04.2.04 Persentase Pengelolaan Pembudidayaan 100 % 100 % | 3-25.04.2.04.03 Penjaminan Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 53 Unit 53 Unit | Kab.
Pengelolaan kan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan | 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Banjar
Pembudidayaan lkan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Jumlah Hasil lkan dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
lkan dan L Li Budidaya dalam 1 Banjar
Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan
Kesehatan Ikan
3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Jumlah Pembudidaya yang 100 Orang 100 Orang | Kab.
Ikan di p inaan dan Banjar
Darat Pemantauan Pembudidayaan Ikan
di Darat
3.25.05 PROGRAM Kepatuhan Terhadap Peraturan 71% 71% | 32505201 Jumlah Dokumen Hasil 7 Dokumen 7 Dokumen | 3:25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab.
Di Bidang Perikanan Pengawasan Sumber | pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Pengawasan Sumber Daya Banjar
SUMBER DAYA Daya Perikanan di Perikanan Tangkap dan Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Perikanan Tangkap di Wilayah
KELAUTAN DAN Wilayah Sungai, Budidaya di Wilayah Sungai Genangan Air Lainnya yang Dapat Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
PERIKANAN Danau, Waduk, Rawa, | Danau, Waduk, Rawa dan Diusahakan dalam Kabupaten/kota | Genangan Air Lainnya yang
dan Genangan Air Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam
Lainnya yang Dapat Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
D Dalam Kab
Kabupaten/Kota
3.25.05.2.01.02 Pengawasan Usaha Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 3 Dokumen | Kab.
Perikanan Bidang Pembudidayaan Pengawasan Usaha Perikanan Banjar
lkan di Wilayah Sungai, Danau, Bidang Pembudidayaan Ikan di
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
Lainnya yang Dapat Diusahakan Rawa, dan Genangan Air Lainnya
dalam Kabupaten/Kota yang Dapat Diusahakan dalam
Kabupaten/Kota
3.25.06 PROGRAM AngkaKonsumsi  61.02kg/ 6102kg/ | 32506201 Jumlah Data dan Informasi 1 Dokumen 1 Dokumen | 3:25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan | jumlah Data dan Informasi Usaha 1 Dokumen 1 Dokumen
PENGOLAHANDAN | jian kapita/  kapita/ Penerbitan Tanda Usaha Pemasaran dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pemasaran dan Pengolahan Hasil
PEMASARAN HASIL tahun tahun Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 | perikanan berdasarkan Skala
PERIKANAN Persentase 8% 5% Pengolahan Hasil berdasarkan Skala Usaha dan (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Usaha dan Risiko
Perikanan bagi Usaha | Risiko
Pertumbuhan Ekspor :
Skala Mikro dan Kecil
Produksi Perikanan
3.25.06.2.02 Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan 150 Unit 150 Unit | 3:25.06.2.02.01 Pelaksanaan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan 150 Unit 150 Unit
Pembinaan Mutudan | pemasaran Hasil Perikananyang ~ Usaha  Usaha Bimbingan dan Penerapan Pemasaran Hasil Perikanan yang Usaha  Usaha
Keamanan Hasil Mendapatkan Pembinaan Terhadap Persyaratan atau Standar pada Usaha | \Mendapatkan Pembinaan Terhadap
Perikanan bagi Usaha | penerapan Masyarakat Perizinan dan Skala P 1 Perizinan
Pengolahan dan Berusaha pada Usaha Pengolahan Mikro dan Kecil Berusaha pada Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Skala dan Pemasaran Hasil Perikanan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai
Mikro dan Kecil Sesuai Skala Usaha dan Risiko Skala Usaha dan Risiko
32506203 Jumlah Peningkatan Ketersediaan lkan 32 Ton 32 Ton | 3-25.06.2.03.01 Peningkatan Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan 327Ton 32 Ton | Kab.
Penyediaan dan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Banjar
Penyaluran Bahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Usaha Pengolahan dalam 1 Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Baku Industri (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan lkan
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas Jumlah Pelaku Usaha Perikanan 22 Pelaku 22 Pelaku | Kab-
bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Usaha  Usaha Banjar
Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3.26.02 PROGRAM Prosentase destinasi wisata 48,00 % 48,00 % | 3:26.02.2.01 Prosentase Daya Tarik / Atraksi Wisata Yang 50 % 50 % | 3-26.02.2.01.03 Pengembangan Daya | jymlah Lokasi Daya Tarik Wisata 7 Lokasi 7 Lokasi | Kab.
DAYA | yang i Pengelolaan Daya di berkembang Tarik Wisata Kab K K ota Sesuai dengan Tahapan Banjar
TARIK DESTINASI Tarik Wisata Pengembangan (Rintisan, Berkembang,
PARIWISATA Kabupaten/Kota Pemantapan, Revitalisasi)
3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Jumlah Dokumen Rekomendasi 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab-
Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Peningkatan Pengembangan Banjar
Wisata Kabupaten/Kota Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
32602203 Prosentase destinasi wisata 9.7 Persen 9.7 Persen | 3260220304 ) Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan 8 Unit 8 Unit | Kab-
Pengelolaan Destinasi | dengan aksesbilitas yang Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi | Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Banjar
Pariwisata memadai Sarana dan Prasarana dalam Tersedia dan Terpelihara
. o A
prosenta 4737 Persen 4737 persen | PENgelolaan Destinasi Pariwisata
; Kabupaten/Kota
Amenitas
3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
kat dalam dalam Pengelolaan Banjar
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.022.04 prosentase rekomendasi TDUP 100 Persen 100 Persen | 3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 1 Laporan 1 Laporan | Kab-
Penetapan Tanda yang diterbitkan Pengawasan Usaha Pariwisata dan Pengawasan Usaha Pariwisata Banjar
Daftar Usaha
Pariwisata Daerah
Kabupaten/Kota
3.26.03 PROGRAM Prosentase destinasi wisata yang telah 9% 9% | 3.26.03.2.01 Jumlah pengunjung media 100000 orang 100000 orang | 3-26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 3 Dokumen | Kab.
PEMASARAN dipasarkan Pemasaran Pariwisata | promosi pariwisata melalui Melalui Media Cetak, Elektronik, dan | penguatan Promosi Melalui Banjar
PARIWISATA Dalam dan Luar web dan medsos Media Lainnya Baik Dalam dan Luar | Media Cetak Elektronik, dan
Negeri Daya Tarik, Negeri Media Lainnya Baik Dalam dan
Destinasi dan Luar Negeri
Kawasan Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran 6 Laporan 6 Laporan | Kab.
Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan | pariwisata Baik Dalam dan Luar Banjar
Negeri
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
Luar Negeri Pariwisata
Kabupaten/Kota
3.26.05 PROGRAM Pertumbuhan Pelaku ekonomi 10% 10% | 32605201 Jumlah masyarakat yang 154 orang 154 orang | 3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Jumlah Orang yang Mengikuti 10Orang 10rang | Kab-
PENGEMBANGAN kreatif i i di sektor Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Masyarakat Banjar
SUMBER DAYA Peningkatan Kapasitas | ekonomi kreatif Pengembangan Kemitraan Pariwisata | dalam Pengembangan Kemitraan
PARIWISATA DAN Sumber Daya Manusia Pariwisata
EKONOMI KREATIF Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar
3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang 90 Orang 90 Orang | Kab-
Pengembangan Kompetensi Sumber | engikuti Fasilitasi Pengembangan Banjar
Daya Manusia Ekonomi Kreatif Kompetensi Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreatif
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan 74 Indeks 74 Indeks | 3-27.01.201 Tersusunnya dokumen perencanaan, 100 % 100% | 3.27.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 9 Dokumen | Semua
PENUNJANG Kinerja Itern (IKKI) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan perangkat daerah teapt waktu dan tepat Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja muty Banjar
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
3.27.01.201.06 Koordinasidan | jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 3 Laporan 3 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |ptisar Realisasi Kinerja SKPD dan Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
327.01.202 Tersusunnya dokumen keuangan 100 % 100 % | 3:27.01.202.01 Penyediaan Gajidan | jumlah Orangyang 0 Orang/bulan 3276 Orang/bulan | Semua
Administrasi perangkat daerah tepat waktu dan tepat Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat | mutu Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahyn SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
327.01.205 Administrasikepegawaian perangkat 100 % 100% | 3:27.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 20rang 2 Orang | Semua
Administrasi daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu Implementasi Peraturan Perundang- | Bimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Kepegawaian Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Perangkat Daerah Banjar
3.27.01.2.06 Terfasilitasinya penyelenggaraan 100 % 100 % | 3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 7 Paket 2 Paket | Kab-
Umum | penunjang perkantoran Logistik Kantor Disediakan Banjar
Perangkat Daerah
3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 Paket 2 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
3.27.01.2.07 Persentase pengadaan Barang Milik 100 % 100 % | 3-27.01.2.07.01 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas 0 Unit 0 Unit | Semua
Pengadaan Barang Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan Kendaraan Perorangan Dinas atau atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Kab/Kota
Milik Daerah Kendaraan Dinas Jabatan Disediakan Kab.
Penunjang Urusan Banjar
Pemerintah Daerah
3.27.01.2.07.02 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 1Unit | Semua
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kab/Kota
Lapangan Kab.
Banjar
3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan | jymlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 14 Unit 13 Unit | Semua
dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
3.27.01.2.08 Persentase jasa penunjang pelayanan 100% 100 % | 3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 12 Laporan | Kab-
Penyediaan Jasa umum kantor yang terpenuhi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Penunjang Urusan Listrik Listrik yang Disediakan
Pemerintahan Daerah
3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 13 Laporan 13 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
327.01.209 Persentase Barang Milik Daerah yang 100 % 100 % | 3:27.01.209.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 0 Unit 0 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang | terpelihara sesuai dengan rencana meliharaan, Biaya Kend: Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah kebutuhan dan Pajak Kend dan dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 17 Unit 17 Unit | Kab-
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 23 Unit 23 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Banjar
3.27.01.2.09.09 » Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 4Unit 4 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelinara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
3.27.012.09.11 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 0 Unit 0 Unit | Kab.
Pemelinaraan/Rehabilitasi Sarana dan | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Banjar
Prasarana Pendukung Gedung Kantor | Dipelihara/Direhabilitasi
atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 0 Unit 0 Unit
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan
3.27.02 PROGRAM Persentase luas lahan pertanianyang ~ 1.08 % | 3.27.022.01 Persentase pelaksanaan pengawasan dan 100 % 100 % | 3.27.02.2.01.01 Pengawasan Jumlah Pengawasan Penggunaan 5 Laporan 1 Laporan | Kab-
PENYEDIAAN DAN didukung sarana pertanian yang P i sarana Penggunaan Sarana Pendukung Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Banjar
PENGEMBANGAN berkualitas Penggunaan Sarana pendukung pertanian Pertanian Sesuai dengan Komoditas, | dengan Komoditas, Teknologi dan
SARANA PERTANIAN | = pertumbuhan populasi 2609 | Pertanian Teknologi dan Spesifik Lokasi Spesifik Lokasi
ternak besar
Persentase pertumbuhan 009%
produktivitas tanaman perkebunan
unggulan
3.27.02.2.01.02 Pendampingan Jumlah Pendampingan Penggunaan 5 Laporan 5 Laporan | Kab.
Penggunaan Sarana Pendukung Sarana Pendukung Pertanian Banjar
Pertanian
327.02202 Persentase pelaksanaan kegiatan 100 % 100 % | 3:27.02:2.02.01 Penjaminan Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang 6000 VUB 6300 VUB | Kab-
Pengelolaan Sumber | peningkatan kualitas SDG Kemurnian dan Kelestarian SDG Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian Banjar
Daya Genetik (SDG) Hewan/tanaman Hewan/Tanaman
Hewan, Tumbuhan,
dan Mikro Organisme
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub Ket.
Hasil Program Keai Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas | jumiah Pelaksanaan Peningkatan 2 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
SDG Hewan/Tanaman Kualitas SDG Hewan/Tanaman Banjar
3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Jumlah Pemanfaatan SDG 2 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Hewan/Tanaman Hewan/Tanaman Banjar
3.27.022.03 Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 100 % | 3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Jumlah Pengawasan Mutu 1 Laporan 0 Laporan
Peningkatan Mutu Pengawasan Bahan pakan /Bibit hijauan BenihyBibit Ternak, Bahan Benihy/Bibit Ternak, Bahan
dan Peredaran pakan ternak yang beredar Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
Benih/Bibit Ternak dan
Tanaman Pakan Ternak
serta Pakan dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
3.27.02:2.03.02 Pengawasan Jumlah Pengawasan Bahan 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Banjar
Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Pakan Ternak yang Beredar
3.27.022.05 Persentase pelaksanaan pengawasan 100% 100 % | 3.27.02.2.05.01 Penjaminan Peredaran | jymiah Benih/Bibit Terak yang Beredar 0 Ekor 0 Ekor
Pengendalian dan produksi benih/ bibit ternak dan HPT, Benih/Bibit Ternak
Pengawasan bahan pakan / ternak
Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit
Ternak, dan Hijauan
Pakan Ternak dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
3.27.02.2.05.02 Pengujian Mutu Benih | asil Pengujian Mutu Benih dan 0 Dokumen 0 Dokumen
dan Bibit Ternak Bibit Ternak
3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi | jumlah Pengawasan Produksi 2 Laporan 2 Laporan | Kab.
Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Banjar
Pakan/Pakan Pakan/Pakan
3.27.03 PROGRAM Persentase luas lahan yang 11.79% | 32703201 Data lahan pertanian pangan 1 Dokumen | 3:27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Lahan Pertanian Pangan 4 Dokumen 0 Dokumen
PENYEDIAAN DAN mendapatkan fasilitasi prasarana ber jutan (LP2B) yang tertuang dalam Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan
PENGEMBANGAN pertanian Prasarana Pertanian peta Berkelénjutan/LPZB, Kawasan Pertanian Pangan
mendapatkan fasilitasi prasarana J Cadangan Pertanian Pangan
perkebunan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP28B yang
Berkelanjutan/LCP2B Dikelola
3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Peta Lahan Pertanian Pangan 2 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Banjar
Berkelanjutan/LP2B
3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan 2 Dokumen 0 Dokumen
Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan
Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
Komoditas Perkebunan
327.03.2.02 Terpenuhinya pembangunan prasarana 017 % | 3:27.03.202.01 Pembangunan, Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang 0 Unit 0 Unit
Pembangunan pertanian yang handal dan mantap Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara
Prasarana Pertanian Jaringan Irigasi Usaha Tani
3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, 3 Unit 0 Unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Direhabilitasi dan Dipelinara
Embung Pertanian
3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Jalan Usaha Tani yang Dibangun, 10 Unit 0 Unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan | Direnabilitasi dan Dipelihara
Usaha Tani
3.27.03.2.02.04 Pembangunan, Jumlah DAM Parit yang Dibangun, 1 Unit 0 Unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM | Direhabilitasi dan Dipelinara
Parit
3.27.03.2.02.05 Pembangunan, Jumlah Long Storage yang Dibangun, 1 Unit 0 Unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long | Direnabilitasi dan Dipelihara
Storage
3.27.03.2.02.06 Pembangunan, Jumlah Pintu Air yang Dibangun, 5 Unit 0 Unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu | Direnabilitasi dan Dipelihara
Air
3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Jumlah Rumah Potong Hewan yang 1 Unit 1 Unit | Kab.
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah | Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Banjar
Potong Hewan
3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta 1 Unit T Unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai | Sarana Pendukungnya yang Dibangun,
Penyuluh di Kecamatan serta Sarana | Direnabilitasi dan Dipelihara
Pendukungnya
3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Jumlah Prasarana Pertanian Lainnyayang 1 Unit 1 Unit | Kab.
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Banjar
Prasarana Pertanian Lainnya
3.27.03.2.03 Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber 1 Laporan | 3.27.03.2.03.01 Pelestarian dan Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak 2 Laporan 2 Laporan | Kab-
Pengelolaan Wilayah | gibit Ternak Rumpun/Galur Ternak dalam Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit dan Rumpun/Galur Ternak yang Banjar
Sumber Bibit Temak | paerah Kabupaten/Kota Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dilestarikan dan Dimanfaatkan
dan Rumpun/Galur
Ternak dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
3.27.04 PROGRAM Persentase Jenis Produk Olahan 209% | 32704201 Persentase menurunnya angka kematian 032 % 0.32 % | 3-27.042.01.01 Pengendalian dan Jumlah Wilayah Pengendalian dan 8 Laporan 1Laporan | Kab-
PENGENDALIAN yang dikembangkan Penjaminan Kesehatan | ternak besar Penanggulangan Penyakit Hewan Penanggulangan Penyakit Hewan Banjar
KESEHATAN HEWAN R Hewan, Penutupan dan Zoonosis dan Zoonosis
DAN KESEHATAN ;’:;f:ﬁf::::;”atr;:;‘;': Angka 032%032% | 4. pembukaan
MASYARAKAT Daerah Wabah
VETERINER Persentase produk asal hewan  76% 76 % | penyakit Hewan
yang layak dikonsumsi Menular Dalam
daerah
Kabupaten/Kota
3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit | jymlah Wilayah yang Mengalami 6 Laporan 0 Laporan
Hewan Menular dalam 1 (Satu) Penurunan Kasus Penyakit Hewan
Daerah Kabupaten/Kota Menular Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
327.04.202 Jumlah Ternak Besaryang 3100 ekor 2000 ekor | 3:27:04.2.02.01 Penilaian Risiko Jumlah Penilaian Risiko Penyakit 12 Laporan 0 Laporan
Pengawasan dipotong di RPH Penyakit Hewan dan Keamanan Hewan dan Keamanan Produk
Pemasukan dan Jumlah Ternak Unggas yang 130000 Ekor 120000 Ekor | Froduk Hewan Hewan
Pengeluaran Hewan dipotong di RPU
dan Produk Hewan P 9
Daerah
Kabupaten/Kota
3.27.042.02.02 Pengawasan atas Jumlah Pengawasan atas 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Penerapan Persyaratan Teknis untuk | penerapan Persyaratan Teknis Banjar
Pemasukan dan/atau Pengeluaran untuk Pemasukan dan/atau
Hewan dan Produk Hewan
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P " Hewan-dan-Produk
Program Kegiatan Hewan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja 32704203 Jurnlah Hewan Yand HREBRKIMeTiR0 ekor 1300 Ekor | 3:27.04:2.03.01 Penyediaan Pelayanan | juriah Pelayanan Jalgdikater Kinerig, |aporan o Laporan | | o
No - Pengelolaan - Jasa Laboratorium Laboratorium - -okasl
Program ) Target Capaian pelayaE0iALAN Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Kehuman Sub Target Capaian sub | Ket.
Hasil Program Laboratorium dan Jasa Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Sebelum Sesudah ! X 9! Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah
Medik Veteriner
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan | jymiah Pelayanan Jasa Medik 1300 Laporan 1300 Laporan | Kab.
Jasa Medik Veteriner Veteriner Banjar
3.27.042.04 Jumlah kegiatan pelatihan 8 Kegiatan 3 Kegiatan | 3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit | jumlah Pendampingan Unit Usaha 8 Laporan 1 Laporan | Kab.
pan dan peng hasil Usaha Hewan dan Produk Hewan Hewan dan Produk Hewan Banjar
Pengawasan yang dilaksanakan
Ezzsey:a'fa‘i"h;::”a‘fakat Persentase produk hewanyang  76%  76%
4 ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan
Veteriner
Halal)
3.27.04.2.04.02 Pengawasan Jumlah Pengawasan Peredaran 8 Laporan 1 Laporan | Kab.
Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Hewan dan Produk Hewan Banjar
3.27.04.2.04.04 Pengujian Jumlah Pengujian 105 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Laboratorium Kesehatan Masyarakat | | aboratorium Kesehatan Banjar
Veteriner Masyarakat Veteriner
327.042.05 Persentase Tertibnya Administrasi 100% 1009% | 3.27.04.2.05.01 Pendampingan Jumlah Pendampingan Penerapan 1 Laporan 1Laporan | Kab-
Penerapan dan Kegiatan Rumah Potong Hewan dan pan Unit 1 Hewan | ynit Kesej Hewan Banjar
Pengawasan Unggas Serta Perbibitan
Persyaratan Teknis
Kesejahteraan Hewan
3.27.04.2.05.02 Penanganan atas Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan 1 Kasus 0 Kasus
Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Hewan yang Ditangani
Sesuai Kewenangannya
3.27.05 PROGRAM Persentase kinerja pengendalian dan  12.00 % | 3.27.05.201 Presentase luas lahan yang dilakukan 709% | 3.27.05201.01 Pengendalian Jumlah Luas Serangan Organisme 500 Ha 500 Ha | Kab
PENGENDALIAN DAN | penanggulan bencana pertanian Pengendalian dan pengendalian dan penanggulangan bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan | pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Banjar
PENANGGULANGAN | =~ Kinerja pengendalian dan  6.60 % Penanggulangan pertanian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, | pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
BENCANA enangqulan bencana pertanian Bencana Pertanian dan Perkebunan yang Dikendalikan
PERTANIAN penanggu P Kabupaten/Kota
3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak | jymlah Area Terdampak Perubahan Iklim 100 Ha 100 Ha | Kab.
Perubahan Iklim (DP) Tanaman (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Banjar
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani
Perkebunan
3.27.05.2.01.03 Pencegahan, Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan 500 Ha 300 Ha | Kab.
Penanganan Kebakaran Lahan, dan | Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Banjar
Gangguan Usaha Tanaman Pangan. | Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Hortikultura, dan Perkebunan Perkebunan
3.27.05.2.01.04 Penanggulangan Jumiah Wilayah Penanggulangan 1 0
Bencana Non Alam yang Bersifat Bencana Non Alam yang Bersifat laporan  laporan
Zoonosis Zoonosis
3.27.05.2.01.05 Penanggulangan Jumlah Penanggulangan Pasca 2 Laporan 1 Laporan | Kab.
Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman | encana Alam Bidang Tanaman Banjar
Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pangan, Hortikultura, Perkebunan,
Peternakan dan Kesehatan Hewan Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.06 PROGRAM Persentase usaha pertanian yang 8% 3.27.06.2.01 Persentase usaha pertanian yang mendapatkan 1% |[327.06.201.01 Penyusunan Standar | standar Pelayanan Publik 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
PERIZINAN USAHA | mendapatkan rekomendasi izin usaha Penerbitan Izin Usaha | rekomendasi izin usaha Pelayanan Publik Pemberian Izin Pemberian Izin Usaha Pertanian Banjar
PERTANIAN Pertanian yang Usaha Pertanian
Persentase usaha peternakan yang 100 %
Kegiatan Usahanya
tertib administrasi
dalam Daerah
Persentasi Usaha Perkebunan yang 100% | Kabupaten/Kota
Tertib administrasi
3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan Jumlah Penilaian Kelayakan dan 6 Dokumen 6 Dokumen | Kab.
dan Pemberian Pertimbangan Teknis | pemberian Pertimbangan Teknis Banjar
Izin Usaha Pertanian \zin Usaha Pertanian
3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Jumlah Izin Usaha Pertanian yang 7 Laporan 1 Laporan | Kab.
Pengawasan Penerapan lzin Usaha Dibina dan Diawasi Banjar
Pertanian
3.27.06.2.02 Persentase usaha produksi benih/bibit ternak dan 1% | 3-27.06.2.02.01 Penatausahaan Jumlah Penatausahaan 65 Dokumen 50 Dokumen | Kab.
Penerbitan Izin Usaha | - pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit Penerbitan Izin Usaha Produksi Penerbitan Izin Usaha Produksi Banjar
Produksi Benih/Bibit | hewan/pasar hewan, rumah potong hewan yang Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Benih/Bibit Ternak dan Pakan,
Ternak dan Pakan, mendapat rekomendasi teknis untuk perizinan Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah | Fagilitas Pemeliharaan Hewan,
Fasilitas Pemeliharaan | ysaha Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Rumah Sakit Hewan/Pasar
Hewan, Rumah Sakit Potong Hewan Hewan, Rumah Potong Hewan
Hewan/Pasar Hewan,
Rumah Potong Hewan
3.27.06.2.02.02 Pengawasan Jumlah Izin Usaha Produksi 3 Laporan 0 Laporan
Pelaksanaan Izin Usaha Produksi BenihyBibit Ternak dan Pakan yang
Benih/Bibit Ternak dan Pakan Diawasi
3.27.06.2.02.03 Pengawasan Jumlah Izin Usaha Fasilitas 1 Laporan 0 Laporan
Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi
Pemeliharaan Hewan
3.27.06.2.02.04 Pengawasan Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit 1 Laporan 0 Laporan
Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit | Hewan/Pasar Hewan yang Diawasi
Hewan/Pasar Hewan
3.27.06.2.02.05 Pengawasan Jumlah Izin Usaha Rumah Potong 1 Laporan 0 Laporan
Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Hewan yang Diawasi
Potong Hewan
327.06.2.03 Izin Usaha | persentase usaha pengecer obat hewan dan 1% |[327.06.203.01 Fasilitasi Pemenuhan | jymiah Izin Usaha Pengecer Obat 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Pengecer (Toko, Retail, | bahan pertanian lainnya yang mendapat Komitmen Penerbitan Izin Usaha Hewan yang Memenuhi Komitmen Banjar
Sub Distributor) Obat | rekomendasi teknis untuk izin usaha Pengecer Obat Hewan
Hewan
3.27.06.2.03.02 Pengawasan Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Hewan yang Diawasi Banjar
Obat Hewan
3.27.07 PROGRAM Persentase kelompok tani yang 4159% | 32707201 tani yang skor 58.6% | 3:27.07.201.01 Peningkatan Kapasitas | jumlah Kelembagaan Penyuluhan 20 Unit 20 Unit | Kab
PENYULUHAN mandiri Pelaksanaan kemampuan kelas kelompok taninya Kelembagaan Penyuluhan Pertanian | pertanian di Kecamatan dan Desa yang Banjar
PERTANIAN Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Ditingkatkan Kapasitasnya
3.27.07.2.01.02 Pengembangan Jumlah Kelembagaan Petani di 120 Unit 100 Unit | Kab.
Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Banjar
Kecamatan dan Desa Kapasitasnya
3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan 9 Unit 11 Unit | Kab.
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian Banjar
Penyuluhan Pertanian
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.02 PROGRAM PERSENTASE REKOMENDASI 1ZIN 100 % 1009 | 3-30.02201 Persentase rekomendasi izin pengelolaan 100 % 100 % | 3:30.02:2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan | jymlah Rekomendasi Pemenuhan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
PERIZINAN DAN DAN PENDAFTARAN USAHA Penerbitan Izin pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin Komitmen Perolehan Perizinan Pasar | Komitmen Perolehan Perizinan Banjar
PENDAFTARAN YANG DIKELUARKAN Pengelolaan Pasar usaha toko swalayan yang dikeluarkan Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko | pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan,
PERUSAHAAN Rakyat, Pusat tepat waktu Swalayan Melalui Sistem Pelayanan | gan Toko Swalayan Melalui
Perbelanjaan, dan Izin Perizinan Berusaha Terintegrasi Sistem Pelayanan Perizinan
Usaha Toko Swalayan Secara Elektronik Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
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Program 3.30.02202 Persentase Keigiatandasi tanda daftar 100 % 100 % | 3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Jumlah DokGwtek@giakadaftar 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab-
o gudang yang Tepat Wakta o dang Gudang i
Indikator Kinerja Daftar Gudang Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Lok.
Program Target Capaian 0.C i surat TR@Et Capajag o, 100 9 | 3.30.02.2. n JUREIG ek Petizinan SuratTATIS8ICARRIAR Dokumen | KaBub Ket.
Hasil Program Penerbitan Surat Pendedsi Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Kegjiatan
EraiVaralaba (STPW) untuk "L TandR&giadafiaran dpn/at I
Sebelum Sesudah | 751, pendaftaran penerima waralaba ari \Eﬁa M, Sesudah Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Lanjutan Waralaba ( pr%a glum Sesudah
Waralaba (STPW) negeri yang dikeluarkan tepat waktu Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | Negeri Terintegrasi Secara
untuk Penerima Elektronik
Waralaba dari
Waralaba Dalam
Negeri
3.30.02.2.03.02 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Komitmen Perolehan Surat Tanda Diverifikasi sebagai Pemenuhan Banjar
Pendaftaran dan/atau Lanjutan Komitmen Perolehan Surat Tanda
Waralaba (STPW) Dalam Negeri Pendaftaran dan/atau Lanjutan
Waralaba (STPW) Dalam Negeri
002.2.04 i Surat Tanda 100% 100% | 3.30.02.2.0401 Sistem Pelayanan Jumlah Data dan Informasi Sistem 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Penerbitan Surat Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pelayanan Perizinan Lanjutan Banjar
Tanda Pendaftaran penerima waralaba dari waralaba luar Pendaftaran dan/atau Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau
Waralaba (STPW) negeri dikeluarkan tepat waktu Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara | | anjutan Waralaba (STPW)
untuk Penerima Elektronik Luar Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
Waralaba Lanjutan Luar Negeri
dari Waralaba Luar
Negeri
3.30.02.2.04.02 Fasilitasi Pemenuhan | jumiah Dokumen yang 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran Diverifikasi sebagai Pemenuhan Banjar
dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) | | anjutan Surat Tanda Pendaftaran
Luar Negeri dan/atau Lanjutan Waralaba
(STPW) Luar Negeri
3.30.03 PROGRAM Persentase Sarana Distribusi 18,75 % 18,75 % | 3.30.03.201 Jumlah sarana distribusi perdagangan 3 sarana 3 sarana | 3:30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 3Unit 3Unit | Kab.
N gangan yang Pembangunan dan yang ditingkatkan/ dikembangkan Distribusi Perdagangan Banjar
SARANA DISTRIBUS! | representatif Pengelolaan Sarana
PERDAGANGAN Distribusi
Perdagangan
3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan | jymlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana 1 Unit 1 Unit | Kab.
Sarana Distribusi Perdagangan Distribusi Perdagangan Banjar
3.30.04 PROGRAM Persentase koefisien variasi 9,00 % 9,00 % | 3:30.04.201 Menjamin | persentase tindak lanjut atas 100 % 100 % | 3:30.04.201.01 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan 4 Laporan 4 Laporan | Kab.
STABILISAS| HARGA | harga antar waktu Barang i ilan faan bapokting Sinkronisasi Ketersediaan Barang Sinkronisasi Ketersediaan Barang Banjar
BARANG Kebutuhan Pokok dan | iabupaten Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
KEBUTUHAN POKOK Barang Penting di Penting di Tingkat Agen dan Pasar Penting di Tingkat Agen dan Pasar
DAN BARANG Tingkat Daerah Rakyat Rakyat
PENTING Kabupaten/ Kota
3.3004.202 Persentase ketersediaan data 12 Laporan 12 Laporan | 3-30.04.2.02.01 Pemantauan Harga Jumlah Laporan Pemantauan 12 Laporan 12 Laporan | Kab-
Pengendalian Harga, | informasi harga dan stok dan Stok Barang Kebutuhan Pokok | Harga dan Stok Barang Kebutuhan Banjar
dan Stok Barang bapokting dan Barang Penting pada Pelaku Pokok dan Barang Penting pada
Kebutuan Pokok dan | ok lanjutatas 100%  100% Usaha Distribusi Barang dalam 1 Pelaku Usaha Distribusi Barang
Barang Penting di etidakstabilan harga dan stok (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Tingkat Pasar banoktin
Kabupaten/Kota pokting
3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga Jumlah Laporan Pemantauan 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
dan Stok Barang Kebutuhan Pokok | Harga dan Stok Barang Kebutuhan Banjar
dan Barang Penting pada Pasar Pokok dan Barang Penting pada
Rakyat yang Terintegrasi dalam Pasar Rakyat yang Terintegrasi
Sistem Informasi Perdagangan dalam Sistem Informasi
Perdagangan
330.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi | jymlah Laporan Pelaksanaan 12 Laporan 12 Laporan | Kab
Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang | Operasi Pasar Reguler dan Pasar Banjar
Berdampak dalam 1 (Satu) Khusus yang Berdampak dalam 1
Kabupaten/Kota (Satu) Kabupaten/Kota
3.30.04.2.03 Persentase rekomendasi ijin agen 100% 100% | 3-30.04.2.03.02 Pengawasan Jumlah Laporan Pengawasan 12 Laporan 12 Laporan | Kab-
Pengawasan Pupuk penyalur pupuk bersubsidi yang Pengadaan Pupuk dan Pestisida Pengadaan Pupuk dan Pestisida Banjar
dan Pestisida dikeluarkan Bersubsidi Bersubsidi
Bersubsidi di Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
3.30.05 PROGRAM PERSENTASE PRODUK 100 % 100 % | 3-30.05.2.01 Persentase penyelenggaraan promosi 100 % 100 % | 3-30.05.2.01.01 Pembinaan dan Jumlah Pelaku Usaha Produk 5Pelaku 5 Pelaku Kab.
PENGEMBANGAN UNGGULAN DAERAH YANG Penyelenggaraan dagang bagi produk unggulan daerah Pengembangan Usaha Produk Ekspor | Ekspor Unggulan yang Dibina  Usaha Usaha Banjar
EKSPOR DIKEMBANGKAN Promosi Dagang Unggulan Kabupaten/Kota
Melalui Pameran
Dagang dan Misi
Dagang bagi Produk
Ekspor Unggulan yang
Terdapat pada 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang 1Pelaku 1 Pelaku Kab.
Nasional Difasilitasi dalam Pameran Usaha Usaha Banjar
Dagang
330.05.2.01.03 Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang 5Pelaku 5 Pelaku Kab.
Lokal Difasilitasi dalam Pameran Dagang Usaha Usaha Banjar
Lokal
330.05.2.01.04 Misi Dagang bagi Jumlah Pelaku Usaha yang SPelaku  5Pelaku | Kab.
Produk Ekspor Unggulan Difasilitasi dalam Misi Dagang Usaha  Usaha Banjar
Produk Ekspor Unggulan
3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Jumlah Produk Unggulan Ekspor 5 Produk 5 Produk | Kab-
Produk Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Banjar
Promosi
3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Jumlah Pelaku Usaha Ekspor 5 Pelaku 5 Pelaku Kab.
Usaha Ekspor yang Dibina Usaha Usaha Banjar
3.30.06 PROGRAM Persentase Tertib Ukur 33% 33% | 33006201 Persentase alat - alat ukur, takar, timbang ~ 19% 19% | 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat 3220 Unit 3220 Unit | Kab-
STANDARDISASI DAN Pelaksanaan dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Timbang, dan Alat Perlengkapan Banjar
PERLINDUNGAN Metrologi Legal, sah yang berlaku Ulang Ditera Ulang
KONSUMEN Berupa Tera, Tera
Ulang, dan
Pengawasan
330.06.2.01.02 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang 0Orang 0Orang | Kab
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi | Metrologi Legal yang Dibina Banjar
Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang 551 Orang 551 Orang
Metrologi Legal yang Dibina
3.30.06.2.01.03 Penyidikan Metrologi | jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal 6 Unit 6 Unit | Kab-
Legal Banjar
3.30.07 PROGRAM PERSENTASE PRODUK DAERAH 100 % 100 % | 3.30.07.2.01 Persentase pelaksanaan promosi, 100 % 100 % | 3-30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi | jymlah UMKM yang Melaksanakan 5UMKM 5 UMKM | Kab.
PENGGUNAAN DAN | yANG DIPROMOSIKAN Promosi, ) dan peni , Penggunaan Produk Dalam Negeri di | promosi Penggunaan Produk Dalam Banjar
PEMASARAN Pemasaran dan produk dalam negeri Tingkat Kabupaten/Kota Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
PRODUK DALAM Peningkatan
NEGERI Penggunaan Produk
Dalam Negeri
3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Jumlah UMKM yang Melakukan 5UMKM 5 UMKM | Kab.
Peningkatan Penggunaan Produk Pemasaran Produk Dalam Negeri Banjar
Melalui Kemitraan dengan Retail,
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiat, Kegiat Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
Dalam Negeri di Tingkat Marketplace, Perhotelan dan Jasa
Kabupaten/Kota Akomodasi
330.07.2.01.03 Peningkatan Sistem Jumlah Data dan Informasi Sistem 1 Dokumen 1 Dokumen
dan Jaringan Informasi Perdagangan | dan Jaringan Informasi
Perdagangan
330.07.2.01.04 Pemberdayaan Jumlah Orang yang Mengikuti 5 Orang 5 Orang | Kab
dalam dalam Banjar
dan F Penggunaan dan
Sandang Produksi Dalam Negeri Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam
Negeri
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3.31.02 PROGRAM Persentase Pencapaian 9237 % 9237 % | 33102201 Pesentase IKM yang di bina/ fasilitasi (%) 100 % 100 % | 3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab.
PERENCANAAN DAN | 5a53ran Pembangunan Penyusunan dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Banjar
PEMBANGUNAN Industri (%) Evaluasi Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | pelaksanaan Pembangunan
INDUSTRI Pembangunan Sumber Daya Industri
Industri
Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Banjar
Pembangunan Sarana dan Prasarana | pelaksanaan Pembangunan
Industri Sarana dan Prasarana Industri
3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab-
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Banjar
Pemberdayaan Industri dan Peran Pelaksanaan Pemberdayaan
Serta Masyarakat Industri dan Peran Serta
Masyarakat
3.31.03 PROGRAM Persentase IKM yang Memiliki 100 % 100 % | 3.31.03.2.01 Persentase Rekomendasi Izin yang 100 % 100 % | 3-31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan | jymiah Dokumen Hasil Fasilitasi 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab.
PENGENDALIAN 1ZIN | 1,y Penerbitan Izin Usaha | dikeluarkan tepat waktu Komitmen Perolehan 11, IPUI, IUKI Verifikasi Teknis Pemenuhan Banjar
USAHA INDUSTRI Industri (IU), lzin dan IPKI Kewenangan Kesesuaian Persyaratan Teknis
Perluasan Usaha Kabupaten/Kota dalam Sistem Perizinan Berusaha Sektor Industri
Industri (IPUI), Izin Informasi Industri Nasional (SIINas) | dan/atau dalam rangka Perluasan
Usaha Kawasan yang Terintegrasi dengan Sistem Usaha untuk Bidang Usaha
Industri (IUKI) dan Izin Pelayanan Perizinan Berusaha dengan Risiko Usaha Menengah-
Perluasan Kawasan Terintegrasi Secara Elektronik Tinggi dan Tinggi, Melalui SliNas
Industri (IPKI) yang Terintegrasi dengan Sistem
Kewenangan 0ss
Kabupaten/Kota
3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab.
Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di | Koordinasi dan Sinkronisasi Banjar
Bidang Industri dalam Lingkup IUL, | pengawasan Perizinan di Bidang
1PUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Industri dalam Lingkup Perizinan
Kabupaten/ Kota Usaha Industri, Perizinan
Perluasan Usaha Industr,
Perizinan Kawasan Industri dan
Perizinan Perluasan Kawasan
Industri Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.31.04 PROGRAM Persentase Tersedianya informasi 95 % 95 % | 3-31.04.201 | Persentase data perusahaan industri kecil, 95 % 95 % | 3-31.04.2.01.01 Fasiltasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
PENGELOLAAN industri secara lengkap dan terkini Penyediaan Informasi | menengah di kab/kota yg masuk dalam Sil dan dan Banjar
SISTEM INFORMASI | (berdasarkan permendagri 18 2020) Industri untuk Nas terhadap total populasi perusahaan Analisis Data Industri, Data Kawasan | Analisis Data Industri, Data
INDUSTRI NASIONAL Informasi Industri industri kecil, menengah di kab/kota Industri serta Data Lain Lingkup Kawasan Industri serta Data Lain
untuk UL, IPUI, IUKI Kabupaten/Kota Melalui Sistem Lingkup Kabupaten/Kota Melalui
dan IPKI Kewenangan Informasi Industri Nasional (SIINas) | istem Informasi Industri
Kabupaten/Kota Nasional (SlINas)
3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi | jumiah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Data Informasi dan Analisa Industri | piseminasi dan Publikasi Data Banjar
Kabupaten/Kota Melalui SliNas Informasi dan Analisis Industri
Kabupaten/Kota Melalui SIINas
3.31.04.2.01.03 Pemantauan dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Pemantauan dan Evaluasi Banjar
Industri dan Perusahaan Kawasan Kepatuhan Perusahaan Industri
Industri Lingkup Kab K dan Kawasan Industri
dalam Penyampaian Data ke SlINas Lingkup Kabupaten/Kota dalam
Penyampaian Data ke SliNas
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3.32.04 PROGRAM Persentase Pengembangan  21.05% 21.05% | 3.32.042.01 Persentase Pengembangan 2 Kawasan 2 Kawasan | 3:32.042.01.01 Penguatan SDM Jumlah Kepala Keluarga 16 Kepala 80 Kepala Kab.
PENGEMBANGAN Kawasan Ex.Transmigrasi Pengembangan Satuan Pemukiman Pada  Wilayah ~ Wilayah dalam rangka Kemandirian Satuan Transmigran yang Dibina  Keluarga Keluarga Banjar
KAWASAN Satuan Permukiman | Tahap Kemandirian Pemukiman
TRANSMIGRASI pada Tahap
Kemandirian
3.3204.2.01.02 Penguatan Jumlah Satuan Permukiman 1 Satuan 1 Satuan Kab.
Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan yang Dikembangkan dalam ~ Permukiman Permukiman | Banjar
Kelembagaan dalam rangka rangka Penguatan
irian Satuan i ir Sosial, Ekonomi
dan Kelembagaan
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01 PROGRAM Indikator Kepatuhan dan 85 Nilai 85 Nilai [ 4.01.01.2.01 Persentase Bagian yang 100 Persen 100 Persen | 4.01.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 14 Dokumen 13 Dokumen | Semua
PENUNJANG Kinerja Intern (IKKI) Perencanaan, Berkinerja Baik Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan : Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evalunsi Kinerjn Persentase Lapopran Capaian 100 Persen 100 Persen Banjar
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
DAERAH Perangkat Daerah Kinerja SKPD yang Akuntabel
KABUPATEN/KOTA ) yang
Persentase Perencanaan dan 100 Persen 100 Persen
Penganggaran yang Efektif dan
Efesien
401.01.201.06 Koordinasidan | jymlah Laporan Capaian Kinerja dan 4 Laporan 4 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |ptisar Realisasi Kinerja SKPD dan Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 29 Laporan 29 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjar
40101202 Persentase Pelaksanaan 100 Persen 100 Persen | 4.01.01.202.01 Penyediaan Gaji dan | jumlah Orang yang Menerima Gaji 117 Orang 117 Orang | Semua
Penatausahaan Keuangan yang Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Keuangan Perangkat | Tertib Administrasi Kab.
Daerah Banjar
4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujian/Verifikasi keuangan
SKPD
40101205 Persentase Jumlah Kegiatan 100 Persen 100 Persen | 4:01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan | jymlah Orang yang Mengikuti 200 Orang 200 Orang | Kab.
Administrasi Sosialisasi Peraturan Perundang- Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Banjar
Kepegawaian Undangan Undangan
Perangkat Daerah
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oy 100 100
Program Administra¥(égiataawaian Sub Kegiatan
PETAMKaT DAETAMTTeTtayam
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No ! ) Lokasi
4.01.01.2.05,11 Bimbingan Teknis i sefiis
Program Target Capaian Kegiatan Target Capaian Sub Kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti 504168404 15 Orang Ket.
" Keluaran eratdran Perundang- Kab/Kota
Hasil Program Kegi " o Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah | Undangan Perati®8iaRindang-Undgepatum I Sesudah o
anjar
4.01.01.2.06 Persentase Pelayanan 100 Persen 100 Persen | 4.01.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 1 Paket | Semua
Administrasi Umum | Administrasi Umum Perangkat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Kab/Kota
Perangkat Daerah Daerah Terlayani Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | pisediakan Kab.
Banjar
4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jymlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 8 Paket 8 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 4 Laporan 4 Laporan | Semua
Tamu Tamu Kab/Kota
Kab.
Banjar
4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 2 Laporan 2 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
401.01.2.07 Persentase Pengadaan Barang 100 Persen 100 Persen | 4.01.01.2.07.01 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas 1 Unit 1Unit | Semua
Pengadaan Barang Milik Daerah yang Sesuai Kendaraan Perorangan Dinas atau atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Kab/Kota
Milik Daerah Ketentuan Kendaraan Dinas Jabatan Disediakan Kab.
Penunjang Urusan Banjar
Pemerintah Daerah
4.01.01.2.07.02 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 3 Unit 3 Unit | Semua
Kendaraan Dinas Operasional atau atau Lapangan yang Disediakan Kab/Kota
Lapangan Kab.
Banjar
4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Paket 4 Paket | Kab.
Banjar
401.01.2.08 Persentase Penyediaan Jasa 100 Persen 100 Persen | 4:01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat | jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan 2 Laporan | Kab.
diaan Jasa jang Urusan Menyurat Surat Menyurat Banjar
Penunjang Urusan Daerah yang Sesuai Ketentuan
Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Listrik Listrik yang Disediakan
4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan 2 Laporan | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | peralatan dan Perlengkapan Kantor Banjar
yang Disediakan
4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
40101209 Persentase Pemeliharaan Barang 100 Persen 100 Persen | 4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 21 Unit 21 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang | ilik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah Pemerintahan Daerah yang dan Pajak Kendaraan Perorangan dan dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan sesuai ketentuan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 109 Unit 109 Unit | Kab.
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, atau Lapangan yang Dipelihara dan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | gibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 16 Unit 16 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Banjar
4.01.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 7 Unit 7 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
4.01.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 6 Unit 6 Unit | Kab.
Pemelinaraan/Rehabiltasi Sarana dan | atay Bangunan Lainnya yang Banjar
Prasarana Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
401.01.209.11 Jumlah Sarana dan Prasarana 250 Unit 250 Unit | Kab
nelit iitasi Sarana dan | pendukung Gedung Kantor atau Banjar
Prasarana Pendukung Gedung Kantor | gangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
40101211 Persentase enyediaan dan 100 Persen 100 Persen | 4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan | jymlah Orang yang 2 Orang/Per 2 Orang/Per | Kab.
Administrasi Penatausahaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil | Menerima Gaji dan Bulan Bulan Banjar
Keuangan dan Tunjangan KDH/WKDH tepat Kepala Daerah Tunjangan Kepala Daerah
Operasional Kepala waktu dan sesuai ketentuan dan Wakil Kepala Daerah
E:e:: ;:Sr;’:‘ak'l Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen 100 Persen
P: KDH/WKDH yang sesuai
ketentuan
Persentase Pengadaan Pakaian 100 Persen 100 Persen
Dinas KDH/WKDH yang sesuai
ketentuan
Persentase Penyediaan dan 100 Persen 100 Persen
Penatausahaan Dana Penunjang
Operasional KDH/WKDH tepat
waktu dan sesuai ketentuan
401.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian | jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut 9 Paket 9 Paket | Kab.
Dinas dan Atribut Kelengkapan Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Banjar
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah yang Disediakan
Daerah
4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical | jumlah Orang yang Mengikuti Medical ~ 7 Orang 7 Orang | Kab.
Check Up Kepala Daerah dan Wakil | Check Up Kepala Daerah dan Wakil Banjar
Kepala Daerah Kepala Daerah
401.01.2.11.04 Penyediaan Dana Jumlah Orang yang Menerima 2 Orang/Per 2 Orang/Per | Kab-
Penunjang Operasional Kepala Dana Penunjang Operasional  Bulan Bulan Banjar
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
40101212 Fasilitasi | persentase Pelayanan 100 Persen 100 Persen | 4:01.01.2.12.01 Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga 7 Paket 7 Paket | Kab.
'ggaan 1ggaan KDH yang Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Kepala Daerah yang Disediakan Banjar
Sekretariat Daerah Sesuai Ketentuan Daerah
Persentase Pelayanan 100 Persen 100 Persen
Kerumahtanggaan Sekretariat
Daerah yang Sesuai Ketentuan
Persentase Pelayanan 100 Persen 100 Persen
Kerumahtanggaan WKDH yang
Sesuai Ketentuan
4.01.01.2.12.02 Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga 6 Paket 6 Paket | Kab.
Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Banjar
Kepala Daerah
4.01.01.2.12.03 Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga 17 Paket 17 Paket | Kab-
Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Banjar
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Daerah
Program- Kegiatan. Sub Kegiatan.
dilc - FOTOTZ TS Penataan | “Persentase PD Pengelqlaan RE - 100 Persen 100 Persen | 30T0TZT30T Jumiah Dokumen Pepgclolaan - pokumen 4 Dokumen | KeP
N Indikator Kinerja Organisasi Bernilai Baik ndikator Kinerja Kelembagaan dan Analisis Jabatan | dan A af,ss"sa or Kinerja Bgnjar .
o
Program Target Capaian Kegiatan Persgafase PD SAKIP Bernilai  Tartfiét Riapain0 Persen Sub Kegiatan Ja‘;&‘ﬁ:‘m“ sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program 2K, ogintan Kegiatan Kegiatan
Sebelum Sesudah 9 Sebelum PI Sesudah 9 Sebelum Sesudah
Persentase PD yang| Pelayanan 100 Hersen ersen
Publik Bernilai Baik
Persentase Penataan Organisasi 100 Persen 100 Persen
Persentase Pengelolaan 100 Persen 100 Persen
Tatalaksana
Tingkat Efesiensi Unit dan 13 Nilai 13 Nilai
Prestasi Kerja Unit Kabupaten
Banjar Bernilai Baik
4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 6 Laporan 6 Laporan | Kab.
Publik dan Tata Laksana Pelayanan Publik dan Tata Laksana Banjar
4.01.01.213.03 Peningkatan Kinerja | jumlah Dokumen Peningkatan 7 Dokumen 7 Dokumen | Kab.
dan Reformasi Birokrasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Banjar
401.01.2.14 Persentase Fasilitasi 100 Persen 100 Persen | 4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 12 Laporan 12 Laporan | Kab-
Pelaksanaan Protokol | keprotokolan kepada Pimpinan Keprotokolan Keprotokolan Banjar
dan Komunikasi -
an ‘omum ast Persentase Fasilitasi Komunikasi 100 Persen 100 Persen
Pimpinan N
Pimpinan
Persentase Pendokumentasian 100 Persen 100 Persen
Tugas Pimpinan
4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi | jymiah Laporan Hasil Fasilitasi 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Pimpinan Komunikasi Pimpinan Banjar
4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Jumlah Laporan Pendokumentasian 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Tugas Pimpinan Tugas Pimpinan Banjar
4.01.02 PROGRAM Nilai LPPD 31110 Nilai  3.1110 Nilai 40102201 Persentase Fasilitasi, Koordinasi, 100 Persen 100 Persen | 4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi | jumlah Dokumen Hasil Penataan 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab.
PEMERINTAHAN DAN Administrasi Tata dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan Banjar
KESEJAHTERAAN Pemerintahan Otonomi Daerah
RAKYAT
Persentase Pengelolaan 100 Persen 100 Persen
Administrasi Kewilayahan
Persentase Terselenggaranya 100 Persen 100 Persen
Administrasi Pemerintahan
4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab-
Administrasi P ini Banjar
Kewilayahan
4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan | jymiah Dokumen Hasil Fasilitasi 5 Dokumen 5 Dokumen | Kab.
Otonomi Daerah Pelaksanaan Otonomi Daerah Banjar
401.02.2.02 Persentase Fasilitasi dan 100 Persen 100 Persen | 4.01.022.02.01 Fasilitasi Pengelolaan | jymlah Dokumen Hasil Fasilitasi 8 Dokumen 8 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Kebijakan | Koordinas di Bidang Bina Mental Spiritual Pengelolaan Bina Mental Spiritual Banjar
j Rakyat yang
Sesuai Ketentuan
Persentase Fasilitasi dan 100 Persen 100 Persen
Koordinasi di Bidang Bina
Mental dan Spiritual Keagamaan
Persentase Fasilitasi dan 100 Persen 100 Persen
Koordinasi di Bidang
Kesejahteraan Sosial yang Sesuai
Ketentuan
4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, 3 Dokumen 3 Dokumen | Kab-
Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Evaluasi, dan Capaian Kinerja Banjar
Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Terkait Kesejahteraan Sosial yang
Meliputi Urusan Sosial,
Transmigrasi, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan KB
4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab.
Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Evaluasi, dan Capaian Kinerja Banjar
Kinerja Terkait Kesejahteraan Terkait Kesejahteraan Masyarakat
Masyarakat yang Meliputi Urusan
Kepemudaan dan Olahraga,
Pariwisata, Pendidikan,
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan, Trantibum Linmas
4.01.02.2.03 Fasilitasi | persentase Jumlah Kasus yang 100 Persen 100 Persen | 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan | jymlah Produk Hukum 550 Dokumen 550 Dokumen | Kab.
dan Koordinasi Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Produk Hukum Daerah Daerah yang Disusun Banjar
Hukum Hukum
Persentase Jumlah Produk 100 Persen 100 Persen
Hukum dan Pengelolaan
Informasi Hukum yang
Didokumentasi
Perserntase Jumlah Produk 100 Persen 100 Persen
Hukum Daerah yang Disusun
4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi 5 Kasus 5 Kasus | Kab.
Hukum Bantuan Hukum Banjar
4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Jumlah Produk Hukum dan 500 Dokumen 500 Dokumen | Kab-
Produk Hukum dan Pengelolaan Pengelolaan Informasi Banjar
Informasi Hukum Hukum yang Didokumentasi
4.01.022.04 Fasilitasi | persentase Kerjasama Daerah 100 Persen 100 Persen | 4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama | jymlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Dalam Negeri Kerja Sama Dalam Negeri Banjar
Ditindaklanjuti
4.01.03 PROGRAM Persentase 100 Persen 100 Persen | 4:01.03.2.01 Persentase Fasilitasi dan 100 Persen 100 Persen | 4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
P AN g Pelaksanaan Kebijakan | koordinasi Kebijakan lingkup Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi | Koordinasi, Sinkronisas, Banjar
DAN Dalam Perekonomian urusan perekonomian Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Monitoring dan Evaluasi
d BLUD Kebijakan Pengelolaan BUMD
Perekonomian Dan dan BLUD
Pembangunan
4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 4 Laporan 4 Laporan | Kab.
Distribusi Perekonomian dan Distribusi Perekonomian Banjar
4.01.03.2.02 Persentase Keberhasilam 100 Persen 100 Persen | 401.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan | jymiah Dokumen Hasil Fasilitasi 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab.
P , Program Pembangunan Penyusunan Program Banjar
Administrasi Pembangunan Daerah
Pembangunan
4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 4 Laporan 4 Laporan | Kab.
Evaluasi Program Pembangunan dan Evaluasi Program Pembangunan Banjar
4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi | jymlah Laporan Hasil Pengelolaan 2 Laporan 2 Laporan | Kab-
dan Pelaporan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Banjar
Pembangunan Pembangunan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub Ket.
Hasil Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah 9! Sebelum Sesudah
4.01.032.03 Persentase Pemenuhan Kriteria 40 Persen 40 Persen | 4:01.03.2.03.01 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 5 Dokumen 5 Dokumen | Kab-
Pengelolaan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang Banjar
Pengadaan Barang Jasa yang baik dan Jasa
dan Jasa
4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan | jymlah Dokumen Hasil Layanan 5 Dokumen 5 Dokumen | Kab.
Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Secara Elektronik Banjar
4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Jumlah Orang yang Mengikuti 68 Orang 68 Orang | Kab.
Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | pembinaan dan Advokasi Pengadaan Banjar
Barang dan Jasa
4.01.03.2.04 Persentase Pemantauan 98 Laporan 98 Laporan | 4:01.03.2.04.01 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Pemantauan kebijakan Sumber daya alam Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Banjar
Kebijakan Sumber Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan | Eyaluasi Kebijakan Urusan
Daya Alam Perikanan Pertanian, Pangan, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan,
Perdagangan, Perindustrian,
KUKM, Penanaman Modal,
Tenaga Kerja
4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil 94 Dokumen 94 Dokumen | Kab.
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan | koordinasi, Sinkronisasi, dan Banjar
Energi dan Air Evaluasi Kebijakan Urusan
Energi dan Air, Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,
Pertanahan
4.02 SEKRETARIAT DPRD
4.02.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan 75 persen 75 persen | 402.01.2.01 Persentase dokumen 100 persen 100 persen | 4.02.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 32 Dokumen 32 Dokumen | Semua
PENUNJANG Kinerja Intern (IKKI) Perencanaan, perencanaan yang tersusun Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Banjar
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
40201202 Persentase administrasi 100 persen 100 persen | 4020120201 Penyediaan Gajidan | jymlah Orang yang 34 Orang/bulan 34 Orang/bulan | Semua
Administrasi keuangan perangkat Daerah Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
4.02.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen | Kab.
Administrasi Tugas ASN i Pelaksanaan Tugas ASN Banjar
4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 dokumen 1 dokumen | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 14 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
SKkPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
40201205 Persentase Aparatur 100 persen 100 persen | 4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20 Orang | Kab.
Administrasi memperoleh kesempatan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas | yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Banjar
Kepegawaian peningkatan kapasitas dan Fungsi
Perangkat Daerah
4.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan | jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 825 Orang | Kab.
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Banjar
40201206 Persentase kecukupan 100 persen 100 persen | 4.02.01.206.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket | Semua
Administrasi Umum | pelayanan perkantoran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Disediakan Kab.
Banjar
4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jymlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 25 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 3 Paket | Kab.
Logistik Kantor Disediakan Banjar
4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Banjar
4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 3 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-Undangan yang Banjar
undangan Disediakan
4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota
SKPD Kab.
Banjar
4.0201.2.07 Pengadaan barang milik daerah 100 persen 100 persen | 4.02.01.2.07.01 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas 1 Unit 1 Unit | Semua
Pengadaan Barang yang tersedia Kendaraan Perorangan Dinas atau atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Kab/Kota
Milik Daerah Kendaraan Dinas Jabatan Disediakan Kab.
Penunjang Urusan Banjar
Pemerintah Daerah
4.0201.2.08 Persentase tercukupinya 100 persen 100 persen | 4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan 12 bulan 12 bulan | Kab.
Penyediaan Jasa pelayanan perkantoran Komunikasi, Sumber Daya Air dan inernet Banjar
Penunjang Urusan Listrik
Pemerintahan Daerah
40201209 Persentase barang milik daerah 100 persen 100 persen | 4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 6 Unit | Kab.
Pemeliharaan Barang | yang terpelihara Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Banjar
Milik Daerah dan Pajak Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 21 Unit | Kab,
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | gan perizinannya
Operasional atau Lapangan
4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 1 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Banjar
40201.209.11 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Banjar
Prasarana Pendukung Gedung Kantor | DipeliharaDirehabilitasi
atau Bangunan Lainnya
4.0201.2.14 Persentase fasilitasi bimtek/ 100 persen 100 persen | 4.02.01.2.14.01 Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan | Kab.
Pelaksanaan Protokol | workshopy kunker/ konsultasi Keprotokolan Banjar
dan Komunikasi yang diikuti oleh anggota DPRD
Pimpinan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah ‘egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
Persentase pelayanan kegiatan 100 persen 100 persen
keprotokolan
40201215 Layanan | persentase pelayanan keuangan 100 persen 100 persen | 4.02.01:2.15.01 Penyelenggaraan Jumlah Anggota DPRD 45 Orang/Bulan 45 Orang/Bulan | Kab.
Keuangan dan dan kesejahteraan DPRD Administrasi Keuangan DPRD yang Menerima Hak Banjar
Kesejahteraan DPRD Keuangan DPRD
4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian | jymiah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1 Paket | Kab.
Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan Banjar
4.02.01.2.16 Layanan | persentase terpenuhinya 100 persen 100 persen | 4:02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Rapat konsultasi dan koordinasi DPRD 12 bulan 12 bulan | Kab.
Administrasi DPRD layanan administrasi DPRD Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terfasilitasi Banjar
4.02.02 PROGRAM Persentase fasilitasi 100 persen 100 persen | 4.02.02.2.01 Persentase fasilitasi penyusunan 100 persen 100 persen | 4.02.02.2.01.02 Pembahasan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan 5 Dokumen | Kab.
DUKUNGAN pelaksanaan reses Pembentukan dan pembahasan program Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Banjar
PELAKSANAAN Peraturan Daerah dan
i pembentukan Perda
TUGAS DAN FUNGs) | Persentase fasilitasi 100 persen 100 persen | o= 20 C00
DPRD produk hukum yang
dibahas
4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan | jymlah Dokumen Hasil Penyusunan 5 Dokumen
Penjelasan/Keterangan Naskah Penjelasan atau Keterangan dan/atau
Akademik Naskah Akademik yang Difasilitasi
4.02.02.2.05 Persentase fasilitasi reses yang 100 persen 100 persen | 4-02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok- | jumlah Dokumen Pokok-Pokok 60 Dokumen 60 Dokumen | Kab-
Penyerapan dan dilaksanakan oleh anggota Pokok Pikiran DPRD Pikiran DPRD yang Disusun Banjar
Penghimpunan PDRD
Aspirasi Masyarakat
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil 3 Dokumen 3 Dokumen
Pelaksanaan Reses
402.022.08 Fasilitasi | persentase fasilitasi tugas DPRD 100 persen 100 persen | 4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan | jymiah Laporan Fraksi, Alat 5 Laporan 5 Laporan | Kab-
Tugas DPRD Kinerja DPRD Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Banjar
Disusun
4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 24 Dokumen | Kab.
Tugas Badan Tugas Badan Banjar
4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas 12 Dokumen | Kab.
Pimpinan DPRD Pimpinan DPRD Banjar
5.01 PERENCANAAN
5.01.01 PROGRAM INDEKS KEPATUHAN DAN 90 INDEKS | 501.01.2.01 Persentase Dokumen Perencanaan, 100 % 100 % | 5:01.01.201.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 6 Dokumen 6 Dokumen | Semua
PENUNJANG KINERJA INTERN (KKI) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Perangkat daerah yang Tersusun Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Banjar
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen | Semua
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan RKA-SKPD Banjar
5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen | Semua
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan DPA-SKPD Banjar
5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 3 Laporan 3 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 24 Laporan 17 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjar
5.01.01.202 Persentase Terpenuhinya Administrasi 100% 100% | 5.01.01.20201 Penyediaan Gajidan | jumiah Orang yang 546 Orang/bulan 546 Orang/bulan | Semua
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 50 Dokumen 50 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan AKhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 18 Laporan 18 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
501.01.203 Persentase Terpenuhinya Administrasi 100% 100 9% | 5.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 4 Laporan 4 Laporan | Kab-
Administrasi Barang | Barang Milik Daerah Pada Perangkat Penyusunan Laporan Barang Milik Penyusunan Laporan Barang Milik Banjar
Milik Daerah pada Daerah Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Perangkat Daerah
501.01.205 Persentase Pegawai Perangkat Daerah 100% 100 % | 5.01.01.205.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 12 Orang 12 Orang | Semua
Administrasi yang Mendapatkan Pelayanan Implementasi Peraturan Perundang- Bimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
ini ) Perangkat Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Perangkat Daerah Daerah Banjar
5.01.01.2.06 Persentase Administrasi Umum Perangkat 100 % 100 % | 5-01.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 4 Paket 4 Paket | Semua
Administrasi Umum Daerah yang Terfasilitasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | pisediakan Kab.
Banjar
5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jymlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 4 Paket 4 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 4 Paket 4 Paket | Kab.
Logistik Kantor Disediakan Banjar
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 4 Paket 4 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
501.01.2.07 Persentase Pengadaan Barang Milik 100% 100 % | 5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan | jumiah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 59 Unit 124 Unit | Semua
Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab/Kota
Milik Daerah Daerah yang Terfasilitasi Kab.
Penunjang Urusan Banjar
Pemerintah Daerah
5.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 1 Unit 1Unit | Kab.
dan Prasarana Pendukung Gedung Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Banjar
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan
501.01.208 Persentase Penyediaan Jasa Penunjang 100 % 100 % | 5:01.01.208.01 Penyediaan Jasa Surat | jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab-
Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah yang Menyurat Surat Menyurat Banjar
Penunjang Urusan Terfasilitasi
Pemerintahan Daerah
5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab-
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Listrik Listrik yang Disediakan
5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
5.01.01.209 Persentase Pemeliharaan Barang Milik 100 % 100 % | 5-01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang | Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah Daerah yang Terfasilitasi dan Pajak dan dil Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 32 Unit 32 Unit | Kab-
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
501.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 Unit 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelinara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
501.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 85 Unit 85 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Banjar
Prasarana Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
5.01.02 PROGRAM PERSENTASE DOKUMEN 100 % 100 % | 5:01.022.01 Persentase Tahapan Perencanaan Tepat 100 % 100 % | 5:01.02:2.01.03 Pelaksanaan Jumlah Berita Acara Konsultasi 1 Berita 2 Berita Kab.
PERENCANAAN, PERENCANAAN DAERAH YANG Penyusunan Waktu Konsultasi Publik Publik Acara Acara Banjar
PENGENDALIAN DAN | TEpAT WAKTU Perencanaan dan
:!;L:::'GUN AN PERSENTASE PERENCANAAN 100 % 100% | Fendanaan
DAERAH YANG SELARA!
DAERAH S s
5.01.02.2.01.04 Koordinasi Jumlah Berita Acara Forum 1Berita 1Berita | Kab.
Pelaksanaan Forum Perangkat Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Acara  Acara Banjar
Daerah/Lintas Perangkat Daerah Daerah
5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Jumlah Berita Acara Musrenbang  1Berita 1 Berita Kab.
Kab K K Acara Acara Banjar
5.01.022.01.07 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 3 Dokumen | Kab-
Penyusunan dan Penetapan Pembangunan Daerah Banjar
Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota yang
Pembangunan Daerah Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)
Kabupaten/Kota
5.01.022.02 Analisis Persentase Data Pembangunan Daerah 100 % 100 % | 5:01.02.2.02.01 Analisis Data dan Jumlah Masukan Analisis Data 45 Masukan 45 Masukan | Kab-
Data dan Informasi yang Dimutakhirkan Informasi Perencanaan untuk Penyusunan Kebijakan Banjar
Pemerintahan Daerah Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan
Bidang Perencanaan Daerah (Semua Perencanaan
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah)
5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Jumlah Orang yang Dibina dalam 7500 Orang 384 Orang | Kab.
Pemanfaatan Data dan Informasi Pemanfaatan Data dan Informasi Banjar
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah
5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah 1 Buku 1 Buku | Kab.
Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Banjar
Kabupaten/Kota
5.01.022.03 Persentase capaian Kinerja program 100 % 100 % | 5:01.02:2.03.03 Monitoring, Evaluasi | jymlah Laporan Hasil Evaluasi 11 Laporan 11 Laporan | Kab.
Pengendalian, Evaluasi | prioritas RPIMD diatas 80% dan Penyusunan Laporan Berkala Kinerja Pembangunan Daerah Banjar
dan Pelaporan Bidang | oo o on dengan nila evaluasi 100 % 100 % | P3ksanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Kineris bk
Pembangunan Daerah 4
5.01.03 PROGRAM INDEKS PERENCANAAN 77 INDEKS | 5:01:03.2.01 Persentase program, Kegiatan, Sub 100 % 100 % | 5:01.03.2.01.01 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
KOORDINASI DAN PEMBANGUNAN SEKTOR Koordinasi Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai Penyusunan Dokumen Perencanaan | pembangunan Daerah Bidang Banjar
SINKRONISASI PEMERINTAHAN DAN Perencanaan Bidang | dengan Renstra SKPD Bidang Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPIMD dan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pemerintahan (RPJPD, RPIMD dan RKPD)
:Z":::EGUNAN f:a’:i:;g””a" RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen 0 Dokumen
Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD, RPIMD
dan RKPD)
5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan | jumiah Dokumen 58 Dokumen 58 Dokumen | Kab.
Dokumen Perencanaan Perencanaan yang Banjar
Pembangunan Perangkat Daerah Terverifikasi
8 P h
idang Pemerintahan Jumlah Perangkat Daerah 29 Perangkat 29 Perangkat
yang Dilakukan Asistensi  Daerah Daerah
Dalam Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah
5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Jumlah Laporan Monitoring 4 Laporan 4 Laporan Kab.
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan | gan Evaluasi Penyusunan Banjar
Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Pembangunan Perangkat
Bidang Pemerintahan Daerah Bidang
Pemerintahan
Jumlah Perangkat Daerah 29 Perangkat 29 Perangkat
yang Mendapatkan Daerah Daerah
Monitoring dan Evaluasi
dalam Penyusunan
Renstra/Renja Bidang
Pemerintahan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Keginton Kegiatan Kegiatan
Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah
5.01.03.2.01.05 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 3 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen Perencanaan | pembangunan Daerah Bidang Banjar
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang
Pembangunan Manusia (RPJPD, Dikoordinir Penyusunannya
RPJMD dan RKPD) (RPJPD. RPIMD dan RKPD)
5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan | jymiah Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
Dokumen Perencanaan Perencanaan yang Banjar
Pembangunan Perangkat Daerah Terverifikasi
Bidang Pemb: Manusi
\cang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah 6 Perangkat 6 Perangkat
yang Mendapatkan Asistensi Daerah Daerah
dalam Penyusunan
Renstra/Renja Bidang
Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Olaporan OLlaporan | Kab
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan | pejaksanaan Monitoring dan Banjar
Dokumen Perencanaan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Pembangunan Perangkat Daerah Perencanaan Pembangunan
Bidang Pembangunan Manusia Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
Jumlah Laporan Monitoring 7 Laporan 7 Laporan
dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pembanguna
Manusia
Jumlah Perangkat Daerah yang 6 Perangkat 6 Perangkat
Mendapatkan Monitoring dan ~ Daerah Daerah
Evaluasi dalam Penyusunan
Renstra/Renja Bidang
Pembangunan Manusia
501.03.202 Persentase Program, Kegiatan, Sub 100 % 100 % | 5:01.03.2.02.01 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
Koordinasi Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai Penyusunan Dokumen Perencanaan | pembangunan Daerah Bidang Banjar
Perencanaan Bidang | dengan Renstra SKPD Perekonomian dan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Perekonomian (RPJPD, RPIMD dan Penyusunannya (RPPD. RPIMD
SDA (Sumber Daya RKPD) dan RKPD)
Alam)
5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan | jymlah Dokumen Perencanaan 8 Dokumen 8 Dokumen | Kab-
Dokumen Perencanaan Yang Terverifikasi Banjar
:e;::a"i“;':znp;:zaka' Daerah Jumlah Perangkat Daerah 4 Perangkat 4 Perangkat
\dang Pers ' Yang Mendapatkan Asistensi  Daerah Daerah
Dalam Penyusunan
Renstra/Renja Bidang
Perekonomian
5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Laporan Monitoring 4 Laporan 4 Laporan Kab.
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan | gan Evaluasi Penyusunan Banjar
Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Pembangunan Perangkat
Bidang Perekonomian Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah Perangkat Daerah Yang 4 Perangkat 4 Perangkat
Mendapatkan Monitoring dan  Daerah Daerah
Evaluasi dalam Penyusunan
Renstra/Renja Bidang
Perekonomian
5.01.03.2.02.05 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Banjar
Pembangunan Daerah Bidang SDA | SDA yang Dikoordinir
(RPIPD, RPJMD dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPIMD
dan RKPD)
5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan | jymiah Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab.
Dokumen Perencanaan Perencanaan Yang Terverifikasi Banjar
P Perangkat Daerah
Biedr::ansgt‘;:a" erangkat Daeral Jumlah Perangkat Daerah 2 Perangkat 2 Perangkat
9 Yang Mendapatkan Asistensi Daerah Daerah
Dalam Penyusunan
Renstra/Renja Bidang SDA
5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Jumlah Laporan Monitoring 4 Laporan 4 Laporan Kab.
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan | gan Evaluasi Penyusunan Banjar
Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Pembangunan Perangkat
Bidang SDA Daerah Bidang SDA
Jumlah Perangkat Daerah Yang 2 Perangkat 2 Perangkat
Mendapatkan Monitoring dan Daerah Daerah
Evaluasi dalam Penyusunan
Renstra/Renja Bidang SDA
501.03.203 Persentase Program, Kegiatan, Sub 100 % 100 % | 5:01.03.2.03.01 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
Koordinasi Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai Penyusunan Dokumen Perencanaan | pembangunan Daerah Bidang Banjar
Perencanaan Bidang | dengan Renstra SKPD Bidang Infrastruktur Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir
Infrastruktur dan dan Kewilayahan Infrastruktur (RPJPD, RPIMD dan Penyusunannya (RPPD. RPIMD
Kewilayahan RKPD) dan RKPD)
5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan | mlah Dokumen Perencanaan 6 Dokumen 6 Dokumen | Kab-
Dokumen Perencanaan Yang Terverifikasi Banjar
Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Asistensi 0 Laporan 0 Laporan
Bidang Infrastruktur Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur
Jumlah Perangkat Daerah yang 3 Perangkat 3 Perangkat
Mendapatkan Asistensi dalam Daerah Daerah
Penyusunan Renstra/Renja
Bidang Infrastruktur
5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Jumlah Laporan Monitoring 4 Laporan 4 Laporan Kab.
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan | gan Evaluasi Penyusunan Banjar
Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Pembangunan Perangkat
Bidang Infrastruktur Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Perangkat Daerah yang 3 Perangkat 3 Perangkat
Mendapatkan Monitoring dan  Daerah Daerah
Evaluasi dalam Penyusunan
Renstra/Renja Bidang
Infrastruktur
5.01.03.2.03.05 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen Perencanaan | pembangunan Daerah Bidang Banjar
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir
Kewilayahan (RPJPD, RPIMD dan Penyusunannya (RPPD. RPIMD
RKPD) dan RKPD)
5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan | jymlah Dokumen Perencanaan 6 Dokumen 6 Dokumen | Kab.
Dokumen Perencanaan Yang Terverifikasi Banjar
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah 3 Perangkat 3 Perangkat
Bidang Kewilayahan yang Mendapatkan Asistensi  Daerah Daerah
dalam Penyusunan
Renstra/Renja Bidang
Kewilayahan
5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Olaporan OLaporan | Kab
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan | pejaksanaan Monitoring dan Banjar
Dokumen Perencanaan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Pembangunan Perangkat Daerah Perencanaan Pembangunan
Bidang Kewilayahan Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan
Jumlah Laporan Monitoring 4 Laporan 4 Laporan
dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah Perangkat Daerah yang 3 Perangkat 3 Perangkat
Mendapatkan Monitoring dan  Daerah Daerah
Evaluasi dalam Penyusunan
Renstra/Renja Bidang
Kewilayahan
5.02 KEUANGAN
5.02.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan 74 Persen 74 Persen | 5:02.01.2.01 Persentase dokumen 100 Persen 100 Persen | 5:02.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 9 Dokumen 9 Dokumen | Semua
PENUNJANG Kinerja Intern (IKKI) Perencanaan, perencanaan, penganggaran Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan dan evaluasi SKPD yang tersusun Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja tepat waktu sesuai dengan Banjar
DAERAH Perangkat Daerah Ketentuan
KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan RKA-SKPD Banjar
5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | DpA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan DPA-SKPD Banjar
5.0201.2.01.06 Koordinasidan | jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 3 Laporan 3 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |kptisar Realisasi Kinerja SKPD dan Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 19 Laporan 19 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjar
50201.202 Persentase Administrasi 100 Persen 100 Persen | 5:0201.2.02.01 Penyediaan Gaji dan | jymlah Orang yang 75 Orang/bulan 75 Orang/bulan | Semua
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat | yang terlaksana sesuai dengan Tunjangan ASN Kab.
Daerah ketentuan Banjar
5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 2 Laporan 2 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 18 Laporan 18 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
50201.2.03 Persentase Administrasi Barang 100 Persen 100 Persen | 5:02.01.2.03.01 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Administrasi Barang | Milik Daerah Pada Perangkat Perencanaan Kebutuhan Barang Milik | Barang Milik Dacrah SKPD Banjar
Milik Daerah pada Daerah yang terlaksana sesuai Daerah SKPD
Perangkat Daerah dengan ketentuan
5.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 4 Laporan 4 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Barang Milik Penyusunan Laporan Barang Milik Banjar
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
5.02.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Barang Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD Banjar
5.02.01.205 Persentase Administrasi 100 Persen 100 Persen | 5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 10 Orang 10 Orang | Semua
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Implementasi Peraturan Perundang- | Bimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Kepegawaian yang terlaksana sesuai dengan Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Perangkat Daerah ketentuan Banjar
50201206 Persentase Administrasi Umum 100 Persen 100 Persen | 5:02.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 12 Paket 12 Paket | Semua
Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah terlaksana sesuai dengan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | yang Disediakan Kab.
ketentuan Banjar
5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jymlah Paket Peralatan dan 12 Paket 12 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 12 Paket 12 Paket | Kab.
Logistik Kantor yang Disediakan Banjar
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket 12 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
5.02.01.2.07 Persentase Pengadaan BMD 100 Persen 100 Persen | 5:02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 49 Unit 49 Unit [ Kab-
Pengadaan Barang Penunjang Urusan Daerah yang Banjar
Milik Daerah
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub Ket.
Hasil Program Keai Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
Penunjang Urusan terlaksana sesuai dengan
Pemerintah Daerah ketentuan
5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 13 Unit 79 Unit | Kab.
dan Prasarana Gedung Kantor atau | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Banjar
Bangunan Lainnya Disediakan
50201208 Persentase Penyediaan Jasa 100 Persen 100 Persen | 5:02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 48 Laporan 48 Laporan | Kab-
diaan Jasa Jjang Urusan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai Listrik Listrik yang Disediakan
Pemerintahan Daerah | dengan ketentuan
5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 13 Laporan 13 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
5.0201.209 Persentase Pemeliharaan BMD 100 Persen 100 Persen | 5-02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang | penunjang Urusan Perangkat Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah Daerah yang terlaksana sesuai dan Pajak dan di Pajaknya
Penunjang Urusan dengan ketentuan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 57 Unit 57 Unit | Kab-
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 131 Unit 131 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Banjar
5.0201.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 2 Unit 3 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
5.02.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 3 Unit 3 Unit | Kab-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | atay Bangunan Lainnya yang Banjar
Prasarana Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
5.02012.09.11 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 2 Unit 2 Unit | Kab.
Pemelinaraan/Rehabilitasi Sarana dan | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Banjar
Prasarana Pendukung Gedung Kantor | Dipelihara/Direhabilitasi
atau Bangunan Lainnya
5.02.02 PROGRAM Persentase capaian Dana 98.00 Persen | 5:02.02.2.01 Persentase tersusunnya 100 Persen 100 Persen | 5:02.02.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen KUA dan PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
PENGELOLAAN Transfer Koordinasi dan Rancangan Peraturan Daerah Penyusunan KUA dan PPAS yang Disusun Banjar
KEUANGAN DAERAH | 1 centase Perangkat Daerah 87,03 persen Zi"y“:y‘;':'agaze(:;a”a (Raperda) Anggaran Pendapatan
Dengan Laporan Keuangan 99 dan Belanja Daerah (APBD) tepat
Kategori Baik waktu
Persentase Perangkat Daerah  98.00 Persen
Dengan Penyerapan Belanja
Daerah Yang Baik
Persentase Perangkat Daerah ~ 90.73 Persen
yang Menyusun Dokumen
Pengganggaran Keuangan
Daerah yang Tertib dan Baik
5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan KUA 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Penyusunan Perubahan KUA dan dan Perubahan PPAS yang Banjar
Perubahan PPAS Disusun
5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Jumlah RKA-SKPD yang 96 Dokumen 96 Dokumen | Kab.
Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | piverifikasi Banjar
5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Jumlah Peraturan Daerah tentang 3 Dokumen 3 Dokumen | Kab.
Penyusunan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Kepala Banjar
tentang APBD dan Peraturan Kepala | Daerah tentang Penjabaran APBD
Daerah tentang Penjabaran APBD
5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Jumlah Peraturan Daerah tentang 3 Dokumen 3 Dokumen | Kab.
Penyusunan Peraturan Daerah Perubahan APBD dan Peraturan Banjar
tentang Perubahan APBD dan Kepala Daerah tentang
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Penjabaran Perubahan APBD
5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Regulasi serta 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan Regulasi serta Kebijakan | Kebijakan Bidang Anggaran Banjar
Bidang Anggaran
5.02.02.2.01.11 Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
Perencanaan Anggaran Belanja Koordinasi Perencanaan Banjar
Daerah Anggaran Belanja Daerah
50202202 Persentase penyelesaian Surat 100 Persen 100 Persen | 5:02.02.2.02.03 Penyiapan, Jumlah Dokumen Hasil 372 Dokumen 372 Dokumen | Kab.
Koordinasi dan Penyediaan Dana (SPD), Surat Pelaksanaan Pengendalian dan Pengendalian dan Banjar
Pengelolaan Persetujuan Pembayaran (SPP) Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Penerbitan Anggaran Kas
Perbendaharaan dan Surat Perintah Membayar dan SPD
Daerah (SPM) yang diajukan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
tepat waktu
5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, | jymlah Dokumen Hasil 277 Dokumen 277 Dokumen | Kab-
Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Koordinasi, Fasilitasi, Banjar
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan | Aistensi, Sinkronisasi,
Dana Perimbangan dan Dana Supervisi, Monitoring, dan
Transfer Lainnya Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Realisasi 72 Laporan 72 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Banjar
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
dan
Pemotongan dan Penyetoran Penyetoran Perhitungan Fihak
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil
Koordinasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
5.02.02.2.02.11 Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti 47 Orang 47 Orang | Kab.
1aan Keuangan Pemerintah Keuangan Banjar
Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota
50202203 Persentase Rancangan Peraturan 100 Persen 100 Persen | 5-02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Jumlah Dokumen Hasil 189 Dokumen 189 Dokumen | Kab.
Koordinasi dan Daerah (Raperda) dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Rekonsiliasi dan Verifikasi Banjar
Pelaksanaan Rancangan Peraturan Bupati Belanja, y Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Akuntansi dan (Raperbup) Pendapatan-LO dan Beban Pendapatan, Belanja,
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program ) Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Sebelum Sesudah egia Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah
Pelaporan Keuangan | pertanggungjawaban Pembiayaan, Pendapatan-
Daerah pelaksanaan Anggaran LO, dan Beban
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang tersusun tepat
waktu dan sesuai dengan
ketentuan
5.02.02.2.03.03 Koordinasi Jumlah Laporan 18 Laporan 18 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Banjar
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan
APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Semesteran
5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan | jymlah Laporan Keuangan SKPD, 2 Laporan 2 Laporan | Kab.
Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan | LD dan Laporan Keuangan Banjar
Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang
Terkonsolidasi
5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Jumlah Rancangan Peraturan 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Banjar
Daerah tentang Per Per
1 APBD Kab ota APBD
dan Rancangan Peraturan Kepala Kabupaten/Kota dan Rancangan
Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang
Per ) Per
APBD Kabupaten/Kota Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan | jymlah Kebijakan dan Panduan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
dan Panduan Teknis Operasional Teknis Operasional Banjar
Penyelenggaraan Akuntansi Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
5.02.02.2.04 Persentase penyelesaian SPP 100 Persen 100 Persen | 5:02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Jumlah Laporan Hasil 100 Laporan 100 Laporan | Kab.
Penunjang Urusan dan SPM yang diajukan oleh PD Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana Darurat dan Banjar
Kewenangan Mendesak
Pengelolaan
Keuangan Daerah
50202205 Persentase penyelesaian SPP 100 Persen 100 Persen | 5:02.02.2.05.02 Implementasi dan Jumlah Dokumen Hasil 54 Dokumen 54 Dokumen | Kab.
Pengelolaan Data dan | spw Belanja Pegawai SKPD Pemeliharaan Sistem Informasi Implementasi dan Banjar
Implementasi Sistem | tepat waktu dan sesuai dengan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan | pemeliharaan Sistem Informasi
Informasi Pemerintah | ketentuan Daerah Pemerintah Daerah Bidang
Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
5.02.03 PROGRAM Persentase Perangkat Daerah 88.88 Persen | 50203201 Persentase pengelolaan Barang 94 Persen 94 Persen | 5:02.03.2.01.01 Penyusunan Standar | jymlah Standar Harga yang 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
PENGELOLAAN Yang Melakukan Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan Harga Disusun Banjar
BARANG MILIK Barang Milik Daerah yang Baik Milik Daerah ketentuan
DAERAH dan Tertib
5.02.03.2.01.03 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik | Barang Milik Daerah Banjar
Daerah
5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Banjar
5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang | jumlah Laporan Hasil Inventarisasi 1 Laporan 1 Laporan | Kab-
Milik Daerah (LHI) Barang Milik Daerah Banjar
5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang | jymlah Laporan Hasil Pengamanan 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Milik Daerah Barang Milik Daerah Banjar
5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik | jymiah Laporan Hasil Penilaian 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Daerah Barang Milik Daerah dan Hasil Banjar
Koordinasi Penilaian Barang Milik
Daerah
5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Pengendalian Pengelolaan Barang dan Pengendalian Pengelolaan Banjar
Milik Daerah Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Jumlah Dokumen Hasil 25 Dokumen 25 Dokumen | Kab-
ggunaan, Banjar
Pemindahtanganan, Pemusnahan, Pemanfaatan,
dan Penghapusan Barang Milik Pemindahtanganan,
Daerah Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah
5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi 1 Laporan 1 Laporan | Kab-
rangka Penyusunan Laporan Barang | dalam rangka Penyusunan Laporan Banjar
Milik Daerah Barang Milik Daerah
5.02.04 PROGRAM Persentase Capaian Pendapatan ~ 96.00 Persen | 5-02.04.2.01 Kegiatan | persentase Capaian Pendapatan 95 Persen 95 Persen | 5:02.04.2.01.01 Perencanaan Jumlah Dokumen Rencana 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
PENGELOLAAN Asli Daerah (PAD) Pengelolaan Asli Daerah (PAD) Pengelolaan Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah Banjar
PENDAPATAN Daerah aiak 4 Persen 4 Persen
DAERAH i Pa
Persentase peningkatan wajib 70 Persen 70 Persen
pajak daerah yang patuh
5.02.04.2.01.02 Analisa dan Jumlah Dokumen Hasil Analis 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab-
Pengembangan Pajak Daerah, serta | pajak Daerah serta Banjar
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | pengembangan Pajak Daerah dan
Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Jumlah Laporan Pelaksanaan 2 Laporan 2 Laporan | Kab-
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Penyuluhan dan Penyebarluasan Banjar
Daerah Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak 1 Unit | Semua
dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Kab/Kota
Daerah
5.02.04.2.01.05 Pendataan dan jumlah objek pajak daerah per 10 Laporan 10 Laporan | Kab.
Pendaftaran Objek Pajak Daerah jenis pajak yang terdata dan Banjar
terdaftar
5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, 4 Laporan 4 Laporan | Kab-
Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Banjar
Data Pajak Daerah Data Pajak Daerah
5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi | jymlah Objek Pajak yang 8300 Dokumen 8300 Dokumen | Kab.
dan Bangunan Perdesaan dan Disesuaikan NJOP nya Banjar
Perkotaan (PBBP2) serta Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak 3 Dokumen 3 Dokumen | Kab-
Pajak Daerah Daerah Banjar
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah
5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Jumlah Layanan dan Konsultasi 11 Layanan 11 Layanan | Kab-
Konsultasi Pajak Daerah Pajak Daerah (11 jenis layan pajak Banjar
daerah)
5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Jumlah Data Pelaporan Pajak 16 Dokumen 16 Dokumen | Kab.
Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Banjar
Daerah Penelitian dan Verifikasi
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Jumlah Dokumen Hasil 11 Dokumen 11 Dokumen | Kab.
Daerah Pelaksanaan Penagihan Pajak Banjar
Daerah
5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Keberatan Pajak Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Banjar
Daerah
5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak | pemeriksaan serta Pengendalian Banjar
Daerah dan Pengawasan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 4 Laporan 4 Laporan | Kab.
Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Pengawasan Pengelolaan Banjar
Daerah dan Retribusi Daerah Retribusi Daerah
5.03 KEPEGAWAIAN
5.03.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan Kinerja 74 Indeks | 503.01.2.01 Persentase Tersusunnya 100 Persen 100 Persen | 5:03.01:2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 5 Dokumen 6 Dokumen | Semua
PENUNJANG Intern Perencanaan, dokumen perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan penganggaran dan evaluasi Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Kinerja perangkat daerah tepat Banjar
DAERAH Perangkat Daerah waktu dan tepat mutu
KABUPATEN/KOTA
5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2 Dokumen | Semua
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan RKA-SKPD Banjar
5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2 Dokumen | Semua
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | ppa_sKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan DPA-SKPD Banjar
5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kineja 12 Laporan 3 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Capaian Kineja | gan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 12 Laporan 17 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjar
503.01.202 persentase Tersusunya laporan 100 Persen 100 Persen | 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan | jumlah Orang yang 47 Orang/bulan 52 Orang/bulan | Semua
Administrasi keuangan BKPSDM Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokumen 50 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujianVerifikasi Keuangan
SKPD
5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 18 Laporan 18 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
503.01.205 Persentase administrasi 100 Persen 100 Persen | 5:03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan | jumlah Orang yang Mengikuti 47 Orang 47 Orang | Kab-
Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Banjar
Kepegawaian Undangan
Perangkat Daerah
5.03.01.2.06 Persentase Terpenuhinya fasilitas 100 Persen 100 Persen | 5-03.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 12 Paket 12 Paket | Semua
Administrasi Umum kebutuhan perkantoran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | yang Disediakan Kab.
Banjar
5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jymiah Paket Peralatan dan 12 Paket 12 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 12 Paket 12 Paket | Kab.
Logistik Kantor yang Disediakan Banjar
5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 1 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 4 Laporan 4 Laporan | Semua
Tamu Tamu Kab/Kota
Kab.
Banjar
5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 4 Laporan 4 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
5.03.01.2.08 Persentase Terpenuhinya 100 Persen 100 Persen | 5:03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab-
diaan Jasa jasa penunjang Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Penunjang Urusan urusan pemerintahan Listrik Listrik yang Disediakan
Pemerintahan Daerah
5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiat Kegiat Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah eglatan Sebelum Sesudah
503.01.209 Persentase Terpeliharanya 100 Persen 100 Persen | 5:03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang | parang milik daerah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah dan Pajak dan dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 11 Unit 11 Unit | Kab-
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 68 Unit 68 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Banjar
5.03.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 8 Unit 25 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelinara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
503.01.2.09.11 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 5 Unit 5 Unit | Kab.
Pemeliaraan/Rehabilitasi Sarana dan | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Banjar
Prasarana Pendukung Gedung Kantor | Dipelihara/Direhabilitasi
atau Bangunan Lainnya
5.03.02 PROGRAM Indeks Profesional ~ 42.10 Indeks 42.10 Indeks | 5-03.022.01 Persentase Penyelesaian 100 Persen 100 Persen | 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana | jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
KEPEGAWAIAN ASN pada dimensi Pengadaan, Pelayanan Kepegawaian bidang Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan | penyusunan Rencana Kebutuhan, Banjar
DAERAH Kualifikasi, Kinerja Pemberhentian dan Pengadaan, pemberhentian dan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | jenis dan Jumlah Jabatan untuk
dan Disiplin Informasi Informasi Kepegawaian Pelaksanaan Pengadaan ASN
Kepegawaian ASN
5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Koordinasi dan Fasilitasi Banjar
Pengadaan PNS dan PPPK
5.03.02.2.01.06 Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil 300 Dokumen 300 Dokumen | Kab.
Pelaksanaan Administrasi kegiatan Koordinasi Banjar
Pemberhentian Pelaksanaan Administrasi
Pemberhentian
5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Jumlah Lembaga Profesi ASN yang 1 Lembaga 1Lembaga | Kab.
Profesi ASN Difasilitasi Banjar
5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Informasi Kepegawaian Pengelolaan Sistem Informasi Banjar
Kepegawaian
5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 7 Dokumen | Kab.
Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian Banjar
5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, 4 Laporan 4 Laporan | Kab.
Informasi dan Sistem Informasi Informasi dan Sistem Informasi Banjar
Kepegawaian Kepegawaian
5.03.02.2.02 Mutasi Peresentase pelayanan 100 Persen 100 Persen | 5:03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi Jumlah Dokumen Hasil 150 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
dan Promosi ASN Administrasi bidang mutasi dan ASN Pelaksanaan Mutasi Jabatan Banjar
promosi tepat waktu Pimpinan Tinggj, Jabatan
Administrasi, Jabatan Pelaksana
dan Mutasi ASN antar Daerah
5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan | jymlah Pengelolaan Kenaikan 850 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Pangkat ASN Pangkat ASN Banjar
5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi | jymiah Dokumen Hasil 50 Dokumen 5 Dokumen | Kab.
ASN Pengelolaan Promosi ASN Banjar
5.03.02.2.03 Persentase Pengembangan 100 Persen 100 Persen | 5:03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas | jymlah ASN yang Meningkat 146 Orang 138 Orang | Kab-
Pengembangan Kompetensi ASN Kinerja ASN Kapasitasnya Banjar
Kompetensi ASN
5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Jumlah Dokumen Pengelolaan 1 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Assessment Center Assessment Center Banjar
5.03.02.2.03.03 Pengeloaan Jumlah Dokumen Hasil 14 Dokumen 14 Dokumen | Kab.
Administrasi Diklat dan Sertifikasi Pengelolaan Administrasi Diklat Banjar
ASN dan Sertifikasi ASN
5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Jumlah ASN yang Mendapatkan 30rang 3 Orang | Kab.
Pendidikan Lanjutan ASN Pendidikan Lanjutan Banjar
5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja | jymlah Dokumen Hasil 6 Dokumen 6 Dokumen | Kab.
Sama Pelaksanaan Diklat Koordinasi dan Kerja Sama Banjar
Pelaksanaan Diklat
5.03.02:2.03.07 Evaluasi Diklat dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat 2 Laporan 2 Laporan | Kab.
Sertifikasi Jabatan ASN dan Sertifikasi Jabatan ASN Banjar
5.03.02.2.03.08 Penyusunan Jumlah ASN yang Mendapatkan 452 Orang 452 Orang | Kab-
Administrasi Diklat dan Sertifikasi Layanan Diklat dan Sertifikasi Banjar
Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional
5.03.02.2.03.12 Sosialisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi 1 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Penyebaran Informasi Jabatan dan Penyebaran Informasi Banjar
Fungsional ASN Jabatan Fungsional ASN
5.03.02:2.03.13 Pembinaan Jabatan Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 100 Orang 104 Orang | Kab.
Fungsional ASN Banjar
5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Jumlah ASN Jabatan Fungsional 100 Orang 100 Orang | Kab.
Pengembangan Karir dalam Jabatan | yang Mendapatkan Layanan Banjar
Fungsional Pengembangan Karir
5.03.02.2.03.15 Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 1 Laporan 1 Laporan | Kab-
Pengembangan Jabatan Fungsional Pengembangan Jabatan Fungsional Banjar
503.02.2.04 Penilaian | persentase penyelesaian 100 Persen 100 Persen | 5:03.02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan | jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
dan Evaluasi Kinerja | pelayanan kepegawaian bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Kebijakan Penilaian Banjar
Aparatur penilaian kinerja aparatur dan Aparatur dan Evaluasi Kinerja Aparatur
penghargaan tepat waktu
5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penilaian dan Evaluasi Kinerja Banjar
Aparatur Aparatur
5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Jumlah ASN yang Diberikan 500 Orang 150 Orang | Kab.
Pemberian Penghargaan bagi Penghargaan Banjar
Pegawai
5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin Jumlah ASN yang Mendapatkan 12 Orang 50 Orang | Kab-
ASN Pembinaan Kedisiplinan Banjar
5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
i Disiplin Disiplin Banjar
ASN ASN
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin | jumiah Dokumen Proses Izin 20 Dokumen 15 Dokumen | Kab-
Perceraian Pegawai Perceraian Pegawai yang Banjar
Dilayani
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02 PROGRAM Indeks Profesional  19.40 Indeks 19.40 Indeks | 5-04.02.2.01 Persentase Pengembangan 100 Persen 100 Persen | 5:04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan | jymiah Kebijakan Teknis dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
PENGEMBANGAN ASN pada dimensi Pengembangan Kompetensi Teknis ASN Teknis dan Rencana Rencana Per Banjar
SUMBER DAYA Kompetensi Kompetensi Teknis Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan | Kompetensi Teknis Umum, Inti,
MANUSIA Pilihan bagi Jabatan Administrasi dan Pilihan bagi Jabatan
Urusan Per
Konkuren, Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Konkuren,
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan | perangkat Daerah Penunjang, dan
Umum Urusan Pemerintahan Umum
yang Disusun
5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Jumlah ASN yang Mengikuti 63 Orang 65 Orang | Kab.
Teknis g gan ; Banjar
Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
5.04.02.2.01.04 Pembinaan, Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Pengoordinasian, Fasilitasi, Pembinaan, Pengoordinasian, Banjar
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan | Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi,
Pengembangan Kompetensi Teknis | an pelaporan Pengembangan
Umum, Inti, dan Pilinan bagi Jabatan | Kompetensi Teknis Umum, Inti,
Administrasi Penyelenggara Urusan | dan Pilihan bagi Jabatan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat | Administrasi Penyelenggara
Daerah Penunjang, dan Urusan Urusan Pemerintahan Konkuren,
Pemerintahan Umum Perangkat Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan Umum
5.04.02.2.02 Sertifikasi, | persentase Pengembangan 100 Persen 100 Persen | 5:04.02.2.02.01 Penyusunan Kebijakan | jumlah Kebijakan Teknis dan 0 Dokumen 0 Dokumen | Kab.
K ), i jerial dan Teknis dan Rencana Sertifikasi Rencana Sertifikasi Kompetens, Banjar
Pengembangan Fungsional i
Kompetensi Tenaga Tenaga
Manajerial dan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sumber Belajar, Kerja Sama,
Fungsional Sama, g \gan i
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan | pimpinan Daerah, Jabatan
Tinggi, Kepemimpinan dan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan
Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | gan Prajabatan,Serta Jabatan
Fungsional yang Disusun
5.04.02.2.02.05 Pelaksanaan Kerja Jumlah Dokumen Pelaksanaan 5 Dokumen 4 Dokumen | Kab.
Sama antar Lembaga Kerja Sama antar Lembaga Banjar
5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 3 Laporan | Kab.
bagi P Banjar
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan | Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
Tinggi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
1, dan Praj ional, i 1, dan
Prajabatan
5.04.02.2.02.08 Pembinaan, Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Pengoordinasian, Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Banjar
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan | pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan | pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi,
Kelembagaan dan Tenaga Pengelolaan Kelembagaan dan
Pengembang Kompetensi, Tenaga Pengembang Kompetensi,
Pengelolaan Sumber Belajar, dan Pengelolaan Sumber Belajar, dan
Kerja Sama, serta Pengembangan Kerja Sama
Kompetensi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan Prajabatan
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02 PROGRAM PERSENTASE INOVASI YANG 100 % 100 % | 5:05.022.01 Penelitian | “persentase Penelitian dan Pengembangan 100 % 100 % | 5:05.022.01.04 Fasilitasi, Pelaksanaan | jymiah Laporan Pelaksanaan 2 Laporan 1 Laporan | Kab.
PENELITIAN DAN DITERAPKAN dan Pengembangan | sesuai Kebutuhan dan Evaluasi Penelitian dan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Banjar
PENGEMBANGAN PERSENTASE PENELITIAN DAN  100% 1009 | Bi92n9 Pengembangan Bidang Aparatur dan | penelitian dan Pengembangan
DAERAH PENGEMBANGAN YANG ;:nmy::;r::g:r:as:n Reformasi Birokrasi Bidang Aparatur dan Reformasi
DITINDAKLANJUTI N Birokrasi
Pengkajian Peraturan
5.05.02.2.01.07 Fasilitasi, Pelaksanaan | jumiah Laporan Hasil Pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
dan Evaluasi Penelitian dan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Banjar
Pengembangan Bidang Penataan Penelitian dan Pengembangan
Kelembagaan Desa Bidang Penataan Kelembagaan Desa
5.05.02.2.02 Penelitian Penelitian dan 100% 100 % | 5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan 4 Laporan 4 Laporan | Kab.
dan Pengembangan | sesuai Kebutuhan 1 dan g gan dan Banjar
Bidang Sosial dan Kebudayaan Kebudayaan
Kependudukan
505.02.2.04 Persentase Pelaksanaan Inovasi Daerah 100% | 5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Pengembangan Prosedur dan Metode Diseminasi Jenis, Prosedur dan Banjar
Inovasi dan Teknologi Penyelenggaraan Pemerintahan Metode Penyelenggaraan
Daerah yang Bersifat Inovatif Pemerintahan Daerah yang Bersifat
Inovatif
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan Kinerja 97 Indeks | 6:01.01.2.01 Jumlah Laporan Kinerja yang 36 Dokumen 36 Dokumen | 6:01.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 13 Dokumen 13 Dokumen | Semua
PENUNJANG Intern (IKKI) Inspektorat Daerah Perencanaan, disusun Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Banjar
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 23 Laporan 23 Laporan | Kab-
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjar
601.01.202 Dokumen Keuangan 15 dokumen 15 dokumen | 6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan | jumiah Orang yang 48 Orang/bulan 48 Orang/bulan | Semua
Administrasi Perangkat Daerah Tepat Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat | Waktu dan Tepat Mutu Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujianVerifikasi keuangan
SKPD
6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 14 Laporan 14 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan

Hal.271



Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
6.01.01.2.03 Dokumen pengelolaan Barang 7 Dokumen 7 Dokumen | 6.01.01.2.03.01 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Administrasi Barang | Milik Daerah yang akuntabel Perencanaan Kebutuhan Barang Milik | Barang Milik Daerah SKPD Banjar
Milik Daerah pada Daerah SKPD
Perangkat Daerah
6.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 6 Laporan 6 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Barang Milik Penyusunan Laporan Barang Milik Banjar
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
601.01.205 Administrasi Kepegawaian Perangkat 100 % 100 % | 6:01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, | jymlah Dokumen Monitoring, 5 Dokumen 5 Dokumen | Kab-
Administrasi Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat dan Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Banjar
Kepegawaian Waktu Pegawai
Perangkat Daerah
6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 47 Orang 47 Orang | Semua
Implementasi Peraturan Perundang- | Bimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Banjar
6.01.01.2.06 Terfasilitasinya penyelenggaraan 100 % 100 % | 6:01.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 12 Paket 12 Paket | Semua
Umum penunjang i perkantoran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | yang Disediakan Kab.
Banjar
6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan | jymlah Paket Peralatan Rumah Tangga 12 Paket 12 Paket | Semua
Rumah Tangga yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 12 Paket 12 Paket | Kab.
Logistik Kantor yang Disediakan Banjar
6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket 12 Paket | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjar
6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen 36 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan Banjar
undangan Perundang-Undangan yang
Disediakan
6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Tamu Kunjungan Tamu Kab/Kota
Kab.
Banjar
6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai 100 % 100 % | 6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0Unit 3 Paket | Kab.
Pengadaan Barang dengan rencana kebutuhan Banjar
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan | jymlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Unit 12 Unit | Semua
dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Banjar
6.01.01.208 Jasa penunjang pelayanan umum kantor 100 % 100 % | 6:01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat | jymiah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab-
Penyediaan Jasa yang terpenuhi Menyurat Surat Menyurat Banjar
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Listrik Listrik yang Disediakan
6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
6.01.01.209 Barang Milik Daerah yang terpelihara 100% 100 % | 6.01.01.209.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang | sesuai dengan rencana kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan dan dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 12 Unit 13 Unit | Kab-
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 66 Unit 66 Unit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Banjar
6.01.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 8 Unit 8 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
6.01.02 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan 74 Indeks 74 Indeks | 6:01.02.2.01 Persentase Desa Yang 100 % 100 % | 6:01.02.201.01 Pengawasan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 20 Laporan 20 Laporan | Kab-
PENYELENGGARAAN | inerja Intern (IKKI) i ikan Penggunaan Pemerintah Daerah Kinerja Pemerintah Daerah Banjar
PENGAWASAN Pengawasan Internal | Aplikasi Keuangan Desa Secara
Menyeluruh
1 Nilai 80% 74%
Perangkat Daerah
Persentase Peningkatan Nilai Kinerja 80% 74%
Utama Perangkat Daerah
Persentase Peningkatan Nilai Pelayanan 80 % 74 %
Publik Perangkat Daerah
6.01.02.2.01.02 Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 30 Laporan 30 Laporan | Kab.
Keuangan Pemerintah Daerah Keuangan Pemerintah Daerah Banjar
6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja | jymlah Laporan Hasil Reviu Laporan 25 Laporan 9 Laporan | Kab.
Kinerja Banjar
6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan 2 Laporan 2 Laporan | Kab.
Keuangan Keuangan Banjar
6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 24 Laporan 24 Laporan | Kab.
Desa Banjar
6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Jumlah Dokumen Hasil 6 Dokumen 6 Dokumen | Kab.
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Banjar
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegintan Kegiatan Kegiatan
Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah
6.01.02.2.02 Persentase Pengaduan Masyarakat Yang 100 % 100 % | 6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan | jumlah Laporan Hasil Pengawasan 30 Laporan 30 Laporan | Kab-
D juti Sesuai SOP Tujuan Tertentu Dengan Tujuan Tertentu Banjar
Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu
6.01.03 PROGRAM Indeks Persepsi 4.25 Indeks 4.25 Indeks | 6.01.03.2.02 Level Kapabilitas APIP 3level 3 Llevel 6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Jumlah Perangkat Daerah 47 perangkat 47 perangkat | Kab.
PERUMUSAN Kualitas Pelayanan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan yang Dilakukan daerah daerah Banjar
KEBIJAKAN, APIP Asistensi Daerah Pendampingan dan
PENDAMPINGAN Asistensi Urusan
DAN ASISTENS! Pemerintahan Daerah
6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Jumlah Perangkat Daerah 47 perangkat 10 perangkat | Kab.
Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian yang Dilakukan daerah daerah Banjar
Reformasi Birokrasi Pendampingan, Asistensi,
Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi
6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Jumlah Kegiatan Koordinasi, 12 Kegiatan 12 Kegiatan | Kab.
Monitoring dan Evaluasi serta Monitoring dan Evaluasi serta Banjar
Verifikasi Pencegahan dan Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi
6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Jumlah Perangkat Daerah 47 perangkat 47 perangkat | Kab-
Asistensi dan Verifikasi Penegakan yang Dilakukan daerah daerah Banjar
Integritas Pendampingan, Asistensi
dan Verifikasi Penegakan
Integritas
7.01 KECAMATAN
7.01.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan 74,00 74,00 7.01.01.2.01 Indeks Kepuasan Masyarakat 85 Indek 85 Indek 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen 0 Dokumen | Semua
PENUNJANG Kinerja Intern (IKKI) Perencanaan, (IKM) Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Kecamatan Aranio Penganggaran, dan | ;1 okumen Perencanaan 6 Dokumen | 021" Jumiah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 6 Dokumen | K2
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Banjar
Indeks Kepatuhan dan 7400 74,0 Perangkat Daerah Perangkat Daerah
DAERAH . Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA Kinerja Intern (IKKI) Jumlah Dokumen Perencanaan 34 Buah 34 Buah Jumlah Dokumen Perencanaan 6 Dokumen 6 Dokumen
Kecamatan Astambul Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah
Indeks Kepatuhan dan 7400 74,00 tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan 10 Dokumen 10 Dokumen
Kinerja Intern (IKKI) Persentase Dokumen 100 persen 100 persen Perangkat Daerah
Kecamatan Beruntun
8 9 Perencanaan,penganggaran,dan Jumlah Dokumen Perencanaan 12 Dokumen 12 Dokumen
aru evaluasi kinerja perangkat Perangkat Daerah
Indeks Kepatuhan dan 7400 74,00 daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan 13 Dokumen 13 Dokumen
Kinerja Intern (IKK]) Persentase Dokumen 100 Persen 100 Persen perangkat Daerah
Kecamatan Cintapuri 9
P! Perencanaan Penganggaran Jumlah Dok » 20 Dok 20 Dok
Darussalam dan Evaluasi SKPD Pum a ! :;Dumenh erencanaan okumen 20 Dokumen
erangkat Daera
Indeks Kepatuhan dan 7400 74,00 Persentase Dokumen 100%  100% ¢
Kinerja Intern (IKKI) Perencanaan, Penganggaran
Kecamatan Gambut dan Evaluasi SKPD
Indeks Kepatuhan dan 7400 74,00 Persentase Dokumen 100 persen 100 persen
Kinerja Intern (IKKI) Perencanaan, Penganggaran
Kecamatan Karang dan Evaluasi SKPD
Intan
Persentase Dokumen 100 Persen 100 Persen
Indeks Kepatuhan dan 74 Nilai 74 Nilai Perencanaan, Penganggaran
Kinerja Intern (IKKI) dan Evaluasi SKPD
Kecamatan Martapura
Persentase Dokumen 100 100
Indeks Kepatuhan dan 7400 74,00 Perencanaan Pengganggaran
Kinerja Intern (IKKI) dan Evaluasi SKPD
Kecamatan Martapura
Barat Persentase Dokumen 100 %
Perencanaan Pengganggaran
Indeks Kepatuhan dan 7400 74,00 dan Evaluasi SKPD
Kinerja Intern (IKKI)
K Persentase Dokumen 100 persen 100 persen
ecamatan Martapura
N Perencanaan Pengganggaran
Timur
dan Evaluasi SKPD
Indeks Kepatuhan dan 7400 74,00
: Persentase Dokumen 100 Persen 100 Persen
Kinerja Intern (IKKI) A N
Kecamatan Mataraman erencanaan Pengganggaran
dan Evaluasi SKPD
Indeks Kepatuhan dan 7400 74,00 ah sub kegiatan 100 -
Kinerja Intern (IKK) Persentase Jumlah sub kegiatan persen 100 persen
Kecamatan Paramasan perencanaan, penganggaran,
) dan evaluai kinerja perangkat
Indeks Kepatuhan dan 74 indeks yang tersusun
Kinerja Intern (IKKI)
Persentase Perencanaan, 100%  100%
Kecamatan Sambung p i
Makmur Penganggaran, dan Evaluasi
SKPD
Indeks Kepatuhan dan 7400 74,00 }
pi Persentasi Terpenuhinya 100 Persen 100 Persen
inerja Intern (IKKI) " )
Penunjang Urusan Pemerintah
Kecamatan Simpang
Daerah
Empat
Indeks Kepatuhan dan 74 Persen 74 Persen
Kinerja Intern (IKKI)
Kecamatan Sungai
Pinang
Indeks Kepatuhan dan 7400 74,00
Kinerja Intern (IKKI)
Kecamatan Sungai
Tabuk
Indeks Kepatuhan dan 74,00 74,00
Kinerja Intern (IKKI)
Kecamatan Tatah
Makmur
Indeks Kepatuhan dan 7400 74,00
Kinerja Intern (IKKI)
Kecamatan Telaga
Bauntung
Indeks kepatuhan dan 74 Nilai 74 Nilai
kinerja intern
Kecamatangan
Perangkat Daerah
Indeks Kepatuhan dan 72 indeks 72 indeks
Kinerja Intern
Kecamatan Sambung
Makmur
ndeks Kepatuhan dan 74 persen 74 persen
Kinerja Intern (IKKI)
Kecamatan Kertak
Hanyar
Penyusunan Dokumen 6 Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab-
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua
Penyusunan Dokumen Perubahan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kab.
B:
Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen 0 Dokumen | 2"
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
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No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran

Target Capaian

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Target Capaian

Kegiatan

Sebelum Sesudah

Lokasi
Sub Ket.
Kegiatan

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 1 dokumen 1 dokumen
RKA-SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen 1 Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA-SKPD

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 0 Dokumen 0 Dokumen
Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Kab.
Banjar

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen

Perubahan DPA-SKPD

Semua
Kab/Kota
Kab.
Banjar

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

2 Laporan 2 Laporan

3Laporan 3 Laporan

4laporan 4 Laporan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

22 Laporan 22 Laporan

23 Laporan 23 Laporan

Kab,
Banjar

7.01.01.201.07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Evaluasi 22 Dokumen 22 Dokumen

Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

0laporan 0 Laporan

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

2Laporan 2 Laporan

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

6 Laporan 6 Laporan

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

21 Laporan 21 Laporan

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

22 Laporan 22 Laporan

Kab,
Banjar

7.01.01.2.02
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Jumlah Dokumen DPA -
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA - SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah orang yang
menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
Persentase administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Persentase Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Persentase Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Persentase Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Persentase Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

85 Indek

1 Laporan

1 Laporan

12 Bulan

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 Persen

85 Indek

1 Laporan

1 Laporan

12 Bulan

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 Persen

dministrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Persentase Dokumen
Perencanaan
Pengganggaran dan
Evaluasi SKPD
Persentase Jumlah Sub
Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah yang terlaksana
Persentase Jumlah Sub
Kegiatan Administrasi

100

100 Persen

100 persen

100 Persen

100

100 Persen

100 persen

100 Persen

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

0Orang/bulan 0 Orang/bulan

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

0 Orang/bulan 11 Orang/bulan

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

11 Orang/bulan 11 Orang/bulan

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

12 Orang/bulan 12 Orang/bulan

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

13 Orang/bulan 13 Orang/bulan

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

16 Orang/bulan 13 Orang/bulan

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

0 Orang/bulan 14 Orang/bulan

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

14 Orang/bulan 14 Orang/bulan

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

15 Orang/bulan 14 Orang/bulan

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

15 Orang/bulan 15 Orang/bulan

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

17 Orang/bulan 17 Orang/bulan

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

18 Orang/bulan 18 Orang/bulan

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

21 Orang/bulan 21 Orang/bulan

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

31 Orang/bulan 31 Orang/bulan

Semua
Kab/Kota
Kab.
Banjar
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Keui Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
Keuangan Perangkat Jumlah Orang yang 35 Orang/bulan 35 Orang/bulan
Daerah yang Terlaksana Menerima Gaji dan
Persentase Keuangan 100 Persen 100 Persen Tunjangan ASN
Perangkat Daerah Jumlah Orang yang 84 Orang/bulan 84 Orang/bulan
Terpenuhinya 100 Persen 100 Persen Menerima Gaji dan
Administrasi Keuangan Tunjangan ASN
SKPD Jumlah Orang yang 140 Orang/bulan 140 Orang/bulan
Terpenuhinya Persentase 100 Persen 100 Persen Merjenma Gaji dan
Administrasi Keuangan Tunjangan ASN
Perangkat Daerah Terbayarnya Gaji ASN 14 Bulan 14 Bulan
dan Tambahan
Penghasilan
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen | Kab.
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Banjar
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Jumlah Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Jumlah Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Jumlah Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Jumiah Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
penatausahaan dan verifikasi
keuangan SKPD
Terlaksananya Penatausahaan 4 dokumen 4 dokumen
dan PengujianVerifikasi
Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 laporan 1 laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Tahun SKPD Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 2 Laporan
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 dokumen 1 dokumen
Tahun SKPD yang tersusun
Tersedianya Laporan Keuangan 1 laporan 1 laporan
Akhir Tahun SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
7.01.01.2.03 Indeks Kepuasan 85 Indek 85 Indek 7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Jumlah Dokumen Monitoring 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Administrasi Barang | asyarakat (IKM) Penyusunan Laporan Barang Milik evaluasi, dan penilaian kinerja Banjar
Milik D: h Dx h KPD i
-, :::E‘Da::: Jumlah Administrasi 100 Persen 100 Persen aerah pada S pegawai
9 Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 5 laporan 5 laporan
Jumlah Laporan 4laporan 4 laporan Penyusunan Laporan Barang Milik
Penatausahaan Barang Daerah pada SKPD
Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 1 Laporan 1 Laporan
Jumlah Laporan 1laporan 1 Laporan Penyusunan Laporan Barang Milik
Rekonsiliasi dan Daerah pada SKPD
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 2 Laporan 2 Laporan
Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik
pada SKPD Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan 4 laporan 4 laporan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 4 Laporan 4 Laporan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik
Penyusunan Laporan Daerah pada SKPD
Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 5 Laporan 5 Laporan
pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik
Persentase Administrasi 100 Persen 100 Persen Daerah pada SKPD
Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah
Persentase Administrasi 100 persen 100 persen
Barang Milik Daerah
pada perangkat daerah
yang tersusun
Persentase Dokumen 100 100
Perencanaan
Pengganggaran dan
Evaluasi SKPD
Persentase Dokumen 100 Persen 100 Persen
Perencanaan
Pengganggaran dan
Evaluasi SKPD
Persentase Jumlah 100 persen 100 persen
Laporan Administrai
Milik Daerah Pada
Perangkat yang tersusun
Persentase Jumlah Sub 100 persen 100 persen
Kegiatan Administrasi
Barang milik Daerah
pada Perangkat Daerah
yang Tersusun
Persentase Jumlah Sub 100 Persen 100 Persen
Kegiatan Administrasi
Barang milik Daerah
pada Perangkat Daerah
yang Tersusun
Persentase Jumlah Sub 100 persen 100 persen

Kegiatan Administrasi

Barang Milik daerah
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Kegi Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
pada Perangkat Daerah
Yang Tersusun
Persentase Jumlah Sub 100 Persen 100 Persen
Kegiatan Administrasi
Barang Milik daerah
pada Perangkat Daerah
Yang Tersusun
Persentase Jumlah Sub 100 Persentase 100 Persentase
Kegiatan Administrasi
Barang Milik daerah
pada Perangkat Daerah
Yang Tersusun
Persentase Jumlah Sub 100 Persen 100 Persen
Kegiatan Administrasi
Barang Milik Daerah
Pada Perangkat Daerah
Yang Tersusun
Persentase jumlah sub 100 persen 100 persen
kegiatan Administrasi
BMD pada perangkat
daerah yang tersusun
umlah Laporan Tlaporan 1 Laporan
Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan  1laporan 1 laporan | Kab
Barang Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD Banjar
Jumlah Laporan Penatausahaan 0 Laporan 0 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Penatausahaan 1 Laporan 1 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Penatausahaan 2 Laporan 2 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Penatausahaan 4 Laporan 4 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Penatausahaan 10 Laporan 10 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Penatausahaan 12 Laporan 12 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Penatausahaan 15 Laporan 15 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.205 Indeks Kepatuhan dan Kinerja 100 persen 100 persen | 7:01.01.205.05 Monitoring, Evaluasi. | jumlah Dokumen Monitoring, 1 dokumen 1 dokumen | Kab.
Administrasi Intern (IKKI) Kecamatan Kertak dan Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Banjar
Kepegawaian Hanyar Pegawai
Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat 85 Indek 85 Indek Jumlah Dokumen Monitoring, 0 Dokumen 0 Dokumen
(IKM) Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Jumlah Dokumen Monitoring 1 Dokumen 1 Dokumen Pegawai
Evaluasi dan Penilaian Kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen 1 Dokumen
Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Jumlah Dokumen Monitoring, 2 Dokumen 2 Dokumen Pegawai
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, 2 Dokumen 2 Dokumen
Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Persentase Administrasi 100 Persen 100 Persen Pegawai
Kepegawaian Perangkat Jumlah Dokumen Monitoring, 3 Dokumen 3 Dokumen
Daerah Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Persentase Administrasi 100 Pe 100 Pe Pegawai
Kepegawaian yang terpenuhi
Persentase Administrasi 100 persen 100 persen
Kepegawaian yang terpenuhi
Persentase Administrasi 100 Persen 100 Persen
Kepegawaian yang terpenuhi
Persentase Administrasi 100 persen 100 persen
Kepegawaian yang Terpenuhi
Persentase Administrasi 100 Persen 100 Persen
Kepegawaian yang Terpenuhi
Persentase Administrasi 100 Persen 100 Persen
Kepegawaian Yang Terpenuhi
Persentase Adminstrasi 100 persen 100 persen
Kepegawaian yang terpenuhi
Persentase Jumlah sub 100 persen 100 persen
kegiatan administrasi
kepegawaian perangkat daerah
yang terlaksana
Persentase Jumlah Sub 100 Persen 100 Persen
Kegiatan Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah yang Terlaksana
Pesentasi dokumen 100%  100%
perencanaan penganggaran
Terpenuhinya Administrasi 100 Persen 100 Persen
Kepegawaian SKPD
7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 1 0rang 10rang | Semua
Implementasi Peraturan Perundang- Bimbingan Teknis Implementasi Kab/Kota
Undangan Peraturan Perundang-Undangan Kab.
Jumlah Orang yang Mengikuti 2 Orang 2 Orang | 3V
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang Mengikuti 5 Orang 5 Orang
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
7.01.01.206 Indeks Kepuasan 85 Indek 85 Indek 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 5Paket 5Paket | Semua
Administrasi Umum Masyarakat (IKM) Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab/Kota
P kat D h Listrik/Pe B: K Kab.
erangkat Daera Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen istrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan B::‘ar
Monitoring, Evaluasi, Jumlah Paket Komponen Instalasi 0 Paket 0 Paket Y
dan Penilaian Kinerja Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pegawai yang Disediakan
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 1 Paket
Penyediaan Jasa Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peralatan dan yang Disediakan
Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi 2Paket 2 Paket
yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Paket Komponen Instalasi 3Paket 3 Paket
Koordinasi dan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Konsultasi SKPD yang Disediakan
Jumlah Paket Bahan 25 Paket 25 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi 4Paket 4 Paket
Logistik Kantor yang Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Disediakan yang Disediakan
Jumlah Paket Barang 3 Paket 3 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi 5 Paket 4 Paket
Cetakan dan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penggandaan yang yang Disediakan
Disediakan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program ) Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiat Kegiat Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
Jumlah Paket Komponen 5 Paket S Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi S Paket 5 Paket
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Listrik/Penerangan yang Disediakan
Bangunan Kantor yang Tersedianya Komponen Instalasi 12 Bulan 12 Bulan
Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 1 Paket
dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 1 Paket
Rumah Tangga yang
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan 10 Paket 10 Paket
Rumah Tangga yang
Disediakan
Penyediaan Rapat 12 Bulan 12 Bulan
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Persentase administrasi 100 Persen 100 Persen
umum perangkat daerah
Persentase Administrasi 100 persen 100 persen
Umum Perangkat
Daerah
Persentase Administrasi 100 Persen 100 Persen
Umum Perangkat
Daerah
Persentase Administrasi 100 Persentase 100 Persentase
Umum Perangkat
Daerah
Persentase Dokumen 100 Persen 100 Persen
Perencanaan
Pengganggaran dan
Evaluasi SKPD
Persentase Jumlah sub 100 persen 100 persen
kegiatan administrasi
Umum perangkat
daerah yang terlaksana
Persentase Jumlah Sub 100 Persen 100 Persen
kegiatan Administrasi
Umum Perangkat yang
Terlaksana
Persentasi dokumen 100 % 100 %
perencanaan
penganggaran dan
evalusi SKPD
Terpenuhinya 100 Persen 100 Persen
Administrasi Kecamatan
Terpenuhinya Persentase 100 Persen 100 Persen
Administrasi Umum
Perangkat Dae
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jymiah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 1 Laporan | Semua
dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
yang Disediakan Kab.
Jumlah Paket Peralatan dan OPaket OPaket | P
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan 1Paket 1 Paket
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan 2Paket 2 Paket
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan 4Paket 4 Paket
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan 10 Paket 4 Paket
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan 5Paket 5 Paket
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan 11Paket 11 Paket
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan 25 Paket 25 Paket
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan 35 Paket 35 Paket
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan 45 Paket 45 Paket
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan | jymlah Paket Peralatan Rumah Tangga 10 paket 10 paket | Semua
Rumah Tangga yang Disediakan Kab/Kota
Kab.
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga O Paket 0 Paket B:n.ar
yang Disediakan v
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 1 Paket
yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 2 Paket 2 Paket
yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 7 Paket 4 Paket
yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 6 Paket 6 Paket
yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 7 Paket 7 Paket
yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 10 Paket 10 Paket
yang Disediakan
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 22 paket 22 paket | Kab.
Logistik Kantor yang Disediakan Banjar
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 0 Paket 0 Paket
yang Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket 1 Paket
yang Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 2 Paket 2 Paket
yang Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 4 Paket 4 Paket
yang Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 25 Paket 4 Paket
yang Disediakan
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No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran
Kegiatan

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub

Target Capaian

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Lokasi
Sub Ket.
Kegiatan

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor

yang Disediakan

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor

yang Disediakan

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor

yang Disediakan

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

22 Paket 22 Paket

23 Paket 23 Paket

25 Paket 25 Paket

12 Bulan 12 Bulan

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan

Terlaksananya Pencetakan dan 12 Bulan

Penggandaan Rutin

Terlaksananya Pencetakan
Laporan SKPD Kecamatan

0 Paket

1 Paket

2 Paket

3 Paket

4 paket

2 Paket

5 Paket

12 Paket

0 Paket

1 Paket

2 Paket

3 Paket

4 paket

4 Paket

5 Paket

12 Paket

12 Bulan

15 Dokumen 15 Dokumen

Kab.
Banjar

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan

Tamu

Jumlah Kunjungan Tamu yang
Terfasilitasi

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

100 Orang 100 Orang

0Laporan 0 Laporan

1 Laporan 1 Laporan

4laporan 4 Laporan

1 Laporan 12 Laporan

12 Laporan 12 Laporan

50 laporan 50 laporan

50 Laporan 50 Laporan

50 Orang 50 Orang

Semua
Kab/Kota
Kab.
Banjar

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
DPRD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD.

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

JumlahLaporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah laporan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya Rapat Kordinasi dan 12 Bulan

Konsultasi dalam daerah/keluar
daerah SKPD

1 Laporan 1 Laporan

2 Laporan 2 Laporan

1 Laporan 1 Laporan

2 Laporan 2 Laporan

3Laporan 3 Laporan

2 Laporan 4 Laporan

4laporan 4 Laporan

12 Laporan 12 Laporan

12 laporan 12 laporan

1 Laporan 1 Laporan

12 Bulan

Semua
Kab/Kota
Kab,
Banjar

70101207
Pengadaan Barang
Milik Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)

Jumlah Paket Mebel

yang Disediakan

Jumlah Unit Peralatan

85 Indek 85 Indek

1 Unit 1 Unit

1 Unit 1 Unit

dan Mesin Lainnya yang

Disediakan

Jumlah Unit Peralatan

4 Unit 4 Unit

dan Mesin Lainnya yang

Disediakan

Kelengkapan Jaringan 1 SET 1 SET

Internet dan CCTV
Pengadaan Mebel

Persenatse Jumlah Sub

1 Unit
100 Persen

1 Unit
100 Persen

Kegiatan Pengadaan
BMD Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Yang

Terlaksana

Persentase Barang Milik 100 Persen

Daerah Penunjang

100 Persen

Utusan Pemerintahan

Daerah

Persentase Dokumen

Perencanaan

100 Persen 100 Persen

7.01.01.2.07.02 Pengadaan

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan yang Disediakan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan yang Disediakan

0 Unit 1 Unit

1 Unit 1 Unit

Semua
Kab/Kota
Kab.
Banjar
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program ) Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Keai Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
Pengganggaran dan
Evaluasi SKPD
Persentase Jumlah sub 100 persen 100 persen
kegiatan barang milik
daerah penunjang
urusan pemerintah
daerah yang terlaksana
persentase pengadaan 100 persen 100 persen
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Daerah
Persentase Pengadaan 100 persen 100 persen
BDM Penunjang Urusan
Daerah
Persentase Pengadaan 100 Persen 100 Persen
BDM Penunjang Urusan
Daerah
g 100 100
BDM Penunjang Urusan
Daerah
Persentase Pengadaan 100 Persen 100 Persen
BMD Penunjang Urusan
daerah
Persentase Pengadaan 100 persen 100 persen
BMD Penunjang Urusan
Daerah
Persentase Pengadaan 100 Persen 100 Persen
BMD Penunjang Urusan
Daerah
persentasi dokumen 100 % 100 %
perencanaan
penganggaran dan
evaluasi SKPD
Tersedianya Barang 100 Persen 100 Persen
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit [ Kab-
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan ~ 1Unit 1Unit | 222"
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Paket 4 Paket
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 5 Unit
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan | mlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 0 Unit 0 Unit | Semua
dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab/Kota
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit 1 Unit ;::ar
yang Disediakan v
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit 2 Unit
yang Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Unit 2 Unit
yang Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 3 unit 3 unit
yang Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 3 Unit
yang Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit 4 Unit
yang Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 4 Unit
yang Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 4 Unit 4 Unit
yang Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 7 Unit 7 Unit
yang Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 10 Unit 12 Unit
yang Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 20 Unit 20 Unit
yang Disediakan
7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 1 Unit 1 Unit | Kab.
dan Prasarana Gedung Kantor atau | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Banjar
Bangunan Lainnya Disediakan
7.01.01.2.08 Indeks Kepuasan 85 Indek 85 Indek 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat | jumiah laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 1Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Masyarakat (IKM) Menyurat Surat Menyurat Banjar
P
enunjang Urusan Jumlah Laporan 12 laporan 12 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 laporan 12 laporan
Pemerintahan Daerah h
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan 0 Laporan
Daya Air dan Listrik yang Surat Menyurat
Disediakan )
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 1 Laporan
Jumlah Laporan 1laporan 1 Laporan Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Jumlah L penyedioan ) N aL
Pelayanan Urmum Kantor umlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan 2 Laporan
Surat Menyurat
yang Disediakan
Jurnlah Persentase Sub 100 persen 100 persen Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 10 Laporan 10 Laporan
X " Surat Menyurat
Kegiatan Penyedia Jasa
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Bulan 12 Bulan
Pemerintah Daerah yang Surat Menyurat
tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan
Jumlah Unit Peralatan 1 Unit 1 Unit Surat Menyurat
dan Mesin Lainnya yang Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 1 Unit 1 Unit
Disediakan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 12 Bulan
Komunikasi Sumberdaya
Air dan Listrik
Persentase Administrasi 100 Persen 100 Persen
Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase Jasa 100 persen 100 persen
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Persentase Jasa 100 Persen 100 Persen
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Persentase jasa 100 persen 100 persen
penunjang urusan
pemerintah daerah
Persentase Jasa 100 persen 100 persen
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Persentase Jasa 100 Persen 100 Persen
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Persentase Jasa 100 Persentase 100 Persentase
Penunjang Urusan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegi Keqi Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
Pemerintah Daerah
Persentase Jumlah Sub 100 Persen 100 Persen
Kegiatan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
yang Tersedia
Persentasi dokumen 100 % 100 %
perencanaan
penganggaran dan
evaluasi SKPD
Tersedianya Jasa 100 Persen 100 Persen
Penunjang Pemerintah
Daerah
umlah Laporan 10 Laporan 10 Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
umlah Laporan 1laporan 1 Laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 laporan 12 laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Listrik Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan 0 Laporan
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 1 Laporan
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan 2 Laporan
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3 Laporan 3 Laporan
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 11 Unit 11 Unit
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Bulan 12 Bulan
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
Tersedianya Jasa Komunikasi 12Bulan 12 Bulan
Listrik, Air Bersih dan Internet
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | peralatan dan Perlengkapan Banjar
Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Pelayanan Umum 12Bulan  12Bulan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Kantor dan Tenaga Kontrak yang Kab/Kota
terbayar Kab.
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 7 laporan 7 laporan | 24"
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 1 Laporan
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 7 Laporan 7 Laporan
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 8 Laporan 8 Laporan
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 10 Laporan 10 Laporan
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 10 Laporan 12 Laporan
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 13 Laporan 13 Laporan
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 36 Laporan 36 Laporan
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
jumlah pelayanan umum kantor 12 Bulan 12 Bulan
yang terpenuhi
7.01.01.209 Indeks Kepuasan 85 Indek 85 Indek 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 2 Unit 2 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang | Masyarakat (IKM) Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
i ) ? 2
Milik Daerah Jumlah Gedung Kantor 1 Unit 1 Unit dan Pajak ' dan d Pajaknya
Penunjang Urusan ) Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan :
dan Bangunan Lainnya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 3 Unit 3 Unit
Pemerintahan Daerah ° ]
yang Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara
Dipelihara/Direhabilitasi dan dibayarkan Pajaknya
Jumlah Kendaraan Dinas 6 Unit 6 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 9 Unit 9 Unit
Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara
Lapangan yang dan dibayarkan Pajaknya
Dipelihara dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 12 Unit 12 Unit
dibayarkan Pajak dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara
Perizinannya dan dibayarkan Pajaknya
Jumlah Kendaraan 12 Unit 12 Unit
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajaknya
Jumlah Peralatan dan 1 Unit 1 Unit
Mesin Lainnya yang
Dipelihara
Jumlah Peralatan dan 4 Unit 4 Unit
Mesin Lainnya yang
Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan 4 Jenis 4 Jenis
dan Mesin Lainnya
Persenatse Jumlah Sub 100 Persen 100 Persen
Kegiatan Pengadaan
BMD Penunjang Urusan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program ) Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian s!.b Ket.
Hasil Program Kegiat Kegiat: Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
Pemerintah Daerah Yang
Terlaksana
Persentase Barang Milik 100 Persen 100 Persen
Daerah dengan Kondisi
Baik
Persentase Barang Milik 100 persen 100 persen
Daerah yang terpelihara
sesuai dengan rencana
kebutuhan
Persentase Dokumen 100 Persen 100 Persen
Perencanaan
Pengganggaran dan
Evaluasi SKPD
Persentase Jasa 100 Persen 100 Persen
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Persentase Jumlah sub 100 persen 100 persen
kegiatan Pemeliharaan
milik daerah penunjang
urusan pemerintah
daerah yang terlaksana
Persentase Pemeliharaan 100 Persen 100 Persen
BMD Penunjang urusan
perangkat daerah
Persentase Pemeliharaan 100 persen 100 persen
BMD Penunjang Urusan
Perangkat daerah
Persentase Pemeliharaan 100 Persen 100 Persen
BMD Penunjang Urusan
Perangkat daerah
Persentase Pemeliharaan 100 persen 100 persen
BMD Penunjang Urusan
Perangkat Daerah
Persentase Pemeliharaan 100 Persen 100 Persen
BMD Penunjang Urusan
Perangkat Daerah
Persentase Pemeliharaan 100 Persentase 100 Persentase
BMD Penunjang Urusan
Perangkat Daerah
Persentase Pemeliharaan 100 persen 100 persen
BMD Penunjang Urusan
Perangkat darah
Persentase Pemeliharaan 100 Persen 100 Persen
BMD Penunjang Urusan
Perangkat darah
Persentasi dokumen 100 % 100 %
perencanaan
penganggaran dan
evaluasi SKPD
umlah Gedung Kantor 1 Unit 1 Unit
dan Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 4 Unit 4 Unit | Kab.
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
O i | atau L:
perasional atau Lapangan Jumiah Kendaraan Dinas Operasional atau 6 Unit 6 Unit
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 7 Unit 7 Unit
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 8 Unit 8 Unit
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 9 Unit 9 Unit
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 11 Unit 11 Unit
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 12 unit 12 unit
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 10 Unit 10 Unit
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajaknya
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 0 Unit 0 Unit Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Banjar
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit 1 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 3 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 4 Unit 4 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 5Unit 5 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 6 Unit 6 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 8 Unit 8 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 10 Unit 10 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 12 Unit 12 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 13 Unit 13 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 17 Unit 17 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 20 Unit 20 Unit
yang Dipelihara
Terpeliharaanya Peralatan dan Mesin 12 Bulan 12 Bulan
Lainnya
7.01.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 0 Unit 0 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelinara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 Unit 1 Unit
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 2Unit 2 Unit
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 3 Buah 3 Buah
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Target Capaian

Hasil Program
Sebelum

Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran

Target Capaian

Kegiatan Sebelum

Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Target Capaian

Kegiatan

Sebelum Sesudah

Lokasi
Sub
Kegiatan

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 3 unit 3 unit
Lainnya yang Dipelinara/Direhabilitasi
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya yang Dipelinara/Direhabilitasi

3 Unit 3 Unit

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 4Unit 4 Unit

Lainnya yang Dipelinara/Direhabilitasi

7.01.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 0 Unit 0 Unit
Kantor atau Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 1 Unit 1 Unit
Kantor atau Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi
Terpeliharaanya 12 Bulan 12 Bulan

Perlengkapan/Peralatan Gedung

Kab.
Banjar

7.01.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Persentase Fasilitasi Kewenangan 100
Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial dan
Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

Persentase Fasilitasi Kewenangan 100 %
Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial dan

Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

100

100 %

7.01.022.01
Koordinasi

Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi 100 Persen 100 Persen

yang terfasilitasi

Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Fasilitasi 9
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial dan
Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana

100 Persen 100 Persen

7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait

2 Laporan 2 Laporan

Kab.
Banjar

7.01.02.2.01.02 Peningkatan
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Jumlah Dokumen Peningkatan 1 Dokumen 1 Dokumen
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan

di Tingkat Kecamatan

Kab.
Banjar

7.01.02.2.02

Indeks Kepuasan 85 Indek

Urusan Pemerintahan
yang Tidak
Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat
Daerah yang Ada di
Kecamatan

Tatah Makmur

Jumlah laporan fasilitasi 100 Persen
pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat di
wilayah kecamatan
Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

3 Laporan

Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

1 Laporan

Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

2 Laporan

Persentase Fasilitasi
Kewenangan Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan
Sosial dan Kebencanaan
Kecamatan Yang
Terlaksana

100 persen

Persentase Jumlah Sub
Kegiatan

100 persen

Persentase Pelaksanaan
PATEN yang
dilaksanakan

100 persen

Persentase 100 Persen
penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang

tidak dilaksanakan oleh

unit kerja perangkat

daerah yang ada

dikecamatan

Persentase 100 %
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang
tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat
Daerah yang ada di
Kecamatan

Persentase
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang
tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat
Daerah yang ada di
Kecamatan

100 persen

Persentase 100 Persen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang

tidak Dilaksanakan oleh

Unit Kerja Perangkat

Daerah yang ada di

Kecamatan

Persentase 100 Persentase
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang
tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat
Daerah yang ada di
Kecamatan

Persentase
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang
Tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat
Daerah yang Ada di
Kecamatan

100 Persen

Persentasi dokumen 100 %
perencanaan
penganggaran dan

evaluasi SKPD

umlah Laporan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

3 laporan

85 Indek

100 Persen

3 Laporan

1 Laporan

2 Laporan

100 persen

100 persen

100 persen

100 Persen

100 %

100 persen

100 Persen

100 Persentase

100 Persen

100 %

3 laporan

7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan
Pelayanan kepada Masyarakat di
Kecamatan

Jumlah Dokumen Perencanaan 10 Dokumen 10 Dokumen
Kegiatan Pelayanan kepada
Masyarakat di Kecamatan

Kab.
Banjar

7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan
Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 2 Laporan 2 Laporan
Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal di Wilayah Kecamatan

Kab.
Banjar

Hal.282



Program Kegiatan 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Jumlah Lap&iah KegiagRetan 6Laporan 6 Laporan | Kab
Efektifita Petayarra Trektiftas " PeTayanan Bamyar
Indikator Kinerja Indikator Kinerja kepada Masyarakat di Wilayah kepada JW\”@{% Kinerja .
No N . N Kecamatan . Kecamatan N Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Kolaean Sub. Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program ! JumiahEELTE P Kegiatan
Sebelum Sesudah Kegiatan Sebelum Sesudah fekt$i3 ¥ ksanagn Pelsghelim N| Sesudah
Kepada TWilayah
Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 2 Laporan 2 Laporan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 3Laporan 3 Laporan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 4 Laporan 4 Laporan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 5 Laporan 5 Laporan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 10 Laporan 7 Laporan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 12 Laporan 12 Laporan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 10 Laporan 13 Laporan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 13 Laporan 13 Laporan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7.01.02204 Indeks Kepuasan 85 Indek 85 Indek 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan | jymlah Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan | Kab-
Pelaksanaan Urusan | Masyarakat pPemerintahan yang Terkait dengan | L 6 Kegiatan 6 Kegiatan | 227"
Pemerintahan yang Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
o Jumlah koordinasi 100 Persen 100 Persen kesejahtraan sosial yang
Dilimpahkan kepada ) : .
P kegiatan kesejahteraan dilaksanakan
sosial yang dilaksnakan Jumlah Laporan Pelaksanaan 4 Laporan 4 Laporan
Jumlah Laporan 2laporan 2 laporan Kewenangan Lain yang
pelaksanaan Dilimpahkan
kewenangan lain yang Jumlah Laporan Pelaksanaan 0 Laporan 0 Laporan
dilimpahkan Kewenangan Lain yang
Jumlah Laporan 4laporan 4 laporan Dilimpahkan
Pelaksanaan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan
Kewenangan Lain yang Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan Dilimpahkan
Jumlah Laporan 100 persen 100 persen Jumlah Laporan Pelaksanaan 4 Laporan 1 Laporan
Pelaksanaan Kewenangan Lain yang
Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
di Limpahkan
Jumlah Laporan Pelaksanaan 3 Laporan 3 Laporan
Jumlah Sub Keg Urusan 2 Sub 25ub Kewenangan Lain yang
Pemerintahan yang Kegiatan Kegiatan Dilimpahkan
Dilimpahkan Kepada
Camat yang terlaksana Jumlah Laporan Pelaksanaan 4 Laporan 4 Laporan
Kewenangan Lain yang
Jumlah urusan Sub 1 Sub kegiatan 1 Sub kegiatan Dilimpahkan
kegiatan urusan
Jumlah Laporan Pelaksanaan 5 Laporan 5 Laporan
pemerintahan yang p y
dilimpahkan kepada gwenangan ain yang
Dilimpahkan
camat yang terlaksana
Persentase jumlah 100 Persen 100 Persen
laporan urusan
pemerintahan yang
terkait dengan
kewenangan lain yang
dilimpahkan
Persentase Koordinasi 100 % 100 %
kegiatan kesos yang
dilaksanakan
persentase koordinasi 100 persen 100 persen
kegiatan kessos yang
dilaksanakan
persentase Pelaksanaan 100 Persen 100 Persen
Urusan Pemerintahan
yang Dilimpahkan
kepada Camat
Persentase Pelaksanaan 100 persen 100 persen
Urusan Pemerintahan
yang dilimpahkan
kepada Camat
Persentase Pelaksanaan 100 Persen 100 Persen
Urusan Pemerintahan
yang Dilimpahkan
kepada Camat
1100 100
Urusan Pemerintahan
yang Dilimpahkan
kepada Camat
Persentasi dokumen 100 % 100 %
perencanaan
penganggaran dan
evaluasi SKPD
Presentase Koordinasi 100 Persen 100 Persen
Kagiatan Kesos Yang
Dilaksanakan
Presentasi Pelaksanaan 100 % 100 %
Urusan Pemerintahan
yang Dilimpahkan
Kepada Camat yang
terlaksana
umlah Laporan 4laporan 4 laporan
Pelaksanaan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan 74 Nilai 74 Nilai 7.01.03.201 Indeks Kepuasan 85 Indek 85 Indek 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Jumlah Laporan 6LKM 6 LKM Kab.
PEMBERDAYAAN Kinerja Intern (IKKI) Koordinasi Kegiatan | Masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam Forum | peningkatan Efektivitas Banjar
r::‘atﬁx;izﬂ Kecamatan Pemberdayaan Desa | ) 1ot Laporan 1laporan 1 Llaporan P”g‘:i::ar:a:eéiegc:;aan Kegiatan
Peningkatan partisipasi 100 Persen 100 Persen Peningkatan Efektivitas 9 Pemberdayaan
masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
forum musyawarah Masyarakat di Wilayah Kecamatan
perencanaan Kecamatan Jumlah Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga
pembangunan di Desa Jumiah Lembaga 100 100 Kemasyarakatan yang
persentase koordinasi 100 persen 100 persen Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam
dan fasilitasi kegiatan Berpartisifasi Dalam Forum Musrenbang di
pemberdayaan Forum Musyawarah Desa

Hal.283



Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program s rogram Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian . s?b'a Ket.
N A egiatan
Sebelum Sesudah Kegiatan Sebelum Sesudah Kegiatan Sebelum Sesudah
masyarakat di Perencanaan Jumlah lembaga 12lembaga 12 Lembaga
Kecamatan Pembangunan Desa kemasyarakatan yang
Persentase koordinasi 100 persen 100 persen Jumlah sub kegiatan 100 Persen 100 Persen berpartisipasi dalam
danfasilitasi kegiatan pemberdayaan forum musyawarah
pemberdayaan masyarakat desa yang perencanaan
masyarakat terlaksana pembangunan di desa
dikecamatan Jumlah Sub Kegiatan 2 sub kegiatan 2 sub kegiatan Jumlah Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga
Persentase Koordinasi 100 100 Pemberdayaan Kemasyarakatan yang
dan Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Desa yang Berpartisipasi dalam
Pemberdayaan Terlaksana Forum Musyawarah
) ) Perencanaan
Masyarakat di Jumlah Sub Kegiatan 2 Sub 2sub Porbanounon di Desa
Kecamatan Pemberdayaan Kegiatan Kegiatan 9
Persentase Koordinasi 100 persen 100 persen Masyarakat Desa yang Jumlah Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga
dan Fasilitasi Kegiatan Terlaksana K yang
Pemberdayaan Jumlah Sub Kegiatan 100 Persen 100 Persen ::5::5'5:2::::
Masyarakat di Pemberdayaan Perencmaf‘
Kecamatan Masyarakat Desa yang Pembangunan di Desa
Persentase Koordinasi 100 Persen 100 Persen Terlaksana 9
ilitasi Kegi ) Jumlah Lembaga 4LKM 41KM
dan Fasilitasi Kegiatan Kinerja Persentase 100 % 100 % e araka‘agn an
Pemberdayaan koordinasi dan fasilitasi o
Masyarakat di kegiatan pemberdayaan B o
Persentase Koordinasi 100 100 kecamatan
‘v Pembangunan di Desa
dan Fasilitasi Kegiatan Peresntase Sub Kegiatan 100 Persen Jurmlah Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga
ik Pemberdayaan Kemasyaraatan ’ ?
Masyarakat di Masyarakat Desa yang o a:s . da‘yamg
isipasi
Kecamatan Terlaksana partisip
" Forum Musyawarah
Persentase Koordinasi 100 persen Persentase desadan 100 persen 100 persen Perencanaan
dan Fasilitasi Kegiatan Kelurahan yang Pembangunan di Desa
i melaksanakan Jumlah Lembaga 5LPM 5LPM
Masyarakat di MusDes/MusKel yang Pl ang
Y y
Kecamatan " - 100 tepat waktu Berpartisipasi dalam
Persentase Koordinasi 100 Persen 100 Persen Persentase koordinasi 100 Persen 100 Persen Forum Musyawarah
dan Fasilitasi Kegiatan dan fasilitasi kegiatan Perencanaan
f:a’:;’::;y:;” pemberdayaan Pembangunan di Desa
kat di
Kecamatan km::ay:‘;a: ' Jumlah Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga
’ Kemasyarakatan yang
Persentase Koordinasi 100 Persen Persentase Koordinasi 100 persen 100 persen Berpartisipasi dalam
dan Fasilitasi Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Forum Musyawarah
Pemberdayaan Desa Perencanaan
Masyarakat di )
Kecamatan Persentase Koordinasi 100 Persen 100 Persen Pembangunan di Desa
Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Lembaga 6LKM 6 LKM
Persentase 100 persen 100 persen Desa e
Terlaksananya Y yang
Pemberdayaan 100 100 Berpartisipasi dalam
Kegiatan Pemberdayaan Forum Musyawarah
Masyarakat Desa dan
Kelurahan Desa Perencanaan
Persentase Koordinasi 100 Persen 100 Persen Pembangunan di Desa
Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Lembaga 9 Lembaga 9 Lembaga
Desa katan yang )
Persentase Koordinasi 100 persen 100 persen Berpartisipasi dalam
pemberdayaan Forum Musyawarah
Masyarakat Desa yang Perencanaan
Terlaksana Pembangunan di Desa
persentase 100 persen 100 persen Jumlah Lembaga 12lembaga 12 Llembaga
Ter;laksananya jar yang !
Pemberdayaan Eerparl;\;lpas\ da\arhn
Masyarakat Desa dan orum Musyawaral
Kelurahan Perencanaan
. o0m T00p Pembangunan di Desa
‘ersentase ersen ersen
Terlaksananya Jumlah Lembaga 13lembaga 13 Lembaga
Pemberdayaan Kemasyarakatan yang
Masyarakat Desa dan Berpartisipasi dalam
Kelurahan Forum Musyawarah
o Perencanaan
Presentase Koordinasi 100 Persen 100 Persen Pernbangunan di Desa
Penerapan dan
penegakan Peraturan Jurlah Lernbaga 21lembaga 21 Llembaga
Daerah Yang Terfasilitasi /arakatan yang '
Berpartisipasi dalam
Presentase 100 Persen 100 Persen Forum Musyawarah
terlaksananya Perencanaan
pemberdayaan desa Pembangunan di Desa
Terlaksananya 100 Persen 100 Persen Jumlah Lembaga 26lembaga 26 Lembaga
Musrembangdes dan Kemasyarakatan yang
musrembangkel yang Berpartisipasi dalam
. ‘orum Musyawaral
tepat waktu Forum Musyawarah
terlaksananya Perencanaan
m“s’em‘f"gk“' yang Pembangunan di Desa
tepat waktu
i Jumlah peningkatan 6 LKM 6LKM
partisipasi masyarakat
dalam forum
musyarawah
perencanaan
pembanganun di desa
Terlaksananya 2 kegaitan 2 kegaitan
musrembang
kecamatan yang tepat
waktu
Terlaksananya 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Musrenbang Tingkat
Kecamatan yang tepat
waktu
7.01.03.2.01.03 Peningkatan jumlah fasilitasi TP PKK Kecamatan 12 Bulan 12 Bulan | Semua
Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan . . . Kab/Kota
Hfitas Kegi roay: Jumlah Kegiatan Peningkatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan /
Masyarakat di Wilayah Kecamatan ° ’ Kab.
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Baar
Masyarakat di Wilayah Kecamatan v
Jumlah Laporan Peningkatan 0 Laporan 0 Laporan
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan 1 Laporan
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 2 Laporan 2 Laporan
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 3 Laporan 3 Laporan
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 4Laporan 4 Laporan
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 3 Laporan 5 Laporan
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 6 Laporan 6 Laporan
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program ) Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiat Cegiat Kegiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah
Jumlah Laporan Peningkatan 8 Laporan 8 Laporan
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.202 Kegiatan | jumlah musrenbang ~ 1kegiatan 1 kegiatan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Jumlah Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga Kab.
Pemberdayaan kelurahan yang tepat Partisipasi Masyarakat dalam Forum | Kemasyarakatan yang Banjar
Kelurahan waktu Musyawarah Perencanaan Berpartisipasi dalam
: Pemb di Kelurah i
Jumlah Musrenbang 1 Kegiatan 1 Kegiatan embangunan ci Kelurahan Forum Musrenbang di
Kelurahan yang tepat Kelurahan
waktu Jumlah Lembaga 6 LEMBAGA 6 LEMBAGA
jumlah musrenbang 1 kegiatan 1 kegiatan Kemasyarakatan yang
yang tepat waktu Berpartisipasi dalam
) Forum Musyawarah
Kinerja persentase 100 % 100 %
N - Perencanaan
koordinasi dan fasilitasi )
- - Pembangunan di
egiatan pemberdayaan Kelurahan
masyarakat di
Kecamatan Jumlah Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga
K Katan yang K ]
Persentase 100 % 100 % N
Berpartisipasi dalam
Terlaksananya
Forum Musyawarah
Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Perencanaan
4 Pembangunan di
Kelurahan
Kelurahan
Persentase 100 Persen 100 Persen Jumlah Lembaga 6 LKK 6 LKK
Terlaksananya
Kemasyarakatan yang
Pemberdayaan o
Berpartisipasi dalam
Masyarakat Desa dan
Forum Musyawarah
Kelurahan
Perencanaan
PersentaseTerlaksananya 100 % 100 % Pembangunan di
Pemberdayaan Kelurahan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan
ya 100 100
Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan
Tercapainya Kepuasan 1 Tahun 1 Tahun
Masyarakat
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana | jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 1 Unit | Kab.
dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Banjar
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 2 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 3 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 Unit 4 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 5 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 7 Unit
yang Terbangun
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas ~ 1Pokmas/ 1 Pokmas/ | Kab.
Masyarakat di Kelurahan yang Melaksanakan Ormas Ormas Banjar
Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas 10 Pokmas / 10 Pokmas /
yang Melaksanakan Ormas Ormas
Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Kelurahan Banjar
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 4 Laporan 4 Laporan
Kelurahan
7.01.03.2.03 Jumlah Sub Kegiatan 100 Persen 100 Persen | 7:01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 41KM 4 LKM | Kab.
Desa Lembaga K Di Banjar
Lembaga yang Terlaksana
Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi Banjar
Masyarakat Masyarakat
7.01.03.2.06 Persentase Fasilitasi Kewenangan 100 Persen 100 Persen | 7:01.03.2.06.03 Peningkatan Jumlah Keluarga yang Mengikuti 1 Keluarga 1 Keluarga | Kab.
Pemberdayaan dan Pemerlu Pelayanan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Ketahanan Pangan Banjar
K Sosial dan Keluarga
Keluarga Tingkat Kebencanaan Kecamatan Yang
Kecamatan dan Terlaksana
Kelurahan
7.01.03.2.06.11 Pelatihan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti 1 Keluarga 1 Keluarga | Kab-
Tanggap Bencana Rumah Tangga Pelatihan Keluarga Tanggap Banjar
Bencana Rumah Tangga
7.01.04 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan 74 Nilai 74 Nilai 7.01.04.201 Indeks Kepuasan 85 Indek 85 Indek 7.01.042.01.01 Sinergitas dengan Jumlah Hasil Kegiatan Sinergitas 4 Kegiatan 4 Kegiatan | Kab.
KOORDINASI Kinerja Intern (IKKI) Koordinasi Upaya Masyarakat Kepolisian Negara Republik dengan Kepolisian Negara Republik Banjar
KETERTIBAN UMM | Cevemeraman dan | omishloporon uaporan Tiaporan | TR PSR RO | doned, ertrsNosiona
Peresentase koordinasi 100 persen 100 persen | = “HPTEH P8 pelaksanaan Wi Kecamatan Indonesia dan Instansi Vertikal di
dan fasiltasi Harmonisasi hubungan 4 Wilayah Kecamatan
penyelenggaraan dengan tokoh agama Jumlah Kegiatan Hasil Sinergitas 1 Kegiatan 1 Kegiatan
ketentraman dan tokoh masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik
danketertiban umum Jumlah Laporan 2laporan 2 Laporan Indonesia, Tentara Nasional
serta perlindungan Peningkatan Efektivitas Indonesia dan Instansi Vertikal di
masyarakat di Kegiatan Pemberdayaan Wilayah Kecamatan
keacamatan Masyarakat di Wilayah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 0 Laporan 0 Laporan
Persentase Fasilitasi 100 persen 100 persen Kecamatan dengan Kepolisian Negara Republik
Penanganan Jumlah Sinergitas 100 Persen 100 Persen Indonesia, Tentara Nasional
Tramtibumlinmas dengan Kepolisian Indonesia dan Instansi Vertikal di
Persentase koordinasi 100 persen 100 persen Negara Republik Wilayah Kecamatan
dan fasilitasi Indonesia, Tentara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 1 Laporan 1 Laporan
penyelenggaraan Nasional Indonesia dan dengan Kepolisian Negara Republik
ketentraman dan Instansi Vertikal di Indonesia, Tentara Nasional
ketertiban umum serta Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi Vertikal di
perlindungan yang terfasilitasi Wilayah Kecamatan
masyarakat di Persentase Fasilitasi 100 Persen 100 Persen Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 2 Laporan 2 Laporan
Kecamatan Kewenangan Pemerlu dengan Kepolisian Negara Republik
Persentase Koordinasi 100 100 Pelayanan Kesejahteraan Indonesia, Tentara Nasional
dan Fasilitasi Sosial dan Kebencanaan Indonesia dan Instansi Vertikal di
Penyelenggaraan Kecamatan Yang Wilayah Kecamatan
ketentraman dan Terlaksana Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 4 Laporan 4 Laporan
ketertiban umum serta Persentase Fasilitasi 100 100 dengan Kepolisian Negara Republik
perlindungan Penanganan Indonesia, Tentara Nasional
masyarakat di Tramtibumlinmas Indonesia dan Instansi Vertikal di
kecamatan i
) Persentase Fasilitasi 100 persen 100 persen Wilayah Kecamatan
Persentase Koordinasi 100 persen 100 persen Penanganan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 6 Laporan 9 Laporan
dan Fasilitasi Tramtibumlinmas dengan Kepolisian Negara Republik
Penyelenggaraan Indonesia, Tentara Nasional
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program e Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran sub Target Capaian . e::.::a i Ket.
Sebelum Sesudah Kegiatan Sebelum Sesudah Kegiatan Sebelum Sesudah
ketentraman dan persentase koordinasi 100 % 100 % Indonesia dan Instansi Vertikal di
ketertiban umum serta dan fasilitasi Wilayah Kecamatan
perlindungan penyelenggaraan Jumlah Laporan Peningkatan 2 Laporan 2 Laporan
masyarakat di ketentraman dan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
kecamatan ketertiban umum serta Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Persentase Koordinasi 100 Persen 100 Persen perlindungan
dan Fasilitasi masyarakatbdi
Penyelenggaraan kecamatan
ketentraman dan Persentase Koordinasi 100 persen
ketertiban umum serta dan Fasilitasi
perlindungan Penyelenggaraan
masyarakat di ketentraman dan
kecamatan ketertiban umum serta
Persentase Koordinasi 100 Persen perlindungan
dan Fasilitasi masyarakat di
Penyelenggaraan kecamatan
ketentraman dan Persentase Koordinasi 100 % 100 %
ketertiban umum serta Penerapan dan
perlindungan Penegakkan Peraturan
masyarakat di Daerah Yang Terfasilitasi
kecamatan persentase Koordinasi 100 Persen 100 Persen
Persentase 100 Persen 100 Persen Upaya Penyelenggaraan
penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
ketertiban umum di Persentase Koordinasi 100 100
Kecamatan Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Persentase Koordinasi 100 persen 100 persen
Upaya PEnyelenggaraan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Persentase 100 Persen 100 Persen
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum di
Kecamatan
Persentase 100 persen 100 persen
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum di
Kecamatan
Persentase 100 Persen 100 Persen
penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum di
Kecamatan
Persentase 100 Persen
Penyelenggaraan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum di
Kecamatan
Persentase 100 Persentase 100 Persentase
Penyelenggaraan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum di
Kecamatan
Persentase 100 persen 100 persen
Penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban urusan di
kecamatan
Presentase koordinasi 100 persen 100 persen
penerapan dan
penegakan peraturan
daerah yang terfasilitasi
Presentase Koordinasi 100 Persen 100 Persen
Penerapan dan
Penegakan Peraturan
Daerah Yang Terfasilitasi
umlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Pelaksanaan
Harmonisasi Hubungan
dengan Tokoh Agama
dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Jumlah Laporan Pelaksanaan 0Laporan 0 Laporan | Kab.
Hubungan dengan Tokoh Agama dan | Harmonisasi Hubungan dengan Banjar
Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1Laporan 1 Laporan
Harmonisasi Hubungan dengan
Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
Jumlah Laporan Pelaksanaan 2 Laporan 1 Laporan
Harmonisasi Hubungan dengan
Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
Jumlah Laporan Pelaksanaan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Harmonisasi Hubungan dengan
Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
Jumlah Laporan Pelaksanaan 2 Laporan 2 Laporan
Harmonisasi Hubungan dengan
Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
Jumlah Rakor FKUB yang 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Dilaksanakan
7.01.04.2.02 Indeks Kepuasan 85 Indek 85 Indek 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi 1 Kegiatan 1 Kegiatan | Kab.
Koordinasi Penerapan | masyarakat dengan Perangkat Daerah yang dengan Perangkat Daerah yang Banjar
dan Penegakan Jumiah Laporan Tlaporan 1 Laporan Tugas dan Fungsinya di Bidang Tugas dan Fungsinya di Bidang
Peraturan Daerah dan Koordinasi/Sinergi Penegakan Peraturan Perundang- Penegakan Peraturan Perundang-
Peraturan Kepala dengan Peranghat Undangan dan/atau Kepolisian Undangan dan/atau Kepolisian
Daerah Daerah yang Tugas dan Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia
Fungsinya di Bidang Jumlah kegiatan Patroli Trantibum 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Penegakan Peraturan “Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 2 Laporan 2 Laporan
Perundang-Undangan dengan Perangkat Daerah yang
dan/atau Kepolisian Tugas dan Fungsinya di Bidang
Negara Republik Penegakan Peraturan Perundang-
Indonesia Undangan dan/atau Kepolisian
Jumlah Sub Kegiatan 100 % 100 % Negara Republik Indonesia”
Koordinasi Penerapan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan 1 Laporan
dan Penegakkan dengan Perangkat Daerah yang
Peraturan Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang
Dilaksanakan Penegakan Peraturan Perundang-
Persentase Fasilitasi 100 Persen 100 Persen Undangan dan/atau Kepolisian
Penanganan Negara Republik Indonesia
Tramtibumlinmas
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program " - Kegiatan
Sebelum Sesudah Kegiatan Sebelum Sesudah Kegiatan Sebelum Sesudah
Persentase Koordinasi 100 Persen 100 Persen Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 2 Laporan 2 Laporan
Penerapan dan dengan Perangkat Daerah yang
Penegakan Peraturan Tugas dan Fungsinya di Bidang
Daerah dan Peraturan Penegakan Peraturan Perundang-
Kepala Daerah Undangan dan/atau Kepolisian
Persentase Koordinasi 100 Persen 100 Persen Negara Republik Indonesia
Penerapan dan
Penegakan Peraturan
Daerah yang terfasilitasi
i 100 100
Penerapan dan
Penegakan Peraturan
Daerah yang Terfasilitasi
Persentase Koordinasi 100 persen 100 persen
Penerapan dan
Penegakan Perda dan
Perkada
Persentase Koordinasi 100 Persen 100 Persen
Penerapan dan
Penegakkan Peraturan
Daerah yang Terfasilitasi
Persentase Koordinasi 100 % 100 %
Penerapan dan
Penegakkan Peraturan
Daerah Yang Terfasilitasi
Persentase Koordinasi 100 persen 100 persen
Penerapan dan
Penegakkan Peraturan
Daerah Yang Terfasilitasi
Persentase Koordinasi 100 Persen 100 Persen
Penerapan dan
Penegakkan Peraturan
Daerah Yang Terfasilitasi
Persentase Penerapan 100 persen 100 persen
dan Penegakan Perda
dan Perkada yang
dilaksanakan
Persentase 100 Persen 100 Persen
penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum di
kecamatan
Persentasi dokumen 100 % 100 %
perencanaan
penganggaran dan
evaluasi SKPD
Presentase koordinasi 100 persen 100 persen
penerapan dan
penegakan peraturan
daerah yang terfasilitasi
Presentase Koordinasi 100 Persen 100 Persen
Penerapan dan
Penegakan Peraturan
Daerah Yang Terfasilitasi
umlah Laporan 2 Laporan 2 Laporan
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia
7.01.047.03 Persentase Penyelenggaraan 100 Persen 100 Persen | 7:01.04.7.03.02 Harmonisasi Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
i Upaya K dan Ketertiban Hubungan dengan Tokoh Agama dan | Harmonisasi Hubungan dengan Banjar
Penyelenggaraan Umum di Kecamatan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.7.04 Persentase Fasilitasi Kewenangan 100 Persen 100 Persen | 7:01.04.7.04.01 Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 3 Laporan | Kab.
Koordinasi Penerapan | pemerlu Pelayanan dengan Perangkat Daerah yang Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Banjar
dan Penegakan Kesejahteraan Sosial dan Tugas dan Fungsinya di Bidang Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
Qanun dan Peraturan | Kebencanaan Kecamatan Yang Penegakan Peraturan Perundang- Bidang Penegakan Peraturan
Kepala Daerah Terlaksana Undangan dan/atau Kepolisian Perundang-Undangan dan/atau
Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.05 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan 74 Nilai 74 Nilai 7.01.05.2.01 Indeks Kepuasan 85 Indek 85 Indek 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan | jymlah kegiatan Pembinaan 1 kegiatan 1 kegiatan | Kab.
PENYELENGGARAAN | inerja Intern (IKKI) Penyelenggaraan Masyarakat Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | wawasan Kebangsaan dan Banjar
URUSAN Kecamatan Urusan Pemerintahan | | Semua 1 Dokumen 1 Dokumen dalam rangka Memantapkan Ketahanan Nasional dalam rangka
PEMERINTAHAN Umum Sesuai . Pancasila,
UMM Penyelenggaraan 100 Persen 100 Persen Penugasan Kepala Urusan Pemerintahan Undang.Undang Dasar Negara e r; o o g
Urusan Pemerintahan Daorats yang Bukan Merupakan Republik Indonesia Tahun 1945 Ua’(‘;“' a{; elal ,\ia"aa“ R" Eb"‘gk
Umum sesuai Kewenangan Daerah Pelestarian Bhinneka Tunggal lka o as:r o E,pu ‘
penugasan kepala dan Tidak Dilaksanakan certa Pomertahanan dan Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Daerah oleh Instansi Vertikal Bhinneka Tunggal lka serta
. Pemeliharaan Keutuhan Negara Pemertahanan dan Pemeliharaan
Persentase 100%  100% Jumlah Dokumen Semua 2 Dokumen 2 Dokumen Kesatuan Republik Indonesia Keutuhan Negara Kesatuan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Republik Ind
publik Indonesia
Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan
Umum Kewenangan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti 100 Orang 100 Orang
Persentase 100% dan Tidak Dilaksanakan zemz‘”a;" Wav::“_“ KSI'J;':QS“"
penyelenggaraan oleh Instansi Vertikal an Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Urusan Pemerintahan Jumlah Kegiatan 100 Persen 100 Persen Pancasila, Pelaksanaan Undang.
\ ]
Umum wawasan kebangsaan Undang
Persentase 100 persen 100 persen dan k?,ah:nankNamnal Jumlah Orang yang Mengikuti 10rang 1 0rang
Penyelenggaraan yang dilaksanakan Pemb W Keb
’ embinaan Wawasan Kebangsaan
Urusan Pemerintahan jumlah. masyarakat yang 100 % 100 % dan Ketahanan Nasional dalam
Umum ‘mengikuti 2
rangka Memantapkan Pengamalan
Persentase 100 Persen 100 Persen Jumlah Orangyang 50 Orang 50 Orang Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Penyelenggaraan Mengikuti Pembinaan Undang Dasar Negara Republik
Urusan Pemerintahan Wawasan Kebangsaan Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Umum dan Ketahanan Nasional Bhinneka Tunggal Ika serta
Persentase 100 Persen dalam rangka Pemertahanan dan Pemeliharaan
Penyelenggaraan Memantapkan Keutuhan Negara Kesatuan
Urusan Pemerintahan Pengamalan Pancasila, Republik Indonesia
Umum Pelaksanaan Undang- Jumlah Orang yang Mengikuti 4 Orang 4 Orang
Undang Dasar Negara
Persentase 100 persen 100 persen Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan
pul
penyelenggaraan o 45, botestarian dan Ketahanan Nasional dalam
urusanpemerintah Bhinneka Tl’m ke rangka Memantapkan Pengamalan
ggal fka Pancasila, Pelaksanaan Undang-
umum serta Pemertahanan dan
" Undang Dasar Negara Republik
Pemeliharaan Keutuhan Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Negara Kesatuan Bhinneka Tunggal Ika serta
Republik Indonesia Pemertahanan dan Pemeliharaan
Jumlah Sub Kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan Keutuhan Negara Kesatuan
Penyelenggaraan Urusan Republik Indonesia
Pemerintahan Umum Jumlah Orang yang Mengikuti 40 Orang 40 Orang
sesuai Penugasan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
9
dan Ketahanan Nasional dalam
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program ) Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program N - Kegiatan
Sebelum Sesudah Kegiatan Sebelum Sesudah Kegiatan Sebelum Sesudah
Kepala Daerah yang rangka Memantapkan Pengamalan
Terfasilitasi Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Jumlah Sub Kegiatan 100 Persen 100 Persen Undang Dasar Negara Republik
Penyelenggaraan Urusan Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Pemerintahan Unum Bhinneka Tunggal Ika serta
sesuai Penugasan Pemertahanan dan Pemeliharaan
Kepala Daerah yang Keutuhan Negara Kesatuan
Terfasilitasi Republik Indonesia
Pembinaan Wawasan 80 Nilai 80 Nilai Jumlah Orang yang Mengikuti 50 Orang 50 Orang
Kebangsaan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
ketahanan nasional dan Ketahanan Nasional dalam
dalam rangka rangka Memantapkan Pengamalan
memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Pengamalan Pancasila, Undang Dasar Negara Republik
pelaksanaan Undang Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Undang Dasar Republik Bhinneka Tunggal ka serta
Indonesia tahun 1945, Pemertahanan dan Pemeliharaan
Pelestarian Bhinneka Keutuhan Negara Kesatuan
Tunggal Ika serta Republik Indonesia
pemertahanan dan Jumlah Orang yang Mengikuti 75Orang 75 Orang
pemelihraan keutuhan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Negara kesatuan dan Ketahanan Nasional dalam
Republik Indonesia rangka Memantapkan Pengamalan
Persentase Fasiitasi 100 Persen 100 Persen Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Kewenangan Pemerlu Undang Dasar Negara Republik
Pelayanan Kesejahteraan Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Sosial dan Kebencanaan Bhinneka Tunggal Ika serta
Kecamatan Yang Pemertahanan dan Pemeliharaan
Terlaksana Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Persentase 100 Persen 100 Persen
penyelenggaraan urusan Jumlah Orang yang Mengikuti 100 Orang 100 Orang
pemerintahan umum Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
Persentase 100 Persen 100 Persen
rangka Memantapkan Pengamalan
Penyelenggaraan Urusan Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Pemerintahan Umum Undang Dasar Negara Republik
Persentase 100 % Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Penyelenggaraan Urusan Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemerintahan Umum Pemertahanan dan Pemeliharaan
Persentase 100 persen 100 persen Keutuhan Negara Kesatuan
Penyelenggaraan Urusan Republik Indonesia
Pemerintahan Umum Jumlah Orang yang Mengikuti 120 Orang 120 Orang
sesuai Penugasan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Kepala Daerah dan Ketahanan Nasional dalam
Persentase 100 Persen 100 Persen rangka Memantapkan Pengamalan
Penyelenggaraan Urusan Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Pemerintahan Umum Undang Dasar Negara Republik
Sesuai Penugasan Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Kepala Daerah Bhinneka Tunggal Ika serta
Persentase 100% 100% Pemertahanan dan Pemeliharaan
penyelenggaraan Urusan Keutuhan Negara Kesatuan
yelengg,
Pemerintahan Umum Republik Indonesia
sesuai Penugasan Jumlah Orang yang Mengikuti 200 Orang 200 Orang
Kepala Daerah yang Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Terfasilitasi dan Ketahanan Nasional dalam
Persentase 100 persen 100 persen rangka Memantapkan Pengamalan
Penyelenggaraan Urusan Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Pemerintahan Umum Undang Dasar Negara Republik
. Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
sesuai Penugasan
Kepala Dacrah yang Bhinneka Tunggal Ika serta
Torfasilitas Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan
Persentase 100 Persen 100 Persen Republik Indonesia
Penyelenggaraan Urusan )
permerintahan Umum Jumlah Orang yang Mengikuti 320 Orang 320 Orang
sesuai Penugasan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Kepala Daerah yang dan Ketahanan Nasional dalam
Tortasiita rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Persentase 100 Persentase 100 Persentase Undang Dasar Negara Republik
Penyelenggaraan Urusan Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Pemerintahan Umum Bhinneka Tunggal Ika serta
Sesuai Penugasan Pemertahanan dan Pemeliharaan
Kepala Daerah yang Keutuhan Negara Kesatuan
Terfasilitasi Republik Indonesia
Persentasi dokumen 100 % 100 % Jumlah Orang yang Mengikuti 400 Orang 400 Orang
perencanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
penganggaran dan dan Ketahanan Nasional dalam
evaluasi SKPD rangka Memantapkan Pengamalan
Presentase Koordinasi 100 Persen 100 Persen Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Penerapan dan Undang Dasar Negara Republik
Penegakan Peraturan Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Daerah Yang Terfasilitasi Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik | jymlah Laporan Konflik yang 2 Laporan 0 Laporan | Kab.
Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Ditangani Sesuai Ketentuan Banjar
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan Semua | jymlah Dokumen Semua Urusan 3 Dokumen 3 Dokumen | Kab.
Urusan Pemerintahan yang Bukan Pemerintahan yang Bukan Banjar
Merupakan Kewenangan Daerah dan | erupakan Kewenangan Daerah
Tidak Dilaksanakan oleh Instansi dan Tidak Dilaksanakan oleh
Vertikal Instansi Vertikal
Jumlah Dokumen Semua Urusan 0 Dokumen 0 Dokumen
Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah
dan Tidak Dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
Jumlah Dokumen Semua Urusan 1 Dokumen 1 Dokumen
Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah
dan Tidak Dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
Jumlah Dokumen Semua Urusan 2 Dokumen 2 Dokumen
Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah
dan Tidak Dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
Jumlah Dokumen Semua Urusan 3 Dokumen 3 Dokumen
Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah
dan Tidak Dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
Jumlah Kegiatan 4Kegiatan 4 Kegiatan
Jumlah Kegiatan Semua Urusan 2 kegiatan 2 kegiatan
Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah
dan Tidak Dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

No Lokasi
Program ) Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program N N Kegiatan
Sebelum Sesudah Kegiatan Sebelum Sesudah Kegiatan Sebelum Sesudah
Jumlah Kegiatan Semua Urusan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah
dan Tidak Dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
Terbayarnya Jasa Honorarium 12 Bulan 12 Bulan
Forkopimcan
Terselenggaranya Acara Safari 1 Laporan 1 Laporan
Ramadhan Kecamatan
Terselenggaranya pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan
MTQ/STQ Kecamatan
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Tugas Forum 0 Dokumen 0 Dokumen | Kab.
Forum Koordinasi Pimpinan di Koordinasi Pimpinan di Banjar
Kecamatan Kecamatan
Jumlah Dokumen Tugas Forum 1 Dokumen 1 Dokumen
Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan
Jumlah Dokumen Tugas Forum 12 Dokumen 12 Dokumen
Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan
Terlaksananya tugas 4Kegiatan 4 Kegiatan
Forkomincam
7.01.06 PROGRAM Indeks 74 Nilai 74 Nilai 7.01.06.2.01 Fasilitasi, | |ndeks Kepuasan 85 Indek 85 Indek 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan | jymlah Dokumen yang 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
PEMBINAAN DAN Kepatuhan dan Rekomendasi dan Masyarakat Peraturan Desa dan Peraturan Kepala | Difasilitasi dalam rangka Banjar
PENGAWASAN Kinerja Intern Koordinasi Pembinaan | | oL 0oL imen 1 Dokumen 1 Dokumen Desa Penyusunan Peraturan Desa
PEMERINTAHAN (IKKI) dan Pengawasan Fasilitasi dalam rangka dan Peraturan Kepala Desa
DESA Kecamatan Pemerintahan Desa | po/aksanaan Tugas dan Jumlah Dokumen yang 20 Dokumen 20 Dokumen
Persentase 100 persen 100 persen Fungsi Badan Difasilitasi dalam rangka
Fasilitasi Permusyawaratan Desa Penyusunan Peraturan Desa
pembinaan dan Jumiah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen dan Peraturan Kepala Desa
pengawasan Fasilitasi dalam rangka
desa Pelaksanaan Tugas
100 100 Persenta Kepala Desa dan
Fasilitasi Perangkat Desa
Pembinaan dan Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen 1 Dokumen
Pengawasan Difasilitasi dalam rangka
Desa/Kelurahan Administrasi Tata
Persentase 100 % 100 % Pemerintahan Desa
fasilitasi Jumlah fasilitasi, 100 Persen 100 Persen
pembinaan dan rekomendasi dan
pengawasan koordinasi pembinaan
pemerintahan dan pengawasan
desa pemerintahan desa yang
Persentase 100 persen 100 persen terlaksana
fasilitasi Jumlah Fasilitasi, 100 Persen 100 Persen
pembinaan dan Rekomendasi dan
pengawasan Koordinasi Pembinaan
pemerintahan dan Pengawasan
desa Pemerintahan Desa yang
Persentase 100 Persen terlaksana
fasilitasi Persentase Dokumen 100 Persen 100 Persen
pembinaan dan Perencanaan
pengawasan Pengganggaran dan
pemerintahan Evaluasi SKPD
desa .
Persentase Fasilitasi 100 Persen 100 Persen
Persentase 100 Persen 100 Persen Kewenangan Pemerlu
Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan
Pembinaan dan Sosial dan Kebencanaan
Pengawasan Kecamatan Yang
Pemerintahan Terlaksana
Desa
Persentase fasiitasi 100 persen 100 persen
Persentase 100 Persen 100 Persen pembinaan dan
Fasilitas pengawasan
Pembinaan dan pemerintahan desa
Pengawasan i
permerintahan Persentase fasiltasi 100 Persen 100 Persen
pembinaan dan
Desa
pengawasan
Pesrsentase 100 persen 100 persen pemerintahan desa
fasilitasi
. Persentase Fasilitasi 100 % 100 %
pembinaan dan Pembinaan dan
penganasan Pengawasan
zem”"(aha" Pemerintahan Desa
esa
Persentase Fasilitasi, 100 persen 100 persen
Rekomendasi dan
koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Persentase Fasilitasi, 100 % 100 %
Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Persentase Fasilitasi, 100 Persen 100 Persen

Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

Persentase Fasilitasi, 100 Persentase
Rekomendasi dan

Koordinasi Pembinaan

dan Pengawasan

Pemerintahan Desa

Persentase Fasilitasi, 100 Persen
Rekomendasi dan

Koordinasi Pembinaan

dan Pengawasan

Pemerintahan Desa yang

Terlaksana

Persentase Fasilitasi, 100 Persen
Rekomendasi dan

Koordinasi Pembinaan

dan Pengawasan

Pemerintas Desa

Persentase fasilitasi 100 Persen
rekomendasi dan
koordinasi pengawasan
pemerintahan desa
Persentase Kegiatan
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa yang
Terlaksana

100 persen

Persentasi dokumen 100 %

perencanaan

100 Persentase

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 %
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No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran
Kegiatan

Target Capaian

Sebelum Sesudah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Target Capaian

Kegiatan

Sebelum Sesudah

Lokasi

Kegiatan

penganggaran dan
evaluasi SKPD

Presentase Fasilitasi,

Rekomendasi dan

100 persen 100 persen

Koordinasi Pembinaan

dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
umlah Dokumen ya
Difasilitasi dalam ra

ng  1Dokumen 1 Dokumen

ngka

Pengelolaan Keuangan

Desa dan

Pendayagunaan Aset

Desa

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi
Tata Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang 0 Dokumen 0 Dokumen
Difasilitasi dalam rangka
Administrasi Tata Pemerintahan

Desa

Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen 1 Dokumen
Difasilitasi dalam rangka
Administrasi Tata Pemerintahan

Desa

Jumlah Dokumen yang 2 Dokumen 2 Dokumen
Difasilitasi dalam rangka
Administrasi Tata Pemerintahan

Desa

Jumlah Dokumen yang 4 Dokumen 4 Dokumen
Difasilitasi dalam rangka
Administrasi Tata Pemerintahan

Desa

Jumlah Dokumen yang 20 Dokumen 20 Dokumen
Difasilitasi dalam rangka

Administrasi Tata Pemerintahan

Desa

Jumlah Dokumen yang 21 Dokumen 21 Dokumen
Difasilitasi dalam rangka
Administrasi Tata Pemerintahan

Desa

Semua
Kab/Kota
Kab.
Banjar

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan Pendayagunaan
Aset Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen
dalam rangka Pengelolaan

Keuangan Desa dan

Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen 2 Dokumen
dalam rangka Pengelolaan

Keuangan Desa dan

Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 2 Dokumen 2 Dokumen
dalam rangka Pengelolaan

Keuangan Desa dan

Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 4 Dokumen 4 Dokumen
dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa
Jumlah pengelolaan yang
Difasilitasi dalam rangka
Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Kab.
Banjar

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas Kepala Desa dan Perangkat
Desa

“Jumlah Dokumen Fasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen
dalam rangka Pelaksanaan
Tugas Kepala Desa dan
Perangkat Desa"

Jumlah Dokumen Fasilitasi 0 Dokumen 0 Dokumen
dalam rangka Pelaksanaan

Tugas Kepala Desa dan

Perangkat Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen
dalam rangka Pelaksanaan
Tugas Kepala Desa dan
Perangkat Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi 12 Dokumen 12 Dokumen
dalam rangka Pelaksanaan

Tugas Kepala Desa dan

Perangkat Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi 1 Dokumen 13 Dokumen
dalam rangka Pelaksanaan
Tugas Kepala Desa dan

Perangkat Desa
Jumlah fasilitasi pelaksanaan
tugas kepala desa dan
perangkat desa yang
terlaksana

15 Kegiatan 15 Kegiatan

Semua
Kab/Kota
Kab.
Banjar

7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 0 Dokumen
rangka Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 1 Dokumen
rangka Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 2 Dokumen 2 Dokumen
rangka Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 4 Dokumen 4 Dokumen
rangka Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa

Kab.
Banjar

7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 1 Dokumen
rangka Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Badan Permusyawaratan

Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 2 Dokumen 2 Dokumen
rangka Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Badan Permusyawaratan

Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 6 Dokumen 6 Dokumen
rangka Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Badan Permusyawaratan

Desa

“Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 2 Dokumen 2 Dokumen
rangka Penataan, Pemanfaatan,

dan Pendayagunaan Ruang Desa

serta Penetapan dan Penegasan

Batas Desa”

Kab.
Banjar

7.01.06.2.01.08 Rekomendasi
Pengangkatan dan Pemberhentian

Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen 1 Dokumen

Pengangkatan dan

Kab.
Banjar
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah 9 Sebelum Sesudah
Perangkat Desa Pemberhentian Perangkat Desa
Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen 1 Dokumen
Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi | jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Perencanaan Pembangunan Daerah | perencanaan Pembangunan Banjar
dengan Pembangunan Desa Daerah dengan Pembangunan
Desa
7.01.06.2.01.10 Fasilitasi Penetapan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Lokasi Pembangunan Kawasan Pembangunan Kawasan Banjar
Perdesaan Perdesaan
7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama | jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab.
Antar Desa dan Kerja Sama Desa rangka Kerja Sama Antar Desa Banjar
dengan Pihak Ketiga dan Kerja Sama Desa dengan
Pihak Ketiga
7.01.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Jumlah Dokumen Fasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Pemanfaatan, dan Pendayagunaan dalam rangka Penataan, Banjar
Ruang Desa serta Penetapan dan Pemanfaatan, dan
Penegasan Batas Desa Pendayagunaan Ruang Desa
serta Penetapan dan
Penegasan Batas Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi 2 Dokumen 2 Dokumen
dalam rangka Penataan,
Pemanfaatan, dan
Pendayagunaan Ruang Desa
serta Penetapan dan
Penegasan Batas Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi 3 Dokumen 3 Dokumen
dalam rangka Penataan,
Pemanfaatan, dan
Pendayagunaan Ruang Desa
serta Penetapan dan
Penegasan Batas Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi 8 Dokumen 4 Dokumen
dalam rangka Penataan,
Pemanfaatan, dan
Pendayagunaan Ruang Desa
serta Penetapan dan
Penegasan Batas Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi 11 Dokumen 13 Dokumen
dalam rangka Penataan,
Pemanfaatan, dan
Pendayagunaan Ruang Desa
serta Penetapan dan
Penegasan Batas Desa
Jumlah Fasilitasi dalam rangka 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Penataan, Pemanfaatan, dan
Pendayagunaan Ruang Desa
serta Penetapan dan
Penegasan Batas Desa
7.01.06.2.01.17 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 13 Laporan 13 Laporan | Kab.
Pendampingan Desa di Wilayahnya | pendampingan Desa di Banjar
Wilayahnya
7.01.06.2.01.18 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 4 Laporan 4 Laporan | Kab.
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan | pelaksanaan Pembangunan Kawasan Banjar
Perdesaan di Wilayah Kecamatan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01 PROGRAM Indeks Kepatuhan dan Kinerja 74,00 74,00 |801.01.201 Persentase terpenuhinya 100 persen 100 persen | 8:01.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen 4 Dokumen | Semua
PENUNJANG Intern (IKKI) Badan Kesatuan Perencanaan, penunjang urusan pemerintahan Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kab/Kota
URUSAN Bangsa dan Politik Penganggaran, dan daerah kabupaten/kota Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Banjar
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
801.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 3 Dokumen 3 Dokumen | Kab.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
801.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab.
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Banjar
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
801.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen | Semua
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota
Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab.
Perubahan DPA-SKPD Banjar
8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 3 Laporan 3 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Banjar
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 23 Laporan 23 Laporan | Kab.
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjar
8.01.01.202 Persentase administrasi 100 persen 100 persen | 8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan | jumlah Orang yang 25 Orang/bulan 25 Orang/bulan | Semua
Administrasi keuangan perangkat daerah Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Kab/Kota
Keuangan Perangkat Tunjangan ASN Kab.
Daerah Banjar
8.01.01.2.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
dministrasi Tugas ASN Banjar
Pelaksanaan Tugas ASN
8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Banjar
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
801.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2 Laporan 2 Laporan | Kab-
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Banjar
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi Penyusunan
SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
801.01.206 Persentase administrasi umum 100 persen 100 persen | 8.01.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 4 Paket 4 Paket | Semua
Administrasi Umum perangkat daerah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | pisediakan Kab.
Banjar
8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan | jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 5 Paket 5 Paket | Semua
dan Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Kab/Kota
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Kab.
Program Kegiatan Sub Kegiatan Banjar
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja 801.01206.04 Penyediaan Bahan | jyriah Paket Bahan [BKHEYAIS g 6 Paket 6 Paket | KfB)o;
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Logistik Kangor, e giatan Disediakan b Target Capaian Bageh | Ket.
HasttProgranT Kegi " Regiatan
Sebelum Sesudah egiatan Sebelum Sesudah 8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumh.'ﬁﬁ'g}g{‘gmg Cetaigbalym |12 pafiesudainket | Kab.
etakarT dar ey Penggandaan yang Disediakan Bamjar
801.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab.
Bacaan dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan Banjar
undangan Perundang-Undangan yang
Disediakan
8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 11 Laporan 11 Laporan | Semua
Tamu Kunjungan Tamu Kab/Kota
Kab.
Banjar
8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 Laporan 12 Laporan | Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD SKPD Kab.
Banjar
801.01.207 Persentase Pengadaan BMD 100 Persen 100 Persen | 8.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 24 buah 89 buah | Kab.
Pengadaan Barang Penunjang Urusan Daerah dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Banjar
Milik Daerah Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
8.01.01.2.08 Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 100 Persen | 8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat | jymlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah Menyurat Surat Menyurat Banjar
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan | Kab.
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banjar
Listrik Listrik yang Disediakan
8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 13 Laporan 13 Laporan | Semua
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kab/Kota
Disediakan Kab.
Banjar
80101209 Persentase pemeliharaan BMD 100 Persen 100 Persen | 8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit | Kab-
Pemeliharaan Barang | penunjang Urusan Perangkat Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Banjar
Milik Daerah Daerah dan Pajak dan dibayarkan Pajaknya
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 12 Unit 12 Unit | Kab-
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Banjar
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
8.01.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1Unit 1 Unit | Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelinara/Direhabilitasi Banjar
Kantor dan Bangunan Lainnya
801.01.209.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung ouUnit | Kab.
Pemelinaraan/Rehabilitasi Sarana dan | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Banjar
Prasarana Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung 27 buah 27 buah
kantor yang dipelihara
8.01.02 PROGRAM Persentase penduduk 0,09 Persen 0,09 Persen | 8.01.02.2.01 Persentase Pemantapan 80 Persen 80 Persen | 8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti 420 Orang 420 Orang | Kab.
PENGUATAN yang mendapat Perumusan Kebijakan | pelaksanaan Bidang Ideologi Koordinasi di Bidang Ideologi Koordinasi di Bidang Ideologi Banjar
IDEOLOGI PANCASILA | pembinaan Ideologi Teknis dan Pancasila dan Karakter Kebangsaan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, | wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
DAN KARAKTER Pancasila, wawasan Pemantapan Karakter Bangsa, Pembauran Karakter Bangsa, Pembauran
KEBANGSAAN kebangsan dan Pelaksanaan Bidang Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan | ebangsaan, Bineka Tunggal Ika
pembauran Ideologi Pancasila dan Sejarah Kebangsaan dan Sejarah Kebangsaan
Kebangsaan Karakter Kebangsaan
801.022.01.05 Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring 3 Laporan 3 Laporan | Kab-
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di | Eyaluasi dan Pelaporan di Bidang Banjar
Bidang Ideologi Wawasan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Bangsa, Y K Bineka Tunggal Ika dan
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Sejarah Kebangsaan
Kebangsaan
8.01.03 PROGRAM Persentase penduduk 041 Persen 0.41 Persen | 801.03.201 Persentase jumlah masyarakat 80 Persen 80 Persen | 8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti 500 Orang 1780 Orang | Kab.
PENINGKATAN yang mendapat Perumusan Kebijakan | yang mendapatkan pemahaman Kebijakan di Bidang Pendidikan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Banjar
PERAN PARTAI pembinaan politik Teknis dan politik dalam kegiatan Pemantapan Politik, Etika Budaya Politik, Pendidikan Politik, Etika Budaya
POLITIK DAN Bidang Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Politik, Peningkatan Demokrasi,
LEMBAGA Pelaksanaan Bidang Politik dan Etika Budaya Politik. Kelembagaan Pemerintahan, Fasilitasi Kelembagaan
PENDIDIKAN Pendidikan Politik, Perwakilan dan Partai Politik, Pemerintahan, Perwakilan dan
MELALUI Etika Budaya Politik, Pemilihan Umum/Pemilinan Umum | partai politik, Pemilihan
PENDIDIKAN POLITIK Peningkatan Kepala Daerah, serta Pemantauan Umum/Pemilihan Umum Kepala
DAN Demokrasi, Fasilitasi Situasi Politik di Daerah Daerah, serta Pemantauan Situasi
PENGEMBANGAN Kelembagaan politik di Daerah
ETIKA SERTA BUDAYA Pemerintahan,
POLITIK Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik
8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti 20 Orang 42 Orang | Kab.
Koordinasi di Bidang Pendidikan Koordinasi di Bidang Pendidikan Banjar
Politik, Etika Budaya Politik, Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan UmumyPemilihan Umum | pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, 4 Laporan 4 Laporan | Kab.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Banjar
di Bidang Pendidikan Politik, Etika Pendidikan Politik, Etika Budaya
Budaya Politik, Peningkatan Politik, Peningkatan Demokrasi,
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai | pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umumy/Pemilinan | pojitik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah | pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.04 PROGRAM Persentase Ormas yang 25 Persen 25 Persen | 8.01.04.201 Persentase jumlah Kebijakan Teknis 80 Persen 80 Persen | 8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti 200 Orang 200 Orang | Kab.
PEMBERDAYAAN dibina Perumusan Kebijakan | dan Pemantapan Pelaksanaan di Kebijakan di Bidang Pendaftaran Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Banjar
DAN PENGAWASAN Teknis dan Bidang Pemberdayaan dan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
ORGANISASI Pemantapan Pengawasan Organisasi Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Evaluasi dan Mediasi
KEMASYARAKATAN Bidang | yang Ormas, Pengawasan Ormas dan Sengketa Ormas, Pengawasan
Pemberdayaan dan Ormas Asing di Daerah Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, 1 Laporan 1 Laporan | Kab.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Eyaluasi dan Pelaporan di Bidang Banjar
di Bidang Pendaftaran Ormas, Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan | Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Mediasi Sengketa Ormas,
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi
Program Target Capaian Kegiatan Keluaran Target Capaian Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Capaian Sub | Ket.
Hasil Program N N Kegiatan
Sebelum Sesudah Kegiatan Sebelum Sesudah Kegiatan Sebelum Sesudah
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing | Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
di Daerah dan Ormas Asing di Daerah
8.01.05 PROGRAM Persentase fasilitasi 100 Persen 100 Persen | 8.01.05.2.01 Persentase jumlah Kebijakan Teknik 65 Persen 65 Persen | 8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti 1200 Orang 1270 Orang | Kab.
PEMBINAAN DAN kegiatan PAGN dan Perumusan Kebijakan | gan pemantapan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Banjar
PENGEMBANGAN FKUB yang terlaksana Teknis dan Bidang Ekonomi, Sosial dan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi | ketahanan Ekonomi, Sosial,
KETAHANAN Pemantapan Budaya yang terlaksana Pencegahan Penyalagunaan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
EKONOMI, SOSIAL, Pelaksanaan Bidang Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat | penyalagunaan Narkotika,
DAN BUDAYA Ketahanan Ekonomi, Beragama dan Penghayat Fasilitasi Kerukunan Umat
Sosial dan Budaya Kepercayaan di Daerah Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
8.01.06 PROGRAM Persentase Penanganan 100 Persen 100 Persen | 8.01.06.2.01 Persentase Perumusan Kebijakan 80 Persen 80 Persen | 8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti 350 Orang 980 Orang | Kab.
PENINGKATAN Konfik Sosial. Perumusan Kebijakan | Teknis dan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang di Bidang Banjar
KEWASPADAAN Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Dini, Kerja Sama Intelijen,
NASIONAL DAN Pelaksanaan Nasional dan Penanganan Konflik Pemantauan Orang Asing, Tenaga Pemantauan Orang Asing, Tenaga
PENINGKATAN Pemantapan Sosial yang terlaksana Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kerja Asing dan Lembaga Asing,
KUALITAS DAN Kewaspadaan Kewaspadaan Perbatasan antar Kewaspadaan Perbatasan antar
FASILITASI Nasional dan Negara, Fasilitasi Kelembagaan Negara, Fasilitasi Kelembagaan
PENANGANAN Penanganan Konflik Bidang Kewaspadaan, serta Bidang Kewaspadaan, serta
KONFLIK SOSIAL Sosial Penanganan Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, 4 Laporan 4 Laporan | Kab.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Eyaluasi dan Pelaporan di Bidang Banjar
di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja | Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Lembaga Asing, Kewaspadaan Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Bidang serta
serta Penanganan Konflik di Daerah | penanganan Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Jumlah Dokumen Hasil 6 Dokumen 6 Dokumen | Kab.
Koordinasi Pimpinan Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Banjar
Kabupaten/Kota Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota
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